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Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK untuk pertama kali melalui Surat 
No. 115/PGE000/2022-S0 tanggal 8 Maret 2022, yang dilakukan penundaan oleh Perseroan dengan menyampaikan Permohonan 
Perpanjangan Tenggat Waktu Penyampaian Dokumen Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada 
OJK melalui surat No. 349/PGE000/2022-S0 tanggal 28 Juli 2022. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan menyampaikan 
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada OJK melalui Surat Pengantar No. 390/PGE000/2022-S0 
tanggal 31 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 
dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (ñUUPMò).  
 

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia 
(ñBursa Efekò atau ñBursa Efek Indonesiaò atau ñBEIò) sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh BEI No. S-03984/BEI.PP3/05-2022 
tertanggal 18 Mei 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak 
terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan 
kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. 
 

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus 
ini bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. 
 

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat 
pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek. 
 

Penawaran Umum Perdana Saham telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan Surat No. T- 92/EK.04/MEM.E/2022 
tanggal 25 Maret 2022 juncto No. T-223/EK.04/MEM.E/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 
20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya 
Mineral.  
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini Negara Republik Indonesia. Penjelasan 
mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal. 
 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN 
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA 
PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, 
MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN 
UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK 
BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA 
TERSEBUT. 
 

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS 
KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN 
REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN 
PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN 
TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN 
PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA 
TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK 
TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
ñAfiliasiò : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: 

Å hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara 
horizontal maupun vertikal; 

Å hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; 
Å hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau 

dewan komisaris yang sama; 
Å hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan 

atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
Å hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, 

oleh pihak yang sama; atau 
Å hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
 

ñAkuntan Publikò : Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang 
melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana. 
 

ñAnggota Bursa Efekò : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM. 
 

ñBagian Pemerintahò : Berarti bagian kepada Pemerintah yang harus Perseroan bayarkan setiap triwulan sebesar 34% dari 
pendapatan operasional bersih, yang akan diakui sebagai pembayaran pajak, sebagaimana disyaratkan 
oleh peraturan yang berlaku. 
 

ñBank Kustodianò : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau 
melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 

ñBiro Administrasi Efekò 
atau ñBAEò 

: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom. 
 

ñBursa Efekò atau ñBursa 
Efek Indonesiaò atau 
ñBEIò 
 

: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia 
dan berkedudukan hukum di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 
(4) UUPM, di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.  

ñDaftar Pemegang 
Sahamò 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh 
Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang 
Rekening kepada KSEI. 
 

ñEBTKEò : Berarti Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 
 

ñEfekò : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 
utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. 
 

ñEntitas Anakò : Berarti GES dan PGEK. 
 

ñGrup Pertaminaò : Berarti PT Pertamina (Persero) dan masing-masing anak perusahaannya. 
 

ñHarga Penawaranò 
 

: 
 

Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang berkisar antara Rp820,- 
(delapan ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp945,- (sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) setiap 
saham. 
 

ñHari Bursaò : Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai 
dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa 
oleh Bursa Efek. 
 

ñHari Kalenderò : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius, termasuk hari Sabtu, Minggu 
dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja 
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan 
Hari Kerja. 
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ñHari Kerjaò : Berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai 
hari libur nasional. 
 

ñHMETDò : Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang 
memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek 
bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk 
membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. 
 

ñIAPIò : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia. 
 

ñIndeks Harga Saham 
Gabunganò atau ñIHSGò 

 

: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
 

ñITò : Berarti Information Technology atau Teknologi Informasi. 
 

ñJISDORò : Berarti Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, yaitu harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs 
transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui Sistem Monitoring 
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. 
 

ñJPYò : Berarti Yen Jepang, mata uang resmi negara Jepang. 
 

ñKAPò 
 

: 
 

Berarti Kantor Akuntan Publik. 
 

ñKementerian ESDMò : Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 
 

ñKonfirmasi Tertulisò : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian 
dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. 
 

ñKelompok Usahaò : Berarti Perseroan dan Entitas Anak. 
 

ñKPEIò : Berarti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, 
yang bertugas menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar 
dan efisien serta jasa lainnya, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

ñKSEIò : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang 
bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada 
Penitipan Kolektif, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUPM. 
 

ñLembaga Kliring dan 
Penjaminanò 
 

: Berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di BEI. 
 

ñLembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaianò 

: Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek 
dan pihak lain. 
 

ñLIBORò : Berarti London Interbank Offered Rate, suku bunga referensi yang merepresentasikan indikasi suku bunga 
pinjam-meminjam antar bank. 
 

ñManajer Penjatahanò : Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15/2020. 
 

ñMasa Penawaranò : Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh 
Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 

ñMasyarakatò : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing 
dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 

ñMenkumhamò atau 
ñKemenkumhamò 

: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 
 



  
 

v 

ñMenteri ESDMò : Berarti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 
 

ñMESOPò : Berarti Management and Employee Stock Option Plan (Program Opsi Pembelian Saham Kepada 
Manajemen dan Karyawan). 
 

ñOtoritas Jasa 
Keuanganò atau ñOJKò 

: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 
yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 
tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
 

ñPartisipan Adminò : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan 
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik 
sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini yaitu PT Mandiri Sekuritas. 
 

ñPartisipan Sistemò : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain 
yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran 
Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) POJK No. 41/2020, di mana dalam hal ini 
yaitu PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan 
Anggota Bursa lainnya yang memiliki izin di OJK. 
 

ñPemegang Rekeningò : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI 
yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. 
 

ñPemegang Sahamò : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 
Å Daftar Pemegang Saham Perseroan; 
Å Rekening Efek pada KSEI; atau 
Å Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek. 
 

ñPemerintahò : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
 

ñPenawaran Awalò : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang 
antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau 
perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan POJK No. 23/2017. 
 

ñPenawaran Umumò atau 
ñPenawaran Umum 
Perdana Sahamò 

: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham 
kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut 
ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 

ñPenitipan Kolektifò : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 

ñPenjamin Emisi Efekò : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 
Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 

ñPenjamin Pelaksana 
Emisi Efekò 

: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini 
adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas yang 
juga merupakan Penjamin Emisi Efek. 
 

ñPenyedia Sistemò : Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yaitu 
BEI, KPEI, dan KSEI. 
 

ñPeraturan No. IX.A.2ò : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 
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ñPeraturan No. IX.A.7ò : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan 
ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 
2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 
 

ñPeraturan No. IX.J.1ò : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran 
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 
tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. 
 

ñPeraturan Pencatatanò : Berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang 
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. 
 

ñPerjanjian Pendaftaran 
Efekò 

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-083/SHM/KSEI/0822, tanggal  
14 September 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan 
KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-
pembaharuan yang dibuat di kemudian hari. 
 

ñPerjanjian Pengelolaan 
Administrasi Sahamò 
atau ñPPASò 

 

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pertamina Geothermal 
Energy Tbk No. 13 tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pertamina Geothermal Energy Tbk No. 33 tanggal 19 Januari 
2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Selatan. 
 

ñPerjanjian Penjaminan 
Emisi Efekò atau ñPPEEò 
 

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
No. 12 tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum PT Pertamina Geothermal Energy Tbk No. 56 tanggal 30 Maret 2022, Adendum II 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pertamina Geothermal Energy Tbk No. 63 tanggal 
30 Agustus 2022 dan Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pertamina 
Geothermal Energy Tbk No. 32 tanggal 19 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. 
 

ñPernyataan Efektifò : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif yaitu antara lain: 
(i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara 
lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang 
terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif 
dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut 
yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

ñPernyataan 
Pendaftaranò 

: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan ketentuan 
dalam Peraturan No. IX.A.2. 
 

ñPerseroanò : Berarti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Grha Pertamina - Tower Pertamax 
Lt.7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Gambir, Jakarta Pusat 10110. 
 

ñPerusahaan Efekò : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, 
dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 

ñPLNò : Berarti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Trunojoyo Blok M ï I No. 
135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. 
 

ñPOJK No. 4/2022ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas 
Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 18 Maret 2022. 
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ñPOJK No. 7/2017ò 
 

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk 
tanggal 14 Maret 2017. 
 

ñPOJK No. 7/2021ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga 
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 19 Maret 2021. 
 

ñPOJK No. 8/2017ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan 
Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017. 
 

ñPOJK No. 15/2020ò 
 

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020. 
 

ñPOJK No. 16/2020ò 
 

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020. 
 

ñPOJK No. 17/2020ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020. 
 

ñPOJK No. 23/2017ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info 
Memo tanggal 21 Juni 2017. 
 

ñPOJK No. 25/2017ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang 
Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017. 
 

ñPOJK No. 30/2015ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. 
 

ñPOJK No. 33/2014ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.  
 

ñPOJK No. 34/2014ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. 
 

ñPOJK No. 35/2014ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten 
atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. 
 

ñPOJK No. 41/2020ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 
Juli 2020. 
 

ñPOJK No. 42/2020ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020. 
 

ñPOJK No. 55/2015ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015. 
 

ñPOJK No. 56/2015ò : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015. 
 

ñPP No. 31/2003ò : Berarti Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi Negara tanggal 18 Juni 2003. 
 

ñPPhò : Berarti Pajak Penghasilan. 
 

ñPPNò : Berarti Pajak Pertambahan Nilai 
 

ñProspektusò : Berarti setiap informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dan fakta yang penting dan relevan 
sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat 
membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017. 
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ñProspektus Awalò : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK 
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, 
Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan 
penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK 
No. 8/2017 dan POJK No. 23/2017. 
 

ñProspektus Ringkasò : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017, yang akan 
diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar 
secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa 
Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan melakukan Penawaran Awal, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan No. IX.A.2. 
 

ñPSAKò : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 
 

ñRDNò : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh 
Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau 
instruksi dari nasabah. 
 

ñRekening Efekò : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan 
Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham. 
 

ñRupiahò atau ñRpò atau 
ñIDRò 
 

: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia. 
 

ñRUPSò : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
Perseroan. 
 

ñRUPSLBò : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar Perseroan. 
 

ñSaham Yang 
Ditawarkanò 

: Berarti sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas 
nama, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 
sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal 
Pencatatan. 
 

ñSEOJK No. 4/2022ò : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat 
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi 
Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal 
Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022. 
 

ñSEOJK No. 20/2021ò : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan 
Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar 
Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Agustus 2021. 
 

ñSEOJK No. 20/2022ò : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan 
Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar 
Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 November 2022. 
 

ñSEOJK No. 15/2020ò : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana 
Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian 
Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik tanggal 
27 Juli 2020. 
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ñSIDò : Berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang 
diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku 
untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang 
disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku. 
 

ñSistem Penawaran 
Umum Elektronikò 
 

: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam 
Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 
15/2020. 
 

ñSREò : Berarti subrekening efek, yaitu rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 
 

ñSRE Jaminanò : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk efek dan/atau 
dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa 
dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring. 
 

ñSurat Kolektif Sahamò : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 
 

ñTanggal Distribusiò : Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 
 

ñTanggal Pembayaranò : Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, 
sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 
 

ñTanggal Pencatatanò : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan 
pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, sebagaimana tercantum dalam 
Prospektus. 
 

ñTanggal Penjatahanò : Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama 
terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 
 

ñUS CPIò : Berarti Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat atau United States Consumer Price Index. 
 

ñUSDò : Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat. 
 

ñUS GAAPò : Berarti United States Generally Accepted Accounting Principles. 
 

ñUS PPIò : Berarti Indeks Harga Produsen Amerika Serikat atau United States Producer Price Index. 
 

ñUU No. 21 Tahun 2014ò : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 No. 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5585), sebagaimana diubah 
sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja. 
 

ñUUPMò : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608). 
 

ñUUPTò : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana 
diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja. 
 

ñUU Cipta Kerjaò : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573). 
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ISTILAH INDUSTRI 
 
ñAMDALò : Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

 
ñBrineò : Berarti fasa cair hasil pemisahan fluida panas bumi dari separator. 

 
ñDeliver-or-Payò atau 
ñDOPò 

: Berarti kondisi dalam kontrak di mana Perseroan harus membayar kekurangan pasokan kepada pembeli 
apabila Perseroan tidak dapat memenuhi pasokan minimum yang ditentukan dalam kontrak PJBU/PJBL, 
dengan jumlah persentase yang spesifik ditentukan dalam kontrak yang dihitung secara tahunan. 
 

ñESCò : Berarti Energy Sales Contract atau Kontrak Penjualan Energi, perjanjian yang dibuat antara Kontraktor 
KOB sebagai pengirim tenaga listrik dan/atau uap, PLN atau offtaker sebagai pembeli tenaga listrik 
dan/atau uap, dan Perseroan sebagai pemegang WKP untuk mengatur penjualan tenaga listrik dan/atau 
uap yang dihasilkan oleh Kontraktor KOB dan dijual ke PLN atau offtaker. 
 

ñGWò : Berarti gigawatt, atau satu miliar watt, atau satu juta kilowatt, atau seribu megawatt, di mana watt adalah 
ukuran daya, sama dengan satu joule energi per detik. 
 

ñGWhò : Berarti gigawatt-hour, atau satu juta kilowatt-hour, di mana watt-hour merupakan unit dasar energi. GWh 
biasa digunakan sebagai ukuran untuk produksi energi tahunan pembangkit listrik besar. 
 

ñIPPó atau ñofftakerò : Berarti Independent Power Producer, entitas yang telah membangun dan mengoperasikan pembangkit 
listrik di dalam WKP dan membeli uap dari Kontraktor KOB atau Perseroan. 
 

ñIUPTLò : Berarti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 

 
ñIPBò : Berarti Izin Panas Bumi 

 
ñIPPKHò : Berarti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

 
ñIPJLPBò : Berarti Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi. 

 
ñKOBò : Berarti Kontrak Operasi Bersama atau Joint Operations Contract, yang dibuat antara Perseroan dan pihak 

ketiga independen atau Kontraktor KOB, yang diketahui Menteri ESDM dengan merujuk pada 
Permentamben 10/1981 sehubungan dengan pelaksanaan kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi 
sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. 
 

ñKondensatò : Berarti air hasil kondensasi uap yang berasal dari turbin dan kemudian diinjeksikan kembali ke dalam 
reservoir. 
 

ñKontraktor KOBò : Berarti kontraktor yang menandatangani KOB dengan Perseroan, yaitu pihak ketiga independen yang 
bekerja sama dengan Perseroan untuk melakukan operasi panas bumi di dalam WKP Perseroan, yang 
bertanggung jawab atas seluruh operasi panas bumi di wilayah KOB masing-masing dan memiliki seluruh 
aset yang terkait dengan operasi pembangkit listrik mereka. 
 

ñkVò : Berarti kilovolt, atau seribu volt, di mana volt merupakan satuan dasar potensial listrik. 
 

ñkVAò : Berarti kilovolt-ampere (atau kilovolt-amp), atau satuan daya semu. 
 

ñkWò : Berarti kilowatt, atau seribu watt, atau 0,001 megawatt, atau 0,000001 gigawatt. 
 

ñkWhò : Berarti kilowatt-hour, satuan standar energi yang digunakan dalam industri tenaga listrik. Satu kilowatt-
hour merupakan jumlah energi yang akan dihasilkan oleh generator yang menghasilkan seribu watt selama 
satu jam. 
 

ñMake-up wellò : Berarti sumur produksi panas bumi tambahan yang dibor selama periode operasional lapangan uap 
dan/atau PLTP untuk memelihara volume pasokan uap dalam rangka memastikan pembangkitan pada 
kapasitas penuh pembangkit listrik. 
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ñMerit orderò : Berarti metode yang digunakan oleh PLN untuk mendukung dispatching pembangkit, berdasarkan biaya 
pembangkitan, untuk mengoptimalkan biaya pembangkitan sampai beban tenaga listrik yang dibutuhkan 
tercapai. 
 

ñMWò : Berarti megawatt, atau satu juta watt, atau seribu kilowatt, atau 0,001 gigawatt. 
 

ñMWhò : Berarti megawatt-hour, atau seribu kilowatt-hour, atau 0,001 gigawatt-hour. 
 

ñPermeabilitasò : Berarti kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. 
 

ñPermentamben 10/1981ò 
 

: Berarti Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 tentang 
Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara 
PERTAMINA dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi 
 

ñPJBLò : Berarti Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement, perjanjian antara PLN dan 
Perseroan yang mengatur penjualan tenaga listrik yang diproduksi dan dijual Perseroan kepada PLN untuk 
didistribusikan pada jaringannya. 
 

ñPJBUò : Berarti Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi atau Steam Sales Contract, perjanjian yang dibuat oleh 
produsen uap dengan offtaker yang mengatur penjualan uap. 
 

ñPLTPò : Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. 
 

ñScalingò : Berarti pembentukan endapan mineral atau kerak pada sumur, fasilitasi produksi, turbin dan fasilitas injeksi 
akibat perubahan komposisi kimia fluida dan perubahan parameter fisik pada sistem, yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan tingkat produksi atau hambatan pada aliran fluida. 
 

ñTake-or-Payò atau ñTOPò : Berarti kondisi dalam kontrak di mana pihak pembeli harus membayar sejumlah kapasitas uap atau listrik 
minimum tertentu kepada Perseroan sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam PJBL/PJBU selama 
Perseroan dapat memenuhi kebutuhan minimum yang ditentukan, dengan jumlah persentase yang spesifik 
ditentukan dalam kontrak yang dihitung secara tahunan. 
 

ñTWhò : Berarti terawatt-hour, atau 1 miliar kilowatt-hour. Jumlah energi yang akan dihasilkan oleh generator 
1.000.000MW dalam periode satu jam, atau generator 114MW dalam periode kurang lebih satu tahun. 
 

ñWKPò : Berarti Wilayah Kerja Panas Bumi atau wilayah kuasa pengusahaan. 
 

ñWorkoveró atau ñKerja 
Ulang dan Reparasi 
Sumuró atau òKURSò 

: Berarti kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki/mengubah geometri dan integritas sumur, termasuk di 
dalamnya kegiatan intervensi sumur yang bertujuan membersihkan kondisi wellbore dan/atau 
permeabilitas formasi serta discharge/menghidupkan sumur seperti hole cleaning, acidizing, nitrogen 
lifting, dan lain-lain. 
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN  
 
ñAboitizò : Aboitiz Power Corporation. 

 
ñBHEò : Berkshire Hathaway Energy. 

 
ñCalpineò : Calpine Corporation. 

 
ñCFEò : Federal Electricity Commission. 

 
ñEDCò : Energy Development Corporation. 

 
ñEnelò : Enel Green Power. 

 
ñGESò : PT Geothermal Energi Seulawah. 

 
ñKenGenò : Kenya Electricity Generating Company PLC. 

 
ñMercuryò : Mercury NZ Limited. 

 
ñOrkuveita Reykjavikurò : Orkuveita Reykjavikur atau Reykjavík Energy. 

 
ñOrmatò : Ormat Technologies, Inc. 

 
ñPGEKò : PT Pertamina Geothermal Energy Kotamobagu. 

 
ñPedeveò : PT Pertamina Pedeve Indonesia. 

 
ñPERTAMINAò : Badan hukum PERTAMINA yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang 

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. 
 

ñPertaminaò : PT Pertamina (Persero). 
 

ñPPIò : PT Pertamina Power Indonesia. 
 

ñZorlu Enerjiò : Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan 
konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata 
uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Persero (ñPP No. 31/2003ò), usaha panas bumi milik PT Pertamina (Persero) (ñPertaminaò) 
dialihkan kepada entitas anak dari Pertamina. 
 
Dalam rangka memenuhi mandat PP No. 31/2003 tersebut, Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2006, 
dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah agenda No. 283/BH.09.05/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 10 April 2007, Tambahan No. 3467 (ñAkta Pendirian Perseroanò). 
 
Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 52, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan  
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK  
No. 15/2020, (iii) POJK No. 16/2020, dan (iv) POJK No. 33/2014 (ñAkta No. 52/2022ò). Akta No. 52/2022 telah disetujui oleh Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060753.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan  
No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan 
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047893, yang tertanggal  
25 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022. 
 
Berdasarkan Akta No. 52/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut:  
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1.  PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 92,02 
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 7,98 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31.046.142.000 15.523.071.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 93.138.426.000 46.569.213.000.000  

 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 27 Januari 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 12 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, 
S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 12/2022ò), dengan keputusan, antara lain, sebagai berikut: 
(i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui 

pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah 
sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari 
dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) (ñSaham Yang Ditawarkanò), 
untuk ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (ñHarga Penawaranò) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada 
masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di Bursa 
Efek Indonesia (ñBEIò); 

(ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka; 
(iii) Para Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang 

dikeluarkan tersebut; 
(iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama dari semula  

ñPT Pertamina Geothermal Energyò menjadi ñPT Pertamina Geothermal Energy Tbkò; 
(v) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nilai nominal saham dari semula 

Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham; 
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(vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang 
Saham Secara Sirkuler) untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk 
(i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014; dan 

(vii) Menyetujui menerbitkan/mengeluarkan saham baru, dalam rangka program Management and Employees Stock Option Plan yang 
akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum 
Saham Perdana (ñProgram MESOPò) dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program 
MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan tata cara 
pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program MESOP, dan jumlah 
karyawan yang akan menerima saham Program MESOP, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 

 
Pada tanggal 23 Juni 2022, Pemegang Saham Perseroan selanjutnya telah menyetujui melalui Keputusan Pemegang Saham Secara 
Sirkuler tanggal 23 Juni 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 59 tanggal 
28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 59/2022ò) 
untuk meningkatkan jumlah Saham Yang Ditawarkan dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus 
lima puluh juta) saham biasa atas nama menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 16.720.000.000 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh 
juta) saham biasa atas nama atau 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham untuk ditawarkan dalam jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan 
tertulis Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Kecuali terhadap perubahan jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2022, hal-hal sebagaimana 
diputuskan dalam Akta No. 12/2022 tetap berlaku sepenuhnya, termasuk persetujuan mengenai perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang 
Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan modal ditempatkan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan 
kepada Menkumham terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham. Oleh karena tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak melakukan pelaporan 
atau permohonan persetujuan kepada Menkumham sehubungan ditandatanganinya Akta No. 12/2022.  
 
Dengan diberikannya persetujuan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2022, dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan dapat melakukan pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.720.000.000 (enam belas miliar 
tujuh ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham 
sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah). 
 
Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 
12/2022 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 11 Februari 2022. Namun demikian, sampai dengan tanggal 11 
Agustus 2022, Pernyataan Pendaftaran Perseroan belum menjadi efektif dan Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana 
Saham. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak 
menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan 
harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Guna 
memenuhi ketentuan tersebut: 
(i) pada tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 46 tanggal 24 

Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 
46/2022ò), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060354.AH.01.02.Tahun 
2022 tanggal 24 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0166466.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 
2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status 
Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi ñPT Pertamina Geothermal Energyò 
serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan  

(ii) selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 52 
tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan 
(ñAkta No. 52/2022ò), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0060753.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0047893 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 
AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah:  
(I) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan perubahan nama 

Perseroan menjadi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk serta perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait 
dengan perubahan tersebut; dan 
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(II) menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan 
sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12/2022, yang telah disesuaikan dengan dan memuat ketentuan pokok dari: (i) 
Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014. 

 
2. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada Entitas Anak, sebagai berikut: 
 

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase Kepemilikan Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi Keterangan Operasional 

Entitas Anak Langsung 

1.  GES Usaha Panas Bumi  
(Belum beroperasi) 

75% 2017 Belum beroperasi 

2.  PGEK Usaha Panas Bumi 
(Belum beroperasi) 

99% 2016 Belum beroperasi 

 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan modal minoritas (non-strategik) yang tidak signifikan 
pada perusahaan di bawah ini yang dikendalikan oleh Afiliasi Perseroan, PT Pertamina Hulu Energi. Penyertaan saham ini dilakukan pada 
saat pendirian dan hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan minimum jumlah pemegang saham berdasarkan UUPT: 
 

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase Kepemilikan Efektif 

Entitas Asosiasi 

1.  PT Pertamina Hulu Energi Ambalat Timur Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

2.  PT Pertamina Hulu Energi Kampar Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

3.  PT Pertamina Hulu Energi Skakemang Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

4.  PT Pertamina Hulu Energi W. Madura Offshore Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

5.  PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Jawa Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

6.  PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

7.  PT Pertamina Hulu Energi Tengah K Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

8.  PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

9.  PT Pertamina Hulu Energi Salawati Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

10.  PT Pertamina Hulu Energi Salawati Basin Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

11.  PT Pertamina Hulu Energi Rokan CPP Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

12.  PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

13.  PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

14.  PT Pertamina Hulu Energi Makassar Strait Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

15.  PT Pertamina Hulu Energi Corridor Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

16.  PT Pertamina Hulu Energi South Jambi B Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

17.  PT Pertamina Hulu Energi NSO Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

18.  PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

19.  PT Pertamina Hulu Energi Kakap Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

20.  PT Pertamina Hulu Energi Jabung Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

21.  PT Pertamina Hulu Energi Gebang N. Sumatera Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi  1% 

 
Masing-masing perusahaan di atas tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Selain melalui pendapatan melalui 
dividen dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar USD2.266 ribu, USD2.804 ribu, dan USD2.707 ribu untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, serta nihil untuk periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2022, perusahaan-perusahaan di atas tidak memberikan bagian atas laba/(rugi) bersih asosiasi yang diakui pada 
laporan laba rugi Perseroan. Sehingga, kepemilikan dalam entitas tersebut tidak berkontribusi secara material pada pendapatan konsolidasi 
maupun laba bersih Perseroan di tahun-tahun sebelumnya, adapun kepemilikan dalam entitas tersebut dinilai pada nilai wajarnya dan 
dibukukan pada penghasilan komprehensif lainnya. 
 
Perseroan berencana untuk melepaskan seluruh kepemilikan minoritas tersebut segera dengan tetap mempertimbangkan berbagai hal 
termasuk dengan tetap bergantung pada diperolehnya persetujuan dari pemegang saham pengendali entitas-entitas tersebut. Pelepasan 
kepemilikan minoritas tersebut diperkirakan tidak memiliki dampak yang material pada bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi 
Perseroan. 
 
Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba 
(rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2022.  
 

Nama Perusahaan 
Kontribusi terhadap 

Pendapatan 
Kontribusi terhadap Laba 

(Rugi) Sebelum Pajak 
Kontribusi terhadap 

Jumlah Aset 
Kontribusi terhadap 

Jumlah Liabilitas 

Perseroan (tidak konsolidasi) 100,00% 100,10% 99,99% 99,86% 
GES 0,00% -0,02% 0,01% 0,08% 
PGEK 0,00% -0,08% 0,00% 0,06% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh 
Perseroan di Entitas Anak. 
 
3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa 

atas nama, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 
sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. 

Nilai Nominal : Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. 
Harga Penawaran : Berkisar antara Rp820,- (delapan ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp945,- (sembilan 

ratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham. 
Nilai Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.780.750.000.000,- (sembilan triliun tujuh ratus delapan 

puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) 
Tanggal Efektif : 16 Februari 2023 
Masa Penawaran Umum : 20 - 22 Februari 2023 
Tanggal Pencatatan di BEI : 24 Februari 2023 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan 
pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       
1. PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 92,02 28.568.460.000 14.284.230.000.000 69,01  
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 7,98 2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,99  
3. Masyarakat - - - 10.350.000.000  5.175.000.000.000  25,00  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31.046.142.000 15.523.071.000.000 100,00 41.396.142.000  20.698.071.000.000  100,00 

Saham Dalam Portepel 93.138.426.000 46.569.213.000.000  82.788.426.000  41.394.213.000.000   

 
PROGRAM OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK 
OPTION PLAN / MESOP)  
 
Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal  
27 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 12/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,50% 
(satu koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau 
sebanyak-banyaknya 630.398.000 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham untuk program MESOP di 
mana hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk membeli 
saham baru Perseroan, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan pada periode pelaksanaan yang akan ditetapkan setelah saham 
perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang akan dibuka maksimal 2 kali dalam 1 tahun dengan jangka waktu 30 hari bursa setiap 
periode pelaksanaan.  
 
Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 
Tahap I : Maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan 

diterbitkan dan dialokasikan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa 
Efek Indonesia; 

Tahap II : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP, dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian 
dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris akan diterbitkan dan 
dialokasikan pada Ulang Tahun Pertama Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; 

Tahap III : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP setelah dikurangi dengan alokasi Tahap II, dengan 
jumlah yang akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan persetujuan 
Dewan Komisaris akan diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Kedua Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di 
Bursa Efek Indonesia 

Tahap IV : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP setelah dikurangi dengan alokasi Tahap III, 
dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan 
persetujuan Dewan Komisaris akan diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Ketiga Tanggal Pencatatan Saham 
Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
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Catatan: 
1. Tahap terakhir dapat berakhir lebih awal apabila pada tahap sebelumnya dialokasikan lebih karena ada faktor insentif tambahan akibat adanya insentif tambahan atas pencapaian kinerja tahun 

sebelumnya. Sebaliknya, bila kinerja tahun-tahun sebelumnya di bawah target, maka pada tahap terakhir opsi bisa tidak dibagikan seluruhnya. 
2. Tanggal pelaksanaan terakhir MESOP selambatïlambatnya adalah tanggal 26 Januari 2027 (1 hari sebelum ulang tahun ke ï 5 RUPS MESOP). 

 
Peserta program MESOP adalah Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), dan karyawan tetap dan tidak tetap Perseroan 
yang aktif bekerja dan memenuhi ketentuan pada saat Program MESOP ditawarkan. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan diimplementasikannya program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham  

dan Program MESOP 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai 
Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       
1. PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 69,01  28.568.460.000 14.284.230.000.000 67,98  
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,99  2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,90  
3. Masyarakat 10.350.000.000  5.175.000.000.000  25,00  10.350.000.000  5.175.000.000.000  24,62  
4. MESOP - - - 630.398.000  315.199.000.000  1,50  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 41.396.142.000  20.698.071.000.000  100,00 42.026.540.000  21.013.270.000.000  100,00 

Saham Dalam Portepel 82.788.426.000  41.394.213.000.000   82.158.028.000  41.079.014.000.000   

 

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. 
 
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM  
 
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan 
dialokasikan oleh Perseroan untuk: 
Å Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan sampai dengan tahun 2025 

yang terdiri dari: 
a. Sekitar 55% (lima puluh lima persen) akan digunakan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan 

kapasitas tambahan dari WKP operasional Perseroan saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan 
utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing Perseroan. 
Pengembangan ini sebagian besar akan digunakan antara lain untuk WKP Lahendong, WKP Hululais, WKP Lumut Balai 
dan Margabayur, WKP Gunung Way Panas, WKP Sungai Penuh, dan WKP Gunung Sibayak - Gunung Sinabung. 

b. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan 
kapasitas tambahan dari WKP operasional Perseroan saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan 
utilisasi co-generation technology untuk mengantisipasi kebutuhan pasar baru. Pengembangan ini sebagian besar akan 
digunakan antara lain untuk WKP Lumut Balai dan Margabayur, WKP Hululais, WKP Gunung Way Panas, dan WKP 
Kamojang - Darajat. 

c. Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi 
pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir untuk mendukung production, operation & 
maintenance excellence. 

Capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan sebesar 165MW untuk Unit 2 di WKP Lumut 
Balai dan Margabayur (sebesar 55MW) dan Unit 1 dan Unit 2 di WKP Hululais (sebesar 110MW) akan dilakukan langsung oleh 
Perseroan. Sedangkan, pihak yang akan melaksanakan capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kapasitas 
tambahan untuk WKP lainnya sebagaimana dijelaskan pada poin a dan b di atas saat ini masih belum dapat ditentukan mengingat 
pengembangan usaha tersebut masih dalam tahap feasibility study maupun kesepakatan awal (memorandum of understanding 
atau head of agreement). Adapun capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan untuk WKP lainnya tersebut dapat 
dilakukan langsung oleh Perseroan atau melalui anak perusahaan baru yang akan didirikan oleh Perseroan. Penyaluran dana 
kepada anak perusahaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk setoran modal dan/atau pinjaman. Dalam hal aliran dana 
dilakukan dalam bentuk pinjaman, maka suku bunga yang akan dibebankan dalam pinjaman tersebut adalah setara dengan suku 
bunga pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan. Dalam hal terdapat pengembalian dana dalam bentuk pinjaman kepada 
Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. 
 

Å Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebanyak-banyaknya sampai dengan USD100.000.000 yang diperoleh dari Penawaran 
Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 
antara Perseroan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Facility 
Agent, sebagai berikut: 
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Kreditur Sindikasi : Å Fasilitas A: Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited dan United Overseas Bank Limited. 

Å Fasilitas B: MUFG Bank, LTD., Jakarta Branch, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi) dan PT Bank UOB Indonesia. 

Nilai Pinjaman : Å Fasilitas A: USD290.000.000. 
Å Fasilitas B: USD510.000.000. 

Saldo Pinjaman per 31 
Desember 2021 

: Å Fasilitas A: USD150.000.000. 
Å Fasilitas B: USD450.000.000. 

Saldo Pinjaman setelah 
Pembayaran Sebagian 

: Å Fasilitas A: Sekitar USD125.000.000 
Å Fasilitas B: Sekitar USD375.000.000 

Tingkat Bunga s/d  
Juni 2022 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,50% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,60% p.a. 

Tingkat Bunga s/d 
Desember 2022 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,55% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,65% p.a. 

Tingkat Bunga s/d  
Juni 2023 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,60% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,70% p.a. 

Jatuh Tempo : 23 Juni 2023 
Penggunaan Dana atas 
Utang yang Dibayar 
Sebagian 

: Keperluan umum Perseroan termasuk pelunasan utang tertentu pinjaman dan jumlah lain yang 
harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang sahamnya atau afiliasi lainnya berdasarkan 
perjanjian pinjaman pemegang saham. 

Riwayat Utang : Belum pernah direstrukturisasi atau Perseroan tidak pernah dalam keadaan lalai. 
Syarat Pembayaran 
Sebagian 

: Apabila Perseroan hendak melakukan pembayaran pinjaman lebih awal (baik sebagian atau 
seluruhnya), Perseroan wajib memberitahu Agen Fasilitas paling lambat lima (5) hari sebelumnya 
(atau dalam jangka waktu lain yang lebih singkat sebagaimana disetujui oleh Kreditur Mayoritas). 
Pembayaran pinjaman lebih awal dapat dilakukan dengan syarat bahwa: (i) jumlah minimum yang 
dibayarkan adalah USD10.000.000 atau dalam kelipatan USD1.000.000, dan (ii) jangka waktu 
ketersediaan (availability period) fasilitas tersebut telah berakhir (atau, apabila lebih awal, setelah 
tanggal di mana fasilitas yang tersedia berjumlah nol). Perseroan wajib melakukan pembayaran 
pinjaman lebih awal pada tanggal terakhir dalam periode bunga pinjaman yang berlaku. Apabila 
pembayaran pinjaman lebih awal dilakukan pada tanggal selain tanggal tersebut, Perseroan wajib 
membayar break cost.  

 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang 
antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional maupun pasar modal mengingat rasio-rasio 
keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. 
 
Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 
 
5. FAKTOR RISIKO 
 
Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga 
dampak yang paling kecil bagi Perseroan: 
 
Risiko Utama 

- Perseroan Bergantung pada Kemampuan untuk Mempertahankan Kinerja Reservoir Panas Bumi serta Menemukan dan 
Mengembangkan Cadangan Panas Bumi Tambahan. 

 
Risiko Usaha Yang Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan 

- Eksplorasi, Pengembangan dan Produksi Sumber Daya Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Subsurface. 
- Industri Panas Bumi Tidak Memiliki Metodologi yang Dibakukan Sebagai Standar Tunggal Secara Internasional Mengenai Cara 

Data Cadangan Sumber Daya Panas Bumi Diperkirakan, Dicatat dan Disertifikasi Sehingga Penentuan Cadangan Sumber Daya 
Panas Bumi Merupakan Kegiatan yang Bersifat Probabilistik, Oleh Karena itu Tidak Terdapat Jaminan Bahwa Data Cadangan 
Sumber Daya Panas Bumi Perseroan Dapat Mencerminkan Cadangan Sumber Daya Panas Bumi Aktual yang Dimiliki Perseroan 
Secara Akurat. 

- Bencana Geologis Dapat Berdampak Negatif pada Operasi Perseroan. 
- Kinerja Keuangan Perseroan Bergantung pada Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Panas Bumi di WKP. 
- Penggunaan Data Geosains Perseroan Bergantung pada Interpretasi dan Mungkin Tidak Secara Akurat, Namun Memberikan 

Estimasi Terbaik Berdasarkan Data Geosains yang Ada, dalam Mengidentifikasi Keberadaan Cadangan Panas Bumi. 
- Perseroan Menghadapi Risiko-Risiko yang Berkaitan dengan PLN Sebagai Satu-Satunya Pembeli (Offtaker) Listrik yang 

Dihasilkan dari Pembangkit Listrik Perseroan dan Kontraktor KOB. 
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- Perseroan Mungkin Tidak Berhasil Dalam Mengimplementasikan Rencana Bisnis Jangka Panjang atau Mengelola Pertumbuhan. 
- Bisnis Perseroan Merupakan Bisnis yang Padat Modal, dan Apabila Pembiayaan Untuk Mendanai Belanja Modal yang Berjumlah 

Besar Tidak Dapat Diperoleh dengan Syarat dan Ketentuan yang Dapat Diterima, Perseroan Mungkin Tidak Dapat 
Mengimplementasikan Rencana Pengembangan. 

- Kinerja Keuangan Perseroan Bergantung pada Keberhasilan Pengoperasian Fasilitas, yang Tunduk pada Berbagai Risiko 
Operasional. 

- Perseroan Bergantung pada Sejumlah Kecil WKP untuk Sebagian Besar Volume Produksi. 
- Kegiatan Operasional Perseroan Berpotensi Membahayakan Personel Perseroan. 
- Perseroan Tunduk pada Seperangkat Hukum dan Peraturan yang Kompleks. 
- Perseroan Bergantung Pada Peralatan, Suku Cadang serta Jasa Penunjang untuk Operasi Eksplorasi dan Pengeboran. 
- Perseroan Memerlukan Jumlah Modal Kerja yang Signifikan untuk Melakukan Kegiatan Operasional. 
- Tumbuhnya Otonomi Daerah Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Tidak Pasti bagi Perseroan dan Dapat Meningkatkan Biaya 

Perseroan Dalam Melakukan Bisnis. 
- Perseroan Mungkin Terdampak Risiko yang Terkait Dengan Usaha Patungan dan Kemitraan Strategis di Masa Depan. 
- Perseroan Mungkin Dapat Terlibat dalam Proses Akuisisi yang Memiliki Risiko di Masa Depan. 
- Perseroan Mungkin Tidak Dapat Mengonversi Seluruh WKP yang Dimiliki Menjadi IPB Setelah Berakhirnya Masa Berlaku WKP. 
- Perseroan Mungkin Tidak Dapat Mengonversi KOB yang Mengatur Operasi Kontraktor KOB di Dalam WKP Perseroan Menjadi 

Izin Panas Bumi Setelah Berakhirnya KOB. 
- Beberapa Masa Berlaku Hak Atas Tanah Perseroan Telah Berakhir dan Kegiatan Operasional Perseroan Dapat Secara Signifikan 

Dipengaruhi oleh Kemampuan untuk Mendapatkan, Memelihara dan Memperbarui Atas Tanah Dan Izin Penggunaan/ 
Pemanfaatan Kawasan Hutan. 

- Perseroan Tunduk Pada Kendali Pemerintah dan/atau Pertamina Secara Tidak Langsung. 
- Perseroan Menghadapi Risiko yang Berasal dari Operasi Kontraktor KOB di WKP Perseroan. 
- Pertanggungan Asuransi Perseroan Mungkin Tidak Cukup untuk Menutupi Seluruh Risiko yang Perseroan Hadapi. 
- Gangguan atau Peretasan pada Sistem Information Technology atau Sistem Keamanan Informasi Dapat Berdampak Buruk pada 

Operasi Perseroan. 
- Keberhasilan Perseroan Bergantung pada Kemampuan Perseroan Dalam Menarik dan Mempertahankan Karyawan Utama. 
- Perseroan Bergantung pada Jasa Personel Manajemen Utama. 
- Perseroan Mengalihdayakan Sebagian Karyawan dari Pihak Berelasi. 
- Perseroan Mungkin Menghadapi Persaingan Usaha. 
 
Risiko Umum 

- Perubahan Ekonomi Domestik, Regional atau Global Dapat Memberikan Dampak Material yang Merugikan Terhadap 
Perekonomian Indonesia dan Bisnis Perseroan. 

- Pemerintah Daerah Dapat Memberlakukan Pembatasan, Pajak, dan Retribusi Daerah Tambahan dan/atau yang Bertentangan. 
- Perseroan Mungkin Tidak Berhasil Dalam Mengelola Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing. 
- Bisnis, Kondisi Keuangan, dan Hasil Operasi Perseroan dapat Terpengaruh Secara Negatif oleh Peraturan Lingkungan di 

Indonesia yang Ada Saat Ini atau Di Masa Mendatang, yang Dapat Menimbulkan Biaya yang Besar serta Peningkatan Biaya. 
- Pengungkapan Data Panas Bumi Memiliki Risiko Hukum dan Risiko Peraturan. 
- Ketidakpastian dalam Penafsiran, Penerapan, dan Amendemen atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan 

Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Panas Bumi. 
- Ketidakpastian Mengenai Penafsiran dan Penerapan Undang-Undang Terkait dengan Pembayaran Bonus Produksi. 
- Ketidakpastian Mengenai Penentuan Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan serta Direktorat Jenderal Anggaran, yang Dapat Memengaruhi Arus Kas Perseroan. 
- Operasi Perseroan Mungkin Dapat Terganggu oleh Penolakan dari Masyarakat Setempat. 
- Peraturan Emisi Gas Rumah Kaca dan Isu Perubahan Iklim Dapat Berdampak Buruk pada Operasi dan Pasar Perseroan. 
- Perseroan Memiliki Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Berkelanjutan, yang Biayanya Dapat Menjadi 

Signifikan. 
- Kondisi Politik di Indonesia yang Tidak Stabil Dapat Berdampak Negatif pada Perekonomian Indonesia, yang Dapat Memengaruhi 

Bisnis, Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan. 
- Demonstrasi Buruh, Pergolakan, Mogok Kerja dan Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Dapat Memberikan 

Dampak Material yang Merugikan Bagi Perseroan. 
 

Risiko Bagi Investor 

- Saham Perseroan Sebelumnya Tidak Pernah Diperdagangkan Secara Publik dan Terdapat Kemungkinan Bahwa Penawaran 
Umum Perdana Saham Tidak Menghasilkan Pasar yang Aktif atau Likuid untuk Saham Perseroan. 

- Kondisi Pasar dan Ekonomi Serta Pemberitaan Media Yang Negatif Dapat Memengaruhi Harga Pasar dan Permintaan Atas 
Saham Perseroan, yang Dapat Berfluktuasi Secara Luas. 

- Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Berdampak Negatif Pada Harga Pasar Saham. 
- Pemegang Saham Dapat Mengalami Dilusi Apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya Atau 

Jika Hak Pemegang Saham Untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD Di Masa Mendatang Terbatas. 
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- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Depan Akan Tergantung Pada Pendapatan, Kondisi Keuangan, Arus 
Kas, Kebutuhan Modal Kerja dan Belanja Modal di Masa Depan. 

 
Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 
 
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan 
dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai ñKelompok Usahaò) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian 
Kelompok Usaha untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun 
oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika 
Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst 
& Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (ñIAPIò) sebagaimana 
tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02307/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/XI/2022 dan 02306/2.1032/AU.1/02/1726-
1/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726) dan  
No. 02305/2.1032/AU.1/02/0702-6/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP.0702). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini 
wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf ñhal-hal lainò yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan 
penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. 
 
Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan 
POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah 
dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 30 
September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang diambil dari laporan 
keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan 
konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan 
Standar Perikatan Reviu 2410 ñReviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitasò, dalam 
laporannya tertanggal 23 Desember 2022, yang dilampirkan dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi 
Akuntan Publik No. AP.1726). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & 
Surja untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin 
teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit. 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

30 September 
(tidak diaudit) 

30 Juni 31 Desember 

2022 2022 2021 2020 2019 

Jumlah aset lancar 397.672 346.413  279.786  319.744  268.331  
Jumlah aset tidak lancar 2.046.865 2.058.727 2.117.695  2.231.622  2.305.100  

JUMLAH ASET 2.444.537 2.405.140  2.397.481  2.551.366  2.573.431  

Jumlah liabilitas jangka pendek 785.216 788.882  199.867  674.544  638.232  
Jumlah liabilitas jangka panjang 345.784 346.811  968.561  854.004  995.832  

JUMLAH LIABILITAS 1.131.000 1.135.693  1.168.428  1.528.548  1.634.064  

JUMLAH EKUITAS 1.313.537 1.269.447  1.229.053 1.022.818  939.367  
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Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal  
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal  
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

PENDAPATAN USAHA 287.399 276.608  184.734   180.090   368.824  353.961  666.876  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG 
LAINNYA (122.405) (135.294)  (82.165)  (85.505)  (182.327) (164.194) (486.093) 

LABA BRUTO 164.994 141.314  102.569   94.585   186.497  189.767  180.783  

Beban umum dan administrasi (1.903) (966)  (1.551)  (1.296)  (4.722) (1.298) (6.345) 
Pendapatan keuangan 494 560  286   347   809  1.130  1.804  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih 16.292 (28.831)  13.511   (33.097)  (38.506) (55.790) (5.408) 

LABA USAHA 179.877 112.077  114.815   60.539   144.078  133.809  170.834  

Beban keuangan (8.958) (11.157)  (5.091)  (9.646)  (14.564) (23.102) (24.975) 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 170.919 100.920  109.724   50.893   129.514  110.707  145.859  

Beban pajak penghasilan (59.490) (34.526)  (38.430)  (17.820)  (44.472) (37.875) (50.302) 

LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN 111.429 66.394  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

        
Penghasilan komprehensif lain        
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi        

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto 502 -  502   1.000   3.984  (728) (881) 
Keuntungan nilai wajar aset bersih atas investasi ekuitas 2.553 1.093  (1.402)  1.093   5.787  11.347  -  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK 3.055 1.093  (900)  2.093   9.771  10.619  (881) 

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE 
BERJALAN 111.484 67.487 70.394   35.166   94.813  83.451  94.676  

        
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    
   

Pemilik entitas induk 111.432 66.418  71.299   33.094   85.076  72.866  95.588  
Kepentingan non-pengendali (3) (24)  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah 111.429 66.394  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

        
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE 
BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    
   

Pemilik entitas induk 111.487 67.511 70.399  35.187   94.847  83.485  94.707  
Kepentingan non-pengendali (3) (24)  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah 111.484 67.487 70.394  35.166   94.813  83.451  94.676  

        
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 
ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) 0,0036 0,0021 0,0023 0,0011  0,0027   0,0023   0,0031  

 
Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
 30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal  
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 163.344 184.780 81.783 153.534  248.392  227.521  201.512  
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (10.719) (19.016) (4.903) (17.666)  (20.923) (47.757) (106.826) 
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (46.674) (49.287) (42.332) (47.479)  (256.781) (149.150) (98.719) 

KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 105.951 116.477  34.548   88.389   (29.312) 30.614  (4.033) 

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN/PERIODE 125.335 154.863  125.335   154.863   154.863  125.852  128.659  

EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS (846) (173)  (649)  (482)  (216) (1.603) 1.226  

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN/PERIODE 230.440 271.167  159.234   242.770   125.335  154.863  125.852  
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Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Rasio Pertumbuhan (%)        

Pendapatan Usaha 3,9% 4,3% 2,6% 2,8% 4,2% -46,9% 0,9% 

Laba Bruto 16,8% -3,3% 8,4% -2,5% -1,7% 4,9% -1,8% 

Laba Usaha  60,5% -11,9% 89,7% 87,4% 7,7% -21,7% -10,4% 

Laba Tahun/Periode Berjalan 67,8% -7,5% 115,6% 151,6% 16,8% -23,8% -11,0% 

Jumlah Aset 2,0% 0,4% 0,3% -0,4% -6,0% -0,9% 0,7% 

Jumlah Liabilitas -3,2% -11,5% -2,8% -10,3% -23,6% -6,5% -4,5% 

Jumlah Ekuitas 6,9% 18,2% 3,3% 14,3% 20,2% 8,9% 11,2% 
        

Rasio Profitabilitas (%)        

Margin Laba Bruto A 57,4% 51,1% 55,5% 52,5% 50,6% 53,6% 27,1% 

Margin Laba Tahun/Periode Berjalan/Rasio Laba Tahun/Periode 
Berjalan Terhadap Pendapatan B 38,8% 24,0% 38,6% 18,4% 23,1% 20,6% 14,3% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Ekuitas 8,5% 5,5% 5,6% 2,8% 6,9% 7,1% 10,2% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Aset 4,6% 2,6% 3,0% 1,3% 3,5% 2,9% 3,7% 
        

Rasio Likuiditas (x)        

Rasio KasC 0,3x 0,3x 0,2x 0,2x 0,6x 0,2x 0,2x 

Rasio LancarD 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x 1,4x 0,5x 0,4x 
        

Rasio Solvabilitas (x)        

Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,6x 

Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 0,9x 1,1x 0,9x  1,2x  0,9x 1,5x 1,7x 

Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR)E 10,2x 8,6x 7,6x  5,6x  9,4x 1,2x 1,1x 

Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR)F 27,2x 19,8x 30,4x 15,3x 19,9x 12,7x 10,3x 
        

Rasio Efisiensi (x)        

Rasio perputaran persediaanG 7,2x 8,8x 4,9x 5,8x 11,8x 11,4x 33,0x 

Rasio perputaran asetH 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x 0,1x 0,3x 
Catatan: 
A: Margin laba bruto dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
B: Margin laba tahun/periode berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
C: Rasio kas dihitung dari kas dan setara kas pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
D: Rasio lancar dihitung dari total aset lancar pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
E: Rasio cakupan utang dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun/periode berjalan 

dan beban keuangan tahun/periode berjalan. 
F: Rasio cakupan bunga dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total beban keuangan tahun/periode berjalan. 
G: Rasio perputaran persediaan dihitung dari beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal persediaan 

tahun/periode berjalan dibagi dua. 
H: Rasio perputaran aset dihitung dari pendapatan usaha tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal aset tahun/periode berjalan dibagi dua. 

 
Informasi dan Rasio Keuangan Lainnya 

(dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

EBITDA(1) 243.550 221.179 154.881 147.109 290.125 292.335 258.077 
Margin EBITDA (2) (5) 84,7% 80,0% 83,8% 81,7% 78,7% 82,6% 38,7% 
Margin Laba Tahun/Periode Berjalan(3) (5) 38,8% 24,0% 38,6% 18,4% 23,1% 20,6% 14,3% 
Utang Bersih/EBITDA(4) 2,9 3,7 5,0 6,2 2,8 3,0 4,0 
Arus Kas Bebas(6) 221.128 203.904 143.512 137.861 255.972 231.200 161.002 

(1) Istilah ñEBITDAò mengacu pada laba tahun/periode berjalan sebelum dikurangi beban bunga, beban pajak penghasilan, beban penyusutan dan amortisasi serta beban/(pendapatan) lain-lain, 
bersih. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, 
PSAK atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai 
alternatif untuk laba bruto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai 
ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan meyakini EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi 
perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (disebut sebagai setoran bagian pemerintah), umur dan buku penyusutan dan 
amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi) dan provisi penurunan nilai aset non-keuangan serta selisih kurs (memengaruhi 
biaya/(pendapatan) lain-lain, bersih). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, 
Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa. Tabel 
berikut menunjukkan rekonsiliasi EBITDA dengan laba tahun/periode berjalan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan: 
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Laba tahun/periode berjalan 111.429 66.394 71.294  33.073  85.042 72.832 95.557 
Ditambah:        

Beban keuangan 8.958 11.157 5.091  9.646  14.564 23.102 24.975 
Penghasilan keuangan (494) (560)  (286)  (347) (809) (1.130) (1.804) 
Beban pajak penghasilan 59.490 34.526 38.430  17.820  44.472 37.875 50.302 
Penyusutan 80.459 80.831 53.863  53.820  108.350 103.866 83.639 
Beban/(pendapatan) lain-lain, bersih (16.292) 28.831  (13.511) 33.097  38.506 55.790 5.408 

EBITDA 243.550 221.179 154.881  147.109  290.125 292.335 258.077 
(2) Margin EBITDA merupakan persentase EBITDA tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha tahun/periode berjalan.  
(3) Margin laba tahun/periode berjalan merupakan persentase laba tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha tahun/periode berjalan. 
(4) Utang bersih / EBITDA merupakan utang bersih tahun/periode berjalan dibagi EBITDA tahun/periode berjalan. Utang bersih dihitung dengan total utang dikurangi dengan kas dan setara kas 

serta kas yang dibatasi penggunaannya. Total utang dihitung dari total pinjaman jangka panjang termasuk bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa jangka panjang termasuk 
bagian yang jatuh tempo, dan pinjaman bank jangka panjang pada akhir tahun berjalan. 

(5) Margin EBITDA dan Margin Laba Tahun/Periode Berjalan untuk tahun 2019 dihitung berdasarkan pendapatan yang disesuaikan sebesar USD328.208 ribu karena perubahan kebijakan akuntansi 
sehubungan dengan pengakuan pendapatan yang diperoleh oleh Kontraktor KOB. 

(6) Arus kas bebas sama dengan EBITDA tahun/periode berjalan dikurangi belanja modal tahun/periode berjalan. Belanja modal merupakan penambahan aset tetap yang terjadi selama 
tahun/periode berjalan. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sebesar USD97.075 ribu, USD61.135 ribu 
dan USD34.153 ribu, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 masing-masing sebesar USD9.249 ribu dan USD11.369 ribu, serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2022 masing-masing sebesar USD17.275 ribu dan USD22.422 ribu.  

 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

30 September 
(tidak diaudit) 

30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Utang        
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 14.876 14.630 15.238 16.414 16.277 228.304 213.261 
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 1.876 404 1.896 428 2.156 458 - 
Pinjaman bank jangka pendek 600.000  800.000  600.000 800.000 -  -  -  
Pinjaman bank jangka panjang -  -  -  -  600.000 - - 
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh 
tempo dalam satu tahun 311.960 

 
340.494 316.071 343.546 338.105 813.684 966.632 

Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
satu tahun  2.060 

 
345 1.817 233 2.106 393 - 

Total Utang 930.772 1.155.873 935.022 1.160.621 958.644 1.042.839 1.179.893 
Dikurangi:        
Kas dan setara kas (230.440)  (271.167) (159.234)  (242.770) (125.335) (154.863) (125.852) 
Kas yang dibatasi penggunaannya -  (10.098) -   (10.095) (10.098) (10.085) (10.064) 

Utang Bersih 700.332 874.608 775.788 907.756 823.211 877.891 1.043.977 
 

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini. 
 
7. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Perseroan adalah Perseroan Terbatas di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan 
usaha di bidang panas bumi yang dimiliki oleh PT Pertamina Power Indonesia dan PT Pertamina Pedeve Indonesia, dengan kantor pusat 
di Grha Pertamina ï Tower Pertamax Lt. 7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat dan memiliki sekitar 532 karyawan per 
tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya 524 karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan 8 karyawan kontrak. 
 
Visi Perseroan adalah World Class Green Energy Company dengan kapasitas sumber panas bumi terbesar di dunia. 
 
Misi Perseroan adalah: 
Å Menjadi flag carrier pengembangan energi baru dan terbarukan untuk Pertamina dan Indonesia. 
Å Menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan end-to-end potensi panas bumi beserta produk turunannya 
Å Mendukung dan berpartisipasi dalam agenda dekarbonisasi nasional dan global 
 
Nilai-Nilai Perseroan adalah: 
Å Amanah 

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

Å Kompeten  
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 
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Å Harmonis 
Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

Å Loyal 
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 

Å Adaptif 
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 

Å Kolaboratif 
Membangun kerja sama yang sinergis. 

 
Kegiatan Usaha Utama 

Menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan usaha di 
bidang panas bumi. 
 
Prospek Usaha Perseroan 

Pemerintah saat ini telah menyusun serangkaian program untuk mencapai target bauran nasional. Perseroan sebagai perusahaan yang 
bergerak di bidang pengusahaan tenaga panas bumi, mendukung program Pemerintah untuk mencapai target pencapaian sebesar 23% 
energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 dan Net Zero Emission di tahun 2060. Perseroan merencanakan 
pengembangan proyek panas bumi sampai dengan 600MW sampai dengan tahun 2027.  
 
Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini. 
 
8. KEBIJAKAN DIVIDEN  
 
Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, Perseroan berencana untuk mengusulkan 
pembagian dividen tunai kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 50% (lima puluh persen) dari 
laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk 
menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang akan 
bergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan 
kondisi keuangan Perusahaan di masa depan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para pemegang saham Perseroan. 
 
Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 
2023 dan seterusnya. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak akan dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan 
pembagian dividen. Pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang 
disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan. 
 
Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. 
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima 
puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 
sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham (ñSaham Yang Ditawarkanò), dan ditawarkan kepada 
Masyarakat dengan Harga Penawaran yang berkisar antara Rp820,- (delapan ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp945,- (sembilan 
ratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp9.780.750.000.000,- (sembilan triliun tujuh ratus delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).  
 

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 27 Januari 
2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 12 tanggal 10 Februari 2022, yang 
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 12/2022ò), Perseroan akan 
mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 630.398.000 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh 
delapan ribu) saham untuk program MESOP di mana hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan oleh Manajemen dan Karyawan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk membeli saham baru Perseroan. 
 
 

  
 

 

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK.  
 

Kegiatan Usaha Utama: 
Menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan usaha di 

bidang panas bumi 
 

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 

Kantor Pusat: 
Grha Pertamina ï Tower Pertamax Lt.7 

Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 
Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia 

Telp. +62 21 3983 3222 / Faks. +62 21 3983 3230 
Email: datapge@pertamina.com; 

Situs web: https://www.pge.pertamina.com 

Wilayah Kerja Panas Bumi: 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 13 
Wilayah Kerja Panas Bumi (ñWKPò), 8 WKP di area yang 
dioperasikan sendiri (self-operation) di Kamojang (WKP yang 
sama dengan Darajat), Lahendong, Sibayak, Ulubelu, Karaha, 
Lumut Balai, Sungai Penuh dan Hululais, 4 WKP yang 
dikontrakareakan melalui KOB di Darajat (WKP yang sama 
dengan Kamojang), Salak, Pangalengan, Gunung Sibual-buali, 
dan Bedugul, serta 1 WKP yang dimiliki melalui Entitas Anak di 
Seulawah. 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN BERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK 
MEMPERTAHANKAN KINERJA RESERVOIR PANAS BUMI SERTA MENEMUKAN DAN MENGEMBANGKAN CADANGAN PANAS 
BUMI TAMBAHAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS 
INI. 

 

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH 
DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR 
YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 
YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS 
EFEK YANG DITAWARKAN. 

 
  

mailto:datapge@pertamina.com
https://www.pge.pertamina.com/
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1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 52 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 52/2022ò), yang telah disetujui oleh Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060753.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan  
No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan 
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047893, yang tertanggal  
25 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1.  PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 92,02 
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 7,98 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31.046.142.000 15.523.071.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 93.138.426.000 46.569.213.000.000  

 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 27 Januari 2022 yang telah dituangkan dalam Akta No. 12/2022, dengan 
keputusan antara lain sebagai berikut: 
(i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui 

pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah 
sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari 
dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) (ñSaham Yang Ditawarkanò), untuk 
ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (ñHarga Penawaranò) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada 
masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di Bursa 
Efek Indonesia (ñBEIò).  

(ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka. 
(iii) Para Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang 

dikeluarkan tersebut. 
(iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang 

Saham Secara Sirkuler ini) untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 
termasuk (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014; 

(v) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nilai nominal saham dari semula 
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. 

(vi) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama dari semula  
ñPT Pertamina Geothermal Energyò menjadi ñPT Pertamina Geothermal Energy Tbkò. 

(vii) Menyetujui menerbitkan/mengeluarkan saham baru, dalam rangka program Management and Employees Stock Option Plan yang 
akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum 
Saham Perdana (ñProgram MESOPò) dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program 
MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan tata cara 
pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program MESOP, dan jumlah 
karyawan yang akan menerima saham Program MESOP, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 

 
Pada tanggal 23 Juni 2022, Pemegang Saham Perseroan selanjutnya telah menyetujui melalui Keputusan Pemegang Saham Secara 
Sirkuler tanggal 23 Juni 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 59 tanggal 
28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 59/2022ò) 
untuk meningkatkan jumlah Saham Yang Ditawarkan dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus 
lima puluh juta) saham biasa atas nama menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 16.720.000.000 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh 
juta) saham biasa atas nama atau 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham untuk ditawarkan dalam jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan 
tertulis Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Kecuali terhadap perubahan jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2022, hal-hal sebagaimana 
diputuskan dalam Akta No. 12/2022 tetap berlaku sepenuhnya, termasuk persetujuan mengenai perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan 
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setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang 
Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan modal ditempatkan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan 
kepada Menkumham terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham. Oleh karena tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak melakukan pelaporan 
atau permohonan persetujuan kepada Menkumham sehubungan ditandatanganinya Akta No. 12/2022.  
 
Dengan diberikannya persetujuan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2022, dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan dapat melakukan pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.720.000.000 (enam belas miliar 
tujuh ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham 
sebesar Rp.500 (lima ratus Rupiah). 
 
Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta  
No. 12/2022 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 11 Februari 2022. Namun demikian, sampai dengan tanggal  
11 Agustus 2022, Pernyataan Pendaftaran Perseroan belum menjadi efektif dan Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum 
Perdana Saham. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran 
Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum 
saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan 
Menkumham. Guna memenuhi ketentuan tersebut: 
(i) pada tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 46 tanggal  

24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta 
No. 46/2022ò), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0060354.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0166466.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 24 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan 
terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi  
ñPT Pertamina Geothermal Energyò serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan 
tersebut; dan  

(ii) selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 52 
tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan 
(ñAkta No. 52/2022ò), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0060753.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0047893 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan  
No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah:  
(I) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan perubahan nama 

Perseroan menjadi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk serta perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait 
dengan perubahan tersebut; dan 

(II) menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan 
sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12/2022, yang telah disesuaikan dengan dan memuat ketentuan pokok dari: (i) 
Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014. 

 
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham 

biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang 
mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari 
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. 

Nilai Nominal : Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. 
Harga Penawaran : Berkisar antara Rp820,- (delapan ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp945,- 

(sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham. 
Nilai Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.780.750.000.000,- (sembilan triliun tujuh ratus 

delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) 
Tanggal Efektif : 16 Februari 2023 
Masa Penawaran Umum : 20 - 22 Februari 2023 
Tanggal Pencatatan di BEI : 24 Februari 2023 
 
Penawaran Umum Perdana Saham telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan Surat No. T- 92/EK.04/MEM.E/2022 
tanggal 25 Maret 2022 juncto Surat No. T-223/EK.04/MEM.E/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan 
Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber 
Daya Mineral. 
 
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari 
portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 
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Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan 
suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan 
UUPM. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan 
pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       
1. PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 92,02 28.568.460.000 14.284.230.000.000 69,01  
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 7,98 2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,99  
3. Masyarakat - - - 10.350.000.000  5.175.000.000.000  25,00  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31.046.142.000 15.523.071.000.000 100,00 41.396.142.000  20.698.071.000.000  100,00 

Saham Dalam Portepel 93.138.426.000 46.569.213.000.000  82.788.426.000  41.394.213.000.000   

 
3. PROGRAM OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE 

STOCK OPTION PLAN/MESOP)  
 
Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal  
27 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 12/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,50% 
(satu koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau 
sebanyak-banyaknya 630.398.000 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham untuk program MESOP di 
mana hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk membeli 
saham baru Perseroan, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan pada periode pelaksanaan yang akan ditetapkan setelah saham 
perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang akan dibuka maksimal 2 kali dalam 1 tahun dengan jangka waktu 30 hari bursa setiap 
periode pelaksanaan.  
 
Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 
Tahap I : Maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan 

diterbitkan dan dialokasikan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa 
Efek Indonesia; 

Tahap II : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP, dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian 
dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris akan diterbitkan dan 
dialokasikan pada Ulang Tahun Pertama Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; 

Tahap III : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP setelah dikurangi dengan alokasi Tahap II, dengan 
jumlah yang akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan persetujuan 
Dewan Komisaris akan diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Kedua Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di 
Bursa Efek Indonesia 

Tahap IV : Sisa dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP setelah dikurangi dengan alokasi Tahap III, 
dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan mendapatkan 
persetujuan Dewan Komisaris akan diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Ketiga Tanggal Pencatatan Saham 
Perseroan di Bursa Efek Indonesia 

Catatan: 
1. Tahap terakhir dapat berakhir lebih awal apabila pada tahap sebelumnya dialokasikan lebih karena ada faktor insentif tambahan akibat adanya insentif tambahan atas pencapaian kinerja tahun 

sebelumnya. Sebaliknya, bila kinerja tahun-tahun sebelumnya di bawah target, maka pada tahap terakhir opsi bisa tidak dibagikan seluruhnya. 
2. Tanggal pelaksanaan terakhir MESOP selambatïlambatnya adalah tanggal 26 Januari 2027 (1 hari sebelum ulang tahun ke ï 5 RUPS MESOP). 

 
Peserta program MESOP adalah Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), dan karyawan tetap dan tidak tetap Perseroan 
yang aktif bekerja dan memenuhi ketentuan pada saat Program MESOP ditawarkan. 
 
Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan Program MESOP kecuali ketentuan 
sebagaimana disebut di atas. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari 
Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV. Keterangan mengenai detail pelaksanaan 
dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MESOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi 
untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak 
opsi tersebut. Biaya pelaksanaan dari Program MESOP selain yang disebutkan di atas akan ditanggung oleh Perseroan dengan kas 
internal Perseroan dan Perseroan tidak akan membebankan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran 
Umum Perdana Saham. 
 
Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (vesting period) di mana peserta Program MESOP belum dapat 
menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan. Vesting period tahap pertama adalah sampai dengan penerbitan tahap 
kedua, sedangkan vesting period untuk tahap berikutnya adalah 6 bulan sejak diterbitkan atau tanggal pelaksanaan pertama sejak 
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diterbitkan. Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (exercise period), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang 
akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (window exercise). Window exercise akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali 
dalam 1 (satu) tahun di mana setiap window exercise memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan prosedur dan tata cara Program 
MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Harga Pelaksanaan program MESOP 

Harga pelaksanaan (exercise price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan 
tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun 
waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. 
 
Aspek Perpajakan dalam program MESOP 

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, di mana Peserta dapat menggunakan hak opsi tersebut 
untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 
Tergantung pada detail pelaksanaan dari program MESOP yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Perseroan kepada calon peserta 
program MESOP, secara umum, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP pada saat pemberian 
hak opsi sepanjang tidak terdapat pengalihan saham beserta haknya (misalkan hak dividen dan hak suara) kepada karyawan pada saat 
tanggal pemberian hak opsi, hak opsi tersebut tidak dapat dipindahtangankan, dan hak opsi tidak dapat digunakan apabila karyawan 
mengundurkan diri dalam periode lock-up (yaitu periode dari saat pemberian hak opsi sampai dengan saat penggunaan hak opsi). 
 
Apabila setelah periode lock-up peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga 
pelaksanaan, yang mana nilai pasar wajar saham pada saat pelaksanaan lebih tinggi dari harga pembelian saham yang harus ditanggung 
peserta/karyawan, atas selisih lebih tersebut adalah merupakan penghasilan bagi karyawan yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 21/26. 
Penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terutang tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan melalui mekanisme pemotongan 
Pajak Penghasilan Pasal 21/26.  
 
Dari sisi Perseroan, dalam hal selisih lebih harga saham sebagaimana dijelaskan di atas dibayarkan oleh Perseroan secara tunai kepada 
Karyawan (benefits in cash), pada umumnya pembayaran tersebut adalah merupakan biaya yang dapat dibebankan.  
 
Aspek perpajakan untuk program MESOP sebagaimana terurai di atas merupakan gambaran umum yang mana hal ini perlu 
dicermati/ditelaah lebih lanjut oleh masing-masing pihak saat detail pelaksanaan program MESOP diinformasikan lebih lanjut oleh 
Perseroan.  
 
Selanjutnya jika karyawan/peserta MESOP yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham (yang sahamnya berasal dari 
pelaksanaan hak opsi tersebut) maka atas penjualan saham tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma 
satu persen) dari nilai transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan diimplementasikannya program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara 
proforma adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham  

dan Program MESOP 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000  124.184.568.000 62.092.284.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       
1. PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 69,01  28.568.460.000 14.284.230.000.000 67,98  
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,99  2.477.682.000 1.238.841.000.000 5,90  
3. Masyarakat 10.350.000.000  5.175.000.000.000  25,00  10.350.000.000  5.175.000.000.000  24,62  
4. MESOP - - - 630.398.000  315.199.000.000  1,50  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 41.396.142.000  20.698.071.000.000  100,00 42.026.540.000  21.013.270.000.000  100,00 

Saham Dalam Portepel 82.788.426.000  41.394.213.000.000   82.158.028.000  41.079.014.000.000   

 
4. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 
10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% 
(dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka 
jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 41.396.142.000 (empat puluh satu miliar tiga ratus 
sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor 
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. 
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Selain itu, saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak-banyaknya 630.398.000 (enam ratus tiga puluh 
juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. 
 
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan surat yang 
diterbitkan oleh BEI No. S-03984/BEI.PP3/05-2022 tertanggal 18 Mei 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. 
Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan 
pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2. 
 
5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM 
 
Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham 
Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek 
bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Tidak terdapat larangan bagi seluruh 
pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur 
dalam POJK No. 25/2017. Namun demikian, berdasarkan surat PPI No. 069/PPI00000/2022-S0 tanggal 30 Maret 2022 perihal Pernyataan 
Terkait Pengendalian PT Geothermal Energy, PPI telah menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan hingga 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang 
dilakukan oleh Perseroan menjadi efektif. Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury). 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan 
dialokasikan oleh Perseroan untuk:  
Å Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan sampai dengan tahun 2025 

yang terdiri dari: 
a. Sekitar 55% (lima puluh lima persen) akan digunakan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan 

kapasitas tambahan dari WKP operasional Perseroan saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan 
utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing Perseroan. 
Pengembangan ini sebagian besar akan digunakan antara lain untuk WKP Lahendong, WKP Hululais, WKP Lumut Balai 
dan Margabayur, WKP Gunung Way Panas, WKP Sungai Penuh, dan WKP Gunung Sibayak - Gunung Sinabung. 

b. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan 
kapasitas tambahan dari WKP operasional Perseroan saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan 
utilisasi co-generation technology untuk mengantisipasi kebutuhan pasar baru. Pengembangan ini sebagian besar akan 
digunakan antara lain untuk WKP Lumut Balai dan Margabayur, WKP Hululais, WKP Gunung Way Panas, dan WKP 
Kamojang - Darajat. 

c. Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi 
pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir untuk mendukung production, operation & 
maintenance excellence. 

Capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan sebesar 165MW untuk Unit 2 di WKP Lumut 
Balai dan Margabayur (sebesar 55MW) dan Unit 1 dan Unit 2 di WKP Hululais (sebesar 110MW) akan dilakukan langsung oleh 
Perseroan. Sedangkan, pihak yang akan melaksanakan capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kapasitas 
tambahan untuk WKP lainnya sebagaimana dijelaskan pada poin a dan b di atas saat ini masih belum dapat ditentukan mengingat 
pengembangan usaha tersebut masih dalam tahap feasibility study maupun kesepakatan awal (memorandum of understanding 
atau head of agreement). Adapun capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan untuk WKP lainnya tersebut dapat 
dilakukan langsung oleh Perseroan atau melalui anak perusahaan baru yang akan didirikan oleh Perseroan. Penyaluran dana 
kepada anak perusahaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk setoran modal dan/atau pinjaman. Dalam hal aliran dana 
dilakukan dalam bentuk pinjaman, maka suku bunga yang akan dibebankan dalam pinjaman tersebut adalah setara dengan suku 
bunga pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan. Dalam hal terdapat pengembalian dana dalam bentuk pinjaman kepada 
Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. 
 

Å Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebanyak-banyaknya sampai dengan USD100.000.000 yang diperoleh dari Penawaran 
Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 
antara Perseroan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Facility 
Agent, sebagai berikut: 
 
Kreditur Sindikasi : Å Fasilitas A: Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch, Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited dan United Overseas Bank Limited. 

Å Fasilitas B: MUFG Bank, LTD., Jakarta Branch, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi) dan PT Bank UOB Indonesia. 

Nilai Pinjaman : Å Fasilitas A: USD290.000.000. 
Å Fasilitas B: USD510.000.000. 

Saldo Pinjaman per 31 
Desember 2021 

: Å Fasilitas A: USD150.000.000. 
Å Fasilitas B: USD450.000.000. 

Saldo Pinjaman Setelah 
Pembayaran Sebagian 

: Å Fasilitas A: Sekitar USD125.000.000 
Å Fasilitas B: Sekitar USD375.000.000 

Tingkat Bunga s/d  
Juni 2022 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,50% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,60% p.a. 

Tingkat Bunga s/d 
Desember 2022 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,55% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,65% p.a. 

Tingkat Bunga s/d  
Juni 2023 

: Å Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,60% p.a. 
Å Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,70% p.a. 

Jatuh Tempo : 23 Juni 2023 
Penggunaan Dana atas 
Utang yang Dibayar 
Sebagian 

: Keperluan umum Perseroan termasuk pelunasan utang tertentu pinjaman dan jumlah lain yang 
harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang sahamnya atau afiliasi lainnya berdasarkan 
perjanjian pinjaman pemegang saham. 

Riwayat Utang : Belum pernah direstrukturisasi atau Perseroan tidak pernah dalam keadaan lalai. 
Syarat Pembayaran 
Sebagian 

: Apabila Perseroan hendak melakukan pembayaran pinjaman lebih awal (baik sebagian atau 
seluruhnya), Perseroan wajib memberitahu Agen Fasilitas paling lambat lima (5) hari sebelumnya 
(atau dalam jangka waktu lain yang lebih singkat sebagaimana disetujui oleh Kreditur Mayoritas). 
Pembayaran pinjaman lebih awal dapat dilakukan dengan syarat bahwa: (i) jumlah minimum yang 
dibayarkan adalah USD10.000.000 atau dalam kelipatan USD1.000.000, dan (ii) jangka waktu 
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ketersediaan (availability period) fasilitas tersebut telah berakhir (atau, apabila lebih awal, setelah 
tanggal di mana fasilitas yang tersedia berjumlah nol). Perseroan wajib melakukan pembayaran 
pinjaman lebih awal pada tanggal terakhir dalam periode bunga pinjaman yang berlaku. Apabila 
pembayaran pinjaman lebih awal dilakukan pada tanggal selain tanggal tersebut, Perseroan wajib 
membayar break cost.  

 

 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang 
antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional maupun pasar modal mengingat rasio-rasio 
keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. 
 
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana 
dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS 
kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS. 
 
Sampai dengan dana hasil penawaran umum Penawaran Umum Perdana Saham digunakan seluruhnya, Perseroan harus melaporkan 
realisasi penggunaan dana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Penawaran Umum 
Perdana Saham wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham telah direalisasikan. 
 
Setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi 
material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020) dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 
21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020). Namun demikian, terkait dengan penyaluran 
dana kepada anak perusahaan yang baru akan didirikan oleh Perseroan melalui penyetoran modal dan/atau pinjaman merupakan 
Transaksi Afiliasi. Dengan demikian, dalam hal kepemilikan saham Perseroan dalam anak perusahaan tersebut kurang dari 99% maka 
Perseroan wajib tunduk pada ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020 di mana Perseroan antara lain wajib menggunakan Penilai untuk 
menentukan nilai wajar dari Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dan mengumumkan keterbukaan informasi atas 
Transaksi Afiliasi kepada masyarakat serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK. 
 
Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen) dari nilai 
emisi saham yang meliputi:  
Å Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen); 
Å Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen); 
Å Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen); 
Å Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar [ǒ]% ([ǒ] 

persen), Konsultan Hukum sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen), dan Notaris sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen). 
Å Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [ǒ]% 

([ǒ] persen). 
Å Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, pemaparan 

publik (public expose), penerjemahan dan biaya lainnya) sekitar [ǒ]% ([ǒ] persen). 
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III. PERNYATAAN UTANG  
 
Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai ñKelompok Usahaò) 
tanggal 30 Juni 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020, dan 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah 
diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar 
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (ñIAPIò), sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen 
No. 02307/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/XI/2022 dan No. 02306/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang 
ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726) dan No. 02305/2.1032/AU.1/02/0702-6/1/XI/2022 tertanggal  
4 November 2022 yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702). Masing-masing laporan auditor 
independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf ñhal-hal 
lainò yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar USD1.135.693 ribu. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan 
adalah sebagai berikut: 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Utang usaha  

Pihak yang berelasi  4.634  
Pihak ketiga  68.342  

Utang lain-lain pihak yang berelasi  26.348  
Pinjaman bank jangka pendek  600.000  
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun  15.238  
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun  1.896  
Utang pajak  21.652  
Biaya yang masih harus dibayar  19.172  
Imbalan kerja jangka pendek  31.311  
Pendapatan tangguhan  289  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  788.882  

  
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
Liabilitas pajak tangguhan, bersih 12.986 
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun  1.817  
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun  316.071  
Imbalan kerja jangka panjang  15.937  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 346.811  

JUMLAH LIABILITAS 1.135.693  

 
1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS 
 
A. Utang Usaha 

Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah utang usaha sebesar USD72.976 ribu, dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Rupiah  
Pihak yang berelasi 2.163  
Pihak ketiga 4.899  

Subjumlah 7.062  
  
Dolar Amerika Serikat   
Pihak yang berelasi  2.471  
Pihak ketiga 63.350  

Subjumlah  65.821  
  
Euro Eropa   
Pihak ketiga  69  

Subjumlah  69  
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 
Yen Jepang   
Pihak ketiga  24 

Subjumlah 24 

JUMLAH UTANG USAHA 72.976 

 
Mayoritas utang usaha kepada pihak ketiga terdiri dalam mata uang USD terdiri atas utang kepada Star Energy Geothermal Darajat II Ltd., 
Star Energy Salak Pratama Ltd., dan Star Energy Geothermal Salak Ltd., yang timbul dari transaksi pass-through antara Perseroan dan 
Kontraktor KOB tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2022, jumlah yang belum dibayarkan atas utang transaksi pass-through tersebut adalah 
sebesar USD62.712 ribu. 
 
B. Biaya yang Masih Harus Dibayar 

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jumlah biaya yang masih harus dibayar sebesar USD19.172 ribu, dengan rincian sebagai 
berikut: 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Kontrak barang dan jasa  
Pihak yang berelasi 1.957  
Pihak ketiga 11.320  

Lain-lain 5.895  

JUMLAH BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 19.172  

 
C. Pinjaman Bank Jangka Pendek 

Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah pinjaman bank jangka pendek sebesar USD600.000 ribu, dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Dolar Amerika Serikat   
Pihak berelasi  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  105.000 
Pihak ketiga  

MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch  105.000  
PT Bank UOB Indonesia  105.000  
PT Bank HSBC Indonesia  82.500  
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch 75.000  
PT Bank BTPN Tbk  52.500  
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 52.500  
The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited 22.500 

JUMLAH PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 600.000 

 
Berdasarkan perjanjian fasilitas dan surat komitmen tanggal 23 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang berupa fasilitas 
bridge loan sebesar sampai dengan USD800.000 ribu, yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B. Fasilitas A merupakan fasilitas pinjaman 
luar negeri berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah sebesar USD290.000 ribu. Sedangkan, Fasilitas B 
merupakan fasilitas pinjaman dalam negeri berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah sebesar USD510.000 ribu. 
 
Fasilitas Bridge Loan dibiayai oleh Mandated Lead Arranger (ñMLAò) sebagai sebuah club deal dengan dasar take and hold di mana setiap 
MLA berkomitmen untuk menyediakan suatu jumlah yang spesifik dari fasilitas tersebut sebagaimana diungkapkan pada tabel di atas. MLA 
yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 
2. MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch 
3. PT Bank BTPN Tbk 
4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 
5. PT Bank HSBC Indonesia 
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
8. PT Bank UOB Indonesia 
9. United Overseas Bank Limited 
 
Pada tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan transfer certificate atas pinjaman bank jangka panjang dari United Overseas Bank Limited 
kepada PT Bank UOB Indonesia atas facility agreement tanggal 23 Juni 2021. 
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Jumlah fasilitas yang ditransfer adalah USD90.000 ribu. Susunan MLA efektif pada 23 Agustus 2021 adalah sebagai berikut: 
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 
2. MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch 
3. PT Bank BTPN Tbk 
4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 
5. PT Bank HSBC Indonesia 
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
8. PT Bank UOB Indonesia 
 
Sedangkan, agen fasilitas yang ditunjuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
 
Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk mendanai tujuan umum Perseroan termasuk pembayaran kembali pinjaman tertentu dan jumlah lain 
yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang saham atau afiliasinya berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham tertentu 
yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang saham atau afiliasinya dan untuk mendanai pembayaran fees, biaya atau pengeluaran 
lainnya yang harus dibayar oleh Perseroan. 
 
Beban bunga yang dikenakan atas perjanjian ini adalah LIBOR 3 bulan ditambah margin, dibayarkan pada akhir setiap periode bunga. 
Margin untuk bulan 1-12: offshore 0,50% dan onshore 0,60%. 
 
Fasilitas bridge loan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang selama 6 bulan atau 
1 tahun oleh Perseroan. Jika Perseroan memilih untuk memperpanjang fasilitas, maka biaya perpanjangan akan menjadi biaya tetap 
sebesar 0,15% dari jumlah partisipasi setiap MLA. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan. Manajemen melakukan perpanjangan di mana 
jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan Juni 2023. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2022, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. 
 
Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD200.000 ribu. Saldo terutang per 
30 Juni 2022 adalah sebesar USD600.000 ribu. 
 
Tidak ada aset Perseroan yang dijaminkan untuk kepentingan pinjaman bank. 
 
Tidak ada persyaratan terkait pembatasan pembagian dividen, pemenuhan rasio keuangan tertentu atau pembatasan bagi Perseroan 
untuk mengajukan pinjaman baru. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2022 tidak ada persyaratan utang yang dilanggar oleh Perseroan. 
 
D. Pinjaman Jangka Panjang 

Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah pinjaman jangka panjang sebesar USD331.309 ribu, dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Bagian jangka pendek:  
Dolar AS  8.758  
Yen  6.480  

Subjumlah  15.238  
  
Bagian jangka panjang:   

Dolar AS  240.484  
Yen  75.587  

Subjumlah  316.071  
  

JUMLAH PINJAMAN JANGKA PANJANG 331.309  

 
Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dari Pertamina untuk membiayai belanja modal Perseroan. 
 
Dalam pinjaman jangka panjang tersebut termasuk porsi penempatan escrow account atas komitmen eksplorasi PGE Lawu sebesar 
USD10.000 ribu, yang telah dikembalikan ke rekening giro Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022. Perseroan akan menggunakan pinjaman 
ini untuk komitmen eksplorasi atas wilayah kerja Kotamobagu. 
 
Beban keuangan, termasuk beban keuangan yang dikapitalisasi, merupakan beban yang timbul dari perjanjian pinjaman dengan 
Pertamina. 
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Perjanjian Pinjaman dengan Pertamina 

Pada tanggal 9 November 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku efektif per 
tanggal 1 Januari 2012. Pinjaman ini diberikan untuk membiayai proyek-proyek Perseroan, baik aktivitas eksplorasi dan pengembangan 
proyek panas bumi. 
 
Perjanjian pinjaman ini terdiri dari dua kategori yaitu: 
 
1) Perjanjian Pinjaman Umum 

 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap semester yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, pembayaran atas 
pinjaman telah mulai dilakukan sejak tahun 2012 dan akan dilakukan secara berkala sampai dengan 31 Desember 2027. 
 
Bunga atas pinjaman ini berkisar antara 1,41% per tahun sampai dengan 5,28% per tahun. Perseroan meyakini bahwa suku bunga 
yang dikenakan adalah wajar, yaitu mengikuti pasar. 
 
Pinjaman ini mulai terhitung pada tanggal 1 Januari 2012. Pada 30 Juni 2021, seluruh pokok pinjaman telah dilunasi dengan 
mekanisme bridging loan komersial sebesar USD490.285 ribu dan mekanisme konversi utang ke modal disetor USD111.421 ribu. 

 
2) Perjanjian Pinjaman Khusus 
 

Perjanjian pinjaman khusus ini merupakan pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek panas 
bumi tertentu di mana peminjam diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian 
tersebut sebagai pengganti suku bunga yang rendah. Perjanjian pinjaman ini menggunakan skema Government-to-Government 
(ñG to Gò). Pemerintah Indonesia akan meneruskan pendanaan tersebut kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan 
pendanaan ini ke Perseroan di mana Pertamina sebagai Executing Agency dan Perseroan sebagai Implementing Agency. 
Perjanjian pinjaman khusus ini terdiri dari: 

 
A. Pendanaan oleh Japan International Cooperation Agency (òJICAó) 

 
Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman IP-557 untuk pembiayaan atas Lumut Balai 
Geothermal Power Plant Project dengan jumlah pendanaan maksimum sebesar JPY26.966 juta atau setara dengan 
USD260.907 ribu untuk jangka waktu penarikan selama delapan tahun sejak tanggal efektif. Pemerintah telah menyetujui 
untuk meneruskan pendanaan JICA kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan pendanaan ini ke Perseroan melalui 
perjanjian No. 148/PGE000/2013-S0. 
 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap setengah tahunan setiap tanggal 20 April dan 20 Oktober untuk periode 
sebelum tanggal terakhir penarikan pinjaman, dan setiap tanggal 20 Maret dan 20 September untuk periode setelah 
tanggal terakhir penarikan pinjaman. Pembayarannya disepakati untuk dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2051. 
Perseroan wajib untuk membayar bunga atas pokok pinjaman sebesar: 

- Atas kategori pekerjaan sipil dan pengadaan peralatan batas pinjaman sampai dengan JPY25.834 juta atau 
setara dengan USD249.953 ribu dikenakan bunga sebesar 0,3% ditambah 0,3% per tahun. 

- Atas kategori jasa konsultan batas pinjaman sampai dengan JPY1.132 juta atau setara dengan USD10.953 ribu 
dikenakan bunga sebesar 0,01% ditambah 0,01% per tahun. 

 
Perseroan mulai menggunakan pinjaman tersebut sejak Maret 2012. Jumlah penggunaan dana pinjaman tersebut pada 
tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar JPY12.526 juta atau setara dengan USD91.782 ribu. Jumlah pinjaman yang masih 
belum dibayarkan pada 30 Juni 2022 adalah sebesar JPY11.200 juta atau setara dengan USD82.064 ribu. 

 

B. Pendanaan IBRD  
 
Pemerintah Indonesia dengan IBRD telah menandatangani Perjanjian Pinjaman IBRD No. 8082-ID dengan total 
pendanaan sebesar USD175.000 ribu dan Perjanjian Pinjaman Clean Technology Fund (CTF) No. TF 10407-ID dengan 
total pendanaan sebesar USD125.000 ribu. Jangka waktu penarikan pinjaman tersebut berakhir pada 31 Desember 2019. 
 
Pemerintah telah menyetujui untuk meneruskan pendanaan dari IBRD kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan 
pendanaan ini ke Perseroan melalui perjanjian No. 149/PGE000/2013-S0 beserta adendum dan No. 150/PGE000/2013-
S0 beserta adendum. 
 
Pendanaan tersebut dipergunakan dalam rangka pembiayaan Geothermal Clean Energy Investment Project development 
untuk Ulubelu Unit 3 dan 4 dan Lahendong Unit 5 dan 6. 
 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap setengah tahunan setiap tanggal 10 April dan 10 Oktober, di mana: 
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- Pelunasan atas pendanaan IBRD sebesar USD175.000 ribu dimulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 
Oktober 2035. Beban bunga yang dikenakan atas perjanjian pinjaman ini adalah London Interbank Offered Rate 
(LIBOR) ditambah variable spread ditambah 0,45% per tahun. 

- Pelunasan atas fasilitas pendanaan CTF dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 10 April 2051. Beban bunga 
yang dikenakan atas perjanjian pinjaman CTF adalah 0,25% per tahun ditambah 0,25% per tahun. 

 
Perseroan mulai menggunakan fasilitas pinjaman IBRD dan CTF pada bulan Oktober 2014. Total penggunaan dana 
pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD129.044 ribu untuk fasilitas IBRD 
dan USD124.311 ribu untuk fasilitas CTF. Jumlah pinjaman yang masih belum dibayarkan pada 30 Juni 2022 adalah 
USD117.418 ribu untuk fasilitas IBRD dan USD121.825 ribu untuk fasilitas CTF. 

 
Tidak terdapat jaminan serta rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh Perseroan. 
 
2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI 
 
Dalam industri Hulu Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mempunyai kewajiban hukum untuk mencadangkan dana terkait kegiatan 
pemulihan pasca operasi (Abandonment Site Restoration (ASR)) yang disebut dengan kewajiban restorasi/pemulihan area operasi, yang 
diantaranya terdiri dari kegiatan pembongkaran, pemindahan, serta pemulihan lokasi saat berakhirnya kontrak kerja sama. 
 
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 22 Tahun 2021 serta PP No. 25 Tahun 2021, Perseroan mempunyai 
kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan (site restoration) pada saat Izin Panas Bumi (IPB) berakhir atau dikembalikan. Selain 
itu, Perseroan diwajibkan untuk mencadangkan dana pemulihan lingkungan. 
 
Namun, dengan mempertimbangkan bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme 
penyetoran, tata cara perhitungan serta penetapan besaran dana yang mengatur Asset Retirement Obligation (ARO) tersebut pada 
pemegang IPB, maka manajemen meyakini bahwa tidak terdapat provisi yang dicadangkan atas kewajiban ARO tersebut. 
 
Sehubungan dengan pengembalian WKP Gunung Lawu, kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja tersebut sejauh ini masih berupa kajian 
arkeologi dan sosiologi, serta belum diperolehnya izin termasuk izin lingkungan. Dengan demikian, pada WKP Gunung Lawu, belum 
terdapat kegiatan eksplorasi yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, manajemen meyakini bahwa tidak 
terdapat potensi kewajiban pemulihan lingkungan pada proyek WKP Gunung Lawu karena kegiatan fisik eksplorasi sampai saat ini belum 
dilaksanakan. 
 

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH 
LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH 
TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 

 

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN 
LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN. 

 

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 
YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS 
INI. 

 

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN 
KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG 
BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 

 

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA 
PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG SETELAH 
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN NEGATIF (NEGATIVE 
COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM. 

 

  



  
 

14 

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan 
dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai ñKelompok Usahaò) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian 
Kelompok Usaha untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun 
oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika 
Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst 
& Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (ñIAPIò) sebagaimana 
tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02307/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/XI/2022 dan No. 02306/2.1032/AU.1/02/1726-
1/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726) dan  
No. 02305/2.1032/AU.1/02/0702-6/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP.0702). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini 
wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf ñhal-hal lainò yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan 
penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. 
 
Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan 
POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah 
dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal  
30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang diambil dari laporan 
keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan 
konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan 
Standar Perikatan Reviu 2410 ñReviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitasò, dalam 
laporannya tertanggal 23 Desember 2022, yang dilampirkan dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi 
Akuntan Publik No. AP.1726). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & 
Surja untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin 
teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit. 
 
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

30 September 
(tidak diaudit) 

30 Juni 31 Desember 

2022 2022 2021 2020 2019 

ASET      
ASET LANCAR      
Kas dan setara kas 230.440  159.234   125.335  154.863  125.852  

Piutang usaha      
Pihak yang berelasi 132.128  149.001   121.333  135.169  115.288  
Pihak ketiga 3.432  3.805   3.250  3.279  3.630  

Piutang lain-lain      
Pihak yang berelasi 1.776  6.823   6.843  10.167  7.668  
Pihak ketiga 32  683   36  62  120  

Persediaan 17.424  16.863   16.463  14.571  14.114  
Pajak Pertambahan Nilai (ñPPNò) yang dapat ditagihkan kembali ï 
bagian lancar 

5.466  4.513   3.110  759  1.149  

Biaya dibayar di muka 515  724   345   665   292  
Aset lain-lain 6.459  4.767   3.071   209   218  

JUMLAH ASET LANCAR 397.672  346.413   279.786  319.744  268.331  

      
ASET TIDAK LANCAR      
Kas yang dibatasi penggunaannya -  -   10.098  10.085  10.064  
Piutang lain-lain pihak yang berelasi 8.841  9.111   9.668   10.558   10.733  
Aset tetap, bersih 1.900.949  1.915.988  1.957.307  2.078.024  2.172.647  
Aset hak guna, bersih 4.188  4.535   5.711  806  -  
PPN yang dapat ditagihkan kembali ï bagian tidak lancar 103.009  105.210   108.833  114.829  111.438  
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan 
komprehensif lain 29.835 23.841  25.966  17.197  -  
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

30 September 
(tidak diaudit) 

30 Juni 31 Desember 

2022 2022 2021 2020 2019 
Aset keuangan tersedia untuk dijual -  -   -  -  5  
Aset lain-lain, bersih 43  42   112   123   213  

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 2.046.865 2.058.727 2.117.695  2.231.622  2.305.100  

JUMLAH ASET 2.444.537 2.405.140 2.397.481  2.551.366  2.573.431  

      
LIABILITAS DAN EKUITAS      
LIABILITAS JANGKA PENDEK      
Utang usaha      

Pihak yang berelasi 2.563  4.634   2.026  1.104  7.224  
Pihak ketiga 72.670  68.342   70.558  67.451  75.558  

Utang lain-lain pihak yang berelasi 25.724  26.348   27.007  315.719  285.178  
Pinjaman bank jangka pendek 600.000 600.000 - - - 
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 14.876  15.238   16.277  228.304  213.261  
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 1.876  1.896   2.156  458  -  
Utang pajak 22.643  21.652   14.793  10.411  11.091  
Biaya yang masih harus dibayar 18.397  19.172   35.144  30.641  33.654  
Imbalan kerja jangka pendek 26.182  31.311   31.632  20.182  11.870  
Pendapatan tangguhan 285  289   274  274  396  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 785.216  788.882   199.867  674.544  638.232  

      
LIABILITAS JANGKA PANJANG      
Liabilitas pajak tangguhan, bersih 15.601 12.986  12.353  19.515  20.113  
Pinjaman bank jangka panjang -  -   600.000  - - 
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
satu tahun 2.060  1.817  2.106 393  -  
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh 
tempo dalam satu tahun 311.960  316.071   338.105  813.684  966.632  
Imbalan kerja jangka panjang 16.163  15.937   15.997  20.412  9.087  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 345.784 346.811  968.561  854.004  995.832  

JUMLAH LIABILITAS 1.131.000 1.135.693  1.168.428  1.528.548  1.634.064  

      
EKUITAS      
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk      
Modal saham      

Modal dasar ï 124.184.568.000 saham dengan nilai nominal 
Rp500 pada 30 September dan 30 Juni 2022 ( 2021: 62.092.284 
saham; 2020 dan 2019: 780.521 saham dengan nilai nominal 
Rp1.000.000) (dalam nilai penuh) 
Modal ditempatkan dan disetor 31.046.142.000 saham pada 
tanggal 30 September dan 30 Juni 2022 (2021: 15.523.071 
saham; 2020 dan 2019: 775.256 saham) 1.102.855 

 
1.102.855  

 
1.102.855  83.093  83.093  

Tambahan modal disetor (27.804)  (27.804)  (27.804) (27.804) (27.804) 
Pendapatan komprehensif lainnya: pengukuran kembali nilai wajar 
atas investasi ekuitas 19.687 15.732  17.134  11.347  -  

Saldo laba      
Ditentukan penggunaannya 104.950 104.950  49.908  396.365  396.365  
Belum ditentukan penggunaannya 114.031 73.898  87.139  559.962  487.824  

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk 1.313.719 1.269.631  1.229.232  1.022.963  939.478  
Kepentingan non-pengendali (182)  (184)  (179)  (145) (111) 

JUMLAH EKUITAS 1.313.537  1.269.447  1.229.053 1.022.818  939.367  

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.444.537  2.405.140   2.397.481  2.551.366  2.573.431  

 
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

PENDAPATAN USAHA 287.399 276.608  184.734   180.090   368.824  353.961  666.876  
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG 
LAINNYA (122.405) (135.294)  (82.165)  (85.505)  (182.327) (164.194) (486.093) 

LABA BRUTO 164.994 141.314  102.569   94.585   186.497  189.767  180.783  

Beban umum dan administrasi (1.903) (966)  (1.551)  (1.296)  (4.722) (1.298) (6.345) 
Pendapatan keuangan 494 560  286   347   809  1.130  1.804  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih 16.292 (28.831)  13.511   (33.097)  (38.506) (55.790) (5.408) 

LABA USAHA 179.877 112.077  114.815   60.539   144.078  133.809  170.834  

Beban keuangan (8.958) (11.157)  (5.091)  (9.646)  (14.564) (23.102) (24.975) 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 170.919 100.920  109.724   50.893   129.514  110.707  145.859  

Beban pajak penghasilan (59.490) (34.526)  (38.430)  (17.820)  (44.472) (37.875) (50.302) 

LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN 111.429 66.394  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

        
Penghasilan komprehensif lain        
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi        

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto 502 -  502   1.000   3.984  (728) (881) 
Keuntungan nilai wajar aset bersih atas investasi ekuitas 2.553 1.093 (1.402)   1.093   5.787  11.347  -  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK 3.055 1.093  (900)   2.093   9.771  10.619  (881) 

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE 
BERJALAN 114.484 67.487  70.394   35.166   94.813  83.451  94.676  

        
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    
   

Pemilik entitas induk 111.432 66.418  71.299   33.094   85.076  72.866  95.588  
Kepentingan non-pengendali (3) (24)  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah 111.429 66.394  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

        
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE 
BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    
   

Pemilik entitas induk 114.487 67.511 70.399  35.187   94.847  83.485  94.707  
Kepentingan non-pengendali (3) (24)  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah 114.484 67.487 70.394  35.166   94.813  83.451  94.676  

        
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 
ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) 0,0036 0,0021 0,0023 0,0011  0,0027   0,0023   0,0031  

 
3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI        
Penerimaan kas dari pelanggan 561.418 554.592  341.786   371.934   735.683  677.290  657.938  
Penerimaan kas dari pendapatan bunga 392 330  235   172   554  1.013  1.567  
Penerimaan kas dari aktivitas operasi lainnya 2.979 2.528  171  1.881  2.750  4.394  6.074  
Pembayaran kas kepada pemasok (322.234) (287.426)  (212.180)  (171.064)  (383.625) (375.078) (372.446) 
Pembayaran kas kepada karyawan (21.457) (17.925)  (12.637)  (10.509)  (22.297) (23.921) (25.504) 
Pembayaran premi asuransi dan klaim lainnya - (20)  -   -   (944) (808) -  
Pembayaran kas atas pajak penghasilan (57.754) (67.299)  (35.592)  (38.880)  (83.729) (55.369) (66.117) 

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 163.344 184.780  81.783  153.534  248.392  227.521 201.512  

        
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI        
Penerimaan dividen 2.707 3.411  -   -   5.280  -  -  
Penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya 10.100 - 10.100   -   -  -  2.136  
Penambahan aset tetap (23.526) (22.427)  (15.003)  (17.666)  (26.203) (47.757) (108.962) 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (10.719) (19.016)  (4.903)  (17.666)  (20.923) (47.757) (106.826) 

        
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN        
Pinjaman dari bank - 798.386  -   798.386   798.386   -   -  



  
 

17 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 
Pembayaran kas atas dividen (30.000) - (30.000)  -  -  -  - 
Pembayaran kas atas beban keuangan (7.939) - (3.554)  - (2.890)  -  - 
Pembayaran pinjaman bank - -  -  -   (200.000) - - 
Pengembalian pinjaman ke Pertamina (8.735) (597.693)  (8.778)  (565.259)  (570.357)  (149.150) (98.719) 
Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pertamina - (249.980)  -  (280.606) (281.920)  -   -  

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (46.674) (49.287)  (42.332) (47.479)  (256.781) (149.150) (98.719) 

        
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 105.951 116.477  34.548   88.389   (29.312) 30.614  (4.033) 

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN/PERIODE 125.335 154.863  125.335   154.863   154.863  125.852  128.659  

EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS (846) (173)  (649)  (482)  (216) (1.603) 1.226  

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN/PERIODE 230.440 271.167  159.234   242.770   125.335  154.863  125.852  

 

4. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING 
 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September  
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Rasio Pertumbuhan (%)        

Pendapatan Usaha 3,9% 4,3% 2,6% 2,8% 4,2% -46,9% 0,9% 

Laba Bruto 16,8% -3,3% 8,4% -2,5% -1,7% 4,9% -1,8% 

Laba Usaha  60,5% -11,9% 89,7% 87,4% 7,7% -21,7% -10,4% 

Laba Tahun/Periode Berjalan 67,8% -7,5% 115,6% 151,6% 16,8% -23,8% -11,0% 

Jumlah Aset 2,0% 0,4% 0,3% -0,4% -6,0% -0,9% 0,7% 

Jumlah Liabilitas -3,2% -11,5% -2,8% -10,3% -23,6% -6,5% -4,5% 

Jumlah Ekuitas 6,9% 18,2% 3,3% 14,3% 20,2% 8,9% 11,2% 

        

Rasio Profitabilitas (%)        

Margin Laba Bruto A 57,4% 51,1% 55,5% 52,5% 50,6% 53,6% 27,1% 

Margin Laba Tahun/Periode Berjalan/Rasio Laba Tahun/Periode 
Berjalan Terhadap Pendapatan B 38,8% 24,0% 38,6% 18,4% 23,1% 20,6% 14,3% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Ekuitas 8,5% 5,5% 5,6% 2,8% 6,9% 7,1% 10,2% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Aset 4,6% 2,6% 3,0% 1,3% 3,5% 2,9% 3,7% 

        

Rasio Likuiditas (x)        

Rasio KasC 0,3x 0,3x 0,2x 0,2x 0,6x 0,2x 0,2x 

Rasio LancarD 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x 1,4x 0,5x 0,4x 

        

Rasio Solvabilitas (x)        

Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,6x 

Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 0,9x 1,1x 0,9x  1,2x  0,9x 1,5x 1,7x 

Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR)E 10,2x 8,6x 7,6x  5,6x  9,4x 1,2x 1,1x 

Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR)F 27,2x 19,8x 30,4x 15,3x 19,9x 12,7x 10,3x 

        

Rasio Efisiensi (x)        

Rasio perputaran persediaanG 7,2x 8,8x 4,9x 5,8x 11,8x 11,4x 33,0x 

Rasio perputaran asetH 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x 0,1x 0,3x 
Catatan: 
A: Margin laba bruto dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
B: Margin laba tahun/periode berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
C: Rasio kas dihitung dari kas dan setara kas pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
D: Rasio lancar dihitung dari total aset lancar pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
E: Rasio cakupan utang dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun/periode berjalan 

dan beban keuangan tahun/periode berjalan. 
F: Rasio cakupan bunga dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total beban keuangan tahun/periode berjalan. 
G: Rasio perputaran persediaan dihitung dari beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal persediaan 

tahun/periode berjalan dibagi dua. 
H: Rasio perputaran aset dihitung dari pendapatan usaha tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal aset tahun/periode berjalan dibagi dua. 
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5. INFORMASI DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA 
 

(dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

EBITDA(1) 243.550 221.179 154.881 147.109 290.125 292.335 258.077 
Margin EBITDA (2) (5) 84,7% 80,0% 83,8% 81,7% 78,7% 82,6% 38,7% 
Margin Laba Tahun/Periode Berjalan(3) (5) 38,8% 24,0% 38,6% 18,4% 23,1% 20,6% 14,3% 
Utang Bersih/EBITDA(4) 2,9 3,7 5,0 6,2 2,8 3,0 4,0 
Arus Kas Bebas(6) 221.128 203.904 143.512 137.861 255.972 231.200 161.002 

(1) Istilah ñEBITDAò mengacu pada laba tahun/periode berjalan sebelum dikurangi beban bunga, beban pajak penghasilan, beban penyusutan dan amortisasi serta beban/(pendapatan) lain-lain, 
bersih. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, 
PSAK atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai 
alternatif untuk laba bruto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai 
ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan meyakini EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi 
perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (disebut sebagai setoran bagian pemerintah), umur dan buku penyusutan dan 
amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi) dan provisi penurunan nilai aset non-keuangan serta selisih kurs (memengaruhi 
biaya/(pendapatan) lain-lain, bersih). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, 
Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa. Tabel 
berikut menunjukkan rekonsiliasi EBITDA dengan laba tahun/periode berjalan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode sembilan 
bulan yang berakhir 

pada tanggal 
30 September 
(tidak diaudit) 

Periode enam bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Laba tahun/periode berjalan 111.429 66.394 71.294  33.073  85.042 72.832 95.557 
Ditambah:        

Beban keuangan 8.958 11.157 5.091  9.646  14.564 23.102 24.975 
Penghasilan keuangan (494) (560)  (286)  (347) (809) (1.130) (1.804) 
Beban pajak penghasilan 59.490 34.526 38.430  17.820  44.472 37.875 50.302 
Penyusutan 80.459 80.831 53.863  53.820  108.350 103.866 83.639 
Beban/(pendapatan) lain-lain, bersih (16.292) 28.831  (13.511) 33.097  38.506 55.790 5.408 

EBITDA 243.550 221.179 154.881  147.109  290.125 292.335 258.077 
(2) Margin EBITDA merupakan persentase EBITDA tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha tahun/periode berjalan.  
(3) Margin laba tahun/periode berjalan merupakan persentase laba tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha tahun/periode berjalan. 
(4) Utang bersih / EBITDA merupakan utang bersih tahun/periode berjalan dibagi EBITDA tahun/periode berjalan. Utang bersih dihitung dengan total utang dikurangi dengan kas dan setara kas 

serta kas yang dibatasi penggunaannya. Total utang dihitung dari total pinjaman jangka panjang termasuk bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa jangka panjang termasuk 
bagian yang jatuh tempo, dan pinjaman bank jangka panjang pada akhir tahun berjalan. 

(5) Margin EBITDA dan Margin Laba Tahun/periode Berjalan untuk tahun 2019 dihitung berdasarkan pendapatan yang disesuaikan sebesar USD328.208 ribu karena perubahan kebijakan akuntansi 
sehubungan dengan pengakuan pendapatan yang diperoleh oleh Kontraktor KOB. 

(6) Arus kas bebas sama dengan EBITDA tahun/periode berjalan dikurangi belanja modal tahun/periode berjalan. Belanja modal merupakan penambahan aset tetap yang terjadi selama 
tahun/periode berjalan. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sebesar USD97.075 ribu, USD61.135 ribu 
dan USD34.153 ribu, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 masing-masing sebesar USD9.249 ribu dan USD11.369 ribu, serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2022 masing-masing sebesar USD17.275 ribu dan USD22.422 ribu.  

 
(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

30 September 
(tidak diaudit) 

30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019 

Utang        
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 14.876 14.630 15.238 16.414 16.277 228.304 213.261 
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 1.876 404 1.896 428 2.156 458 - 
Pinjaman bank jangka pendek 600.000  800.000  600.000 800.000 -  -  -  
Pinjaman bank jangka panjang -  -  -  -  600.000 - - 
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh 
tempo dalam satu tahun 311.960 

 
340.494 316.071 343.546 338.105 813.684 966.632 

Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
satu tahun  2.060 

 
345 1.817 233 2.106 393 - 

Total Utang 930.772 1.155.873 935.022 1.160.621 958.644 1.042.839 1.179.893 
Dikurangi:        
Kas dan setara kas (230.440)  (271.167) (159.234)  (242.770) (125.335) (154.863) (125.852) 
Kas yang dibatasi penggunaannya -  (10.098) -   (10.095) (10.098) (10.085) (10.064) 

Utang Bersih 700.332 874.608 775.788 907.756 823.211 877.891 1.043.977 

 



  
 

19 

6. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG  
 
Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani 
oleh Perseroan. 
 
7. NILAI KURS 
 
Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 30 Juni 2022. 
 

Nilai Kurs 
per 30 Juni 2022 

Nilai Kurs Tertinggi 
Pada Periode Enam Bulan yang 

Berakhir Pada Tanggal  
30 Juni 2022 

Nilai Kurs Terendah 
Pada Periode Enam Bulan yang 

Berakhir Pada Tanggal  
30 Juni 2022 

Nilai Kurs Rata-Rata 
Pada Periode Enam Bulan yang 

Berakhir Pada Tanggal  
30 Juni 2022 

14.882 14.882 14.270 14.450 
Sumber: Kurs JISDOR yang diakses dari www.bi.go.id. 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang terdapat dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai ñKelompok Usahaò) tanggal 30 Juni 2022 
dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang terdapat pada Bab XXI dari Prospektus ini. Analisis 
dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar 
ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan di masa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan 
proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari 
proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan 
berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha. 
 
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 
2020, dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (ñSAKò) di Indonesia dan disajikan 
dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma 
anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum 
dalam laporan-laporan auditor independen 02307/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/XI/2022 dan No. 02306/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/XI/2022 
tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726) dan  
No. 02305/2.1032/AU.1/02/0702-6/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP.0702). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini 
wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf ñhal-hal lainò yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan 
penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. 
 
1. UMUM 
 
Perseroan merupakan afiliasi Pertamina dan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, dalam hal kapasitas 
terpasang keseluruhan yang dioperasikan sendiri oleh Perseroan dan oleh para Kontraktor KOB berdasarkan data dari Wood Mackenzie 
Asia Pacific Pte Limited (ñWood Mackenzieò). Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam fokus usaha Perseroan yaitu 
pengembangan dan pengelolaan proyek-proyek PLTP di berbagai lokasi di Indonesia, yang masing-masing memiliki jumlah kapasitas 
terpasang yang bervariasi. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas 13 kuasa 
pengusahaan panas bumi, dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 1.877MW, di mana sebesar 672MW dioperasikan sendiri 
dan sebesar 1.205MW dioperasikan oleh para Kontraktor KOB. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, 
dan 2021, serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022, total pendapatan Perseroan adalah 
masing-masing sebesar USD666.876 ribu, USD353.961 ribu, USD368.824 ribu, USD180.090 ribu, dan USD184.734 ribu, dan EBITDA 
Perseroan adalah masing-masing sebesar USD258.077 ribu, USD292.335 ribu, USD290.125 ribu, USD147.109 ribu, dan USD154.881 
ribu dengan margin EBITDA masing-masing sebesar 38,7%, 82,6%, 78,7%, 81,7%, dan 83,8%. 
 
Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan Perseroan dari (i) penjualan listrik secara langsung maupun tidak langsung ke PLN, 
yang merupakan satu-satunya perusahaan utilitas listrik milik negara Indonesia, dan (ii) penjualan uap ke IPP dan PLN. Dalam WKP yang 
dimiliki, Perseroan memiliki hak untuk beroperasi melalui salah satu dari dua cara berikut: (i) melakukan seluruh aspek dalam proses 
produksi tenaga panas bumi, termasuk eksplorasi dan pengembangan reservoir panas bumi, konstruksi sistem fasilitas produksi di atas 
permukaan (steamfield above ground system), dan mengoperasikan PLTP oleh Perseroan sendiri, atau dalam beberapa kasus terbatas 
bekerja sama dengan IPP untuk mengoperasikan pembangkit listrik, di mana dalam hal ini Perseroan menjual uap yang Perseroan hasilkan 
kepada IPP, atau (ii) bekerja sama dengan Kontraktor KOB untuk beroperasi di dalam WKP dan memberikan izin kepada Kontraktor KOB 
untuk melakukan seluruh aspek dalam proses produksi tenaga panas bumi atas nama Perseroan. Dalam kasus ke 2 di atas, Kontraktor 
KOB bertanggung jawab untuk melakukan seluruh aspek dalam proyek, termasuk eksplorasi dan pengembangan, pembangunan 
infrastruktur yang menghubungkan sumur uap dengan pembangkit listrik, serta pembangunan dan pengoperasian PLTP, di mana 
Kontraktor KOB akan membayar production allowances kepada Perseroan sebagai imbalan biaya untuk beroperasi dalam WKP Perseroan. 
 
Sehubungan dengan WKP yang Perseroan operasikan sendiri, Perseroan melakukan seluruh aspek eksplorasi termasuk analisis survei 
geologi, geokimia, geofisika dan geohazard serta data lainnya, dan aktivitas pengeboran eksplorasi untuk mengonfirmasi keberadaan 
reservoir panas bumi, dan pengembangan yang termasuk pembuatan sumur untuk mempersiapkan reservoir panas bumi yang ditemukan 
agar dapat digunakan untuk kegiatan komersial. Setelah adanya penemuan reservoir panas bumi, dan reservoir panas bumi tersebut telah 
dikembangkan, Perseroan memilih antara melakukan konstruksi dan pengoperasian PLTP sendiri di mana dalam hal ini Perseroan menjual 
listrik secara langsung kepada PLN berdasarkan perjanjian jual beli listrik (ñPJBLò) antara PLN dan Perseroan, atau Perseroan memilih 
IPP untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian PLTP. Dalam situasi di mana Perseroan telah membuat kontrak dengan IPP untuk 
melakukan konstruksi dan pengoperasian PLTP, Perseroan menjual uap kepada IPP berdasarkan kontrak penjualan uap (ñPJBUò) antara 
IPP dan Perseroan, dan IPP menggunakan uap yang dijual berdasarkan PJBU tersebut untuk PLTP milik IPP. 
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Dalam WKP di mana Perseroan telah mengadakan kontrak dengan Kontraktor KOB untuk melakukan operasi panas bumi, Kontraktor KOB 
bertanggung jawab atas seluruh aspek dalam operasi, termasuk pemilihan vendor, pengadaan, eksplorasi dan pengembangan, konstruksi 
sistem fasilitas produksi di atas permukaan (steamfield above ground system) dan memutuskan apakah operasi PLTP akan dilakukan oleh 
Kontraktor KOB sendiri atau menunjuk IPP untuk mengoperasikan PLTP atas nama Kontraktor KOB. Dalam situasi di mana Kontraktor 
KOB mengoperasikan pembangkit listrik tersebut sendiri, Perseroan atas nama Kontraktor KOB, menjual listrik dan uap yang dihasilkan 
kepada PLN berdasarkan kontrak penjualan energi (ñESCò) antara Kontraktor KOB, PLN dan Perseroan. Setelah Perseroan menerima 
pembayaran dari PLN, Perseroan meneruskan hasil pembayaran tersebut berdasarkan ESC kepada Kontraktor KOB, setelah dikurangi 
production allowances yang terutang kepada Perseroan sebagai hasil dari Kontraktor KOB yang beroperasi di dalam WKP Perseroan. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, rata-rata sisa jangka waktu kontrak berdasarkan PJBL dan PJBU adalah lebih dari  
20 tahun, dan rata-rata sisa jangka waktu kontrak berdasarkan ESC jangka panjang yang ditandatangani oleh para Kontraktor KOB juga 
lebih dari 20 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk mendorong investasi ke 
arah listrik terbarukan, dan mendiversifikasi sumber daya energi untuk pembangkit listrik agar menjauh dari batu bara, yang secara historis 
merupakan sumber listrik dasar di Indonesia, dan agar menjauh dari bahan bakar fosil lainnya, mengingat semakin meningkatnya 
penolakan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara sehubungan dengan masalah lingkungan.  
 
2. PERKEMBANGAN TERKINI 
 
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2021 

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 
USD10.791 ribu atau sebesar 3,9% menjadi USD287.399 ribu dari USD276.608 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh eskalasi harga jual listrik panas bumi yang dipengaruhi oleh 
naiknya Indeks Harga Produsen Amerika Serikat (United States Producer Price Index atau ñUS PPIò) selama sembilan bulan pertama 
tahun 2022, yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk menutupi penurunan total listrik yang diproduksi pada periode yang sama di tahun 
2021. 
 
Penjualan uap kepada PT Indonesia Power di Kamojang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
menurun sebesar USD3.399 ribu atau sebesar 6,7% menjadi USD47.392 ribu dari USD50.791 ribu untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disebabkan oleh kendala dispatch tenaga listrik dari PLN dan beberapa kegiatan 
pemeliharaan pada pembangkit milik PT Indonesia Power. Walaupun terdapat keharusan offtake uap pada jumlah kontrak tahunan sesuai 
dengan PJBU, PT Indonesia Power tidak dapat offtake uap lebih banyak dikarenakan kendala dispatch dan kegiatan pemeliharaan. 
 
Penjualan uap kepada PLN Ulubelu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 
USD3.110 ribu atau sebesar 4,0% menjadi USD81.362 ribu dari USD78.252 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2021 yang disebabkan oleh eskalasi harga uap (eskalasi sebesar 2% berdasarkan harga tahun lalu) dan harga listrik 
(eskalasi berdasarkan US PPI). 
 
Penjualan listrik kepada PLN Kamojang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun sebesar 
USD351 ribu atau sebesar 0,6% menjadi USD56.158 ribu dari USD56.509 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2021 yang disebabkan oleh adanya outage terencana atas pembangkit Unit 4 di Kamojang selama 14 hari pada bulan 
September 2022, yang diimbangi sebagian oleh eskalasi harga uap (eskalasi sebesar 2% berdasarkan harga tahun lalu) dan harga listrik 
(eskalasi berdasarkan US PPI dan Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat (United States Consumer Price Index atau ñUS CPIò). 
 
Penjualan uap dan penjualan listrik kepada PLN Lahendong untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
meningkat sebesar USD12.037 ribu atau sebesar 25,5% menjadi USD59.303 ribu dari USD47.266 ribu untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disebabkan oleh adanya eskalasi harga uap (eskalasi sebesar 2% berdasarkan harga 
tahun lalu) dan harga listrik (eskalasi berdasarkan US PPI). 
 
Penjualan listrik kepada PLN Lumut Balai untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun sebesar 
USD1.467 ribu atau sebesar 5,3% menjadi USD26.411 ribu dari USD27.878 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2021 yang disebabkan oleh mundurnya first year inspection akibat kontraktor EPC mengalami peningkatan jumlah kasus 
COVID-19 di lokasi, yang diimbangi sebagian oleh adanya eskalasi harga listrik (eskalasi berdasarkan US PPI). 
 
Penjualan listrik kepada PLN Karaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 
USD213 ribu atau sebesar 3,9% menjadi USD5.640 ribu dari USD5.427 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2021 yang disebabkan oleh eskalasi harga listrik (eskalasi berdasarkan US PPI), di samping adanya outage yang tidak 
terencana dari Januari sampai pertengahan Maret 2022 karena terjadinya longsor pada Desember 2021. 
 
Production allowances untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar USD648 ribu 
atau sebesar 6,2% menjadi USD11.133 ribu dari USD10.485 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2021 yang disebabkan oleh peningkatan laba usaha bersih Kontraktor KOB karena eskalasi harga uap dan listrik selama tahun 2022. 
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Beban Pokok Pendapatan Dan Beban Langsung Lainnya. Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun sebesar USD12.889 ribu atau sebesar 9,5% menjadi 
USD122.405 ribu dari sebesar USD135.294 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan 
tersebut utamanya disebabkan oleh pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di mana sebagian besar beban pokok pendapatan 
dan beban langsung lainnya ditransaksikan dalam Rupiah, namun dibukukan dalam Dolar Amerika Serikat. 
 
Laba Bruto. Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 meningkat sebesar USD23.680 ribu atau sebesar 16,8% menjadi USD164.994 ribu dari sebesar USD141.314 ribu untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. 
 
Beban Umum Dan Administrasi. Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 meningkat sebesar USD937 ribu atau sebesar 97,0% menjadi USD1.903 ribu dari sebesar USD966 ribu untuk periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh penggunaan jasa konsultan untuk 
kebutuhan rating dan persiapan penerbitan surat utang mendatang, serta penggunaan jasa konsultan dalam rangka reorganisasi 
departemen internal Perseroan (sebagai contoh, untuk alignment fungsi strategic planning and budgeting dalam direktorat keuangan 
Perseroan serta alignment lainnya untuk tujuan efisiensi). 
 
Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun 
sebesar USD66 ribu atau sebesar 11,8% menjadi USD494 ribu dari sebesar USD560 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh menurunnya penempatan saldo kas dan setara kas 
pada deposito atau surat berharga lainnya. 
 
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain, Bersih. Pendapatan lain-lain untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 adalah sebesar USD16.292 ribu, dari yang sebelumnya merupakan beban lain-lain sebesar USD28.831 ribu untuk periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan keuntungan atas selisih kurs 
pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, sementara beban lain-lain pada periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 utamanya disebabkan oleh penyisihan kerugian penurunan nilai aset tetap. 
 
Laba Usaha. Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 meningkat sebesar USD67.800 ribu atau sebesar 60,5% menjadi USD179.877 ribu dari sebesar USD112.077 ribu untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. 
 
Beban Keuangan. Beban keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun sebesar 
USD2.199 ribu atau sebesar 19,7% menjadi USD8.958 ribu dari sebesar USD11.157 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh refinancing shareholder loan dengan bridging loan yang 
memiliki tarif bunga yang lebih rendah. 
 
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan. Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar USD69.999 ribu atau sebesar 69,4% menjadi 
USD170.919 ribu dari sebesar USD100.920 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. 
 
Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
meningkat sebesar USD24.964 ribu atau sebesar 72,3% menjadi USD59.490 ribu dari sebesar USD34.526 ribu untuk periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena 
pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. 
 
Laba Periode Berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 meningkat sebesar USD45.035 ribu atau sebesar 67,8% menjadi USD111.429 ribu dari sebesar USD66.394 ribu untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. 
 
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 
arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar USD163.344 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari 
pelanggan sebesar USD561.418 ribu yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan  
PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD322.234 ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB 
dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar USD57.754 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian 
Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah daerah secara triwulanan, dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD21.457 
ribu yang berupa gaji, upah, penggantian perjalanan dinas, bonus dan insentif lainnya. 
 
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 
sebesar USD184.780 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD554.592 ribu yang terdiri atas 
pendapatan yang diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok 
sebesar USD287.426 ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak 
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penghasilan sebesar USD67.299 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah 
daerah secara triwulanan, dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD17.925 ribu yang berupa dari gaji, upah, penggantian 
perjalanan dinas, bonus dan insentif lainnya. 
 
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD10.719 ribu, yang terutama berasal dari penambahan 
aset tetap sebesar USD23.526 ribu yang terdiri atas pembayaran kepada kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, 
pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap, yang diimbangi sebagian oleh penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar 
USD10.100 ribu yang berasal dari pengembalian jaminan komitmen eksplorasi dan penerimaan kas atas dividen dari perusahaan asosiasi 
sebesar USD2.707 ribu. 
 
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 
adalah sebesar USD19.016 ribu, yang terutama berasal dari penambahan aset tetap sebesar USD22.427 ribu yang terdiri atas pembayaran 
kepada kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap, yang diimbangi dengan 
penerimaan kas atas dividen dari perusahaan asosiasi sebesar USD3.411 ribu. 
 
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD46.674 ribu, yang terutama berasal dari pembayaran 
kas atas dividen sebesar USD30.000 ribu, pengembalian pinjaman ke Pertamina sebesar USD8.735 ribu dan pembayaran bunga pinjaman 
sebesar USD7.939 ribu. 
 
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan 
adalah sebesar USD49.287 ribu, yang terutama berasal dari pengembalian pinjaman ke Pertamina sebesar USD597.693 ribu dan 
pembayaran bunga atas pinjaman ke Pertamina sebesar USD249.980 ribu, yang diimbangi dengan pinjaman baru dari sindikasi perbankan 
sebesar USD798.386 ribu. 
 
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
 
Laporan keuangan konsolidasi Perseroan telah disusun sesuai dengan PSAK yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam Menyusun laporan keuangan, 
Perseroan membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah pengeluaran, penyusutan, penurunan nilai aset dan 
pengukuran ekuitas yang dilaporkan. Perseroan mendasari estimasi pada pengalaman secara historis serta berbagai asumsi yang diyakini 
sebagai asumsi yang wajar, yang menjadi dasar Perseroan untuk membuat penilaian tentang nilai tercatat untuk aset dan liabilitas yang 
tidak terdapat pada sumber lainnya. Hasil usaha Perseroan mungkin berbeda jika disusun berdasarkan asumsi atau kondisi yang berbeda. 
Ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan sumber untuk estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting mengacu pada Catatan 3 dari 
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang disertakan dalam Prospektus ini. 
 
Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian 
terhadap kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. 
 
Perseroan menerapkan PSAK 71, ñInstrumen Keuanganò, PSAK 72, ñPendapatan dari Kontrak dengan Pelangganò dan PSAK 73, ñSewaò 
secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. 
 
A. PSAK 71: òInstrumen Keuanganó 

Perseroan menerapkan model baru kerugian kredit ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang 
disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya sesuai dengan standar. 
 
Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan melakukan pengkajian klasifikasi aset keuangan berdasarkan persyaratan kontraktual arus kas 
dan model bisnis yang dikelola. Sehingga, investasi tertentu yang tersedia untuk dijual telah direklasifikasikan sebagai aset keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. 
 
Sesuai ketentuan transisi PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Perseroan telah memilih 
untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada 
saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar. 
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B. PSAK 72: òPendapatan dari Kontrak dengan Pelangganó 

Penerapan PSAK 72 menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut: 
 
Pengakuan Pendapatan 

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan 
kepada pelanggan. 
 
Penerapan PSAK 72 memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dalam hal penilaian kembali terkait posisi 
agen atau prinsipal. Berdasarkan PSAK 72, risiko kredit, yang selama ini dijadikan acuan oleh Perseroan dalam menentukan Perseroan 
sebagai prinsipal tidak lagi relevan. Oleh sebab itu, grup ditetapkan sebagai agen. Untuk mencerminkan kebijakan perubahan ini, grup 
telah mencatat penjualan pass-through dari Kontraktor KOB secara bersih dengan beban pembelian uap dan listrik dari kontraktor KOB. 
Perubahan ini tidak memengaruhi laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, perubahan ini mengakibatkan penurunan pendapatan 
usaha dan biaya pembelian uap dan listrik dari Kontraktor KOB. 
 
Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. 
 
C. PSAK 73: òSewaó 

Perseroan menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali 
periode komparatif sebagaimana diizinkan oleh ketentuan transisi khusus dalam standar. 
 
Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Perseroan mengakui nilai tercatat aset sewa dan liabilitas sewa 
segera sebelum transisi sebagai nilai tercatat dari aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal. 
 
Pada saat penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya 
diklasifikasikan sebagai ósewa operasiô berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, ñSewaò. 
 
Perseroan mengakui utang sewa dan aset hak guna pada tanggal penerapan awal. Perseroan sebagai penyewa akan mengukur utang 
sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau 
pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Kemudian Perseroan mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang 
sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang segera diakui dalam laporan 
posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal, untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diluar 
yang sub-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, mulai tanggal 1 Januari 2020. 
 
Perseroan mengakui utang sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat 
bunga pinjaman inkremental Perseroan pada 1 Januari 2020. 
 
Perseroan telah memilih untuk mengakui aset hak guna sebesar utang sewa, dengan penyesuaian atas jumlah sewa dibayar di muka atau 
akrual atas pembayaran terkait sewa tersebut yang diakui pada laporan keuangan sebelum penerapan awal standar ini. 
 
Aset bernilai rendah yang disub-sewakan diakui sebagai aset hak-guna, demikian juga dengan liabilitas sewanya. 
 
Pada tanggal penerapan awal, Perseroan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut: 
- menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa; 
- mengandalkan penilaiannya apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57: Provisi, Kontingen, dan Aset Kontingen segera 

sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai; 
- memilih tidak menerapkan model akuntansi sewa baru untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal 

penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang 
terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka-pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup 
tanggal penerapan awal. 

 
Perseroan telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal 
untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang di mana Perseroan telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan 
PSAK 30, ñSewaò dan ISAK 8, ñPenentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewaò. 
 
Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak 
tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang 
material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan: 
- Amandemen PSAK 22 ñKombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnisò; 
- Amandemen PSAK 55 ñInstrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuranò, PSAK 60 ñInstrumen Keuangan ï Pengungkapanò, 

PSAK 62 ñKontrak Asuransiò, PSAK 71 ñInstrumen Keuanganò dan PSAK 73 ñSewaò, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 
2 

- Amendemen PSAK 73: Konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021  
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Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak 
tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang 
material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan: 
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi 

Kontrak 
- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual 
 
Standar baru dan amendemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
2023 adalah sebagai berikut: 
- Amandemen PSAK 1 ñPenyajian Laporan Keuanganò yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023; 
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, memberi definisi baru dari ñestimasi 

akuntansiò yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023; 
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 

2023; dan 
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal 

yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. 
 

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan 
standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. 
 
4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang paling signifikan yang memengaruhi pertumbuhan, kinerja keuangan, serta hasil operasi dan 
kegiatan usaha Perseroan: 
 
Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang Perseroan 

Perseroan memperoleh sejumlah besar pendapatan dari penjualan listrik, yang secara langsung dipengaruhi oleh jumlah kapasitas 
terpasang keseluruhan dan jumlah listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTP milik Perseroan. Seluruh uap dan listrik yang Perseroan dan 
para Kontraktor KOB produksi dijual berdasarkan PJBL, PJBU, dan ESC jangka panjang. Selain PLTP yang saat ini beroperasi, Perseroan 
secara konsisten mencari kesempatan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan, di mana agar dapat 
mengidentifikasi dan mengembangkan kesempatan tersebut Perseroan harus dapat memproduksi dan menjual jumlah listrik yang lebih 
besar dalam rangka meningkatkan pendapatan Perseroan. Tabel berikut menyajikan informasi mengenai kapasitas terpasang keseluruhan 
PLTP milik Perseroan dan para Kontraktor KOB: 

 

No. 
Nama dan Lokasi Kuasa 

Pengusahaan 
Operator Sumur  Operator Pembangkit Listrik 

Kapasitas Terpasang 
Keseluruhan (MW) 

1. Kamojang, Jawa Barat  Perseroan PT Indonesia Power (Unit 1, 2, 3) & Perseroan (Unit 4, 5) 235 

2. Lahendong, Sulawesi Utara Perseroan PLN (Unit 1, 2, 3, 4) & Perseroan (Unit 5, 6) 120 

3. Karaha Cakrabuana, Jawa Barat Perseroan  Perusahaan 30 

4. 
Gunung Way Panas/ Ulubelu, 
Lampung 

Perseroan/PLN PLN (Unit 1, 2) & Perseroan (Unit 3, 4) 220(1) 

5. 
Lumut Balai dan Margabayur, 
Sumatera Selatan 

Perseroan Perseroan  55 

6. 
Gunung Sibayak - Gunung 
Sinabung, Sumatera Utara 

Perseroan 
PT Dizamatra Powerindo (Unit 1 dan Unit 2) dan Perseroan 

(Unit 1 Monoblok) 
12 

7. Darajat, Jawa Barat 
Star Energy Geothermal 

Darajat II Ltd 
PT Indonesia Power (Unit 1) dan Star Energy Geothermal 

Darajat II Ltd (Unit 2 dan 3) 
271 

8. 
Cibereum-Parabakti / Salak, 
Jawa Barat 

Star Energy Geothermal 
Salak Ltd 

PT Indonesia Power (Unit 1, 2 dan 3) dan Star Energy 
Geothermal Salak Ltd (Unit 4, 5 dan 6) 

377 

9. 
Pangalengan / Wayang Windu, 
Jawa Barat 

Star Energy Geothermal 
Wayang Windu Ltd 

Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 227 

10. 
Gunung Sibual-buali/Sarulla, 
Sumatera Utara 

Sarulla Operations Ltd Sarulla Operations Ltd 330 

 Total Kapasitas Terpasang 1.877 

(1) 110MW dari total kapasitas terpasang dioperasikan oleh PLN, dan sisanya sebesar 110MW dioperasikan oleh Perseroan. 
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Faktor pendorong utama dari hasil operasi Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk berhasil mulai mengoperasikan proyek PLTP 
baru. Pada tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 13 WKP dengan total kapasitas terpasang 1.877MW, yang terdiri dari kapasitas 
terpasang yang Perseroan operasikan sendiri sebesar 672MW dan dioperasikan oleh Kontraktor KOB sebesar 1.205MW. Perseroan juga 
akan memiliki PLTP dan lapangan uap tambahan dengan perkiraan total kapasitas terpasang sebesar 165MW yang terdiri dari 55MW pada 
WKP Lumut Balai dan Margabayur dan 110MW pada WKP Hululais yang saat ini sedang dibangun dan diperkirakan akan mulai beroperasi 
pada tahun 2026. 
 
Pendapatan yang Dapat Diterima dari Hasil Penjualan Uap dan Listrik 

Pada tahun 2021, Perseroan menghasilkan 4.660GWh uap dan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dan uap yang 
dihasilkan dari sumur di dalam WKP Perseroan dijual kepada offtaker dengan sistem ñtake-or-payò berdasarkan PJBL, PJBU, ESC 
(sebagaimana relevan) yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan offtaker. Tarif uap dan listrik yang dibayarkan oleh offtaker 
kepada Perseroan dihitung berdasarkan formula yang telah disepakati termasuk di dalamnya adalah formula eskalasi dan penyesuaian 
tarif. Penyesuaian tarif yang dimaksud adalah penyesuaian terindeks menggunakan referensi pergerakan US PPI dan US CPI. Oleh karena 
itu, pergerakan dalam indeks tersebut dapat meningkatkan maupun menurunkan tarif yang harus dibayar oleh offtaker kepada Perseroan, 
yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap pendapatan Perseroan. Penyesuaian tarif uap bersifat tetap dengan tingkat kenaikan 
sebesar 2% per tahun. 
 
Listrik yang Perseroan jual ke offtaker dijual berdasarkan PJBL. Menurut ketentuan dalam PJBL, offtaker wajib membayar pengambilan 
listrik sebesar take or pay yang disepakati. Namun demikian, apabila terjadi kejadian kahar dan/atau kegiatan pemeliharaan rutin yang 
terencana atas fasilitas transmisi milik offtaker atau fasilitas pembangkit tenaga listrik Perseroan maka hal tersebut akan mengurangi 
penjualan listrik kepada offtaker berdasarkan PJBL yang akan mengakibatkan pengurangan pendapatan yang diperoleh Perseroan dari 
offtaker. Selanjutnya, uap yang Perseroan jual ke offtaker yang beroperasi di dalam WKP Perseroan dijual berdasarkan PJBU. Menurut 
ketentuan dalam PJBU, offtaker wajib membayar uap yang diserap dan dikonversikan menjadi listrik yang dibangkitkan oleh offtaker. 
Namun demikian, apabila terjadi kejadian kahar dan/atau kegiatan pemeliharaan rutin yang terencana atas fasilitas pembangkit milik 
offtaker atau fasilitas produksi milik Perseroan, hal tersebut akan mengurangi penjualan uap kepada offtaker berdasarkan PJBU yang akan 
mengakibatkan pengurangan pendapatan yang diperoleh Perseroan dari offtaker.  
 
Hubungan Perseroan dengan PLN 

Sebagian besar pendapatan yang Perseroan terima berasal dari penjualan uap dan listrik ke PLN, perusahaan listrik milik negara yang 
bertanggung jawab atas pembangkit dan transmisi tenaga listrik di seluruh Indonesia. Seluruh peristiwa maupun hal yang berdampak 
negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan PLN juga dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Terdapat 
beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi keuangan PLN, antara lain yaitu kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN, 
kemampuan PLN untuk menukarkan Rupiah (mata uang fungsional PLN) menjadi USD (mata uang yang digunakan dalam kontrak yang 
telah Perseroan tandatangani dengan PLN, kecuali terkait dengan Kamojang Unit 1 sampai 3, yang dibayarkan kepada Perseroan dalam 
Rupiah dengan harga yang dipatok (pegged) dalam USD), keterlambatan dalam memperoleh persetujuan DPR atas nilai subsidi, serta 
perkembangan dan perubahan peraturan yang sedang berlaku saat ini atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan industri 
tenaga listrik di Indonesia. Setiap perubahan baik terkait peraturan maupun lainnya yang berdampak negatif terhadap PLN, dapat 
berdampak signifikan pada hasil usaha Perseroan. 
 
Kapabilitas Operasional atas Area Operasi Milik Perseroan 

Perseroan menargetkan untuk selalu mempertahankan availability dan capacity factor dari PLTP dan fasilitas produksi Perseroan yang 
maksimal dengan tetap meminimalkan waktu pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Perseroan dari waktu ke waktu mengalami 
pemadaman PLTP yang tidak terencana sebagai akibat dari keadaan kahar, gangguan eksternal dan internal. Sebagai contoh, pada tahun 
2021 terjadi bencana longsor di WKP Karaha Cakrabuana yang mengakibatkan rusaknya fasilitas produksi sehingga produksi listrik harus 
terhenti.  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 
pencapaian equivalent availability factor pembangkit listrik Perseroan adalah masing-masing lebih dari 98%, 97%, dan 96%, sementara 
pencapaian availability lapangan uap adalah masing-masing sebesar 100%, 98%, dan 99%. Dengan mengecualikan dampak dari 
pemeliharaan tidak terencana, availability uap dan listrik Perseroan terutama dipengaruhi oleh aktivitas pemeliharaan secara terencana. 
Pemeliharaan terencana terdiri dari minor inspection yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan durasi pekerjaan selama sekitar 14 hari 
dan turn around yang dilakukan setiap 4 tahun sekali selama sekitar 28 hari.  
 
Akses Untuk Pembiayaan yang Memadai dengan Suku Bunga dan Persyaratan yang Kompetitif 

Perseroan membutuhkan dan akan terus membutuhkan belanja modal yang besar untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi operasi 
panas bumi serta proyek-proyek pembangkit listrik. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 
serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022, total belanja modal yang dikeluarkan adalah masing-
masing sebesar USD97.075 ribu, USD61.135 ribu, USD34.153 ribu, USD9.249 ribu, dan USD11.369 ribu, di mana belanja modal untuk 
tahun 2022, 2023, dan 2024 diperkirakan akan berjumlah masing-masing sekitar USD60.000 ribu, USD250.000 ribu, dan USD350.000 



  
 

27 

ribu. Secara historis Perseroan telah mendanai operasi Perseroan melalui pinjaman pemegang saham dari Pertamina, dan dengan jumlah 
yang lebih rendah, pinjaman dari institusi lain termasuk Japan International Cooperation Agency (ñJICAò) dan World Bank Group.  
 
Dalam siklus hidup proyek pengembangan sumber daya panas bumi, komponen yang paling memerlukan banyak biaya adalah eksplorasi 
dan pengembangan aset panas bumi, yang sebagian besar disebabkan oleh penyiapan struktur, survei dan pengambilan data geosains 
yang harus Perseroan lakukan, analisis data yang dikumpulkan, dan biaya yang terkait dengan penyewaan peralatan yang diperlukan 
untuk kegiatan pengeboran dan penyelesaian sumur beserta seluruh jasa pendukungnya.  
 
Biaya EPCC untuk Proyek PLTP 

Selain biaya tangential seperti logistik, keamanan dan tenaga kerja, biaya EPCC mencakup biaya rekayasa untuk proyek PLTP baru, 
pengadaan bahan yang diperlukan serta seluruh biaya terkait seluruh aspek konstruksi. Dua komponen biaya EPCC yang paling signifikan 
adalah biaya sistem fasilitas produksi di atas permukaan dan PLTP. Kebijakan Perseroan dalam pemilihan pemasok teknologi dan bahan 
baku yang paling efisien dalam segi biaya, operasi bisnis Perseroan yang berskala besar, pengelolaan supply chain Perseroan yang baik 
serta hubungan Perseroan yang kuat dengan pemasok peralatan telah memungkinkan Perseroan untuk membeli peralatan dengan harga 
serta syarat dan ketentuan yang kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya EPCC telah mengalami peningkatan yang didorong oleh 
adanya shortages bahan baku secara global serta tekanan pada supply chain. Hal tersebut telah meningkatkan biaya yang dikeluarkan 
Perseroan untuk melakukan konstruksi PLTP serta fasilitas yang diperlukan dalam mendukung kegiatan operasional PLTP. Perseroan 
meyakini bahwa biaya EPCC akan terus berdampak pada biaya dan tingkat imbal hasil keuangan (return) Perseroan seiring dengan 
perluasan kegiatan operasional Perseroan. 
 
Adanya Tenggang Waktu Antara Pengeluaran Belanja Modal dan Biaya Lain untuk Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik 
Dengan Perolehan Pendapatan dari Proyek Pembangkit Listrik Tersebut 

Perseroan mengeluarkan belanja modal dan biaya lain dengan jumlah yang signifikan yang berhubungan dengan pengembangan proyek-
proyek PLTP Perseroan, di mana pendapatan dari proyek-proyek tersebut baru akan diperoleh ketika konstruksi telah selesai dan proyek-
proyek tersebut telah tersambung dengan jaringan listrik PLN. Biaya lain yang Perseroan keluarkan untuk pengembangan proyek-proyek 
PLTP mencakup biaya perekrutan personel untuk pemeliharaan dan operasi proyek untuk mendukung penyelesaian proyek yang dicatat 
sebagai beban langsung produksi, serta biaya eksplorasi dan pengembangan terkait yang dicatat sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya 
eksplorasi dan pengembangan tersebut mencakup biaya untuk melakukan studi kelayakan, pengeboran, pembangunan fasilitas produksi, 
dan pembangunan PLTP. Mengingat tenggang waktu antara pengeluaran biaya studi kelayakan, pengeboran, pembangunan fasilitas 
produksi dan pembangunan PLTP dengan penyelesaian proyek tenaga panas bumi yang dapat terhubung ke jaringan PLN adalah sekitar 
6 - 8 tahun. Tenggang waktu antara mulai dilakukannya pengeluaran belanja modal untuk pengembangan proyek PLTP dengan 
diperolehnya kembali pendapatan dari kegiatan operasional dapat memberikan dampak yang signifikan pada modal kerja Perseroan, dan 
adanya penundaan yang material pada waktu dimulainya proyek PLTP menghasilkan pendapatan dapat berdampak negatif pada kondisi 
keuangan Perseroan. 

 
Perbaikan Sumur dan Pengeboran Make-Up Well 

Perseroan memperkirakan akan terus mengeluarkan biaya perbaikan sumur dan pengeboran make-up well yang signifikan di seluruh 
proyek lapangan uap dan PLTP milik Perseroan di dalam WKP Perseroan. Biaya pengeboran make-up well awalnya diakumulasi sebagai 
aset dalam penyelesaian. Apabila Perseroan melakukan pengeboran make-up well yang produktif secara komersial, Perseroan akan 
mereklasifikasikan biaya tersebut menjadi aset tetap sumur dan mulai memperhitungkan nilai penyusutan aset dengan menggunakan 
metode garis lurus. 
 
Biaya yang dikeluarkan terkait dengan perbaikan sumur dan pengeboran make-up well yang antara lain pengeboran make-up well, hole 
cleaning, dan Kerja Ulang dan Reparasi Sumur (KURS) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 
2021 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD11.961 
ribu, USD16.661 ribu, USD6.971 ribu, USD35.427 ribu, dan USD74.616 ribu. Biaya yang terkait dengan perbaikan dan pengeboran make-
up well lebih besar di tahun 2020 sebagai akibat dari aktivitas workover pada sumur yang telah ada serta langkah-langkah yang Perseroan 
ambil untuk mengantisipasi pengeboran make-up well di WKP Karaha Cakrabuana. Perseroan memperkirakan bahwa biaya untuk 
perbaikan sumur dan pengeboran make-up well akan meningkat karena usia dari sumur panas bumi, penurunan alami (natural decline) 
produksi, dan kualitas fluida. Saat ini, rencana Perseroan untuk belanja modal mengasumsikan nilai penurunan alami (natural decline) 
produksi dari sumur produksi Perseroan adalah sebesar 4% hingga 10% per tahun.  
 
5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN 
 
Pendapatan Usaha 

Perseroan memperoleh pendapatan usaha melalui (i) operasi Perseroan sendiri, yang terdiri dari penjualan tenaga listrik dan uap yang 
dihasilkan di PLTP dan sumur uap kepada PLN dan IPP lainnya berdasarkan berbagai ESC dan PJBU yang telah ditandatangani 
Perseroan, dan (ii) production allowances yang diperoleh dari para Kontraktor KOB yang telah Perseroan kontrak untuk beroperasi di dalam 
WKP Perseroan, yang biasanya senilainya 4% dari pendapatan operasional bersih Kontraktor KOB, kecuali untuk operasi yang dilakukan 
oleh Star Energy Darajat yang mana besarnya senilai 2,66% dari pendapatan operasional bersihnya. Tabel berikut menguraikan rincian 
pendapatan usaha Perseroan dan persentase masing-masing komponen dari pendapatan usaha Perseroan:  
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan  

Periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 % 2021 % 2021 % 2020 % 2019 % 

Operasi Sendiri           
PT Indonesia Power           

Kamojang  29.751   16,1   33.453   18,6   66.735   18,1   61.147   17,3   63.234   9,5  
PLN           

Ulubelu  53.425   28,9   51.484   28,6  105.212   28,5  102.076   28,8   98.749   14,8  
Kamojang  37.333   20,2   37.282   20,7   71.526   19,4   68.050   19,2   72.120   10,8  
Lahendong  38.015   20,6   27.396   15,2   67.192   18,2   68.350   19,3   69.194   10,4  
Lumut Balai  15.753   8,5   20.142   11,2   37.508   10,2   32.212   9,1   -   -  
Karaha  2.992   1,6   3.362   1,9   6.677   1,8   7.008   2,0   12.308   1,8  

Subjumlah Penjualan Operasi Sendiri 177.269   96,0  173.119   96,1  354.850   96,2  338.843   95,7  315.605   47,3  
Penjualan KOB ke pihak berelasi - PLN  -   -   -   -  -  -  -  -  338.668   50,8  
Production allowances ï pihak ketiga  7.465   4,0   6.971   3,9   13.974   3,8   15.118   4,3   12.603   1,9  

Pendapatan Usaha 184.734   100,0  180.090   100,0  368.824  100,0  353.961   100,0  666.876   100,0  

 
Å Pendapatan dari PT Indonesia Power merupakan pendapatan yang diperoleh dari PT Indonesia Power di WKP Kamojang, IPP 

yang beroperasi di dalam WKP Kamojang, terutama terdiri dari uap yang dijual kepada PT Indonesia Power yang mereka gunakan 
untuk menggerakkan Unit 1, Unit 2 dan Unit 3, dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 30MW, 55MW dan 55MW.  

Å Pendapatan dari Ulubelu merupakan pendapatan yang dihasilkan dari PLN Ulubelu, IPP yang beroperasi di dalam WKP Ulubelu, 
terutama terdiri dari uap yang dijual kepada PLN Ulubelu yang mereka gunakan untuk menggerakkan Unit 1 dan Unit 2 dengan 
kapasitas terpasang sebesar 55MW untuk masing-masing unit, serta listrik yang dijual kepada PLN Ulubelu yang mereka gunakan 
untuk menjalankan operasinya pada Unit 3 dan Unit 4, dengan kapasitas terpasang sebesar 55MW untuk masing-masing unit. 

Å Pendapatan dari Kamojang merupakan pendapatan yang dihasilkan dari WKP Kamojang yang terdiri dari penjualan tenaga listrik 
yang dihasilkan di Unit 4 dan Unit 5 kepada PLN, sesuai dengan PJBL masing-masing sebesar 60MW dan 30MW. 

Å Pendapatan dari Lahendong merupakan pendapatan yang dihasilkan dari WKP Lahendong yang terdiri dari (i) PLN, IPP yang 
beroperasi di dalam WKP Lahendong, di mana Perseroan menjual uap yang digunakan PLN untuk menyalakan Unit 1, Unit 2, Unit 
3 dan Unit 4, dengan kapasitas terpasang sebesar 20MW untuk masing-masing unit, dan (ii) penjualan listrik yang dihasilkan di 
Unit 5 dan Unit 6 kepada PLN, dengan kapasitas terpasang sebesar 20MW untuk masing-masing unit.  

Å Pendapatan dari Lumut Balai merupakan pendapatan yang dihasilkan dari WKP Lumut Balai dan Margabayur yang terdiri dari 
penjualan tenaga listrik yang dihasilkan di Unit 1 kepada PLN, dengan kapasitas terpasang 55MW. 

Å Pendapatan dari Karaha merupakan pendapatan yang dihasilkan dari WKP Karaha Cakrabuana yang terdiri dari penjualan tenaga 
listrik yang dihasilkan di Unit 1 kepada PLN, dengan kapasitas terpasang sebesar 30MW. 

Å Penjualan KOB ke PLN merupakan pendapatan yang diperoleh Perseroan dari penjualan KOB ke PLN. Untuk periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 pendapatan yang diperoleh Kontraktor KOB dari penjualan listrik dan uap dicatat 
bersama-sama dengan pendapatan Perseroan, sehingga pendapatan untuk periode ini dan periode berikutnya tidak dapat 
dibandingkan.  

 
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung Lainnya 

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk operasi normal bisnis Perseroan, termasuk 
biaya terkait uap dan tenaga listrik yang diproduksi Perseroan serta biaya lain yang mungkin timbul dari produksi uap dan tenaga listrik 
Perseroan. Tabel berikut menguraikan rincian beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya dan persentase masing-masing 
komponen dari total beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya Perseroan.  
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan  

Periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 % 2021 % 2021 % 2020 % 2019 % 

Beban penyusutan 53.863  65,6  53.820  62,9  108.350 59,4 103.866 63,3 83.639 17,2 
Upah dan tunjangan 18.823  22,9  22.997  26,9  46.350 25,4 44.504 27,1 42.942 8,8 
Tenaga kerja dan jasa profesional  3.944   4,8   3.845   4,5  7.709 4,2 5.385 3,3 6.037 1,2 
Sewa  1.517   1,8   1.822   2,1  7.646 4,2 3.193 1,9 4.095 0,8 
Jasa teknik  1.501   1,8   1.056   1,2  4.367 2,4 2.511 1,5 3.328 0,7 
Material dan peralatan  906   1,1   700   0,8  3.693 2,0 1.742 1,1 2.034 0,4 
Asuransi  425   0,5   483   0,6  1.049 0,6 910 0,6 906 0,2 
Perjalanan dinas  381   0,5   135   0,2  457 0,3 373 0,2 1.908 0,4 
Beban pembelian uap dan listrik dari KOB  -   -   -   -  - - - - 338.668 69,7 
Lain-lain  805   1,0   647   0,8  2.706 1,5 1.710 1,0 2.536 0,5 

Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung Lainnya  82.165   100,0   85.505   100,0  182.327 100,0 164.194 100,0 486.093 100,0 

 
Å Beban penyusutan terdiri dari penyusutan aset seperti sumur panas bumi dan instalasi lainnya, bangunan, dan aset tidak tetap.  
Å Upah dan tunjangan terdiri dari upah dan tunjangan untuk manajemen dan karyawan di kantor perusahaan Perseroan, termasuk 

karyawan bagian operasional, bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian human resource dan bagian administrasi lainnya. 
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Å Tenaga kerja dan jasa profesional terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada auditor, konsultan hukum, aktuaris dan konsultan 
lainnya.  

Å Sewa terdiri dari biaya sewa untuk peralatan pengeboran dan sewa kantor perusahaan.  
Å Jasa Teknik terdiri dari biaya yang dibayarkan sehubungan dengan pengumpulan data geologi serta untuk desain dan konstruksi 

sistem fasilitas produksi di atas permukaan (steamfield above ground) dan PLTP. 
Å Material dan Peralatan terdiri dari komponen, suku cadang dan barang lainnya yang digunakan dan dari waktu ke waktu diganti 

selama masa pengoperasian sumur panas bumi dan pembangkit listrik. 
Å Asuransi terdiri dari premi asuransi yang dibayarkan untuk pertanggungan asuransi untuk sumur panas bumi dan pembangkit 

listrik serta kantor dan kendaraan perusahaan.  
Å Perjalanan dinas terdiri dari biaya perjalanan yang dilakukan oleh supervisor dan ahli geologi dari proyek-proyek PLTP ke kantor 

perusahaan dan perjalanan bisnis yang dilakukan oleh direktur dan anggota tim manajemen senior lainnya.  
Å Beban Pembelian Uap dan Listrik dari KOB terdiri dari pembelian uap dan listrik dari Star Energy Group (Star Energy Darajat II 

Ltd., Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd., and Star Energy Geothermal Salak Ltd) untuk keperluan pembangkit listrik 
operasi sendiri. 

Å Lain-lain terdiri dari biaya yang berkaitan dengan utilitas kantor, biaya jasa teknologi informasi dan telekomunikasi, biaya yang 
dikeluarkan untuk layanan umum seperti akomodasi untuk karyawan, dan biaya yang timbul sehubungan dengan pelatihan 
karyawan. 

 
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain, Bersih 

Pendapatan dan beban lain-lain terdiri dari komponen keuangan seperti keuntungan dan kerugian selisih kurs, penghasilan dari penalti, 
penerimaan dividen, biaya manajemen dan penurunan nilai aset tetap. Tabel berikut menguraikan rincian pengeluaran dan pendapatan 
lain.  
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan  

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Laba/(rugi) selisih kurs, bersih  12.719   5.569  11.861 (6.504) 1.491 
Pendapatan dari denda kontrak dan pembelian material  127   121  425 186 1.701 
Penjualan carbon credit  667   -     
Dividen  -   -  2.707 2.804 2.266 
Penurunan nilai aset tetap  -   (37.819) (47.183) (52.253) (11.045) 
Provisi PPN yang dapat ditagihkan kembali  -   -  (6.184) - - 
Lain-lain, bersih  (2)  (968) (132) (23) 179 

Pendapatan/(Beban) Lain-Lain, Bersih  13.511   (33.097) (38.506) (55.790) (5.408) 

 
Å Laba/(rugi) selisih kurs bersih terdiri dari keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing 

serta keuntungan dan kerugian dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada akhir periode yang 
diakui di dalam laporan laba-rugi. 

Å Pendapatan dari denda kontrak penalti dan pembelian material terdiri dari penalti dan denda yang dibebankan kepada pemasok 
yang melanggar kontrak yang telah ditandatangani. 

Å Penjualan carbon credit terdiri dari kredit yang Perseroan jual kepada carbon credit trader sebagai hasil dari pengurangan bersih 
atas emisi karbon dioksida yang dilakukan Perseroan. 

Å Dividen terdiri dari pendapatan dividen dari penyertaan modal yang telah dilakukan pada 21 anak perusahaan milik pihak berelasi 
yaitu PT Pertamina Hulu Energi. 

Å Penurunan nilai aset tetap terdiri dari penyisihan yang dibuat untuk aset tetap yang memiliki nilai bersih di bawah nilai tercatat. 
Å Provisi PPN yang dapat ditagihkan kembali terdiri dari provisi yang dibuat sehubungan dengan penurunan nilai secara penuh atas 

aset tetap dan dampak yang diakibatkannya terhadap reimbursement PPN. Lain-lain, bersih terdiri dari beban lainnya. 
 
Beban Keuangan 

Beban keuangan berkaitan dengan beban yang dikeluarkan untuk pinjaman yang telah diterima. Tabel berikut menguraikan rincian beban 
keuangan. 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan  

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Bunga pinjaman jangka panjang  2.680   9.623  14.501  23.056  24.975  
Bunga pinjaman jangka pendek  2.305   -   -  -  - 
Bunga atas sewa  106   23  63  46  -  

Beban Keuangan  5.091   9.646  14.564  23.102  24.975  
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Å Bunga pinjaman jangka panjang terdiri dari pembayaran bunga yang dilakukan atas pinjaman yang telah dibuat. 
Å Bunga pinjaman jangka pendek terdiri dari pembayaran bunga yang dilakukan atas pinjaman yang telah dibuat. 
Å Bunga atas sewa terdiri dari pembayaran bunga atas peralatan dan properti lain yang disewa. 
 
6. OPERASI PER SEGMEN 
 
Perseroan mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi keuangan menjadi pelaporan segmen usaha yang dikelompokkan menjadi  
2 (dua) kegiatan operasional dan pelaporan segmen geografis yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) lokasi: 
 
A. Segmen Usaha 

Perseroan bergerak di kegiatan operasional sebagai berikut: 
i. Operasi sendiri 
ii. Penjualan KOB ke PLN 
 
Penjualan kepada PLN termasuk penjualan operasi sendiri Perseroan dan penjualan pass-through dari Kontraktor KOB. Sesuai dengan 
penerapan PSAK 72, Perseroan bertindak sebagai agen untuk penjualan pass-through dari Kontraktor KOB. Penerapan PSAK 72 memiliki 
dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dalam hal penilaian kembali terkait posisi agen atau principal atas 
transaksi pass-through dengan kontraktor KOB. Berdasarkan PSAK 72, Biaya dan pendapatan sehubungan dengan penjualan uap dan 
listrik antara PGE, kontraktor panas bumi dan PLN dicatat secara net setelah mempertimbangkan klausul di dalam ESC dalam KOB. KOB 
tersebut mengharuskan penjualan uap dan listrik dari Kontraktor KOB ke PLN dilakukan melalui Perseroan, di mana Perseroan akan 
menjual kepada PLN pada nilai yang sama dengan biaya pembelian uap dan listrik dari Kontraktor KOB. 
 
Oleh sebab itu, untuk mencerminkan kebijakan perubahan ini, Perseroan telah menyajikan penjualan pass-through dari kontraktor KOB 
secara bersih dengan beban pembelian uap dan listrik dari kontraktor KOB untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 
30 Juni 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. 
 
Segmen Penjualan KOB ke PLN memiliki aset yang dapat dialokasikan berupa piutang usaha. Sedangkan untuk liabilitas yang dapat 
diatribusikan berupa utang usaha. Aset lainnya dan liabilitas lainnya seperti kas dan pinjaman dikelola secara terpusat melalui kantor pusat. 
 
B. Segmen Geografis 

Perseroan membagi segmen geografis berdasarkan lokasi geografis dari kegiatan operasional yang dikelola secara independen oleh 
masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Ringkasan berikut ini 
menggambarkan kinerja Perseroan berdasarkan lokasi geografis di mana Perseroan melakukan kegiatan operasional yaitu (i) Kamojang, 
(ii) Lahendong, (iii) Ulubelu, (iv) Karaha, (v) Lumut Balai, dan (vi) Segmen lain. 
 
 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 

PENDAPATAN USAHA  69.908   39.616   55.675   3.118   16.417   -   184.734  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN 
BIAYA LANGSUNG LAINNYA 

 (16.778)  (16.508)  (27.082)  (7.669)  (14.050)  (78)  (82.165) 

LABA BRUTO  53.130   23.108   28.593   (4.551)  2.367   (78)  102.569  

Beban umum dan administrasi  (590)  (314)  (499)  (30)  (120)  2   (1.551) 
Pendapatan keuangan  109   61   86   5   25   -   286  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  4.858   3.422   3.872   217   1.142   -   13.511  

LABA USAHA  57.507   26.277   32.052   (4.359)  3.414   (76)  114.815  

Beban keuangan  (345)  (696)  (2.443)  (367)  (1.240)  -   (5.091) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 

 57.162   25.581   29.609   (4.726)  2.174   (76)  109.724  

Beban pajak penghasilan  (19.356)  (8.506)  (9.846)  -   (722)  -   (38.430) 

LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN  37.806   17.075   19.763   (4.726)  1.452   (76)  71.294  

        
INFORMASI LAIN        
Aset Segmen  183.007   312.937   497.523   164.467   518.303   530.284   2.206.521  
Aset yang tidak dapat dialokasikan        201.138  
Total aset konsolidasian        2.407.659  
        
Liabilitas segmen  17.198   135.011   251.190   129.916   177.655   347.942   1.058.912  
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan        77.638  
Total liabilitas konsolidasian        1.136.550  
        
Beban penyusutan  7.457   10.019   19.302   5.637   10.254   89   52.758  
Penambahan aset tetap  850   4.539   1.561   1.013   1.403   2.073   11.439  
        
Produksi (MWh) 805.055 404.039 778.926 32.806 205.540 - 2.226.367 
Kapasitas Terpasang 235 120 220 30 55 12  672  
Kontribusi pada Pendapatan Usaha (%) 37,8% 21,4% 30,1% 1,7% 8,9% - 100,0% 
Kontribusi pada Laba Usaha (%) 50,1% 22,9% 27,9% -3,8% 3,0% -0,1% 100,0% 
Margin Laba Kotor (%) A 76,0% 58,3% 51,4% -146,0% 14,4% - 55,5% 



  
 

31 

 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 
Margin Laba Periode Berjalan (%) B 54,1% 43,1% 35,5% -151,6% 8,8% - 38,6% 
Catatan: 
A: Margin laba kotor dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan  
B: Margin laba periode berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 

 
 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 

PENDAPATAN USAHA  73.583   28.500   53.557   3.497   20.953   -   180.090  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN 
BIAYA LANGSUNG LAINNYA 

 (17.620)  (18.352)  (27.582)  (7.289)  (14.582)  (80)  (85.505) 

LABA BRUTO  55.963   10.148   25.975   (3.792)  6.371   (80)  94.585  

Beban umum dan administrasi  (563)  (206)  (314)  (59)  (154)  -   (1.296) 
Pendapatan keuangan  142   55   103   7   40   -   347  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  (13.524)  (5.238)  (9.844)  (643)  (3.851)  -   (33.100) 

LABA USAHA  42.018   4.759   15.920   (4.487)  2.406   (80)  60.536  

Beban keuangan  (663)  (1.035)  (3.095)  (1.989)  (2.864)  -   (9.646) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 

 41.355   3.724   12.825   (6.476)  (458)  (80)  50.890  

Beban pajak penghasilan  (12.727)  (1.146)  (3.947)  -   -   -   (17.820) 

LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN  28.628   2.578   8.878   (6.476)  (458)  (80)  33.070  

        
INFORMASI LAIN        
Produksi (MWh) 884.495 299.781 794.866 40.307 241.936 - 2.261.386 
Kapasitas Terpasang 235 120 220 30 55 12  672  
Kontribusi pada Pendapatan Usaha (%) 40,9% 15,8% 29,7% 1,9% 11,6% - 100,0% 
Kontribusi pada Laba Usaha (%) 69,4% 7,9% 26,3% -7,4% 4,0% -0,1% 100,0% 
Margin Laba Kotor (%) A 76,1% 35,6% 48,5% -108,4% 30,4% - 52,5% 
Margin Laba Periode Berjalan (%) B 38,9% 9,0% 16,6% -185,2% -2,2% - 18,4% 
Catatan: 
A: Margin laba kotor dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan  
B: Margin laba periode berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 

 
 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 

PENDAPATAN USAHA  143.706   69.838   109.355   6.940   38.985   -   368.824  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN 
BIAYA LANGSUNG LAINNYA 

 (38.141)  (39.250)  (57.624)  (16.243)  (30.691)  (378)  (182.327) 

LABA BRUTO  105.565   30.588   51.731   (9.303)  8.294   (378)  186.497  

Beban umum dan administrasi  (1.903)  (891)  (1.273)  (138)  (499)  (18)  (4.722) 
Pendapatan keuangan  318   152   239   15   85   -   809  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  (15.003)  (7.291)  (11.417)  (725)  (4.070)  -   (38.506) 

LABA USAHA  88.977   22.558   39.280   (10.151)  3.810   (396)  144.078  

Beban keuangan  (1.209)  (1.697)  (5.188)  (2.370)  (4.100)  -   (14.564) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 

 87.768   20.861   34.092   (12.521)  (290)  (396)  129.514  

Beban pajak penghasilan  (28.122)  (6.181)  (10.169)  -   -   -   (44.472) 

LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN  59.646   14.680   23.923   (12.521)  (290)  (396)  85.042  

        
INFORMASI LAIN        
Aset Segmen  160.165   298.844   491.152   166.044   517.607   586.347   2.220.159  
Aset yang tidak dapat dialokasikan        177.322  
Total aset konsolidasian        2.397.481  
        
Liabilitas segmen  19.062   119.894   310.968   49.567   269.995  334.827  1.104.313  
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan        64.115  
Total liabilitas konsolidasian        1.168.428  
        
Beban penyusutan 13.798  24.327  38.479  11.163  20.583  -  108.350  
Penambahan aset tetap 2.560  10.132  7.582  1.400  4.147  8.332  34.153  
        
Produksi (MWh) 1.750.768  774.684  1.596.083 78.318 460.625  - 4.660.478 
Kapasitas Terpasang 235 120 220 30 55 12 672 
Kontribusi pada Pendapatan Usaha (%) 39,0% 18,9% 29,6% 1,88% 10,57% - 100,00% 
Kontribusi pada Laba Usaha (%) 61,8% 15,7% 27,2% -7,05% 2,64% -0,27% 100,00% 
Margin Laba Kotor (%) A 73,5% 43,8% 47,3% -134,0% 21,3% - 50,6% 
Margin Laba Tahun Berjalan (%) B 41,5% 21,0% 21,9% -180,4% -0,7% - 23,1% 
Catatan: 
A: Margin laba kotor dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan  
B: Margin laba tahun berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
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 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 

PENDAPATAN USAHA  134.962   71.400   106.630   7.320   33.649   -   353.961  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN 
BIAYA LANGSUNG LAINNYA 

 (33.564)  (37.354)  (54.192)  (15.058)  (23.688)  (338)  (164.194) 

LABA BRUTO  101.398   34.046   52.438   (7.738)  9.961   (338)  189.767  

Beban umum dan administrasi  (513)  (302)  (286)  11   (193)  (15)  (1.298) 
Pendapatan keuangan  431   228   340   24   107   -   1.130  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  (21.272)  (11.254)  (16.807)  (1.153)  (5.304)  -   (55.790) 

LABA USAHA  80.044   22.718   35.685   (8.856)  4.571   (353)  133.809  

Beban keuangan  (991)  (2.764)  (8.960)  (4.870)  (5.517)  -   (23.102) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 

 79.053   19.954   26.725   (13.726)  (946)  (353)  110.707  

Beban pajak penghasilan  (23.813)  (6.011)  (8.051)  -   -   -   (37.875) 

LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN 55.240  13.943   18.674   (13.726)  (946)  (353) 72.832 

        
INFORMASI LAIN        
Aset Segmen  184.913   318.671   540.478   176.762   532.166   600.969   2.353.959  
Aset yang tidak dapat dialokasikan        197.407  
Total aset konsolidasian        2.551.366  
        
Liabilitas segmen  5.530   114.906   246.232   104.860   279.857   705.518   1.456.903  
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan        71.645  
Total liabilitas konsolidasian        1.528.548  
        
Beban penyusutan  13.191   23.740   37.408   10.938   18.082  507  103.866  
Penambahan aset tetap  5.605   7.147   7.061   11.627   9.256  20.439  61.135  
        
Produksi (MWh) 1.649.715 827.879 1.612.861 85.598 442.219 - 4.618.272 
Kapasitas Terpasang 235 120 220 30 55 12 672 
Kontribusi pada Pendapatan Usaha (%) 38,1% 20,2% 30,1% 2,1% 9,5% - 100,0% 
Kontribusi pada Laba Usaha (%) 59,8% 17,0% 26,7% -6,6% 3,4% -0,3% 100,0% 
Margin Laba Kotor (%) A 75,1% 47,7% 49,2% -105,7% 29,6% - 53,6% 
Margin Laba Tahun Berjalan (%) B 40,9% 19,5% 17,5% -187,5% -2,8% - 20,6% 
Catatan: 
A: Margin laba kotor dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan  
B: Margin laba tahun berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 

 
 (dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Kamojang Lahendong Ulubelu Karaha Lumut Balai Segmen Lain Total 

PENDAPATAN USAHA  140.759   71.957   102.692   12.800   -   338.668   666.876  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN 
BIAYA LANGSUNG LAINNYA 

 (38.075)  (39.448)  (53.839)  (15.691)  -   (339.040)  (486.093) 

LABA BRUTO  102.684   32.509   48.853   (2.891)  -   (372)  180.783  

Beban umum dan administrasi  (2.608)  (1.430)  (1.872)  (425)  -   (10)  (6.345) 
Pendapatan keuangan  774   396   564   70   -   -   1.804  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  (2.320)  (1.185)  (1.692)  (211)  -   -   (5.408) 

LABA USAHA  98.530   30.290   45.853   (3.457)  -   (382)  170.834  

Beban keuangan  (2.239)  (3.942)  (12.093)  (6.701)  -   -   (24.975) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 

 96.291   26.348   33.760   (10.158)  -   (382)  145.859  

Beban pajak penghasilan  (31.586)  (8.257)  (10.459)  -   -   -   (50.302) 

LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN  64.705   18.091  23.301  (10.158)  -   (382)  95.557  

        
INFORMASI LAIN        
Aset Segmen  199.150   337.601   571.592   173.543   542.720   599.949   2.424.555  
Aset yang tidak dapat dialokasikan        148.876  
Total aset konsolidasian        2.573.431  
        
Liabilitas segmen  17.268   129.484   279.267   118.409   328.217   707.340  1.579.985  
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan        54.079  
Total liabilitas konsolidasian        1.634.064  
        
Beban penyusutan  13.768   23.615   35.344   10.912   -   -   83.639  
Penambahan aset tetap  4.429   8.567  17.157   1.235   26.812   38.875  97.075  
        
Produksi (MWh)  1.741.904  819.806   1.563.658  148.550   18.240  - 4.292.158 
Kapasitas Terpasang 235 120 220 30 55 12 672 
Kontribusi pada Pendapatan Usaha (%) 21,1% 10,8% 15,4% 1,9% - 50,8% 100,0% 
Kontribusi pada Laba Usaha (%) 57,7% 17,7% 26,8% -2,0% - -0,2% 100,0% 
Margin Laba Kotor (%) A 72,9% 45,2% 47,6% -22,6% - -0,1% 27,1% 
Margin Laba Tahun Berjalan (%) B 46,0% 25,1% 22,7% -79,4% - -0,1% 14,3% 
Catatan: 
A: Margin laba kotor dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan  
B: Margin laba tahun berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
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Segmen Kamojang, Lahendong, Ulubelu, Karaha, Lumut Balai dan Segmen lain memiliki aset yang dapat dialokasikan berupa: aset tetap, 
persediaan dan piutang usaha. Sedangkan untuk liabilitas yang dapat diatribusikan berupa utang usaha dan beban yang masih harus 
dibayar. Aset lainnya dan liabilitas lainnya seperti kas dan pinjaman dikelola secara terpusat melalui kantor pusat. 
 
Untuk WKP yang belum beroperasi, yaitu Hululais, Bukit Daun, Sungai Penuh, Lawu, dan Seulawah, aset segmennya masih dikelola oleh 
kantor pusat, sehingga disajikan sebagai bagian dari segmen lain. Untuk WKP yang dihentikan operasinya yaitu Sibayak disajikan sebagai 
bagian dari segmen lain. Tidak terdapat transaksi antar segmen pada segmen operasi Perseroan. 
 
7. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

PENDAPATAN USAHA  184.734   180.090   368.824  353.961  666.876  
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA  (82.165)  (85.505)  (182.327) (164.194) (486.093) 

LABA BRUTO  102.569   94.585   186.497  189.767  180.783  

Beban umum dan administrasi  (1.551)  (1.296)  (4.722) (1.298) (6.345) 
Pendapatan keuangan  286   347   809  1.130  1.804  
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih  13.511   (33.097)  (38.506) (55.790) (5.408) 

LABA USAHA  114.815   60.539   144.078  133.809  170.834  

Beban keuangan  (5.091)  (9.646)  (14.564) (23.102) (24.975) 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN  109.724   50.893   129.514  110.707  145.859  

Beban pajak penghasilan  (38.430)  (17.820)  (44.472) (37.875) (50.302) 

LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

      
Penghasilan komprehensif lain      
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi      

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto  502   1.000   3.984  (728) (881) 
Keuntungan nilai wajar aset bersih atas investasi ekuitas (1.402)   1.093   5.787  11.347  -  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK  (900)   2.093   9.771  10.619  (881) 

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE 
BERJALAN 

 70.394   35.166   94.813  83.451  94.676  

      
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA: 

  
   

Pemilik entitas induk  71.299   33.094   85.076  72.866  95.588  
Kepentingan non-pengendali  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah  71.294   33.073   85.042  72.832  95.557  

      
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN 
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

  
   

Pemilik entitas induk  70.399  35.187   94.847  83.485  94.707  
Kepentingan non-pengendali  (5)  (21)  (34) (34) (31) 

Jumlah 70.394  35.166   94.813  83.451  94.676  

      
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 
ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) 

0,0023 0,0011  0,0027   0,0023   0,0031  

 
7.1. Pendapatan Usaha 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Pendapatan usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD4.644 ribu atau sebesar 
2,6% menjadi USD184.734 ribu dari USD180.090 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan 
tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan US PPI, yang menyebabkan eskalasi harga uap dan listrik yang dijual kepada PLN pada 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. 
 
Penjualan uap kepada PT Indonesia Power untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar 
USD3.702 ribu atau sebesar 11,1% menjadi USD29.751 ribu dari USD33.453 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2021 yang disebabkan oleh kendala dispatch tenaga listrik dari PLN dan beberapa kegiatan pemeliharaan pada pembangkit milik 
PT Indonesia Power. Walaupun terdapat keharusan offtake uap pada jumlah kontrak tahunan sesuai dengan PJBU, PT Indonesia Power 
tidak dapat offtake uap lebih banyak dikarenakan kendala dispatch dan kegiatan pemeliharaan. 
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Penjualan uap kepada PLN Ulubelu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD1.941 
ribu atau sebesar 3,8% menjadi USD53.425 ribu dari USD51.484 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 
yang disebabkan oleh eskalasi harga uap dan listrik yang dibayarkan PLN pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2022.  
 
Penjualan listrik kepada PLN Kamojang untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD51 
ribu atau sebesar 0,1% menjadi USD37.333 ribu dari USD37.282 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 
yang disebabkan oleh eskalasi harga listrik yang dibayarkan PLN pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. 
 
Penjualan uap dan penjualan listrik kepada PLN Lahendong untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 
sebesar USD10.619 ribu atau sebesar 38,8% menjadi USD38.015 ribu dari USD27.396 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 yang disebabkan oleh adanya major overhaul yang dilakukan PLN pada Januari 2021 untuk Unit 1 dan Unit 3 PLTP 
mereka di WKP, yang mengakibatkan penurunan jumlah uap yang dapat mereka offtake, serta karena adanya eskalasi harga uap dan 
listrik yang dibayarkan PLN pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Lumut Balai untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD4.389 
ribu atau sebesar 21,8% menjadi USD15.753 ribu dari USD20.142 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 
yang disebabkan oleh pemadaman terencana untuk aktivitas inspeksi pemeliharaan yang dilakukan pada Februari 2022. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Karaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD370 ribu 
atau sebesar 11,0% menjadi USD2.992 ribu dari USD3.362 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang 
disebabkan oleh terjadinya tanah longsor pada tanggal 26 Desember 2021 serta kegiatan pemeliharaan yang berlangsung untuk 
membersihkan tanah longsor yang selesai pada bulan Maret 2022. 
 
Production allowances untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD494 ribu atau sebesar 
7,1% menjadi USD7.465 ribu dari USD6.971 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disebabkan 
oleh eskalasi harga uap dan listrik yang diperoleh Kontraktor KOB dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 
yang berdampak positif pada jumlah production allowances yang Perseroan terima dari Kontraktor KOB. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD14.863 ribu atau sebesar 4,2% 
menjadi USD368.824 ribu dari USD353.961 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut 
utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan uap kepada PT Indonesia Power, peningkatan penjualan uap kepada PLN Ulubelu, 
peningkatan penjualan listrik kepada PLN Kamojang, dan penjualan listrik kepada PLN Lumut Balai, yang diimbangi oleh penurunan 
penjualan uap dan penjualan listrik kepada PLN Lahendong, penurunan penjualan listrik kepada PLN Karaha serta penurunan production 
allowances. 
  
Penjualan uap kepada PT Indonesia Power untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD5.588 ribu 
atau sebesar 9,1% menjadi USD66.735 ribu dari USD61.147 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
disebabkan oleh telah terkendalinya beberapa kendala yang dialami Perseroan pada tahun 2020, yaitu pembangkit listrik yang beroperasi 
di bawah kapasitas penuh, adanya outage dan inspeksi terencana serta kendala dalam penyaluran listrik yang dihasilkan kepada PLN 
sehingga kegiatan operasi berlangsung secara normal. 
 
Penjualan uap kepada PLN Ulubelu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD3.136 ribu atau 
sebesar 3,1% menjadi USD105.212 ribu dari USD102.076 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
disebabkan oleh eskalasi harga uap dan listrik di tahun 2021.  
 
Penjualan listrik kepada PLN Kamojang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD3.476 ribu 
atau sebesar 5,1% menjadi USD71.526 ribu dari USD68.050 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
disebabkan oleh telah teratasinya kendala dispatch listrik yang dialami oleh PLN pada tahun 2020. 
 
Penjualan uap dan penjualan listrik kepada PLN Lahendong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar 
USD1.158 ribu atau sebesar 1,7% menjadi USD67.192 ribu dari USD68.350 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 yang disebabkan oleh adanya overhaul yang dilakukan Perseroan untuk Unit 1 dan Unit 3. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Lumut Balai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD5.296 ribu 
atau sebesar 16,4% menjadi USD37.508 ribu dari USD32.212 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
disebabkan oleh telah beroperasinya Unit 1 secara penuh pada tahun 2021. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Karaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD331 ribu atau 
sebesar 4,7% menjadi USD6.677 ribu dari USD7.008 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan 
oleh penurunan produksi uap yang berdampak pada kapasitas produksi pembangkitan listrik serta adanya keadaan kahar berupa tanah 
longsor di WKP, yang mengakibatkan rusaknya fasilitas produksi dan mengakibatkan outage produksi listrik untuk keperluan pemeliharaan. 
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Production allowances untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD1.144 ribu atau sebesar 7,6% 
menjadi USD13.974 ribu dari USD15.118 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh penurunan 
penerimaan production allowances dari Kontraktor KOB akibat adanya masalah yang mereka hadapi pada transmisi listrik ke jaringan PLN 
yang mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD312.915 ribu atau sebesar 46,9% 
menjadi USD353.961 ribu dari USD666.876 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut 
utamanya disebabkan oleh Perseroan tidak mencatatkan pendapatan yang diperoleh dari Kontraktor KOB karena adanya perubahan 
kebijakan akuntansi pada 1 Januari 2020. Pada tahun 2019, Perseroan masih mencatatkan pendapatan yang diperoleh dari Kontraktor 
KOB, sehingga angka pendapatan di tahun 2020 dan 2019 tidak dapat dibandingkan. Apabila tidak memperhitungkan pendapatan yang 
diterima dari kontraktor KOB, pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 
USD25.753 ribu atau sebesar 7,8% menjadi USD353.961 ribu dari USD328.208 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 yang disebabkan oleh commercial operation secara penuh di WKP Lumut Balai dan Margabayur. 
 
Penjualan uap kepada PT Indonesia Power untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD2.087 ribu 
atau sebesar 3,3% menjadi USD61.147 ribu dari USD63.234 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang 
disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami Perseroan pada tahun 2020, yaitu pembangkit listrik yang beroperasi di bawah kapasitas 
penuh, adanya outage dan inspeksi terencana serta kendala dalam dispatch listrik yang dihasilkan kepada PLN. 
 
Penjualan uap kepada PLN Ulubelu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD3.327 ribu atau 
sebesar 3,3% menjadi USD102.076 ribu dari USD98.749 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan 
oleh overhaul yang dilakukan Perseroan untuk Unit 1 di tahun 2019.  
 
Penjualan listrik kepada PLN Kamojang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD4.070 ribu atau 
sebesar 5,6% menjadi USD68.050 ribu dari USD72.120 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan 
oleh adanya kendala dispatch listrik yang dialami oleh PLN pada tahun 2020. 
 
Penjualan uap dan penjualan listrik kepada PLN Lahendong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 
USD844 ribu atau sebesar 1,2% menjadi USD68.350 ribu dari USD69.194 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
yang disebabkan oleh adanya aktivitas pemeliharaan yang Perseroan lakukan pada tahun 2020 yang menyebabkan pembangkit listrik 
beroperasi di bawah kapasitas penuh, serta adanya kendala dispatch listrik yang dihadapi PLN di Unit 2, 5 dan 6. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Lumut Balai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar USD32.212 ribu, 
meningkat dari yang sebelumnya nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh commercial 
operation secara penuh pada WKP Lumut Balai dan Margabayur pada triwulan pertama tahun 2020. 
 
Penjualan listrik kepada PLN Karaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD5.300 ribu atau 
sebesar 43,1% menjadi USD7.008 ribu dari USD12.308 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan 
oleh penurunan produksi uap yang berdampak pada kapasitas produksi pembangkitan listrik serta adanya aktivitas pemeliharaan yang 
Perseroan lakukan pada tahun 2020 yang menyebabkan pembangkit listrik beroperasi di bawah kapasitas penuh. 
 
Production allowances untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD2.515 ribu atau sebesar 20,0% 
menjadi USD15.118 ribu dari USD12.603 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh 
peningkatan penerimaan production allowances dari Kontraktor KOB akibat adanya peningkatan net operating income. 
  
7.2. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung Lainnya 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun 
sebesar USD3.340 ribu atau sebesar 3,9% menjadi USD82.165 ribu dari USD85.505 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh menurunnya biaya upah dan tunjangan karena efisiensi jumlah 
karyawan serta akibat penurunan biaya sewa karena adanya perjanjian sewa kantor baru. 
 
Beban penyusutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 cukup konsisten, mengalami penurunan sebesar 
0,1% menjadi USD53.863 ribu dari USD53.820 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
 
Beban upah dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar 18,2% menjadi USD18.823 ribu dari 
USD22.997 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh adanya efisiensi jumlah 
karyawan. 
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Beban tenaga kerja dan jasa profesional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 2,6% 
menjadi USD3.944 ribu dari USD3.845 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sebagai akibat dari 
pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan konsultan keuangan yang Perseroan sewa serta akibat kenaikan upah secara umum 
untuk beberapa penyedia tenaga kerja dan jasa profesional Perseroan. 
 
Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar 16,7% menjadi USD1.517 ribu dari 
USD1.822 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh adanya perjanjian sewa kantor 
baru. 
 
Beban jasa teknik untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 42,1% menjadi USD1.501 ribu 
dari USD1.056 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh adanya pemeliharaan 
fasilitas produksi, penggantian komponen di pembangkit listrik, serta aktivitas well integrity yang dilakukan Perseroan pada periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. 
 
Beban material dan peralatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 29,4% menjadi 
USD906 ribu dari USD700 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh peningkatan 
biaya material dan peralatan yang Perseroan gunakan dalam kegiatan operasional, yang sejalan dengan peningkatan harga secara global, 
serta akibat peningkatan jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan yang Perseroan lakukan karena pelonggaran pembatasan 
sehubungan dengan Covid-19. 
 
Beban asuransi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar 12,0% menjadi USD425 ribu dari 
USD483 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang utamanya disebabkan oleh penurunan biaya premi 
asuransi untuk pengendalian sumur akibat adanya penyesuaian jadwal pengeboran. 
 
Beban perjalanan dinas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 182,2% menjadi USD381 
ribu dari USD135 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh mulai dilanjutkannya 
pertemuan tatap muka yang dilakukan karyawan dan manajemen Perseroan serta akibat kegiatan pelatihan karena pelonggaran 
pembatasan sehubungan dengan Covid-19 di seluruh Indonesia. 
 
Beban lain-lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 24,4% menjadi USD805 ribu dari 
USD647 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disebabkan oleh peningkatan biaya konsultan 
bisnis serta biaya yang Perseroan keluarkan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pinjaman sindikasi dengan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 
USD18.133 ribu atau sebesar 11,0% menjadi USD182.327 ribu dari USD164.194 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh commercial operation secara penuh Unit 1 di WKP Lumut Balai dan 
Margabayur, dan adanya aktivitas pemeliharaan berkala di WKP Karaha Cakrabuana akibat tanah longsor di WKP yang menyebabkan 
kerusakan pada fasilitas produksi dan suspense produksi listrik. 
 
Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 4,3% menjadi USD108.350 ribu dari 
USD103.866 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh terjadinya penyusutan selama satu 
tahun penuh atas aset Unit 1 di WKP Lumut Balai dan Margabayur yang telah beroperasi, serta tambahan aset yang dikapitalisasi pada 
tahun 2021. 
 
Beban upah dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 4,1% menjadi USD46.350 ribu 
dari USD44.504 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh adanya promosi jabatan karyawan 
dan adanya beban atas pengembangan karyawan. 
 
Beban tenaga kerja dan jasa profesional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 43,2% menjadi 
USD7.709 ribu dari USD5.385 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh biaya yang timbul 
dari normalnya kembali penggunaan jasa konsultan setelah penggunaan jasa tersebut berkurang selama tahun 2020 akibat pandemi 
COVID-19. 
 
Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 139,5% menjadi USD7.646 ribu dari USD3.193 
ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh biaya yang timbul sehubungan dengan perpindahan 
kantor Perseroan. 
 
Beban jasa teknik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 73,9% menjadi USD4.367 ribu dari 
USD2.511 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh adanya pemeliharaan fasilitas produksi, 
penggantian komponen di pembangkit listrik, serta aktivitas well integrity. 
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Beban material dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 112,0% menjadi USD3.693 
ribu dari USD1.742 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan 
material untuk maintenance PLTP. 
 
Beban asuransi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 15,3% menjadi USD1.049 ribu dari 
USD910 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh peningkatan premi asuransi akibat dari 
penambahan aset yang ditanggung pada tahun 2021. 
 
Beban perjalanan dinas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 22,5% menjadi USD457 ribu dari 
USD373 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh adanya perjalanan dinas karyawan karena 
pencabutan pembatasan sehubungan dengan COVID-19. 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 58,2% menjadi USD2.706 ribu dari 
USD1.710 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh adanya biaya lain-lain yang dikeluarkan 
oleh Perseroan setelah aktivitas operasional berjalan secara normal karena pencabutan pembatasan sehubungan dengan COVID-19. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 
USD321.899 ribu atau sebesar 66,2% menjadi USD164.194 ribu dari USD486.093 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi di 1 Januari 2020 terkait penyajian 
pendapatan yang diperoleh oleh Kontraktor KOB. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan menyajikan 
pendapatan yang diperoleh oleh Kontraktor KOB bersama dengan pendapatan own operation Perseroan, dan akan mengurangi 
pendapatan tersebut dengan menyajikan sebagai komponen beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya. Untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode berikutnya, Perseroan tidak lagi menyajikan pendapatan yang diperoleh oleh 
Kontraktor KOB sehingga tidak perlu mengurangi pendapatan tersebut dengan menyajikan sebagai beban pokok pendapatan dan biaya 
langsung lainnya. Apabila tidak memperhitungkan beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya yang dapat diatribusikan kepada 
Kontraktor KOB, beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 meningkat sebesar USD16.769 ribu atau sebesar 11,4% menjadi sebesar USD164.194 ribu dari USD147.425 ribu untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan. 
 
Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 24,2% menjadi USD103.866 ribu dari 
USD83.639 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh mulai dicatatkannya penyusutan atas 
aset Unit 1 di WKP Lumut Balai dan Margabayur yang telah beroperasi, serta tambahan aset yang dikapitalisasi pada tahun 2020. 
 
Beban upah dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 3,6% menjadi USD44.504 ribu 
dari USD42.942 ribu pada tahun yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh 
peningkatan jumlah karyawan karena Unit 1 di WKP Lumut Balai dan Margabayur mulai beroperasi. 
 
Beban tenaga kerja dan jasa profesional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 10,8% menjadi 
USD5.385 ribu dari USD6.037 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh menurunnya 
beberapa kegiatan operasional akibat pandemi COVID-19. 
 
Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 22,0% menjadi USD3.193 ribu dari USD4.095 
ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh pemberlakuan PSAK 73 serta penurunan biaya 
sewa gedung akibat diberlakukannya kebijakan work from home yang diterapkan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. 
 
Beban jasa teknik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 24,5% menjadi USD2.511 ribu dari 
USD3.328 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 
survei beberapa proyek greenfield pada tahun 2019. 
 
Beban material dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 14,4% menjadi USD1.742 
ribu dari USD2.034 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh menurunnya beberapa kegiatan 
operasional akibat pandemi COVID-19. 
 
Beban asuransi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 0,4% menjadi USD910 ribu dari USD906 
ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh peningkatan premi asuransi akibat dari 
penambahan aset yang dikapitalisasi pada tahun 2020. 
 
Beban perjalanan dinas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 80,5% menjadi USD373 ribu dari 
USD1.908 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh berkurangnya perjalanan dinas karena 
pandemi COVID-19. 
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Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 32,6% menjadi USD1.710 ribu dari USD2.536 
ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh berkurangnya biaya lain-lain yang dikeluarkan 
untuk perjalanan dinas karyawan karena pandemi COVID-19. 
  
7.3. Laba Bruto 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 
USD7.984 ribu atau sebesar 8,4% menjadi USD102.569 ribu dari USD94.585 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2021. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD3.270 
ribu atau sebesar 1,7% menjadi USD186.497 ribu dari USD189.767 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
utamanya disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan, beban tenaga kerja dan jasa profesional, beban material dan peralatan, serta 
beban sewa yang lebih besar dibanding pendapatan usaha. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 
USD8.984 ribu atau sebesar 4,97% menjadi USD189.767 ribu dari USD180.783 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha yang signifikan dibandingkan beban pokok pendapatan dan beban 
langsung lainnya, khususnya karena commercial operation secara penuh di WKP Lumut Balai dan Margabayur. 
  
7.4. Beban Umum dan Administrasi 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD3.424 ribu atau 
sebesar 19,7% menjadi USD1.551 ribu dari USD1.296 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan biaya konsultan yang dikeluarkan sehubungan dengan penjajakan berbagai 
aksi korporasi. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD3.424 ribu atau sebesar 
263,8% menjadi USD4.722 ribu dari USD1.298 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut 
utamanya disebabkan oleh peningkatan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan, serta peningkatan 
biaya dan pengeluaran yang dibayarkan kepada konsultan. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD5.047 ribu atau sebesar 
79,5% menjadi USD1.298 ribu dari USD6.345 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut 
utamanya disebabkan oleh menurunnya beberapa kegiatan umum dan administrasi yang Perseroan keluarkan akibat pandemi COVID-19. 
 
7.5. Pendapatan Keuangan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Pendapatan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD61 ribu atau sebesar 
17,6% menjadi USD286 ribu dari USD347 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan tersebut 
utamanya disebabkan oleh saldo simpanan pada deposito berjangka yang lebih kecil. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD321 ribu atau sebesar 28,4% 
menjadi USD809 ribu dari USD1.130 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya 
disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang disimpan di bank serta penurunan suku bunga tahunan atas deposito bank. 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD674 ribu atau sebesar 37,4% 
menjadi USD1.130 ribu dari USD1.804 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya 
disebabkan oleh penurunan suku bunga tahunan atas deposito bank. 
  
7.6. Pendapatan/(Beban) Lain-Lain, Bersih 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Perseroan mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar USD13.511 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 
mengalami penurunan sebesar USD46.608 ribu atau sebesar 140,8% dari yang sebelumnya merupakan beban lain-lain sebesar 
USD33.097 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh: 

Å penurunan nilai penurunan nilai aset tetap menjadi nihil pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari 
yang sebelumnya berupa beban penurunan nilai aset tetap sebesar USD37.819 ribu sebesar periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2021, yang utamanya disebabkan oleh adanya impairment pada semester pertama tahun 2021 akibat 
penurunan proyeksi pendapatan karena proyeksi kapasitas terpasang di WKP Sungai Penuh direvisi menurun; dan 

Å peningkatan laba selisih kurs menjadi sebesar USD12.719 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2022 dari yang sebelumnya sebesar USD5.569 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
Peningkatan laba selisih kurs tersebut disebabkan oleh apresiasi USD, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan, 
terhadap Rupiah. 

 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD17.284 ribu atau sebesar 31,0% menjadi 
USD38.506 ribu dari USD55.790 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya 
disebabkan oleh peningkatan gain dari selisih kurs menjadi USD11.861 ribu dari yang sebelumnya merupakan loss sebesar USD6.504 
ribu akibat dari pelemahan nilai tukar Yen Jepang dibandingkan dengan Dolar Amerika Serikat yang memengaruhi liabilitas keuangan 
Perseroan dalam mata uang Yen Jepang, yang diimbangi oleh penurunan beban-lain-lain disebabkan oleh penambahan provisi penurunan 
nilai aset tetap. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD50.382 ribu atau sebesar 931,6% 
menjadi USD55.790 ribu dari USD5.408 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut utamanya 
disebabkan oleh peningkatan penurunan nilai aset tetap menjadi USD52.253 ribu dari USD11.045 ribu akibat penambahan provisi 
penurunan nilai aset tetap. Peningkatan beban lain-lain juga disebabkan oleh peningkatan loss dari selisih kurs menjadi USD6.504 ribu 
dari yang sebelumnya membukukan gain sebesar USD1.491 ribu, yang terutama disebabkan oleh pelemahan nilai tukar Rupiah 
dibandingkan dengan Dolar Amerika Serikat, yang memengaruhi aset keuangan bersih Perseroan dalam Rupiah. 
  
7.7. Laba Usaha 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 
USD54.276 ribu atau sebesar 89,7% menjadi USD114.815 ribu dari USD60.539 ribu periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2022. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 
USD10.269 ribu atau sebesar 7,7% menjadi USD144.078 ribu dari USD133.809 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 yang utamanya disebabkan oleh penurunan beban lain-lain yang signifikan. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 
USD37.025 ribu atau sebesar 21,7% menjadi USD133.809 ribu dari USD170.834 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain yang signifikan. 
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7.8. Beban Keuangan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Beban keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD4.555 ribu atau sebesar 47,2% 
menjadi USD5.091 ribu dari USD9.646 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan tersebut 
utamanya disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman karena Perseroan melakukan pembiayaan kembali atas shareholders loan 
dengan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD8.538 ribu atau sebesar 37,0% 
menjadi USD14.564 ribu dari USD23.102 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya 
disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman karena Perseroan melakukan pembiayaan kembali atas shareholders loan dengan 
menggunakan bridging loan dengan tingkat bunga yang lebih rendah. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD1.873 ribu atau sebesar 7,5% menjadi 
USD23.102 ribu dari USD24.975 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya 
disebabkan oleh penurunan beban bunga karena telah dilakukan cicilan atas pinjaman jangka panjang. 
  
7.9. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Akibat dari hal yang disebutkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal  
30 Juni 2022 meningkat sebesar USD58.831 ribu atau sebesar 115,6% menjadi USD109.724 ribu dari USD50.893 ribu untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD18.807 ribu 
atau sebesar 17,0% menjadi USD129.514 ribu dari USD110.707 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan beban bunga serta keuntungan selisih kurs. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD35.152 ribu 
atau sebesar 24,1% menjadi USD110.707 ribu dari USD145.859 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 
Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan provisi atas penurunan nilai aset tetap di tahun 2020. 
 
7.10. Beban Pajak Penghasilan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD20.610 ribu atau 
sebesar 115,7% menjadi USD38.430 ribu dari USD17.820 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2022. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dikenakan pajak penghasilan badan sebesar 34%, yang disebut sebagai 
Setoran Bagian Pemerintah. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD6.597 ribu atau sebesar 
17,4% menjadi USD44.472 ribu dari USD37.875 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut 
utamanya disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD12.427 ribu atau sebesar 
24,7% menjadi USD37.875 ribu dari USD50.302 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut 
utamanya disebabkan oleh penurunan penghasilan kena pajak. 
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7.11. Laba Tahun/Periode Berjalan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 
sebesar USD38.221 ribu atau sebesar 115,6% menjadi USD71.294 ribu dari USD33.073 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2021. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 
USD12.210 ribu atau sebesar 16,8% menjadi USD85.042 ribu dari USD72.832 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dan penurunan beban lain-lain. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar 
USD22.725 ribu atau sebesar 23,8% menjadi USD72.832 ribu dari USD95.557 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 yang utamanya disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain yang signifikan akibat penambahan provisi penurunan nilai aset tetap.  
  
7.12. Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan 

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2021 

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar 
USD35.228 ribu atau sebesar 100,2% menjadi USD70.394 ribu dari USD35.166 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2021 yang disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan yang signifikan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD11.362 ribu 
atau sebesar 13,6% menjadi USD94.813 ribu dari USD83.451 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan yang signifikan dan dicatatnya pengukuran kembali atas 
liabilitas imbalan pasti neto dan nilai wajar aset bersih atas investasi ekuitas, secara neto. 
  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD11.225 ribu 
atau sebesar 11,9% menjadi USD83.451 ribu dari USD94.676 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan 
tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang signifikan dan dicatatnya secara neto pengukuran kembali atas 
liabilitas imbalan pasti neto dan nilai wajar aset bersih atas investasi ekuitas, secara neto. 
 
8. ANALISIS NERACA KEUANGAN 
 
8.1. Aset 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

ASET     
ASET LANCAR     
Kas dan setara kas  159.234   125.335  154.863  125.852  

Piutang usaha     
Pihak yang berelasi  149.001   121.333  135.169  115.288  
Pihak ketiga  3.805   3.250  3.279  3.630  

Piutang lain-lain     
Pihak yang berelasi  6.823   6.843  10.167  7.668  
Pihak ketiga  683   36  62  120  

Persediaan  16.863   16.463  14.571  14.114  
Pajak Pertambahan Nilai (ñPPNò) yang dapat ditagihkan kembali ï bagian 
lancar  4.513   3.110  759  1.149  
Biaya dibayar di muka  724   345   665   292  
Aset lain-lain  4.767   3.071   209   218  

JUMLAH ASET LANCAR  346.413   279.786  319.744  268.331  

     
ASET TIDAK LANCAR     
Kas yang dibatasi penggunaannya  -   10.098  10.085  10.064  
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(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 
Piutang lain-lain pihak yang berelasi  9.111   9.668   10.558   10.733  
Aset tetap, bersih  1.915.988  1.957.307  2.078.024  2.172.647  
Aset hak guna, bersih  4.535   5.711  806  -  
PPN yang dapat ditagihkan kembali ï bagian tidak lancar  105.210   108.833  114.829  111.438  
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan 
komprehensif lain 23.841  25.966  17.197  -  
Aset keuangan tersedia untuk dijual  -   -  -  5  
Aset lain-lain, bersih  42   112   123   213  

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 2.058.727 2.117.695  2.231.622  2.305.100  

JUMLAH ASET 2.405.140 2.397.481  2.551.366  2.573.431  

 
8.1.1. Jumlah Aset 
 
Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD7.659 ribu atau sebesar 0,3% menjadi USD2.405.140 ribu dari 
USD2.397.481 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas 
dan piutang usaha yang diimbangi oleh penurunan aset tetap akibat depresiasi dan provisi penurunan nilai aset tetap. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD153.885 ribu atau sebesar 6,0% menjadi USD2.397.481 
ribu dari USD2.551.366 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh depresiasi dan provisi 
penurunan nilai aset tetap. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD22.065 ribu atau sebesar 0,9% menjadi USD2.551.366 
ribu dari USD2.573.431 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh depresiasi dan provisi 
penurunan nilai aset tetap setelah dikurangi penambahan aset tetap. 
 
8.1.2. Jumlah Aset Lancar 
 
Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD66.627 ribu atau sebesar 23,8% menjadi USD346.413 
ribu dari USD279.786 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan kas dan setara 
kas akibat peningkatan kas pada bank dan peningkatan piutang usaha pihak berelasi yaitu PLN. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD39.958 ribu atau sebesar 12,5% menjadi 
USD279.786 ribu dari USD319.744 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan 
piutang usaha atas pendapatan Lumut Balai Unit 1 di mana penagihan atas piutang dimaksud selama tahun 2020 dilakukan pada tahun 
2021. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD51.413 ribu atau sebesar 19,2% menjadi 
USD319.744 ribu dari USD268.331 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh mulai 
beroperasinya Lumut Balai Unit 1 di mana piutang usaha atas pendapatan Lumut Balai Unit 1 selama tahun 2020 belum dapat ditagihkan 
sampai dengan 31 Desember 2020. 
 
8.1.3. Jumlah Aset Tidak Lancar 
 
Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD58.968 ribu atau sebesar 2,8% menjadi 
USD2.058.727 ribu dari USD2.117.695 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan 
kas yang dibatasi penggunannya serta depresiasi dan provisi penurunan nilai aset tetap. 
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Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD113.927 ribu atau sebesar 5,1% menjadi 
USD2.117.695 ribu dari USD2.231.622 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh depresiasi 
dan provisi penurunan nilai aset tetap. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD73.478 ribu atau sebesar 3,2% menjadi 
USD2.231.622 ribu dari USD2.305.100 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh depresiasi 
dan provisi penurunan nilai aset tetap setelah dikurangi penambahan aset tetap. 
 
8.2. Liabilitas 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

LIABILITAS      
LIABILITAS JANGKA PENDEK     
Utang usaha     

Pihak yang berelasi  4.634   2.026  1.104  7.224  
Pihak ketiga  68.342   70.558  67.451  75.558  

Utang lain-lain pihak yang berelasi  26.348   27.007  315.719  285.178  
Pinjaman bank jangka pendek 600.000 - - - 
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun  15.238   16.277  228.304  213.261  
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun  1.896   2.156  458  -  
Utang pajak  21.652   14.793  10.411  11.091  
Biaya yang masih harus dibayar  19.172   35.144  30.641  33.654  
Imbalan kerja jangka pendek  31.311   31.632  20.182  11.870  
Pendapatan tangguhan  289   274  274  396  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  788.882   199.867  674.544  638.232  

     
LIABILITAS JANGKA PANJANG     
Liabilitas pajak tangguhan, bersih 12.986  12.353  19.515  20.113  
Pinjaman bank jangka panjang  -   600.000  - - 
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu 
tahun 

 1.817   2.106 393  -  

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo 
dalam satu tahun 

 316.071   338.105  813.684  966.632  

Imbalan kerja jangka panjang  15.937   15.997  20.412  9.087  

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 346.811  968.561  854.004  995.832  

JUMLAH LIABILITAS 1.135.693  1.168.428  1.528.548  1.634.064  

 
8.2.1. Jumlah Liabilitas 

Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD32.735 ribu atau sebesar 2,8% menjadi USD1.135.693 ribu 
dari USD1.168.428 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan sebagian utang pokok 
shareholders loan dan penurunan biaya yang masih harus dibayar. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD360.120 ribu atau sebesar 23,6% menjadi 
USD1.168.428 ribu dari USD1.528.548 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan 
sebagian besar utang pokok dan utang bunga shareholders loan serta konversi sebagian utang pokok menjadi modal disetor. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD105.516 ribu atau sebesar 6,5% menjadi 
USD1.528.548 ribu dari USD1.634.064 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan 
utang pokok shareholders loan yang telah jatuh tempo. 
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8.2.2. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 

Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD589.015 ribu atau sebesar 294,7% menjadi 
USD788.882 ribu dari USD199.867 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh perubahan 
penyajian atas saldo pinjaman bank dari liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek serta peningkatan utang pajak, yang 
diimbangi oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan penurunan biaya yang masih harus dibayar. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar USD474.677 ribu atau sebesar 70,4% 
menjadi USD199.867 ribu dari USD674.544 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh 
pelunasan seluruh utang pokok dan utang bunga shareholders loan yang telah jatuh tempo. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD36.312 ribu atau sebesar 5,7% 
menjadi USD674.544 ribu dari USD638.232 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh 
pelunasan utang pokok shareholders loan yang telah jatuh tempo. 
 
8.2.3. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 

Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar USD621.750 ribu atau sebesar 64,2% menjadi 
USD346.811 ribu dari USD968.561 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perubahan 
penyajian atas saldo pinjaman bank dari liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek serta pelunasan sebagian utang pokok 
shareholders loan yang belum jatuh tempo. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD114.557 ribu atau sebesar 13,4% 
menjadi USD968.561 ribu dari USD854.004 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh 
konversi sebagian utang pokok menjadi modal disetor dan pelunasan sebagian besar utang pokok shareholders loan yang belum jatuh 
tempo. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar USD141.828 ribu atau sebesar 14,2% 
menjadi USD854.004 ribu dari USD995.832 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh 
reklasifikasi porsi lancar atas utang pokok shareholders loan yang jatuh tempo pada tahun 2021 ke liabilitas jangka pendek. 
 
8.3. Ekuitas 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

EKUITAS     
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk     
Modal saham     

Modal dasar ï 124.184.568.000 saham dengan nilai nominal Rp500 pada 
30 Juni 2022 ( 2021: 62.092.284 saham; 2020 dan 2019: 780.521 saham 
dengan nilai nominal Rp1.000.000) (dalam nilai penuh) 
Modal ditempatkan dan disetor 31.046.142.000 saham pada tanggal 30 
Juni 2022 (2021: 15.523.071 saham; 2020 dan 2019: 775.256 saham)  1.102.855   1.102.855  83.093  83.093  

Tambahan modal disetor  (27.804)  (27.804) (27.804) (27.804) 
Pendapatan komprehensif lainnya: pengukuran kembali nilai wajar atas 
investasi ekuitas 

 15.732  17.134  11.347  -  

Saldo laba     
Ditentukan penggunaannya  104.950  49.908  396.365  396.365  
Belum ditentukan penggunaannya  73.898  87.139  559.962  487.824  

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.269.631  1.229.232  1.022.963  939.478  
Kepentingan non-pengendali  (184)  (179)  (145) (111) 

JUMLAH EKUITAS 1.269.447 1.229.053 1.022.818  939.367  
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Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar USD40.394 ribu atau sebesar 3,3% menjadi USD1.269.447 ribu 
dari USD1.229.053 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan saldo laba periode 
berjalan. 
 
Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar USD206.235 ribu atau sebesar 20,2% menjadi 
USD1.229.053 ribu dari USD1.022.818 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh konversi 
sebagian utang pokok menjadi modal disetor dan tambahan laba tahun berjalan. 
 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar USD83.451 ribu atau sebesar 8,9% menjadi USD1.022.818 
ribu dari USD939.367 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan laba tahun 
berjalan. 

 
9. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI      
Penerimaan kas dari pelanggan  341.786   371.934   735.683  677.290  657.938  
Penerimaan kas dari pendapatan bunga  235   172   554  1.013  1.567  
Penerimaan kas dari aktivitas operasi lainnya  171  1.881  2.750  4.394  6.074  
Pembayaran kas kepada pemasok  (212.180)  (171.064)  (383.625) (375.078) (372.446) 
Pembayaran kas kepada karyawan  (12.637)  (10.509)  (22.297) (23.921) (25.504) 
Pembayaran premi asuransi dan klaim lainnya  -   -   (944) (808) -  
Pembayaran kas atas pajak penghasilan  (35.592)  (38.880)  (83.729) (55.369) (66.117) 

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi  81.783  153.534  248.392  227.521  201.512  

      
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI      
Penerimaan dividen  -   -   5.280  -  -  
Penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya  10.100   -   -  -  2.136  
Penambahan aset tetap  (15.003)  (17.666)  (26.203) (47.757) (108.962) 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi  (4.903)  (17.666)  (20.923) (47.757) (106.826) 

      
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN      
Pinjaman dari bank  -   798.386   798.386   -   -  
Pembayaran kas atas dividen (30.000)  -  -  -  - 
Pembayaran kas atas beban keuangan  (3.554)  - (2.890)  -  - 
Pembayaran pinjaman bank  -  -   (200.000) - - 
Pengembalian pinjaman ke Pertamina  (8.778)  (565.259)  (570.357)  (149.150) (98.719) 
Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pertamina  -  (280.606) (281.920)  -   -  

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan  (42.332) (47.479)  (256.781) (149.150) (98.719) 

      
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS  34.548   88.389   (29.312) 30.614  (4.033) 

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN/PERIODE  125.335   154.863   154.863  125.852  128.659  

EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS  (649)  (482)  (216) (1.603) 1.226  

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN/PERIODE  159.234   242.770   125.335  154.863  125.852  

 
9.1. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi 

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 
USD81.783 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD341.786 ribu yang terdiri atas pendapatan yang 
diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD212.180 
ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar 
USD35.592 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah daerah secara triwulanan, 
dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD12.637 ribu yang berupa gaji, upah, penggantian perjalanan dinas, bonus dan insentif 
lainnya. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 
USD153.534 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD371.934 ribu yang terdiri atas pendapatan yang 
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diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD171.064 
ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar 
USD38.880 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah daerah secara triwulanan, 
dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD10.509 ribu yang berupa gaji, upah, penggantian perjalanan dinas, bonus dan insentif 
lainnya. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 
USD248.392 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD735.683 ribu yang terdiri dari pendapatan yang 
diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD383.625 
ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar 
USD83.729 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah daerah secara triwulanan, 
dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD22.297 ribu yang terdiri dari gaji, upah, penggantian perjalanan dinas, bonus dan 
insentif lainnya. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 
USD227.521 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD677.290 ribu yang terdiri dari pendapatan yang 
diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD375.078 
ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar 
USD55.369 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah dan bonus produksi kepada pemerintah daerah secara triwulanan, 
dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD23.921 ribu yang terdiri dari gaji, upah, penggantian perjalanan dinas, bonus dan 
insentif lainnya. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 
USD201.512 ribu, yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD657.938 ribu yang terdiri dari pendapatan yang 
diperoleh melalui penjualan listrik dan uap kepada PLN dan PT Indonesia Power, pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD372.446 
ribu yang merupakan pembayaran kepada Kontraktor KOB dan pemasok lainnya, pembayaran kas atas pajak penghasilan sebesar 
USD66.117 ribu yang utamanya merupakan Setoran Bagian Pemerintah, dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD25.504 ribu 
yang terdiri dari gaji, upah, bonus penggantian perjalanan dinas, dan insentif lainnya. 
 
9.2. Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi 

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah 
sebesar USD4.903 ribu, yang terutama berasal dari penambahan aset tetap sebesar USD15.003 ribu yang terdiri dari pembayaran kepada 
kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap, yang diimbangi oleh penerimaan 
kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD10.100 ribu yang berasal dari pengembalian jaminan komitmen eksplorasi. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah 
sebesar USD17.666 ribu, yang terutama berasal penambahan aset tetap sebesar USD17.666 ribu, yang terdiri dari pembayaran kepada 
kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 
USD20.923 ribu, yang terutama berasal dari penambahan aset tetap sebesar USD26.203 ribu yang terdiri dari pembayaran kepada 
kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap, yang diimbangi oleh penerimaan 
dividen dari perusahaan asosiasi sebesar USD5.280 ribu. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 
USD47.757 ribu, yang terutama berasal penambahan aset tetap sebesar USD47.757 ribu, yang terdiri dari pembayaran kepada kontraktor 
sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 
USD106.826 ribu, yang terutama berasal dari penambahan aset tetap sebesar USD108.962 ribu yang terdiri dari pembayaran kepada 
kontraktor sehubungan dengan pengeboran sumur, pembangunan aset tetap dan perolehan aset tetap, serta penerimaan kas yang dibatasi 
penggunaannya sebesar USD2.136 ribu yang terdiri dari pengembalian bank garansi. 
 
9.3. Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan 

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah 
sebesar USD42.332 ribu, yang terutama berasal dari pembayaran kas atas dividen sebesar USD30.000 ribu, pengembalian pinjaman ke 
Pertamina sebesar USD8.778 ribu dan pembayaran bunga sebesar USD3.554 ribu. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah 
sebesar USD47.479 ribu, yang terutama berasal dari pengembalian pinjaman ke Pertamina sebesar USD565.259 ribu dan pembayaran 
bunga atas pinjaman ke Pertamina sebesar USD280.606 ribu yang diimbangi oleh adanya pinjaman baru dari sindikasi perbankan sebesar 
USD798.386 ribu. 
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar 
USD256.781 ribu, yang terutama berasal dari pengembalian pinjaman ke Pertamina sebesar USD570.357 ribu dan pembayaran bunga 
atas pinjaman ke Pertamina sebesar USD281.920 ribu, yang diimbangi oleh adanya pinjaman baru dari sindikasi perbankan sebesar 
USD798.386 ribu. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar 
USD149.150 ribu, yang merupakan pengembalian pinjaman ke Pertamina. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar 
USD98.719 ribu, yang merupakan pengembalian pinjaman ke Pertamina. 
 
9.4. Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan 

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kontrak jangka 
panjang yang saat ini dimiliki oleh Perseroan. Kondisi tersebut juga didukung oleh tingginya margin laba kotor maupun margin laba operasi 
Perseroan di mana arus kas operasional Perseroan memadai untuk pelunasan kewajiban maupun pembayaran bunga kepada kreditur 
Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan 
likuiditas secara signifikan. 
 
10. ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 

Keterangan 

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Rasio Pertumbuhan (%)      

Pendapatan Usaha 2,6% 2,8% 4,2% -46,9% 0,9% 

Laba Bruto 8,4% -2,5% -1,7% 4,9% -1,8% 

Laba Usaha  89,7% 87,4% 7,7% -21,7% -10,4% 

Laba Tahun/Periode Berjalan 115,6% 151,6% 16,8% -23,8% -11,0% 

Jumlah Aset 0,3% -0,4% -6,0% -0,9% 0,7% 

Jumlah Liabilitas -2,8% -10,3% -23,6% -6,5% -4,5% 

Jumlah Ekuitas 3,3% 14,3% 20,2% 8,9% 11,2% 

      

Rasio Profitabilitas (%)      

Margin Laba Bruto A 55,5% 52,5% 50,6% 53,6% 27,1% 

Margin Laba Tahun/Periode Berjalan/Rasio Laba Tahun/Periode Berjalan 
Terhadap Pendapatan B 

38,6% 18,4% 23,1% 20,6% 14,3% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Ekuitas 5,6% 2,8% 6,9% 7,1% 10,2% 

Laba Tahun/Periode Berjalan/Jumlah Aset 3,0% 1,3% 3,5% 2,9% 3,7% 

      

Rasio Likuiditas (x)      

Rasio KasC 0,2x 0,2x 0,6x 0,2x 0,2x 

Rasio LancarD 0,4x 0,4x 1,4x 0,5x 0,4x 

      

Rasio Solvabilitas (x)      

Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,6x 

Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 0,9x  1,2x  0,9x 1,5x 1,7x 

Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR)E 7,6x  5,6x  9,4x 1,2x 1,1x 

Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR)F 30,4x 15,3x 19,9x 12,7x 10,3x 

      

Rasio Efisiensi (x)      

Rasio perputaran persediaanG 4,9x 5,8x 11,8x 11,4x 33,0x 

Rasio perputaran asetH 0,1x 0,1x 0,2x 0,1x 0,3x 
Catatan: 
A: Margin laba bruto dihitung dari laba bruto tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
B: Margin laba tahun/periode berjalan dihitung dari laba tahun/periode berjalan dibagi dengan pendapatan usaha tahun/periode berjalan 
C: Rasio kas dihitung dari kas dan setara kas pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
D: Rasio lancar dihitung dari total aset lancar pada akhir tahun/periode berjalan dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada akhir tahun/periode berjalan 
E: Rasio cakupan utang dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun/periode berjalan 

dan beban keuangan tahun/periode berjalan. 
F: Rasio cakupan bunga dihitung dari EBITDA tahun/periode berjalan dibagi dengan total beban keuangan tahun/periode berjalan. 
G: Rasio perputaran persediaan dihitung dari beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal persediaan 

tahun/periode berjalan dibagi dua. 
H: Rasio perputaran aset dihitung dari pendapatan usaha tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total saldo akhir ditambah saldo awal aset tahun/periode berjalan dibagi dua. 
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10.1. Rasio Profitabilitas 

Rasio Margin Laba Bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 adalah masing-masing 
sebesar 52,5% dan 55,5%. Peningkatan Rasio Margin Laba Bruto pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 
terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan akibat penurunan biaya upah dan tunjangan karena efisiensi jumlah 
karyawan. Rasio Margin Laba Bruto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan  
31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 27,1%, 53,6%, dan 50,6%. Penurunan Rasio Margin Laba Bruto untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan yang lebih tinggi dibanding 
pendapatan usaha yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional rutin seiring pelonggaran pembatasan sosial dan beberapa 
aktivitas pemeliharaan non-rutin.  
 
Rasio Margin Laba Periode Berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar 18,4% dan 38,6%. Peningkatan Rasio Margin Laba Periode Berjalan terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan 
Perseroan, efisiensi beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya serta peningkatan pendapatan lain-lain. Rasio Margin Laba 
Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 adalah 
masing-masing sebesar 14,3%, 20,6%, dan 23,1%. Peningkatan Rasio Margin Laba Tahun Berjalan terutama disebabkan oleh 
pertumbuhan pendapatan Perseroan yang didorong oleh mulai beroperasinya PLTP di Lumut Balai. Selain itu, terjadi penurunan beban 
lain-lain bersih akibat laba selisih kurs dan menurunnya penurunan nilai aset tetap yang disebabkan oleh tambahan provisi penurunan nilai 
berdasarkan sisa nilai buku setelah dikurangi provisi tahun 2019 dan 2020. 
 
Rasio Laba Periode Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 
2022 adalah masing-masing sebesar 2,8% dan 5,6%. Peningkatan Rasio Laba Periode Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas terutama 
disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan yang signifikan. Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 10,2%, 7,1%, dan 6,9%. 
Penurunan Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas karena adanya 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor atas konversi utang di tahun 2021 dan juga karena menurunnya laba tahun berjalan tahun 
2020. 
 
Rasio Laba Periode Berjalan terhadap Jumlah Aset untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 
adalah masing-masing sebesar 1,3% dan 3,0%. Peningkatan Rasio Laba Periode Berjalan terhadap Jumlah Aset terutama disebabkan 
oleh peningkatan laba periode berjalan yang signifikan. Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 3,7%, 2,9%, dan 3,5%. Peningkatan 
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan total aset Perseroan atas efek 
depresiasi dan provisi penurunan nilai aset tetap. 
 
10.2. Rasio Likuiditas 

Rasio Kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 dapat dipertahankan secara stabil, dengan 
nilai masing-masing sebesar 0,2x dan 0,2x. Rasio Kas pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 
masing-masing sebesar 0,2x, 0,2x, dan 0,6x. Peningkatan Rasio Kas terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek 
akibat penurunan utang lain-lain pihak berelasi dengan Pertamina dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 
karena penurunan total liabilitas jangka pendek atas pelunasan utang pokok dan utang bunga yang telah jatuh tempo di tahun 2021. 
 
Rasio Lancar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 dapat dipertahankan secara stabil, 
dengan nilai masing-masing sebesar 0,4x dan 0,4x. Rasio Lancar pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 
2021 masing-masing sebesar 0,4x, 0,5x, dan 1,4x. Peningkatan Rasio Lancar terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka 
pendek atas pelunasan utang pokok dan utang bunga yang telah jatuh tempo di tahun 2021. 
 
10.3. Rasio Solvabilitas 

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 
serta tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 0,6x, 0,6x, 0,5x, 0,5x, dan 0,5x. Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap 
Jumlah Aset Perseroan dapat dipertahankan secara stabil terutama disebabkan oleh restrukturisasi utang shareholder loan di mana 
dilakukan skema pendanaan baru menjadi bridging loan dan konversi sebagian utang menjadi setoran modal. 
 
Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 
serta tanggal 30 Juni 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 1,7x, 1,5x, 0,9x, 1,2x dan 0,9x. Penurunan Rasio Jumlah Liabilitas 
Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh restrukturisasi utang shareholder loan di mana dilakukan skema pendanaan 
baru menjadi bridging loan dan konversi sebagian utang menjadi setoran modal. 
 
Rasio Cakupan Utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 serta tanggal 30 Juni 2021 
dan 2022 adalah masing-masing sebesar 1,1x, 1,2x, 9,4x, 5,6x, dan 7,6x. Rasio Cakupan Utang Perseroan meningkat signifikan yang 
disebabkan oleh kemampuan Perseroan untuk menjaga pertumbuhan EBITDA dari tahun ke tahun yang didorong oleh pertumbuhan usaha, 
pendapatan, dan pengembangan PLTP yang dimiliki Perseroan, serta penurunan porsi jangka pendek dari pinjaman jangka panjang karena 
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restrukturisasi utang shareholder loan di mana dilakukan skema pendanaan baru menjadi bridging loan dan konversi sebagian utang 
menjadi setoran modal. 
 
Rasio Cakupan Bunga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 serta tanggal 30 Juni 
2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 10,3x, 12,7x, 19,9x, 15,3x, dan 30,4x. Rasio Cakupan Bunga Perseroan terus meningkat 
karena kemampuan Perseroan untuk menjaga pertumbuhan EBITDA dari tahun ke tahun yang didorong oleh pertumbuhan usaha, 
pendapatan, dan pengembangan PLTP yang dimiliki Perseroan serta penurunan bunga pinjaman jangka panjang akibat restrukturisasi 
utang shareholder loan di mana dilakukan skema pendanaan baru menjadi bridging loan dengan tingkat bunga yang lebih rendah. 
 
11. LIKUIDITAS 
 
Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, kas dan setara kas 
Perseroan masing-masing sebesar USD125.852 ribu, USD154.863 ribu, USD125.335 ribu, dan USD159.234 ribu yang terdiri dari kas dan 
deposito berjangka dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan dan tidak sedang digunakan sebagai jaminan. Pendanaan untuk kegiatan 
operasional, belanja modal, dan modal kerja Perseroan terutama berasal dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, di mana 
akan digunakan untuk melakukan eksplorasi, pembangunan fasilitas produksi dan PLTP serta pengembangan proyek-proyek panas bumi, 
pemeliharaan dan operasional proyek-proyek panas bumi, pembiayaan dan pembayaran utang, pendanaan kebutuhan modal kerja serta 
kebutuhan umum perusahaan lainnya. Per tanggal 30 Juni 2022 Perseroan memiliki fasilitas pinjaman JICA yang tersedia sebesar 
JPY26.966 juta, di mana sebesar JPY14.440 juta belum digunakan. 

 
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki fasilitas kredit serta kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang cukup untuk 
membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan selama 12 bulan ke depan. Perseroan meyakini bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi 
akan terus menjadi sumber kas utama Perseroan dalam jangka menengah. Perseroan mengevaluasi kebutuhan pendanaan secara berkala 
dengan memperhatikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, perkembangan proyek-proyek PLTP tenaga panas bumi milik 
Perseroan yang sedang dalam pengembangan serta kondisi pasar. Perseroan memperkirakan akan mengeluarkan belanja modal yang 
signifikan mulai tahun ini hingga tahun 2030 seiring dengan pengembangan dan pembangunan proyek PLTP baru, dan ekspansi bisnis 
Perseroan. 
 
Rencana Penerbitan Surat Utang Global 

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan surat utang senior (tidak dijamin) dalam jumlah antara USD600 juta sampai dengan USD800 juta 
pada semester pertama tahun 2023 melalui pasar modal internasional (ñSurat Utang Globalò). Dana hasil penerbitan Surat Utang Global 
akan digunakan utamanya untuk pelunasan Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara Perseroan dengan Mandated Lead 
Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Facility Agent. Pelaksanaan penerbitan Surat Utang Global 
termasuk jangka waktu serta syarat dan ketentuan penerbitan lainnya tetap bergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lainnya. Surat 
Utang Global tidak akan ditawarkan melalui Penawaran Umum. Penawaran Surat Utang Global tersebut nantinya akan dilakukan melalui 
dokumen penawaran tersendiri, dan Prospektus ini tidak ditujukan untuk menawarkan Surat Utang Global tersebut.  
  
Penerbitan Surat Utang Global dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor 
Indonesia, baik individu maupun bentuk hukum lainnya. Sehingga tidak dilakukan dengan tunduk pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang 
Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. 
  
Nilai Surat Utang Global yang akan diterbitkan diperkirakan mewakili 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perseroan paska Penawaran 
Umum Perdana Saham oleh karenanya wajib tunduk pada POJK No. 17/2020. Perseroan wajib, antara lain, untuk mendapatkan pendapat 
kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik dan melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, 
pihak-pihak yang terlibat untuk pelaksanaan penerbitan Surat Utang Global belum ditunjuk. Dalam hal terdapat Afiliasi Perseroan, maka 
Perseroan wajib tunduk pada ketentuan transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. 
 
12. BELANJA MODAL 
 
Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 
serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan  

Periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 

30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Maintenance Capex (1) 7.728 2.731 13.108  8.697  9.182  
Development Drilling (2) 543 477 8.923  22.592  22.059  
Major Projects (3)  3.001 5.920 11.502  26.067  60.664  
Exploration Program (4) 97 121 620  3.779  5.170  

Total Belanja Modal 11.369 9.249 34.153 61.135 97.075 
Catatan: 
(1) Maintenance Capex mencakup overhaul sumur, pengujian well integrity, dan investasi lain yang dilakukan dalam operasi yang ada untuk mempertahankan kinerja operasional. 
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(2) Development Drilling meliputi kegiatan pengeboran ke reservoir panas bumi yang telah ada untuk menjaga aliran uap. 
(3) Major Projects mencakup seluruh konstruksi yang sedang berlangsung dan proyek-proyek yang sedang dikembangkan. 
(4) Exploration Program mencakup seluruh eksplorasi reservoir panas bumi yang sedang berlangsung. 

 
Perseroan bermaksud untuk mendanai kebutuhan belanja modal melalui kombinasi arus kas dari operasi, kas dan setara kas yang dimiliki, 
serta pembiayaan ekuitas maupun utang. Perseroan memperkirakan belanja modal pada tahun 2022, 2023 dan 2024 masing-masing 
adalah sekitar USD60.000 ribu, USD250.000 ribu dan USD350.000 ribu, di mana dari jumlah tersebut, pada tahun 2022 dan 2023 belum 
terdapat belanja modal yang committed sedangkan pada tahun 2024 terdapat belanja modal yang committed sebesar USD18.380 ribu. 
Perseroan memperkirakan bahwa belanja modal untuk tahun 2022 umumnya akan terdiri dari pemeliharaan operasi panas bumi yang telah 
ada dan pembangunan infrastruktur tambahan untuk mendukung kegiatan operasional. Infrastruktur tersebut terdiri dari struktur untuk 
mengurangi dampak tanah longsor serta pipa tambahan untuk menunjang aliran uap melalui sistem fasilitas produksi di atas permukaan 
(steamfield above ground system). Perseroan memperkirakan belanja modal untuk tahun 2023 umumnya akan terdiri dari pemeliharaan 
operasi panas bumi yang telah ada, pembangunan PLTP dengan kapasitas tambahan sebesar 55MW di WKP Lumut Balai dan 
Margabayur, dan infrastruktur tambahan untuk mendukung kegiatan operasional. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk tahun 
2024 utamanya akan terdiri dari investasi yang dilakukan pada turbin PLTP, pengeboran sumur baru, infrastruktur tambahan untuk 
mendukung kegiatan operasional serta sistem fasilitas produksi di atas permukaan (steamfield above ground system) untuk mendukung 
sumur baru yang akan dibor oleh Perseroan. 
 
Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan belanja modal mungkin dibatasi oleh 
kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan serta likuiditas pasar modal internasional maupun domestik. Perseroan dapat memerlukan 
belanja modal tambahan apabila terdapat peluang atau kebutuhan baru yang muncul. Selain itu, Perseroan dapat menambah, mengurangi 
atau menunda belanja modal yang sebelumnya telah direncanakan atau mengubah waktu dan penggunaan belanja modal yang saat ini 
telah direncanakan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar atau karena alasan lain. 
 
Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan, laba bersih, dan arus kas, bergantung pada belanja modal 
yang berkelanjutan. Rencana belanja modal Perseroan bergantung pada sejumlah risiko, kontingensi dan faktor lainnya, seperti faktor 
geologis, perubahan permintaan pasar atas listrik dan uap yang Perseroan produksi, adanya peluang akuisisi dan kemampuan untuk 
mengintegrasikan akuisisi tersebut ke dalam bisnis Perseroan, keberhasilan program pengeboran serta dampak dari perubahan peraturan 
yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan menyesuaikan rencana belanja modal dan anggaran investasi 
secara berkala, berdasarkan faktor-faktor yang dianggap relevan. Oleh karena itu, belanja modal dan investasi aktual Perseroan di masa 
depan mungkin akan berbeda dari jumlah yang telah direncanakan saat ini, di mana perbedaan tersebut mungkin cukup signifikan. 
 
13. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN  
 
Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya 
pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. 
 
14. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL  
 
Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha 
biasa dan yang mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; 
pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa kegiatan usaha; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; 
komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada letter of credit; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi 
kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk 
memenuhi, komitmen penjualan, dll.). 
 
Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. 
 
15. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING, TINGKAT SUKU BUNGA, LIKUIDITAS, DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

HASIL USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan memiliki eksposur (paparan) terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk risiko perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata 
uang asing dan risiko likuiditas. Berikut di bawah ini penjelasan mengenai eksposur (paparan) Perseroan terhadap suku bunga, nilai tukar 
mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas serta kebijakan Perseroan dalam mengatasi risiko-risiko tersebut: 
  
A. Risiko Suku Bunga 
 
Perseroan beroperasi dalam industri yang padat modal dan sering kali mendanai kegiatan operasional dengan memanfaatkan fasilitas 
kredit termasuk pinjaman pembiayaan proyek dan pinjaman pemegang saham dari Pertamina yang merupakan pemegang saham terbesar 
Perseroan, yang biasanya akan dikenakan floating rate. Akibatnya, hasil kegiatan usaha Perseroan mungkin akan terpengaruh oleh 
fluktuasi suku bunga. Perseroan telah mengelola risiko suku bunga dengan melakukan refinancing shareholders loan dengan bridging 
loan, dan Perseroan akan terus mencari peluang untuk melakukan refinancing lainnya. Per tanggal 30 Juni 2022, seluruh pinjaman 
pembiayaan non-proyek yang Perseroan miliki menggunakan tingkat floating rate.  
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B. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing 
 
Pendapatan dan pengeluaran Perseroan utamanya didominasi dengan mata uang USD, yang secara tidak langsung merupakan natural 
hedge terhadap eksposur (paparan) fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Namun, penguatan Rupiah, Euro, dan JPY terhadap USD akan 
menurunkan laba setelah pajak sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah ini. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang 
asing yang Perseroan pertimbangkan sangat mungkin terjadi per tanggal 30 Juni 2022 Analisis ini mengasumsikan bahwa seluruh variabel 
lain, khususnya tingkat suku bunga, tetap konstan serta mengabaikan dampak dari perkiraan penjualan dan pembelian. 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan  
Laba/(Rugi) 

Penguatan Pelemahan 

30 Juni 2022   
Rupiah (pergerakan 3%) 1.252  (1.180)  
Euro (pergerakan 3%) 12  (12)  
Yen (pergerakan 3%) (1.676)  1.676  

   
31 Desember 2021   

Rupiah (pergerakan 3%)  1.212   (1.142) 
Euro (pergerakan 3%)  (2)  2  
Yen (pergerakan 3%)  (2.054)  2.054  

   
31 Desember 2020   

Rupiah (pergerakan 3%)  775   (730) 
Euro (pergerakan 3%)  (3)  3  
Yen (pergerakan 3%)  (2.331)  2.331  

   
31 Desember 2019   

Rupiah (pergerakan 3%)  1.079   (1.017) 
Euro (pergerakan 3%)  (2)  2  
Yen (pergerakan 3%)  (2.146)  2.146  

 
C. Risiko Likuiditas 
 
Perseroan menghadapi risiko ketidakcukupan dana untuk memenuhi persyaratan operasional dan untuk memenuhi kewajiban keuangan 
saat jatuh tempo. Eksposur terhadap risiko likuiditas terutama timbul dari sifat padat modal dari industri Perseroan, tenggang waktu antara 
belanja modal dan dimulainya operasi proyek-proyek PLTP, serta mismatch antara jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Namun, 
Perseroan meyakini bahwa Perseroan tidak terkena dampak dari risiko likuiditas secara signifikan sebagai hasil dari pendanaan operasi 
Perseroan, serta dukungan dari Grup Pertamina yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan.  
 
16. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI 
 
Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat 
memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas selain yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha 
tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal  
30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini. 
 
17. PENINGKATAN MATERIAL DARI PENDAPATAN USAHA 
 
Tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan usaha atas kontrak jangka panjang PJBL dan PJBU yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta 
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini. 
 
18. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN USAHA 
 
Tidak terdapat dampak perubahan harga yang material terhadap penjualan atau pendapatan usaha yang dilaporkan dalam laporan 
keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 
2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini. 
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Tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 2,7% pada tahun 2019, sebesar 1,7% pada tahun 2020 dan sebesar 1,9% pada tahun 2021 dan 
sebesar 5,42% pada tahun 2022 berdasarkan indeks harga konsumen. Inflasi di Indonesia tidak memiliki dampak signifikan terhadap hasil 
kegiatan operasional Perseroan dalam beberapa tahun terakhir. 
 
Beberapa penjualan Perseroan ke PLN terpengaruh oleh tingkat inflasi Amerika Serikat, khususnya penjualan yang harganya terpengaruh 
oleh US PPI atau US CPI. Peningkatan indeks tersebut akibat tingkat inflasi Amerika Serikat pada tahun 2022 mengakibatkan eskalasi 
harga listrik sekitar 8% hingga 9% (terkait dengan US PPI) dan 4% (terkait dengan US CPI) ketika membandingkan harga rata-rata untuk 
sembilan bulan pertama tahun 2022 dengan periode yang sama pada tahun 2021. 
 
19. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 
 
19.1. Pinjaman Bank Jangka Pendek 
 
Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah pinjaman bank jangka pendek sebesar USD600.000 ribu, dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Dolar Amerika Serikat   
Pihak berelasi  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  105.000 
Pihak ketiga  

MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch  105.000  
PT Bank UOB Indonesia  105.000  
PT Bank HSBC Indonesia  82.500  
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch 75.000  
PT Bank BTPN Tbk  52.500  
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 52.500  
The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited 22.500 

JUMLAH PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 600.000 

 
Berdasarkan perjanjian fasilitas dan surat komitmen tanggal 23 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang berupa fasilitas 
bridge loan sebesar sampai dengan USD800.000 ribu, yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B. Fasilitas A merupakan fasilitas pinjaman 
luar negeri berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah sebesar USD290.000 ribu. Sedangkan, Fasilitas B 
merupakan fasilitas pinjaman dalam negeri berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah sebesar USD510.000 ribu. 
 
Fasilitas Bridge Loan dibiayai oleh Mandated Lead Arranger (ñMLAò) sebagai sebuah club deal dengan dasar take and hold di mana setiap 
MLA berkomitmen untuk menyediakan suatu jumlah yang spesifik dari fasilitas tersebut sebagaimana diungkapkan pada tabel di atas. MLA 
yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 
2. MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch 
3. PT Bank BTPN Tbk 
4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 
5. PT Bank HSBC Indonesia 
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
8. PT Bank UOB Indonesia 
9. United Overseas Bank Limited 
 
Pada tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan transfer certificate atas pinjaman bank jangka panjang dari United Overseas Bank Limited 
kepada PT Bank UOB Indonesia atas facility agreement tanggal 23 Juni 2021. 
 
Jumlah fasilitas yang di transfer adalah USD90.000 ribu. Susunan MLA efektif pada 23 Agustus 2021 adalah sebagai berikut: 
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 
2. MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch 
3. PT Bank BTPN Tbk 
4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 
5. PT Bank HSBC Indonesia 
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
8. PT Bank UOB Indonesia 
Sedangkan, agen fasilitas yang ditunjuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
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Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk mendanai tujuan umum Perseroan termasuk pembayaran kembali pinjaman tertentu dan jumlah lain 
yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang saham atau afiliasinya berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham tertentu 
yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang saham atau afiliasinya dan untuk mendanai pembayaran fees, biaya atau pengeluaran 
lainnya yang harus dibayar oleh Perseroan . 
 
Beban bunga yang dikenakan atas perjanjian ini adalah LIBOR 3 bulan ditambah margin, dibayarkan pada akhir setiap periode bunga. 
Margin untuk bulan 1-12: offshore 0,50% dan onshore 0,60%. 
 
Fasilitas bridge loan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang selama 6 bulan atau 
1 tahun oleh Perseroan. Jika Perseroan memilih untuk memperpanjang fasilitas, maka biaya perpanjangan akan menjadi biaya tetap 
sebesar 0,15% dari jumlah partisipasi setiap MLA. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan. Manajemen melakukan perpanjangan di mana 
jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan Juni 2023. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2022, pinjaman bank diklasifikasikan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. 
 
Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD200.000 ribu. Saldo terutang per 
30 Juni 2022 adalah sebesar USD600.000 ribu. 
 
Tidak ada aset Perseroan yang dijaminkan untuk kepentingan pinjaman bank. 
 
Tidak ada persyaratan terkait pembatasan pembagian dividen, pemenuhan rasio keuangan tertentu atau pembatasan bagi Perseroan 
untuk mengajukan pinjaman baru. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2022 tidak ada persyaratan utang yang dilanggar oleh Perseroan. 
 
19.2. Pinjaman Jangka Panjang 
 
Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah pinjaman jangka panjang sebesar USD331.309 ribu, dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan USD) 

Keterangan 
30 Juni 

2022 

Bagian jangka pendek:  
Dolar AS  8.758  
Yen  6.480  

Subjumlah  15.238  
  
Bagian jangka panjang:   

Dolar AS  240.484  
Yen  75.587  

Subjumlah  316.071  
  

JUMLAH PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK YANG BERELASI 331.309  

 
Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dari Pertamina untuk membiayai belanja modal Perseroan. 
 
Dalam pinjaman jangka panjang tersebut termasuk porsi penempatan escrow account atas komitmen eksplorasi PGE Lawu sebesar 
USD10.000 ribu, yang telah dikembalikan ke rekening giro Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022. Perseroan akan menggunakan pinjaman 
ini untuk komitmen eksplorasi atas wilayah kerja Kotamobagu. 
 
Beban keuangan, termasuk beban keuangan yang dikapitalisasi, merupakan beban yang timbul dari perjanjian pinjaman dengan 
Pertamina. 
 
Perjanjian pinjaman dengan Pertamina 
 
Pada tanggal 9 November 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku efektif per 
tanggal 1 Januari 2012. Pinjaman ini diberikan untuk membiayai proyek-proyek Perseroan, baik aktivitas eksplorasi dan pengembangan 
proyek panas bumi. 
 
Perjanjian pinjaman ini terdiri dari dua kategori yaitu: 
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1) Perjanjian pinjaman umum 
 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap semester yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, pembayaran atas 
pinjaman telah mulai dilakukan sejak tahun 2012 dan akan dilakukan secara berkala sampai dengan 31 Desember 2027. 
 
Bunga atas pinjaman ini berkisar antara 1,41% per tahun sampai dengan 5,28% per tahun. Perseroan meyakini bahwa suku bunga 
yang dikenakan adalah wajar, yaitu mengikuti pasar. 
 
Pinjaman ini mulai terhitung pada tanggal 1 Januari 2012. Pada 30 Juni 2021, seluruh pokok pinjaman telah dilunasi dengan 
mekanisme bridging loan komersial sebesar USD490.285 ribu dan mekanisme konversi utang ke modal disetor USD111.421 ribu. 

 
2) Perjanjian pinjaman khusus 
 

Perjanjian pinjaman khusus ini merupakan pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek panas 
bumi tertentu di mana peminjam diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian 
tersebut sebagai pengganti suku bunga yang rendah. Perjanjian pinjaman ini menggunakan skema Government to Government 
(ñG to Gò). Pemerintah Indonesia akan meneruskan pendanaan tersebut kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan 
pendanaan ini ke Perseroan di mana Pertamina sebagai Executing Agency dan Perseroan sebagai Implementing Agency. 
Perjanjian pinjaman khusus ini terdiri dari: 

 
A. Pendanaan oleh Japan International Cooperation Agency (òJICAó) 

 
Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman IP-557 untuk pembiayaan atas Lumut Balai 
Geothermal Power Plant Project dengan jumlah pendanaan maksimum sebesar JPY26.966 juta atau setara dengan 
USD260.907 ribu untuk jangka waktu penarikan selama delapan tahun sejak tanggal efektif. Pemerintah telah menyetujui 
untuk meneruskan pendanaan JICA kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan pendanaan ini ke Perseroan melalui 
perjanjian No. 148/PGE000/2013-S0. 
 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap setengah tahunan setiap tanggal 20 April dan 20 Oktober untuk periode 
sebelum tanggal terakhir penarikan pinjaman, dan setiap tanggal 20 Maret dan 20 September untuk periode setelah 
tanggal terakhir penarikan pinjaman. Pembayarannya disepakati untuk dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2051. 
Perseroan wajib untuk membayar bunga atas pokok pinjaman sebesar: 
- Atas kategori pekerjaan sipil dan pengadaan peralatan batas pinjaman sampai dengan JPY25.834 juta atau 

setara dengan USD249.953 ribu dikenakan bunga sebesar 0,3% ditambah 0,3% per tahun. 
- Atas kategori jasa konsultan batas pinjaman sampai dengan JPY1.132 juta atau setara dengan USD10.953 ribu 

dikenakan bunga sebesar 0,01% ditambah 0,01% per tahun. 
 
Perseroan mulai menggunakan pinjaman tersebut sejak Maret 2012. Jumlah penggunaan dana pinjaman tersebut pada 
tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar JPY12.526 juta atau setara dengan USD91.782 ribu. Jumlah pinjaman yang masih 
belum dibayarkan pada 30 Juni 2022 adalah sebesar JPY11.200 juta atau setara dengan USD82.064 ribu. 

 

B. Pendanaan IBRD  
 
Pemerintah Indonesia dengan IBRD telah menandatangani Perjanjian Pinjaman IBRD No. 8082-ID dengan total 
pendanaan sebesar USD175.000 ribu dan Perjanjian Pinjaman Clean Technology Fund (CTF) No. TF 10407-ID dengan 
total pendanaan sebesar USD125.000 ribu. Jangka waktu penarikan pinjaman tersebut berakhir pada 31 Desember 2019. 
 
Pemerintah telah menyetujui untuk meneruskan pendanaan dari IBRD kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan 
pendanaan ini ke Perseroan melalui perjanjian No. 149/PGE000/2013-S0 beserta adendum dan No. 150/PGE000/2013-
S0 beserta adendum. 
 
Pendanaan tersebut dipergunakan dalam rangka pembiayaan Geothermal Clean Energy Investment Project development 
untuk Ulubelu Unit 3 dan 4 dan Lahendong Unit 5 dan 6. 
 
Pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan setiap setengah tahunan setiap tanggal 10 April dan 10 Oktober, di mana: 
- Pelunasan atas pendanaan IBRD sebesar USD175.000 ribu dimulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan  

10 Oktober 2035. Beban bunga yang dikenakan atas perjanjian pinjaman ini adalah London Interbank Offered 
Rate (LIBOR) ditambah variable spread ditambah 0,45% per tahun. 

- Pelunasan atas fasilitas pendanaan CTF dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 10 April 2051. Beban bunga 
yang dikenakan atas perjanjian pinjaman CTF adalah 0,25% per tahun ditambah 0,25% per tahun. 

 
Perseroan mulai menggunakan fasilitas pinjaman IBRD dan CTF pada bulan Oktober 2014. Total penggunaan dana 
pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD129.044 ribu untuk fasilitas IBRD 
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dan USD124.311 ribu untuk fasilitas CTF. Jumlah pinjaman yang masih belum dibayarkan pada 30 Juni 2022 adalah 
USD117.418 ribu untuk fasilitas IBRD dan USD121.825 ribu untuk fasilitas CTF. 

 
Tidak terdapat jaminan serta rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh Perseroan. 
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VI. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan 
oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan 
mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, khususnya faktor risiko yang disebutkan di bawah ini, sebelum 
membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Risiko-risiko lainnya yang belum diketahui Perseroan atau risiko yang 
dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, serta kinerja keuangan Perseroan. Harga 
perdagangan saham Perseroan mungkin dapat menurun akibat salah satu dari faktor risiko yang disebutkan di bawah ini sehingga mungkin 
dapat mengakibatkan calon investor kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. 
 
Risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun 
berdasarkan pembobotan dari risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja 
keuangan Perseroan. Setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, 
arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. 
 
1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan Bergantung pada Kemampuan untuk Mempertahankan Kinerja Reservoir Panas Bumi serta Menemukan dan 
Mengembangkan Cadangan Sumber Daya Panas Bumi Tambahan. 

Perseroan harus mempertahankan kinerja reservoir panas bumi milik Perseroan yang saat ini sedang berproduksi untuk dapat secara 
berkesinambungan menyediakan uap untuk pembangkit listrik panas bumi milik Perseroan dan offtaker, serta mengeksplorasi dan 
mengembangkan reservoir panas bumi tambahan sebelum memulai pembangunan PLTP tambahan. Meskipun proyek-proyek panas bumi 
Perseroan dirancang untuk berada dalam suatu siklus tertutup yang berarti bahwa Perseroan menjaga keseimbangan dinamis reservoir 
dengan menginjeksikan kembali seluruh kondensat dan brine melalui sumur injeksi ke reservoir panas bumi setelah mengekstrak energi 
panas dari uap dan brine yang telah digunakan di PLTP, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa injeksi kondensat dan brine akan selalu 
cukup untuk mempertahankan laju alir uap pada tekanan dan suhu yang dibutuhkan. Dalam hal terjadi penurunan laju alir uap, Perseroan 
akan melakukan pengeboran sumur tambahan dan pengelolaan strategi injeksi yang mencakup pengaturan jumlah dan lokasi injeksi untuk 
mempertahankan pasokan uap yang dibutuhkan dalam operasi pembangkit listrik Perseroan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, 
sejak 2019 Perseroan mengalami masalah suplai uap di WKP Karaha Cakrabuana. Masalah suplai uap tersebut berdampak pada kapasitas 
pembangkitan pada PLTP di WKP tersebut dan sampai saat ini, kendala suplai uap masih terus diatasi. Meskipun Perseroan meyakini 
bahwa kendala tersebut tergolong sebagai keadaan kahar berdasarkan PJBL dengan PLN, dan oleh karena itu kurangnya tingkat 
pembangkitan listrik pada PLTP tersebut tidak menimbulkan denda berdasarkan PJBL terkait, PLN berpendapat sebaliknya. Hingga saat 
ini, Perseroan dan PLN masih berdiskusi untuk mencapai resolusi terbaik yang dapat disepakati kedua pihak, namun dalam hal terdapat 
hasil keputusan yang merugikan, Perseroan dapat dikenakan denda sebesar maksimum USD3.840 ribu (untuk kurun waktu sejak 2019 
hingga 2021), yang dapat dibayar dengan melakukan offset pembelian listrik PLN dari Perseroan. 
 
Penambahan kapasitas terpasang tanpa disertai upaya menjaga tekanan reservoir akan mengakibatkan penurunan tekanan produksi, 
mengurangi kapasitas produksi listrik turbin, atau dalam kasus yang ekstrem dapat mengakibatkan turbin tidak berfungsi sama sekali. 
Ketidakmampuan dari sisi Perseroan untuk mengeksplorasi maupun menemukan reservoir uap tambahan, atau mengembangkan reservoir 
sehingga sesuai untuk operasi PLTP, akan menimbulkan kerugian secara material pada kemampuan Perseroan untuk meningkatkan 
kapasitas terpasang keseluruhan, kondisi keuangan, serta hasil operasi Perseroan. 
 
Mengingat banyaknya ketidakpastian yang dihadapi dalam eksplorasi dan pengembangan panas bumi, Perseroan tidak dapat menjamin 
keberhasilan kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta perolehan cadangan sumber daya baru baik saat ini atau di masa depan. 
Keputusan final untuk mengeksplorasi atau mengembangkan WKP akan bergantung pada kajian subsurface yang terintegrasi, yang 
hasilnya mungkin kurang konklusif atau bergantung pada interpretasi yang berbeda-beda. Apabila Perseroan tidak dapat menemukan atau 
memperoleh cadangan sumber daya panas bumi tambahan, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan total produksi ataupun 
mengembangkan bisnis utama Perseroan, yang dapat berdampak secara material dan merugikan pada rencana pertumbuhan, bisnis, dan 
hasil operasi Perseroan. 
  
2. RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
 
Eksplorasi, Pengembangan dan Produksi Sumber Daya Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Subsurface. 

Bisnis Perseroan mencakup eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dari berbagai WKP. Eksplorasi, 
pengembangan, produksi dan operasi panas bumi bergantung pada ketidakpastian dan melibatkan pengeboran sumur yang tidak dapat 
digunakan untuk operasi panas bumi secara komersial, pelepasan uap bertekanan tinggi yang tidak terkendali dan kemungkinan adanya 
penurunan tekanan dan suhu. Sebagai contoh, Perseroan telah mengebor sejumlah sumur di WKP Ulubelu yang ditargetkan dapat 
memasok uap ke unit pembangkit tambahan yang telah Perseroan antisipasi untuk dikembangkan. Hasil dari sumur tersebut tidak 
memenuhi harapan Perseroan, dan akibatnya, Perseroan mengebor sumur tambahan, termasuk make-up well, untuk memastikan 
Perseroan memiliki pasokan uap yang cukup untuk menggerakkan pembangkit listrik Perseroan. Selanjutnya, di WKP Hululais, Perseroan 
telah mengebor 10 sumur tambahan untuk memastikan agar Perseroan memiliki pasokan uap yang cukup untuk menggerakkan 
pembangkit listrik Perseroan. Adapun, tiga dari sumur tersebut mengalami permasalahan well integrity dan tidak layak dioperasikan secara 
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komersial. Akibatnya, Perseroan perlu mengamankan dan memperbaiki sumur tersebut, yang mengharuskan Perseroan untuk 
mengeluarkan biaya tak terduga dan tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan harus menangguhkan sumur-sumur lebih lanjut 
di masa depan. 
 
Sumur-sumur akan ditutup secara permanen apabila menimbulkan bahaya keselamatan karena, misalnya, casing yang terkorosi atau 
rusak, dan sumur tersebut dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki, atau dianggap tidak lagi dapat digunakan secara komersial akibat 
aliran dan produksi uap yang tidak memadai. Selain itu, biaya atas pengeboran, penyelesaian dan pengoperasian sumur juga tidak 
menentu. Pengeboran dapat dibatasi, ditunda atau dibatalkan sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada 
bahaya geografis sebagai akibat dari cuaca atau kondisi alam lainnya, persyaratan pemerintah dan kondisi kontraktual serta kekurangan 
atau keterlambatan dalam memperoleh peralatan seperti casing atau rig pengeboran. Penyelesaian sumur tidak menjamin pengembalian 
atas modal yang dikeluarkan, termasuk biaya yang terkait dengan biaya pengeboran, penyelesaian atau operasi. Terjadinya salah satu 
dari ketidakpastian ini atau ketidakpastian lainnya, yang mungkin terjadi secara alami atau sebagai akibat dari kesalahan manusia, dapat 
meningkatkan biaya operasi dan belanja modal Perseroan, atau mengurangi efisiensi di salah satu lapangan uap atau pembangkit listrik 
milik Perseroan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.  
 
Sebagai dampak dari kompleksitas geologi pada reservoir panas bumi, wilayah geografis dan hasil yang berkelanjutan dari reservoir panas 
bumi hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, terdapat risiko penurunan tak terduga dalam 
kapasitas sumur panas bumi karena penurunan tekanan uap dan produksi yang signifikan, dan terdapat risiko bahwa reservoir panas bumi 
yang tersedia tidak akan mencukupi untuk pembangkitan listrik yang berkelanjutan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apa pun 
sehubungan dengan kapasitas, produktivitas, atau kemampuan pengiriman, maupun karakteristik uap dan brine dari energi panas bumi 
dari wilayah kontrak Perseroan dan apabila kinerja sumur menurun di bawah ekspektasi Perseroan, hal itu dapat menyebabkan dampak 
material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Ketidakpastian subsurface juga berdampak pada kondisi keuangan Perseroan di mana risiko terkait dengan ketidakpastian tersebut di 
masa lalu telah mengakibatkan, dan terdapat kemungkinan di masa depan dapat mengakibatkan, adanya impairment pada proyek-proyek 
yang terdapat di WKP Perseroan. Sebagai contoh, di WKP Sungai Penuh, Perseroan telah mengebor 5 (lima) sumur eksplorasi, di mana 
4 (empat) sumur direncanakan akan digunakan sebagai sumur produksi dan 1 (satu) sumur sebagai sumur injeksi. Sumur-sumur produksi 
di WKP Sungai Penuh telah menembus target reservoir temperatur tinggi namun dengan permeabilitas yang rendah, sehingga sumur-
sumur tersebut memiliki kapasitas produksi dan tekanan yang lebih rendah dari perkiraan. Akibatnya sumur tidak dapat menyuplai uap 
sesuai dengan rencana keekonomian pengembangan lapangan, dan Perseroan telah membukukan impairment atas aset tersebut. Untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2021, Perseroan membukukan impairment atas proyek di WKP Sungai Penuh dengan nilai masing-masing senilai USD11.045 ribu, 
USD52.253 ribu, USD47.183 ribu, dan USD37.819 ribu, sedangkan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 
Perseroan tidak membukukan impairment. WKP Sungai Penuh telah disusutkan secara penuh sejak 31 Desember 2021. 
 
Industri Panas Bumi Tidak Memiliki Metodologi yang Dibakukan Sebagai Standar Tunggal Secara Internasional Mengenai Cara 
Data Cadangan Sumber Daya Panas Bumi Diperkirakan, Dicatat dan Disertifikasi Sehingga Penentuan Cadangan Sumber Daya 
Panas Bumi Merupakan Kegiatan yang Bersifat Probabilistik, Oleh Karena Itu Tidak Terdapat Jaminan Bahwa Data Cadangan 
Sumber Daya Panas Bumi Perseroan Dapat Mencerminkan Cadangan Sumber Daya Panas Bumi Aktual yang Dimiliki Perseroan 
Secara Akurat. 

Informasi kuantitatif tentang sumber daya panas bumi yang dimiliki Perseroan yang terdapat dalam Prospektus ini telah ditentukan oleh 
Perseroan berdasarkan estimasi internal dan belum diverifikasi secara independen, kecuali jika dinyatakan lain. Perseroan tidak dapat 
menjamin bahwa evaluasi independen atas sumber daya panas bumi yang dimiliki Perseroan akan memberikan hasil yang sama seperti 
yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. 
 
Industri energi panas bumi berbeda dengan industri minyak dan gas, di mana industri energi panas bumi tidak memiliki seperangkat 
pedoman baku yang berlaku dalam menyajikan data cadangan sumber daya panas bumi, maupun lembaga atau badan akreditasi yang 
berwenang untuk memberikan sertifikasi atas cadangan sumber daya panas bumi yang tersedia. Meskipun Perseroan menyajikan data 
cadangan sumber daya panas bumi di seluruh WKP yang dimiliki secara konsisten dan menggunakan standar yang sama, yaitu Standar 
Nasional Indonesia dan pedoman laporan cadangan Pertamina, yang dikenal sebagai Petroleum Resources Management System (ñPRMSò 
atau ñSistem Manajemen Sumber Daya Minyakò), Perseroan tidak dapat menjamin bahwa metodologi dan penyajian pada pedoman 
tersebut konsisten dengan yang digunakan oleh pengembang industri energi panas bumi lainnya baik di Indonesia atau di lokasi lain. 
Akibatnya, data cadangan sumber daya panas bumi yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin disajikan dengan cara yang tidak dapat 
dibandingkan dengan data cadangan sumber daya panas bumi milik pengembang industri energi panas bumi lainnya, dan penyesuaian 
standar data cadangan sumber daya panas bumi yang digunakan Perseroan agar sesuai dengan standar yang digunakan oleh 
pengembang industri energi panas bumi lainnya dapat mengakibatkan jumlah cadangan sumber daya panas bumi Perseroan secara 
material menjadi lebih rendah dari yang telah disajikan Perseroan saat ini. Ketergantungan yang tidak semestinya atas data cadangan 
sumber daya panas bumi yang disajikan dalam Prospektus ini harus dihindari ketika menentukan keputusan investasi.  
 
Standar Nasional Indonesia dan PRMS memberikan pedoman dan ketentuan yang mewajibkan reservoir engineer dan geoscientist yang 
bekerja dengan Perseroan untuk membuat perkiraan yang mengandung ketidakpastian mengenai kemungkinan produksi Perseroan di 
masa depan, dan untuk melakukan analisis atas data teknis dan komersial yang tidak lengkap dalam menghitung penentuan cadangan 
sumber daya panas bumi. Terdapat perbedaan interpretasi profesional atas klasifikasi cadangan sumber daya panas bumi antara 
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perusahaan panas bumi, konsultan teknik panas bumi independen dan operator. Hal ini sering dibuktikan dengan adanya variasi dalam 
cadangan sumber daya panas bumi yang dilaporkan di antara para anggota konsorsium dari aset eksplorasi atau produksi panas bumi 
yang sama. Perbedaan tersebut mencakup penilaian atas probabilitas lokasi cadangan sumber daya panas bumi, berdasarkan interpretasi 
atas pedoman atau pada pandangan atas kelayakan komersial dari cadangan sumber daya panas bumi tertentu, dalam waktu tertentu. 
Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan serta reservoir engineer dan geoscientist yang bekerja dengan Perseroan, atau operator lain 
tidak akan mengubah pandangan atau interpretasi atas pedoman tersebut atau mengubah interpretasi mengenai kelayakan komersial data 
cadangan sumber daya panas bumi milik Perseroan, sehingga menyebabkan cadangan sumber daya panas bumi tersebut direklasifikasi 
menjadi kategori lain berdasarkan pedoman Standar Nasional Indonesia dan PRMS atau pedoman-pedoman serupa lainnya. Oleh karena 
itu, tidak terdapat jaminan bahwa perkiraan cadangan sumber daya panas bumi yang disajikan dalam Prospektus ini dapat secara akurat 
mencerminkan cadangan sumber daya panas bumi yang tersedia saat ini.  
 
Secara umum, perkiraan cadangan sumber daya panas bumi yang dapat diperoleh kembali secara ekonomis didasarkan pada sejumlah 
faktor dan asumsi variabel, seperti karakteristik geologi, geokimia dan geofisika dari reservoir panas bumi, kinerja produksi historis dari 
properti, kualitas dan kuantitas data teknis dan ekonomi, harga energi panas bumi yang berlaku dalam produksi perusahaan, pertimbangan 
teknis yang ekstensif, asumsi dampak dari regulasi oleh lembaga-lembaga Pemerintah serta biaya operasi di masa depan. 
 
Seluruh perkiraan cadangan sumber daya panas bumi bersifat tidak pasti dan karenanya hanya merupakan informasi yang digunakan 
untuk memperkirakan cadangan sumber daya panas bumi yang akan menghasilkan pendapatan bagi Perseroan. Sehingga, perkiraan 
cadangan sumber daya panas bumi yang ekonomis untuk suatu WKP tertentu yang dibuat oleh reservoir engineer dan geoscientist yang 
berbeda, atau reservoir engineer dan geoscientist yang sama pada waktu yang berbeda, dapat bervariasi secara substantif. Selain itu, 
terdapat kemungkinan bahwa perkiraan cadangan panas bumi tersebut akan direvisi apabila terdapat data tambahan yang lebih relevan. 
Cadangan sumber daya panas bumi yang sebenarnya (aktual) dapat bervariasi secara signifikan dari cadangan panas sumber daya bumi 
yang diperkirakan. Apabila cadangan sumber daya panas bumi yang sebenarnya (aktual) lebih rendah dari yang diperkirakan, maka 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.  
 
Bencana Geologis Dapat Berdampak Negatif pada Operasi Perseroan 

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah dengan seismisitas aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer 
utama, kepulauan Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan peristiwa bencana geologis. WKP 
Perseroan berada pada lingkungan gunung api dan tektonik aktif dengan topografi yang curam dan mempunyai potensi yang tinggi 
terhadap peristiwa bencana geologis seperti tanah longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya di wilayah-wilayah tempat Perseroan 
beroperasi. Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan volume utilisasi dan volume produksi Perseroan untuk suatu periode atau tahun 
tertentu menjadi secara signifikan lebih rendah dari yang telah diantisipasi, bahkan setelah Perseroan menambah biaya pemulihan atas 
peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa bencana geologis tersebut dapat menghalangi Perseroan dalam memenuhi kewajiban kontraktual 
Perseroan berdasarkan PJBL dan PJBU antara Perseroan dengan offtaker, yaitu PLN. Sebagai contoh pada tahun 2021 terdapat tiga 
kejadian tanah longsor yaitu satu kejadian tanah longsor di WKP Lumut Balai dan Margabayur, Sumatera Selatan dan dua kejadian tanah 
longsor di WKP Karaha Cakrabuana, Jawa Barat. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat satu kejadian tanah longsor di WKP Ulubelu, 
Lampung. Kejadian tanah longsor tersebut mengharuskan Perseroan untuk membatasi kegiatan operasional di WKP selama lebih dari 30 
hari yang menyebabkan terjadinya loss production opportunity dan sebagai akibatnya Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban 
kontraktual Perseroan kepada PLN. Pada tahun 2016, WKP Hululais di Bengkulu, mengalami tanah longsor, sehingga mengakibatkan 
kerusakan yang cukup parah pada fasilitas produksi milik Perseroan dan area sekitarnya. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di WKP 
Lumut Balai dan Margabayur yang mengalami tanah longsor pada tahun 2015 sehingga menunda dimulainya kegiatan operasional 
Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peristiwa atau bencana alam lain tidak akan terjadi di masa depan karena termasuk 
sebagai keadaan kahar dan apabila hal tersebut terjadi, peristiwa atau bencana alam lain tersebut akan berdampak pada adanya kerugian 
material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, serta hasil operasi Perseroan. 
 
Kinerja Keuangan Perseroan Bergantung pada Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Panas Bumi di WKP  

Kinerja keuangan Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di WKP, yang bergantung pada berbagai 
risiko sebagai akibat dari fluktuasi laju alir uap, dan dapat menyebabkan Perseroan untuk mengurangi dan/atau menghentikan operasi di 
PLTP yang Perseroan operasikan, serta terkena denda berdasarkan PJBL dan PJBU yang telah Perseroan sepakati dengan offtaker jika 
Perseroan tidak dapat menyerahkan uap dan listrik sesuai perjanjian. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh 
sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan fluida panas bumi di reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas sumur 
produksi dan injeksi, komposisi kimia fluida panas bumi tersebut, dan permeabilitas dari formasi batuan subsurface yang mengandung 
sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, luas dan lokasi rekahan pada batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber 
daya panas bumi dapat menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk intrusi fluida bersuhu lebih rendah ke zona produksi, 
penurunan tekanan dan produksi. Estimasi yang tidak tepat oleh Perseroan mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi 
atau penurunan atas kuantitas atau kualitas tersebut dapat berdampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil 
operasi Perseroan.  
 
Perseroan tidak memiliki kendali penuh atas kinerja sumur Perseroan. Dari waktu ke waktu, setiap sumur memiliki kemungkinan mengalami 
penurunan produksi uap yang tidak terduga dan beberapa sumur Perseroan telah mengalami penurunan produksi uap yang tidak terduga. 
Meskipun penurunan tersebut merupakan hal yang umum pada operasi panas bumi, penurunan produksi uap yang berkepanjangan di 
setiap sumur Perseroan dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk menghasilkan uap dan listrik, serta menyebabkan 
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Perseroan terkena denda apabila Perseroan tidak dapat menyuplai uap dan listrik dengan jumlah tertentu kepada offtaker sesuai PJBU 
dan PJBL yang telah Perseroan tandatangani dengan offtaker. Sebagai contoh, Perseroan mengalami kendala tersebut di WKP Karaha 
Cakrabuana antara tahun 2019 dan 2020, yang memengaruhi jumlah tenaga listrik yang Perseroan salurkan ke PLN. Beberapa peristiwa 
dapat menyebabkan penurunan atau memperpendek durasi operasional sumber daya panas bumi. Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi: 
Å eksploitasi sumber daya panas bumi secara berlebihan; 
Å strategi manajemen reservoir produksi dan injeksi yang tidak tepat; 
Å bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi atau peristiwa geologi lainnya; dan 
Å perubahan sifat kimia dari fluida sumur.  
 
Apabila sumber daya panas bumi yang tersedia di WKP Perseroan yang ada atau akan dimiliki di masa depan berkurang, hal tersebut 
dapat mengurangi pendapatan Perseroan, atau membuat Perseroan terkena denda, dan dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Penggunaan Data Geosains Perseroan dalam Mengidentifikasi Keberadaan Cadangan Panas Bumi Bergantung pada Interpretasi 
dan Mungkin Tidak Secara Akurat, Namun Memberikan Estimasi Terbaik Berdasarkan Data Geosains yang Ada  

Eksplorasi panas bumi melibatkan penerapan sejumlah teknik geologi, geokimia dan geofisika, dan ketika digunakan bersama informasi 
ini memberikan pemahaman mengenai kondisi subsurface yang lebih akurat yang ditampilkan secara dua dimensi (2D) dan tiga dimensi 
(3D). Meskipun digunakan dan diinterpretasikan dengan benar, model dan teknik visualisasi 2D dan 3D hanya merupakan alat yang 
digunakan untuk membantu ahli geologi dalam menginterpretasikan model subsurface dan potensi keberadaan panas bumi, tetapi tidak 
memungkinkan ahli geologi untuk mengetahui jumlah sumber daya panas bumi dengan pasti. Berdasarkan data internal Perseroan, sejak 
Perseroan mulai beroperasi, tingkat keberhasilan pengeboran pada tahap eksplorasi, yang meliputi sumur yang dapat dimanfaatkan untuk 
produksi dan injeksi adalah sekitar 50%. Teknik eksplorasi yang ada saat ini tidak dapat menjamin keberadaan sumber daya cadangan 
panas bumi secara akurat di mana Perseroan harus melakukan kegiatan pengeboran tambahan dengan biaya yang mahal untuk 
mengkonfirmasi data yang dikumpulkan dari model subsurface tersebut. Akibatnya, apabila kegiatan pengeboran tidak dapat 
mengkonfirmasi keberadaan cadangan sumber daya panas bumi seperti yang diperkirakan dengan model subsurface, Perseroan mungkin 
harus mengeluarkan biaya pengeboran dan eksplorasi yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada hasil kegiatan operasional 
Perseroan. 
 
Perseroan Menghadapi Risiko-Risiko yang Berkaitan dengan PLN Sebagai Satu-Satunya Pembeli (Offtaker) Listrik yang 
Dihasilkan dari Pembangkit Listrik Perseroan dan Kontraktor KOB 

Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan dari pembayaran tarif uap berdasarkan PJBU dan tarif listrik berdasarkan PJBL dari 
PLN, perusahaan listrik milik negara Indonesia, dan sebagian kecil dari production allowances yang diterima dari Kontraktor KOB yang 
beroperasi di dalam WKP Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, serta periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 98,1%, 95,8%, 96,2%, 96,1%, dan 96,0% 
dari pendapatan Perseroan berasal dari penjualan uap dan listrik ke PLN dan PT Indonesia Power (ñIPò yang merupakan anak perusahaan 
PLN), dan masing-masing sebesar 1,9%, 4,3%, 3,8%, 3,9%, dan 4,0% dari pendapatan Perseroan diperoleh dari production allowances 
dari Kontraktor KOB yang beroperasi di dalam WKP Perseroan. Sebagian besar kemampuan Perseroan untuk menerima pendapatan 
bergantung pada kemampuan PLN untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Perseroan. Selanjutnya, dalam hal PLN tidak 
dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Kontraktor KOB, hal tersebut dapat berdampak pada realisasi perolehan pendapatan 
Perseroan dari production allowance yang harus dibayarkan oleh Kontraktor KOB. Production allowance dihitung berdasarkan persentase 
pendapatan operasional bersih dari masing-masing Kontraktor KOB. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PLN diberi peringkat ñBaa2ò 
oleh Moody's, ñBBBò oleh S&P dan ñBBBò oleh Fitch. Operasional Perseroan dapat dipengaruhi secara material dan dapat dirugikan oleh 
setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menangguhkan, atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBL dan 
PJBU yang telah ditandatangani antara Perseroan dan PLN, ESC yang telah disepakati oleh Kontraktor KOB, PLN, dan Perseroan sendiri, 
atau kegagalan atau penundaan apa pun oleh PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBL, PJBU atau ESC yang berlaku. 
 
Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan berbagai PJBL, PJBU dan ESC yang telah disepakati bergantung pada 
kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya serta pada dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. Dalam beberapa peristiwa di 
masa lalu, PLN telah mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius, termasuk setelah terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 1997 
dan pada peristiwa lain ketika Rupiah melemah secara signifikan terhadap USD. Dalam keadaan seperti itu, Pemerintah, melalui PLN, 
melakukan renegosiasi PJBL dan PJBU dengan Perseroan dan ESC dengan Kontraktor KOB, yang menyebabkan pengurangan atas tarif 
yang diterima. Tidak terdapat jaminan bahwa ke depannya PLN akan dapat memenuhi kewajibannya kepada Perseroan berdasarkan PJBL 
atau PJBU yang telah ditandatanganinya atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN tidak akan meminta Perseroan untuk melakukan 
renegosiasi tarif atau ketentuan lain dari setiap PJBL atau PJBU yang telah disepakati, termasuk adanya pengurangan tambahan dalam 
tarif yang dapat Perseroan terima. 
 
Jika PLN berupaya melakukan renegosiasi tarif dan persyaratan lain dalam PJBL dan PJBU, PLN memiliki pengaruh yang signifikan atas 
renegosiasi tersebut mengingat PLN memiliki dan mengoperasikan satu-satunya jaringan listrik di mana listrik didistribusikan di Indonesia. 
Selanjutnya, mengingat bahwa profitabilitas dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembayaran production allowance dari 
Kontraktor KOB bergantung pada pelaksanaan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC, maka setiap renegosiasi tarif ESC dapat 
memiliki dampak pada pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari production allowance. Selain itu, sesuai dengan PJBL dan ESC, 
Perseroan dan Kontraktor KOB tidak akan dapat mendistribusikan listrik langsung ke kepada konsumen tanpa persetujuan terkait biaya 
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sewa jaringan transmisi listrik dari PLN, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan menerima persetujuan tersebut secara tepat waktu, 
atau bahwa Perseroan akan mendapatkan persetujuan tersebut dari PLN.  
 
Berdasarkan PJBL, PJBU, dan ESC, PLN berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan dan Kontraktor KOB dalam USD, 
namun sumber pendapatan utama PLN adalah dalam mata uang Rupiah. Kondisi ekonomi, kondisi moneter dan faktor-faktor lain di 
Indonesia dapat memengaruhi ketersediaan USD di Indonesia, yang kemudian memengaruhi kemampuan PLN untuk membayar 
Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa PLN akan dapat memperoleh USD yang cukup atau bahwa USD yang tersedia akan dialokasikan 
untuk membayar kewajiban dalam mata uang USD yang terutang kepada Perseroan dan Kontraktor KOB. Selain itu, Rupiah di masa lalu 
telah mengalami, dan terus mengalami, volatilitas yang signifikan; khususnya, selama tahun 2022, Rupiah terus mengalami depresiasi 
terhadap USD. Sebagai akibat dari depresiasi Rupiah, biaya dari listrik yang dijual kepada PLN oleh Perseroan atau kepada produsen 
listrik lainnya dapat menjadi tidak terjangkau atau tidak ekonomis bagi PLN. Tidak terdapat jaminan bahwa PLN akan terus memiliki 
pendapatan dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang USD kepada Perseroan, atau bahwa PLN 
akan dapat memperoleh USD yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dan Kontraktor KOB.  
 
Langkah Pemerintah menuju industri ketenagalistrikan yang lebih kompetitif dan telah disahkannya undang-undang ketenagalistrikan pada 
tanggal 23 September 2009, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (ñUU No. 30 
Tahun 2009ò) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (ñUU 
Cipta Kerjaò) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik (ñPeraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012ò), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 
2014 (ñPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014ò), yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 
25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ñPeraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021ò), dapat 
mengakibatkan munculnya pesaing baru dengan jumlah yang banyak bagi PLN, termasuk badan usaha swasta yang dapat 
mendistribusikan tenaga listrik ke pelanggan akhir dalam persaingan langsung dengan PLN. Meskipun belum terdapat pesaing yang timbul 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat kemungkinan di mana pesaing yang timbul dapat beroperasi lebih berhasil daripada PLN, 
dan terdapat kemungkinan PLN tidak dapat berhasil bersaing dengan pesaing baru, dan pengguna akhir listrik dapat memutuskan 
sambungan dari jaringan listrik milik PLN dan menyambung ke milik pesaing baru. Setiap pengurangan jumlah pengguna akhir listrik yang 
terhubung ke jaringan listrik milik PLN akan berdampak negatif terhadap permintaan listrik yang diberikan oleh Perseroan kepada PLN dan 
pada akhirnya memengaruhi pendapatan yang diperoleh Kontraktor KOB dan Perseroan dari PLN, yang akan berdampak material yang 
merugikan pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
Lebih lanjut, sektor listrik independen di Indonesia terfragmentasi, dengan beberapa IPP yang beroperasi di segmen berukuran kecil hingga 
menengah (kapasitas < 400MW) dan besar (> 400MW). Produsen listrik lokal Indonesia umumnya beroperasi di beberapa segmen namun 
sebagian besar berfokus pada segmen berukuran kecil hingga menengah. PLN dan PT Indonesia Power (IP) yang keduanya milik negara, 
adalah pemain lokal terkuat karena keduanya memiliki posisi yang baik di pasar sebagai efek dari warisan dan hubungan mereka dengan 
Pemerintah.  
 
Berdasarkan ketentuan di dalam kontrak PJBU dan ESC, PLN atau IP berkewajiban untuk menyerap dan membeli listrik sesuai dengan 
batas TOP/DOP yang nilainya sebesar 72% - 90% dari jumlah kontrak tahunan (JKT). Besarnya serapan produksi listrik di atas batas nilai 
TOP/DOP, akan mengikuti mekanisme merit order. Merit order ini adalah suatu metode di mana pembangkit dengan biaya yang paling 
murah akan diprioritaskan untuk beroperasi dibandingkan dengan yang lebih mahal, sampai beban tenaga listrik tercukupi. Dalam hal ini, 
Perseroan akan dituntut untuk bersaing dengan IPP lainnya, yang mungkin dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dari Perseroan. 
Oleh karena itu Perseroan tidak dapat memberikan kepastian besaran merit order yang diberlakukan oleh PLN ketika nilai pembangkitan 
kumulatif sudah melebihi nilai TOP/DOP sebesar 72% - 90%. Apabila Perseroan tidak dapat memberikan harga yang kompetitif, Perseroan 
mungkin tidak dapat melakukan penjualan ke PLN dan IP sesuai dengan mekanisme merit order dan karenanya dapat berdampak material 
pada prospek keuangan dan ekspektasi pertumbuhan Perseroan. 
 
Perseroan Mungkin Tidak Berhasil Dalam Mengimplementasikan Rencana Bisnis Jangka Panjang atau Mengelola Pertumbuhan 

Fokus strategi bisnis Perseroan adalah mengembangkan reservoir panas bumi tambahan dan menambah kapasitas terpasang dengan 
membangun pembangkit listrik baru, sehingga memberi Perseroan kemampuan untuk memproduksi listrik dalam jumlah yang lebih besar 
ke PLN, atau untuk menjual listrik ke basis pelanggan yang lebih luas, termasuk potensi untuk ekspor. Dengan demikian, rencana bisnis 
jangka panjang dan pertumbuhan Perseroan di masa depan akan bergantung pada kemampuan untuk menjalankan strategi bisnis serta 
menyelaraskan rencana ekspansi bisnis Perseroan dengan rencana ekspansi bisnis PLN. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan harus 
terus berhasil dalam mengelola WKP yang dimiliki Perseroan saat ini serta terus melakukan penawaran, pengembangan dan 
pengoperasian WKP tambahan. Namun, pengembangan reservoir panas bumi tambahan dan pembangunan fasilitas yang diperlukan 
untuk penambahan kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan tidak akan mungkin terjadi kecuali apabila PLN, Pemerintah dan 
Perseroan dapat menyepakati, dan mematuhi tarif listrik jangka panjang yang mendukung pengembangan tersebut. Selain itu, meskipun 
PLN menyetujui secara prinsip untuk membeli tambahan listrik dari Perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat 
menyelesaikan pembangunan PLTP tambahan secara tepat waktu atau bahwa Perseroan akan dapat menjual listrik yang dihasilkan oleh 
PLTP tambahan tersebut. Sebagai contoh, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh hak atas WKP tambahan atau berhasil 
mengembangkan sumur yang layak digunakan secara komersial di dalam WKP yang dimiliki Perseroan saat ini. Dalam rangka 
merealisasikan strategi pertumbuhan, Perseroan mungkin juga diharuskan untuk terlibat dalam akuisisi atau berkolaborasi dengan operator 
panas bumi lainnya di Indonesia, di mana salah satu dari rencana tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan atau dapat 
menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya lebih besar dari yang diantisipasi. 
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Selanjutnya, karena PLN merupakan distributor tunggal listrik di Indonesia, rencana bisnis Perseroan sangat bergantung pada rencana 
bisnis PLN dan kemampuan PLN untuk secara sukses mengimplementasikan rencana Bisnis secara tepat waktu. Meskipun Perseroan 
dan PLN menjalankan bisnis secara masing-masing dan memiliki rencana ekspansi masing-masing, jika PLN memilih untuk tidak 
melakukan ekspansi atau beroperasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan Perseroan untuk berekspansi, Perseroan secara efektif 
akan dibatasi oleh PLN. Perseroan tidak akan dapat melaksanakan rencana Perseroan sebelum menerima izin dari PLN, terutama izin 
atas akses ke jaringan listrik milik PLN, di mana Perseroan akan mengalirkan listrik yang dihasilkan. Apabila PLN memilih untuk tidak 
melakukan ekspansi dengan cara yang dapat mendukung rencana ekspansi Perseroan, hal tersebut dapat berdampak secara material 
yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Meskipun Perseroan sedang mempertimbangkan peluang untuk memperluas basis pelanggan di luar PLN, termasuk dengan menjual listrik 
ke green energy industry cluster atau untuk diekspor ke negara lain di Asia Tenggara (termasuk namun tidak terbatas, Singapura), tidak 
terdapat jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam menjalankan rencana tersebut. Khususnya, Perseroan mungkin tidak berhasil 
dalam membangun market presence di luar Indonesia, dan di dalam Indonesia Perseroan mungkin tidak dapat memperluas basis 
pelanggan dengan menandatangani kontrak dengan pihak selain PLN, termasuk menandatangani kontrak secara langsung dengan 
pengguna akhir listrik mengingat adanya keabsenan liberalisasi pasar saat ini oleh Pemerintah. 
 
Eksplorasi dan pengembangan panas bumi memerlukan modal yang besar. Selain itu, pembangunan PLTP yang meliputi turbin, generator 
dan peralatan interkoneksi, memerlukan modal yang bahkan lebih besar dibanding dengan eksplorasi panas bumi dan biasanya dilakukan 
secara bertahap selama bertahun-tahun. Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada ñFaktor Risiko - Bisnis Perseroan Merupakan 
Bisnis yang Padat Modal, dan Apabila Pembiayaan Untuk Mendanai Belanja Modal yang Berjumlah Besar Tidak Dapat Diperoleh dengan 
Syarat dan Ketentuan yang Dapat Diterima, Perseroan Mungkin Tidak Dapat Mengimplementasikan Rencana Pengembanganò. Akibatnya, 
Perseroan secara umum mengestimasikan bahwa diperlukan waktu lebih dari satu dekade sebelum pengembalian investasi dari belanja 
modal terkait dengan pengembangan energi panas bumi dapat direalisasikan. Apabila tarif listrik yang dijadikan Perseroan sebagai acuan 
dalam menyusun proyeksi keuangan untuk rencana bisnis jangka panjang Perseroan perlu disesuaikan, terutama setelah belanja modal 
dilakukan, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai tingkat pengembalian investasi yang sesuai dengan proyeksi Perseroan atau bahkan 
mungkin tidak menerima pengembalian sama sekali. 
 
Selanjutnya, Perseroan sedang mengembangkan proyek percontohan untuk menghasilkan hidrogen yang ñgreenò, yaitu hidrogen yang 
diproduksi menggunakan energi terbarukan. Perseroan telah mempersiapkan lokasi di Ulubelu untuk tujuan tersebut dan memperkirakan 
dapat meluncurkan proyek percontohan tersebut pada tahun 2023 dalam skala kecil, dengan menghasilkan sekitar 100 kilogram hidrogen 
per hari yang akan digunakan oleh Pertamina untuk keperluannya sendiri. Dengan asumsi bahwa proyek percontohan tersebut berhasil, 
Perseroan memperkirakan dapat memperluas kapasitas menjadi sekitar satu ton hidrogen per hari dalam lima tahun ke depan, dan sedang 
dalam diskusi awal dengan para offtaker potensial yang berlokasi di luar Indonesia. Namun, terdapat kemungkinan bahwa proyek 
percontohan tersebut tidak berhasil, atau meskipun jika berhasil pada tahap percontohan terdapat kemungkinan tidak berhasil ketika 
diperluas ke skala yang lebih besar. Proyek percontohan tersebut mungkin dapat menghadapi kesulitan akibat, antara lain, kendala teknis 
maupun operasional, kurangnya pengalaman Perseroan dengan teknologi hidrogen, kurangnya pekerja yang terampil, atau akibat 
kesalahan dalam estimasi permintaan pasar dan estimasi biaya. 
 
Selain itu, sehubungan dengan beberapa proyek panas bumi yang akan dikembangkan di masa depan, PLN dan Perseroan belum 
menandatangani PJBL atau PJBU untuk proyek tersebut. Kegagalan oleh PLN atau Perseroan untuk menyepakati PJBL atau PJBU dapat 
berdampak pada pertumbuhan keuangan sehingga dapat memiliki dampak material pada kondisi keuangan Perseroan di masa depan.  
 
Bisnis Perseroan Merupakan Bisnis yang Padat Modal, dan Apabila Pembiayaan Untuk Mendanai Belanja Modal yang Berjumlah 
Besar Tidak Dapat Diperoleh dengan Syarat dan Ketentuan yang Dapat Diterima, Perseroan Mungkin Tidak Dapat 
Mengimplementasikan Rencana Pengembangan 

Perseroan membutuhkan dan akan terus membutuhkan belanja modal yang besar untuk akuisisi, eksplorasi, pengembangan dan produksi 
operasi panas bumi serta proyek-proyek pembangkit listrik. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2020, 
dan 2021, serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2022, total belanja modal yang dikeluarkan 
adalah masing-masing sebesar USD97.075 ribu, USD61.135 ribu, USD34.153 ribu, USD9.249 ribu dan USD11.369 ribu. Per tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkirakan belanja modal untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 diperkirakan akan berjumlah 
masing-masing sekitar sebesar USD60.000 ribu, USD250.000 ribu, dan USD350.000 ribu. Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada 
ñAnalisis dan Pembahasan oleh Manajemen ï Belanja Modalò. Secara historis Perseroan telah mendanai kegiatan operasional melalui 
pinjaman pemegang saham dari Pertamina, dan dengan jumlah yang lebih rendah melalui pinjaman dari institusi lain termasuk Japan 
International Cooperation Agency (ñJICAò) dan World Bank Group. Apabila proyek-proyek panas bumi tertentu yang sedang dikembangkan 
tidak dapat meningkatkan tingkat produksi Perseroan secepat yang diharapkan atau, jika setelah peningkatan produksi tersebut 
pendapatan Perseroan kemudian menurun, kemampuan Perseroan untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk melakukan atau 
menyelesaikan pengeboran di masa depan, pembangunan pembangkit listrik atau program-program lainnya mungkin akan terhambat. Hal 
tersebut dapat menyebabkan Perseroan untuk mencari tambahan modal, baik melalui tambahan pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau 
aksi pasar modal lainnya. Dalam siklus hidup proyek panas bumi, komponen yang paling memerlukan banyak biaya adalah eksplorasi dan 
pengembangan aset panas bumi, yang sebagian besar disebabkan oleh survei elektromagnetik dan gravitasi yang harus Perseroan 
lakukan, analisis data yang dikumpulkan, dan biaya terkait dengan penyewaan peralatan yang diperlukan untuk pengeboran. Tahap 
eksplorasi dan pengembangan tersebut juga merupakan yang paling sulit untuk mendapatkan pembiayaan karena kegiatan eksplorasi dan 
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pengembangan bersifat prospektif dan Perseroan tidak dapat menjamin pemberi pinjaman bahwa Perseroan akan menemukan sumber 
panas bumi yang dapat dikomersialisasikan untuk memenuhi pembayaran kembali seluruh pinjaman.  
 
Kemampuan Perseroan untuk memperoleh modal yang diperlukan dengan syarat-syarat yang dapat diterima bergantung pada berbagai 
ketidakpastian termasuk pembatasan-pembatasan pada kemampuan Perseroan untuk menerima utang tambahan, dan juga apabila 
diperlukan dukungan kredit atau jaminan lain dari pemegang saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan dalam 
jumlah yang dapat diterima secara komersial oleh pemberi pinjaman sehubungan dengan hasil evaluasi calon pemberi pinjaman atas 
kelayakan kredit Perseroan dan sehubungan dengan pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit yang dimiliki dan yang diharapkan 
Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan. Apabila Perseroan akan 
mencari pembiayaan dari pihak ketiga lainnya di masa depan, kemampuan Perseroan untuk menyetujui pembiayaan tersebut akan 
tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal secara umum, tingkat suku bunga, ketersediaan pinjaman dari 
bank-bank atau pemberi pinjaman lain, kepercayaan investor kepada Perseroan serta kondisi politik dan perekonomian di Indonesia. Tidak 
terdapat jaminan bahwa pembiayaan tersebut, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, akan tersedia bagi Perseroan di masa 
depan atau, jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan diperoleh dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi Perseroan.  
 
Dalam hal Perseroan memilih untuk menghimpun utang dalam rangka pendanaan belanja modal Perseroan yang direncanakan, hal 
tersebut dapat menimbulkan risiko tambahan dan membatasi Perseroan, yang, antara lain, dapat: 
Å meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang merugikan secara umum; 
Å mengharuskan Perseroan untuk mengalokasikan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang, sehingga dapat 

mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai belanja modal, kebutuhan modal kerja, dan rencana umum 
perusahaan lainnya; dan/atau 

Å membatasi fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan atau menghadapi perubahan dalam bisnis dan industri Perseroan, baik 
melalui pengenaan batasan keuangan atau kewajiban operasional Perseroan. 

 
Segala ketidakmampuan Perseroan untuk menerima pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh 
Perseroan dapat berdampak secara material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.  
 
Kinerja Keuangan Perseroan Bergantung pada Keberhasilan Pengoperasian Fasilitas, yang Tunduk pada Berbagai Risiko 
Operasional 

Baik biaya operasi maupun kinerja operasi dari fasilitas yang dimiliki Perseroan, yang terdiri dari pembangkit listrik, sistem fasilitas produksi 
di atas permukaan (ñSteamfield Above Ground Systemò atau ñSAGSò), sumur dan seluruh peralatan lain yang diperlukan untuk 
memproduksi uap dan menghasilkan serta menyalurkan tenaga listrik ke PLN dari WKP milik Perseroan, dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor operasi. Sumur produksi, sumur injeksi, fasilitas produksi, dan PLTP bisa saja memerlukan pemeliharaan atau penggantian tak 
terduga yang timbul dari beberapa permasalahan seperti korosi, erosi, kebakaran, dan bencana alam. Korosi yang disebabkan oleh fluida 
panas bumi yang bertemperatur tinggi dengan kandungan salinitas yang tinggi dapat memerlukan penggantian atau perbaikan atas 
peralatan, bejana, atau pipa tertentu. Sumur produksi yang baru mungkin diperlukan untuk menjaga tingkat operasi Perseroan saat ini, 
sehingga memerlukan pengeluaran modal yang substantif dan tidak terduga dari pihak Perseroan. Selain itu, karena Perseroan menjual 
seluruh uap dan listrik yang Perseroan hasilkan kepada PLN berdasarkan kontrak jangka panjang, Perseroan mungkin dapat mengalami 
kesulitan untuk meneruskan seluruh kenaikan biaya yang Perseroan hadapi kepada PLN jika diperlukan belanja modal yang besar. Untuk 
informasi lebih lanjut dapat merujuk pada ñFaktor Risiko - Perseroan Menghadapi Risiko-Risiko yang Berkaitan dengan PLN Sebagai Satu-
Satunya Pembeli (Offtaker) Listrik yang Dihasilkan dari Pembangkit Listrik Perseroan dan Kontraktor KOBò. 
 
Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap, baik kepada offtaker maupun pembangkit listrik Perseroan sendiri, menunjukkan 
terjadinya pembentukan scaling, yaitu akumulasi deposisi mineral, seperti kalsium karbonat dan silika, yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan tingkat produksi. Meskipun Perseroan secara berkala terus membersihkan sumur-sumur tersebut baik menggunakan larutan 
asam maupun secara mekanis untuk menghilangkan scaling yang telah terbentuk, yang diharapkan dapat mengembalikan kemampuan 
produksi sumur-sumur tersebut ke kondisi sebelumnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa seluruh sumur dapat selalu dikembalikan 
sesuai dengan tingkat produksi sebelumnya. Lalu, tidak terdapat jaminan bahwa sumur-sumur milik Perseroan tidak akan lagi mengalami 
penurunan produksi di masa depan karena scaling atau alasan lain termasuk masalah mekanis integritas sumur. Setiap scaling atau 
kendala lainnya yang dialami oleh sumur milik Perseroan dan yang tidak dapat dicegah atau diperbaiki melalui program pemeliharaan, 
dapat berdampak buruk pada tingkat produksi, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan. 
 
Tidak terdapat jaminan bahwa peralatan utama milik Perseroan tidak akan rusak atau gagal beroperasi akibat penuaan, telah usang, atau 
terjadinya malfungsi yang dapat mengakibatkan penangguhan operasi Perseroan atau terjadinya penghentian di salah satu fasilitas yang 
dimiliki Perseroan. Perseroan dapat mengalami kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik, jaringan pipa atau peralatan lain 
seperti turbin, pipa uap, sambungan transformator dan komponen-komponen penting lainnya pada operasi Perseroan, yang dapat 
mengakibatkan Perseroan untuk mengalami penurunan kinerja di bawah tingkat hasil atau efisiensi yang diharapkan. Sebagai contoh, 
pada tahun 2020 di WKP Lahendong milik Perseroan, sebuah transformator mengalami malfungsi, yang mengharuskan Perseroan untuk 
mengganti suku cadang tersebut, namun suku cadang tersebut tidak tersedia selama empat bulan dan akibatnya Perseroan harus 
membatasi kapasitas penyediaan listrik dari pembangkit listrik yang terkena dampak sampai suku cadang tersebut tersedia. Kerusakan 
atau kegagalan pada peralatan milik Perseroan tersebut dapat berdampak negatif bagi Perseroan meskipun hal tersebut terjadi pada 
peralatan milik pihak ketiga yang Perseroan gunakan, seperti saluran transmisi yang dimiliki oleh PLN. 
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Perseroan Bergantung pada Sejumlah Kecil WKP untuk Sebagian Besar Volume Produksi 

Perseroan bergantung pada WKP Kamojang, Ulubelu dan Lahendong untuk sebagian besar dari pendapatan Perseroan. Apabila salah 
satu dari area operasi tersebut tidak beroperasi atau tidak memproduksi uap atau listrik yang biasanya dihasilkan, maka hal tersebut akan 
berdampak pada pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan, terutama apabila dibandingkan dengan operasi di WKP Perseroan yang 
lain. PJBU atau PJBL untuk WKP Kamojang, Ulubelu dan Lahendong dengan PLN mewajibkan Perseroan untuk memproduksi jumlah 
minimum uap dan listrik yang disepakati bersama selama jangka waktu perjanjian. Apabila Perseroan mengalami kendala dalam produksi 
di salah satu WKP tersebut, dan dengan demikian mengalami kesulitan untuk memenuhi komitmen berdasarkan PJBU atau PJBL, 
Perseroan mungkin tidak dapat mendapatkan sumber uap dan listrik tambahan untuk memenuhi PJBU atau PJBL antara Perseroan dengan 
PLN. Hal tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan denda atau sanksi lainnya dan pada kasus ekstrem dapat memengaruhi 
hubungan baik yang terjalin antara Perseroan dan PLN saat ini. Selanjutnya apabila kegagalan terus berlangsung dan tidak dapat diperbaiki 
dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PLN dapat menangguhkan atau mengakhiri PJBU atau PJBL dengan Perseroan, 
yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada 
ñAnalisis dan Pembahasan Oleh Manajemen - Komponen Utama Laporan Laba Rugi Perseroan ï Pendapatan Usahaò . 
 
Kegiatan Operasional Perseroan Berpotensi Membahayakan Personel Perseroan 

Kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya panas bumi memiliki risiko bahaya operasi yang signifikan seperti 
semburan liar sumur dan pipa pecah, serta risiko keselamatan kerja seperti kebisingan, keracunan gas berbahaya, dan penanganan alat 
berat. Setiap risiko tersebut dapat mengakibatkan cedera atau kematian pada personel Perseroan. Walaupun Perseroan telah 
mempersiapkan, dan secara rutin melatih personel untuk menangani keadaan darurat tersebut, apabila Perseroan tidak dapat 
mengantisipasi keadaan tersebut atau tidak dapat segera memperbaiki kerusakan akibat kecelakaan tersebut, maka akan berdampak pada 
kegiatan operasional Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak secara material pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
Walaupun Perseroan belum pernah mengalami kejadian bahaya operasi yang signifikan di masa lalu, Perseroan tidak dapat menjamin 
bahwa salah satu dari bahaya operasi yang signifikan ini tidak akan terjadi di masa depan, yang akan mengakibatkan dampak material 
pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Perseroan Tunduk pada Seperangkat Hukum dan Peraturan yang Kompleks 

Operasi saat ini dan masa depan Perseroan, termasuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembangkitan listrik dari pembangkit listrik, 
memerlukan lisensi dan izin dari berbagai otoritas pemerintah. Operasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, konstruksi, kepemilikan dan pengoperasian proyek-proyek 
pembangkit listrik swasta di Indonesia, impor, pajak, standar tenaga kerja, kesehatan kerja, pembuangan limbah, zat beracun, penggunaan 
lahan, pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan proyek dan hal-hal terkait lainnya. 
Perseroan juga mungkin mengalami peningkatan biaya dalam produksi serta kegiatan operasional lainnya sebagai dampak dari kewajiban 
Perseroan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, lisensi, dan izin yang berlaku. Selain risiko kepatuhan, tidak terdapat jaminan 
bahwa Perseroan akan dapat memperoleh seluruh persetujuan atau lisensi dan izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Perseroan 
sesuai rencana. Sebagai contoh, Perseroan belum berhasil memperoleh izin khusus untuk beroperasi di WKP Sungai Penuh yang terletak 
di hutan lindung. Izin, lisensi dan studi tambahan, yang mungkin mencakup studi dampak lingkungan yang dilakukan sebelum lisensi dan 
izin dapat diperoleh, mungkin diperlukan sebelum dilaksanakannya pengembangan WKP atau pengoperasian pembangkit listrik, dan tidak 
terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh atau memelihara seluruh lisensi atau izin yang disyaratkan. 
 
Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan PJBL pada WKP Karaha Cakrabuana, Perseroan diwajibkan untuk mengalihkan jaringan transmisi 
yang menghubungkan PLTP Perseroan ke jaringan PLN dalam waktu 30 hari sejak tanggal 6 April 2018 (tanggal operasi komersial PLTP 
Karaha), yang juga merupakan tanggal di mana pembangunan jaringan transmisi tersebut diselesaikan. Perseroan telah berusaha untuk 
menyelesaikan kewajiban tersebut dalam beberapa kesempatan, namun berbagai masalah administrasi, termasuk tidak berhasilnya proses 
pengalihan izin kehutanan dan tanah tertentu sehubungan dengan lokasi jaringan transmisi, telah menghalangi Perseroan untuk dapat 
menyelesaikan proses pengalihan jaringan transmisi tersebut. Perseroan meyakini bahwa ketidakmampuan dalam melakukan pengalihan 
jaringan transmisi tidak mengakibatkan pelanggaran PJBL yang mengatur WKP Karaha Cakrabuana, mengingat Perseroan telah berupaya 
dengan itikad baik untuk melakukan pengalihan, dan PLN belum menunjukkan intensi untuk menyatakan adanya pelanggaran atas PJBL. 
Adapun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa PLN tidak akan menyatakan adanya pelanggaran di masa mendatang, dan apabila 
dinyatakan adanya pelanggaran, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan terus mengoperasikan jaringan transmisi dan menanggung biaya pemeliharaan non-
material serta biaya terkait lainnya. Perseroan pada umumnya tidak berwenang untuk mengoperasikan jaringan transmisi, namun 
berdasarkan keadaan yang disebutkan di atas serta diskusi yang dilakukan dengan regulator langsung, Perseroan meyakini bahwa tidak 
terdapat pelanggaran peraturan apa pun sebagai akibat dari pengoperasian jaringan transmisi tersebut. Namun, Perseroan tidak dapat 
menjamin bahwa regulator yang berbeda akan terus menyetujui posisi Perseroan, atau bahwa regulator langsung Perseroan tidak akan 
mengubah pandangan atau keputusan tersebut di masa mendatang, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kewajiban perdata 
dan/atau administratif bagi Perseroan. 
 
Kegagalan Perseroan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perizinan atau persyaratan izin yang berlaku dapat mengakibatkan 
sanksi berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk perintah yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur atau pengadilan yang 
menyebabkan operasi Perseroan dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup tindakan korektif yang memerlukan belanja modal, 
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pemasangan peralatan tambahan, modifikasi, atau pembongkaran, di mana hal tersebut akan berdampak negatif dan material terhadap 
bisnis, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.  
 
Perseroan Bergantung Pada Peralatan, Suku Cadang serta Jasa Penunjang untuk Operasi Eksplorasi dan Pengeboran  

Pengadaan peralatan, suku cadang dan jasa penunjang Perseroan kepada pihak ketiga diperlukan untuk melakukan operasi eksplorasi 
dan pengeboran, dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peralatan, suku cadang dan jasa penunjang tersebut akan selalu segera 
tersedia ketika Perseroan membutuhkannya saat itu juga atau bahwa jika peralatan tersedia, peralatan tersebut akan berfungsi. 
Selanjutnya, mengingat kemiripan antara operasi pengeboran Perseroan dan operasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas, 
Perseroan tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan panas bumi lainnya, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan minyak 
dan gas dalam melakukan pengadaan peralatan, suku cadang atau jasa penunjang tersebut, di mana hal-hal tersebut memiliki pasokan 
yang sedikit mengingat jumlah kegiatan pengeboran yang relatif tinggi di Indonesia. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh peralatan 
dan jasa penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan rencana eksplorasi dan pengeboran, atau jika peralatan yang Perseroan miliki 
tidak berfungsi dan diharuskan untuk mendapatkan suku cadang, Perseroan mungkin harus menunda rencana tersebut atau membatasi 
beberapa kegiatan operasional, yang mungkin dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk mengomersialkan cadangan 
sumber daya panas bumi secara tepat waktu. Selanjutnya, bergantung pada kompleksitas proyek-proyek Perseroan, dinamika persaingan 
pasar, dan ketersediaan serta harga peralatan eksplorasi dan pengeboran, suku cadang dan jasa penunjang, terdapat kemungkinan bahwa 
Perseroan harus membayar lebih dari yang telah diantisipasi sebelumnya dalam rangka mengimplementasikan rencana Perseroan.  
 
Selain itu, beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan memiliki ukuran yang sangat besar atau bersifat 
spesifik untuk proyek tertentu. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa unit pengganti tidak ready stock sehingga tidak tersedia dengan 
cepat, dan bahkan apabila tersedia, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu untuk mengangkutnya dalam waktu singkat 
mengingat ukurannya yang sangat besar dan diperlukannya peralatan khusus untuk melakukan pengangkutan. Setiap perpanjangan 
jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan, memproduksi atau mengangkut unit-unit pengganti tersebut dapat menyebabkan 
terjadinya keterlambatan penggantian unit dapat memiliki dampak negatif pada kegiatan operasional Perseroan yang menyebabkan 
berkurangnya pendapatan. Terjadinya atau berlanjutnya salah satu risiko tersebut dapat meningkatkan biaya operasi, mengurangi 
pembayaran tarif yang diterima dari offtaker berdasarkan PJBU dan PJBL, dan dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, 
serta hasil operasi Perseroan. 
 
Dalam hal terjadi hambatan atau keterlambatan dalam ketersediaan peralatan, suku cadang dan jasa penunjang yang disediakan oleh 
pihak ketiga, Perseroan tidak akan dapat melakukan proyek-proyek eksplorasi dan pengeboran sampai kendala tersebut diperbaiki atau 
sampai Perseroan menemukan sarana alternatif untuk mendapatkan peralatan, suku cadang dan jasa penunjang yang dibutuhkan. Sarana 
alternatif tersebut, jika tersedia, dapat mengakibatkan peningkatan biaya, dan dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap 
rencana ekspansi, program pengeboran, dan kondisi keuangan Perseroan. 
 
Perseroan Memerlukan Jumlah Modal Kerja yang Signifikan untuk Melakukan Kegiatan Operasional 

Perseroan menggunakan jumlah kas yang besar dalam melakukan kegiatan operasional, termasuk untuk pengembangan lapangan uap 
dan PLTP yang dimiliki Perseroan. Perseroan mendanai kegiatan operasional dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan 
berbagai pinjaman lainnya yang telah diperoleh. Sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi yang diterima Perseroan berasal dari pihak 
afiliasi, termasuk PLN, yang mana Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pembayaran atas listrik yang Perseroan produksi dan jual 
kepada PLN dapat terus diterima dengan tepat waktu. Apabila pendapatan Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal 
kerja sebagai akibat dari tidak diterimanya kas dari pihak-pihak afiliasi tersebut, atas sebagai akibat dari peningkatan arus kas keluar, 
Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh modal kerja yang cukup untuk mempertahankan kegiatan operasional dan mungkin harus 
mencari sumber pendanaan alternatif. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan tidak akan mencatatkan arus kas 
negatif di masa depan apabila hal tersebut terjadi. Apabila Perseroan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari aktivitas operasi, 
atau apabila Perseroan tidak dapat memperoleh atau mempertahankan arus kas dan fasilitas perbankan yang memadai, dapat 
menyebabkan Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk mendanai aktivitas operasi dan memenuhi persyaratan likuiditas. 
 
Tumbuhnya Otonomi Daerah Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Tidak Pasti bagi Perseroan dan Dapat Meningkatkan Biaya 
Perseroan Dalam Melakukan Bisnis  

Menanggapi meningkatnya permintaan dan penegasan otonomi di pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Pemerintah telah memberikan 
otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Perubahan tersebut telah memperbolehkan pengenaan pajak dan pungutan lain oleh 
pemerintah daerah pada bisnis yang berada di dalam yurisdiksi pemerintah daerah dan sering kali memerlukan partisipasi dan investasi 
dalam bisnis tersebut oleh pemerintah daerah. Meskipun aturan dan peraturan, termasuk pajak dan pungutan serupa, yang mengatur 
industri panas bumi di Indonesia seluruhnya ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah yang 
mengatur wilayah di mana Perseroan melakukan operasi tidak akan mencoba untuk memberlakukan pajak atau retribusi mereka sendiri 
kepada Perseroan. Sebagai contoh, terdapat beberapa peristiwa di mana pemerintah daerah mencoba mengenakan pajak pada 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi pemerintah daerah tersebut. Sampai saat ini, Perseroan belum pernah dikenakan 
pajak pemerintah daerah tersebut, dan hanya dikenakan Bagian Pemerintah yaitu pajak ñall inclusiveò sebesar 34% dari pendapatan 
operasional bersih. Namun tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan terkena dampak negatif dari pajak pemerintah daerah 
tersebut di masa depan. Selanjutnya, peningkatan otonomi daerah dapat menyebabkan Perseroan menghadapi risiko tertentu termasuk 
peningkatan regulasi terhadap bisnis Perseroan, biaya kepatuhan lingkungan dan biaya lain dalam menjalankan bisnis yang dapat 
menciptakan ketidakpastian karena membuat Perseroan diatur oleh peraturan yang tumpang-tindih. Apabila biaya atau beban tambahan 
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tersebut terwujud, hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi 
Perseroan. 
 
Perseroan Mungkin Terdampak Risiko yang Terkait Dengan Usaha Patungan dan Kemitraan Strategis di Masa Depan 

Perseroan baru-baru ini menandatangani framework agreement dengan PT PLN Gas & Geothermal (anak perusahaan PLN di bidang 
infrastruktur gas midstream dan pengembangan PLTP) (ñPLNGGò) dalam pengembangan bersama untuk beberapa aset tertentu. 
Negosiasi lebih lanjut dengan PLN akan diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pengaturan yang berkaitan dengan PLNGG. Selain itu, 
Perseroan di masa depan mungkin memutuskan untuk ikut serta dalam usaha patungan atau kemitraan strategis lainnya. Usaha patungan 
dan mitra strategis tersebut akan memiliki kendali atas operasi dari usaha patungan yang Perseroan putuskan untuk ikut serta. Akibatnya, 
setiap investasi yang Perseroan lakukan dalam usaha patungan dan kemitraan strategis akan memiliki risiko yang berbeda dengan risiko 
yang dimiliki dalam kepemilikan penuh atau pengoperasian aset secara mandiri. Risiko tersebut mencakup kemungkinan bahwa usaha 
patungan atau mitra strategis: memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis yang tidak konsisten atau akan menjadi tidak konsisten 
dengan kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis Perseroan; berada dalam posisi untuk mengambil tindakan yang bertentangan 
dengan (atau memiliki hak veto atas) instruksi, permintaan, kebijakan, atau tujuan Perseroan; menyebabkan usaha patungan menjadi 
memiliki liabilitas yang melebihi dari yang direncanakan; mengambil tindakan yang mengurangi imbal hasil investasi Perseroan; atau 
mengambil tindakan yang dapat merusak reputasi Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan bisnis. Selain 
itu, Perseroan dapat terlibat dalam perselisihan dengan mitra usaha patungan dan mitra strategis, yang dapat menyebabkan kebuntuan 
atau situasi yang dapat membahayakan usaha patungan, yang mana dapat mengurangi pendapatan atau meningkatkan biaya Perseroan. 
 
Perseroan Mungkin Dapat Terlibat dalam Proses Akuisisi yang Memiliki Risiko di Masa Depan 

Perseroan memiliki kemungkinan di masa depan untuk mencari akuisisi strategis yang dapat memperluas bisnis panas bumi dan aktivitas 
di industri panas bumi secara umum. Perseroan mungkin tidak dapat mengidentifikasi peluang atau menyelesaikan akuisisi atau mungkin 
tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang dapat diterima atau bahkan tidak dapat memperoleh pembiayaan sama 
sekali, atau jika Perseroan menyelesaikan akuisisi, Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan manfaat yang diantisipasi dari akuisisi 
tersebut. Proses mengintegrasikan operasi yang diakuisisi ke dalam operasi Perseroan yang telah ada dapat mengakibatkan permasalahan 
yang tidak terduga dan mungkin memerlukan sumber daya keuangan yang seharusnya tersedia untuk pengembangan berkelanjutan atau 
perluasan operasi yang telah ada. Akuisisi lebih lanjut di masa depan dapat mengakibatkan timbulnya utang tambahan, kewajiban 
kontingensi dan peningkatan belanja modal, bunga dan biaya lainnya, yang dapat memiliki dampak material yang merugikan bisnis, kondisi 
keuangan, dan hasil operasi Perseroan dengan mengurangi laba bersih atau meningkatkan total kewajiban Perseroan, atau keduanya. 
 
Perseroan Mungkin Tidak Dapat Mengonversi Seluruh WKP yang Dimiliki Menjadi IPB Setelah Berakhirnya Masa Berlaku WKP 

Perseroan mengoperasikan 12 WKP berdasarkan satu kuasa pengusahaan yang diberikan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat 
Keputusan No. 2067 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penegasan Wilayah Kuasa dan Perubahan Batas-Batas Koordinat 
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy (ñKuasa Pengusahaanò). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, sebagaimana dicabut sebagian 
oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ñPP No. 7 Tahun 
2017ò), Kuasa Pengusahaan Perseroan akan berakhir pada tanggal 17 September 2044. Setelah berakhir, Kuasa Pengusahaan Perseroan 
tidak akan otomatis diubah menjadi IPB. Berdasarkan Pasal 126(2) PP No. 7 Tahun 2017, Perseroan wajib mengajukan permohonan 
kepada Kementerian ESDM untuk memperpanjang dan mengonversi Kuasa Pengusahaan Perseroan menjadi IPB dalam waktu paling 
lambat tiga tahun sebelum berakhirnya Kuasa Pengusahaan. Sedangkan untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan, PP No. 7 Tahun 2017 
menyatakan bahwa IPB akan diberikan dengan jangka waktu sampai dengan 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun tanpa 
batasan perpanjangan. Dalam mengkaji permohonan tersebut, menurut Pasal 78(5) PP No. 7 Tahun 2017, Kementerian ESDM akan 
mempertimbangkan (i) potensi cadangan sumber daya panas bumi di dalam WKP; (ii) kepastian dan kebutuhan pasar; (iii) kelayakan 
teknis, ekonomis dan lingkungan; dan (iv) manfaat bagi Pemerintah. Dengan demikian, apabila Perseroan gagal dalam memenuhi kriteria 
tersebut untuk salah satu dari 12 Kuasa Pengusahaan yang dimiliki Perseroan, Kementerian ESDM dapat menolak permohonan Perseroan 
untuk mengubah Kuasa Pengusahaan menjadi IPB untuk salah satu dari WKP yang relevan. Dalam keadaan tersebut, bisnis, kondisi 
keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. 
 
Perseroan Mungkin Tidak Dapat Mengonversi KOB yang Mengatur Operasi Kontraktor KOB di Dalam WKP Perseroan Menjadi 
IPB Setelah Berakhirnya KOB 

Perseroan memegang hak-hak atas WKP di mana Kontraktor KOB beroperasi, yaitu WKP Darajat, Salak, Wayang Windu, Bedugul, dan 
Sarulla dan Perseroan telah menandatangani KOB dengan Kontraktor KOB. KOB tersebut memberikan hak kepada Kontraktor KOB untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan energi panas bumi di wilayah tersebut. UU No. 21 Tahun 2014 dan PP No. 7 Tahun 2017, 
menyatakan bahwa KOB yang telah ditandatangani sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2014 akan tetap berlaku selama sisa masa 
berlaku dari masing-masing KOB dan wajib diubah menjadi IPB setelah masa berlakunya habis. UU No. 21 Tahun 2014 dan PP No. 7 
Tahun 2017 tidak menyebutkan apakah pihak pemegang kuasa pengusahaan atau pihak kontraktor yang merupakan pihak yang berhak 
untuk mengubah KOB menjadi IPB, dan tidak juga menyatakan apakah pihak pemegang kuasa pengusahaan atau pihak yang mengajukan 
permohonan IPB yang akan memperoleh hak-hak atas WKP pasca konversi KOB menjadi IPB dilakukan. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2021, Perseroan meminta klarifikasi kepada Kementerian ESDM terkait penafsiran mengenai siapa yang berhak 
secara hukum untuk mengajukan perpanjangan KOB ke IPB. Berdasarkan Surat No.T-1691/EK.04/DJE/2021 tanggal 30 Juli 2021 (ñSurat 
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EBTKEò), EBTKE mengklarifikasi bahwa Perseroan berhak untuk mengubah KOB menjadi IPB. Adapun, Surat EBTKE bukan merupakan 
(dan tidak ditafsirkan sebagai) jaminan yang diberikan oleh Kementerian ESDM, dan Surat EBTKE tidak dapat membebankan atau 
menciptakan suatu kewajiban atau perbuatan hukum yang mengikat kepada Pemerintah. Dengan demikian, apabila Kementerian ESDM 
mencabut Surat EBTKE dan apabila selanjutnya ditentukan bahwa IPB akan diberikan kepada Kontraktor KOB dan bukan kepada 
Perseroan meskipun kuasa pengusahaan saat ini dipegang atas nama Perseroan, atau apabila Kontraktor KOB yang harus mengajukan 
permohonan IPB dan sebagai akibatnya kuasa pengusahaan akan dialihkan kepada Kontraktor KOB, Perseroan dapat kehilangan hak 
untuk beroperasi di WKP. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat mengonversi KOB menjadi IPB secara tepat waktu karena 
ketidakjelasan batas waktu dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengonversi KOB menjadi IPB yang dijelaskan dalam 
peraturan-peraturan tersebut. Dalam keadaan tersebut, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara 
negatif. 
 
Beberapa Masa Berlaku Hak Atas Tanah Perseroan Telah Berakhir dan Kegiatan Operasional Perseroan Dapat Secara Signifikan 
Dipengaruhi oleh Kemampuan untuk Mendapatkan, Memelihara dan Memperbarui Hak Atas Tanah Dan Izin Penggunaan/ 
Pemanfaatan Kawasan Hutan 

Beberapa kegiatan operasional Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, 
memelihara dan memperbarui hak atas tanah dan izin penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan yang relevan atas tanah yang digunakan 
oleh Perseroan untuk kegiatan proyek dan area operasi di seluruh WKP Perseroan. Hak atas tanah dan izin penggunaan/ pemanfaatan 
kawasan hutan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dari waktu ke waktu Perseroan melakukan 
koordinasi dan monitoring baik di internal Perseroan maupun dengan stakeholder dan instansi terkait dalam memelihara keberlakuan lahan 
yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk dapat melaksanakan kegiatan proyek dan area operasi. Saat ini, terdapat beberapa hak atas tanah 
Perseroan yang masih atas nama Pertamina, dan saat ini masih dalam proses pendaftaran ulang hak atas tanah menjadi atas nama 
Perseroan. 
 
Saat ini Perseroan juga sedang dalam proses memperbarui beberapa hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya. Apabila Perseroan 
tidak dapat mendaftarkan kembali tanah-tanah tersebut atas nama Perseroan atau gagal dalam memperbarui hak atas tanah secara tepat 
waktu dan dengan persyaratan yang menguntungkan, maka dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan 
operasional di WKP terkait. Dalam kasus yang ekstrem, hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan untuk menangguhkan atau 
menghentikan kegiatan operasional di WKP tersebut, atau menyebabkan adanya klaim dari pihak ketiga untuk memperebutkan hak atas 
tanah tersebut. Selain itu, ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan atau persyaratan apa pun terkait penggunaan lahan 
dapat mengakibatkan penangguhan operasi, pengenaan tindakan perbaikan atau menimbulkan kewajiban lain yang dapat mengakibatkan 
biaya yang signifikan, termasuk biaya kepatuhan mengingat Perseroan harus mengeluarkan modal tambahan dalam memenuhi 
persyaratan untuk melakukan operasi Perseroan.  
 
Sehubungan dengan hak atas tanah di kawasan hutan dan izin-izin lain yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
perpanjangan hak-hak tersebut pada saat dan ketika izin-izin tersebut berakhir akan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat itu. 
Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, izin-izin tersebut dapat diperpanjang dan Perseroan secara historis telah 
berhasil menyelesaikan permohonan untuk memperpanjangnya, akan tetapi tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh 
perpanjangan tersebut di masa mendatang, atau jika Perseroan melakukannya, bahwa perpanjangan izin tersebut akan diperoleh dengan 
syarat-syarat yang wajar secara komersial. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak atas 
tanah atas bidang-bidang tanah yang relevan di salah satu WKP Perseroan, atau jika Perseroan harus mengeluarkan biaya tambahan 
yang signifikan untuk mendapatkan atau memperbarui hak atas tanah tersebut, maka bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan 
akan terpengaruh negatif secara material. 
 
Perseroan Tunduk Pada Kendali Pemerintah dan/atau Pertamina Secara Tidak Langsung  

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai, Pemerintah, melalui Pertamina, akan secara tidak langsung memiliki sekitar 75% 
saham Perseroan melalui kepemilikan saham Pertamina dalam PPI dan Pedeve yang keduanya merupakan pemegang saham langsung 
Perseroan. Akibatnya, Pemerintah dan/atau Pertamina tetap memiliki pengaruh atas strategi dan operasi Perseroan dan dapat 
memengaruhi keputusan atas hal-hal yang membutuhkan hak suara pemegang saham Perseroan, termasuk komposisi direksi dan dewan 
komisaris Perseroan, serta penentuan waktu pembayaran dividen. Selanjutnya, keputusan pemegang saham untuk menyetujui hal-hal 
yang memerlukan persetujuan melalui 2/3 atau 3/4 suara mayoritas pemegang saham, seperti perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau 
merger, konsolidasi atau permohonan pailit, hanya dapat disahkan dengan dukungan dari Pemerintah dan/atau Pertamina. Kepentingan 
Pemerintah dan/atau Pertamina mungkin sejalan, atau mungkin bertentangan dengan, kepentingan pemegang saham minoritas 
sehubungan dengan keputusan pemungutan suara tersebut. Tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah akan melaksanakan kendali dan 
pengaruhnya, termasuk sehubungan dengan pemilihan komisaris atau direktur Perseroan, dalam cara yang menguntungkan para 
pemegang saham publik Perseroan. 
 
Sebagai pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan, Pemerintah dan/atau Pertamina juga dapat memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap operasi sehari-hari dan manajemen Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan diwajibkan untuk mengadopsi dan 
mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi (ñITò) yang terintegrasi dengan Pertamina dan masing-masing anak perusahaannya 
(Grup Pertamina), sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-46/C00000/2020-S0 tentang 
Pengelolaan Layanan Terintegrasi Shared Services di Lingkungan Holding/Subholding/Anak Perusahaan & Afiliasi. Untuk menggunakan 
layanan tersebut, Perseroan membayar masing-masing sebesar USD393 ribu, USD417 ribu, dan USD425 ribu untuk tahun yang berakhir 
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pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021. Kepentingan Pemerintah dan/atau Pertamina dapat sewaktu-waktu bertentangan dengan 
kepentingan para pemegang saham publik Perseroan. Meskipun di masa lalu Perseroan telah melaksanakan, dan memperkirakan akan 
menegosiasikan seluruh transaksi pihak berelasi berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha (armôs-length basis) dan telah mengadopsi 
prosedur untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi, benturan kepentingan dapat terjadi antara Perseroan, afiliasi Perseroan, dan 
badan usaha milik Pemerintah lainnya. Setiap benturan kepentingan tersebut di atas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek usaha Perseroan. 
 
Perseroan Menghadapi Risiko yang Berasal dari Operasi Kontraktor KOB di WKP Perseroan 

Selain WKP yang Perseroan operasikan sepenuhnya sendiri dan WKP di mana Perseroan memproduksi uap dan memilih IPP untuk 
membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dengan uap yang Perseroan jual kepada IPP, Perseroan 
juga memiliki beberapa WKP di mana Perseroan melakukan kerja sama dengan Kontraktor KOB melalui penandatanganan KOB yang 
disetujui oleh Menteri ESDM (d/h Menteri Pertambangan dan Energi). Sehubungan dengan kerja sama berdasarkan KOB, Kontraktor KOB 
melakukan seluruh proses sendiri di WKP Perseroan, mulai dari eksplorasi dan pengembangan, produksi, pembangunan infrastruktur 
sistem fasilitas produksi di atas permukaan (steamfield above ground system) serta PLTP dan peralatan interkoneksi ke jaringan PLN, 
termasuk memperoleh perizinan dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. 
 
Sebelum Kontraktor KOB memulai operasi di dalam WKP Perseroan, Perseroan menandatangani KOB dengan Kontraktor KOB yang 
menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seluruh pihak serta syarat-syarat lain yang penting bagi pihak yang beroperasi di dalam 
WKP Perseroan. Bagian dari kewajiban-kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh Kontraktor KOB adalah bahwa Kontraktor KOB 
harus memperoleh izin dari seluruh otoritas Pemerintah dan pemerintah daerah sebelum memulai kegiatan operasional, akan melakukan 
operasinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan selalu mengikuti ketentuan hukum, akan bertanggung 
jawab atas dampak operasi yang dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, serta merehabilitasi WKP sebelum berhenti 
beroperasi. Meskipun KOB yang telah Perseroan setujui dengan Kontraktor KOB dirancang untuk melindungi Perseroan apabila Kontraktor 
KOB melakukan operasi dengan cara yang tidak sesuai dengan KOB, atau apabila Kontraktor KOB tidak dapat memenuhi kewajibannya 
berdasarkan KOB, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa KOB yang telah disetujui dapat memberikan perlindungan atas ganti rugi yang 
mencukupi bagi Perseroan, terutama dalam hal terjadinya kerusakan total (total loss) atau skenario kasus terburuk lainnya. 
 
Dalam hal Kontraktor KOB mengalami peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari bencana alam atau bencana lainnya, mengalami 
kerusakan total (total loss), tidak memiliki modal kerja yang cukup untuk melanjutkan operasi, menghadapi permasalahan tenaga kerja 
yang menghentikan operasi sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, diakuisisi oleh perusahaan lain yang menyebabkan pengoperasian 
WKP tidak sejalan dengan rencana masa depan Kontraktor KOB, atau apabila Kontraktor KOB tidak dapat memenuhi kewajiban yang 
dimiliki kepada Perseroan, maka terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan diharuskan untuk mengambil alih dan mengoperasikan 
WKP, terlepas dari kondisi apa pun yang sedang dialami WKP, atau untuk mengosongkan WKP dari peralatan operasional yang tersisa 
sebelum dapat merehabilitasi WKP. Apabila hal tersebut terjadi, maka operasi Perseroan akan terbebani dan berpotensi untuk 
menghambat operasi Perseroan di masa depan, sehingga Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya 
yang diperlukan untuk menanggung kewajiban-kewajiban yang dimiliki Kontraktor KOB berdasarkan KOB. Selanjutnya, terlepas dari KOB 
yang telah Perseroan setujui dengan Kontraktor KOB, otoritas Pemerintah atau pemerintah daerah dapat meminta Perseroan untuk 
menanggung tanggung jawab Kontraktor KOB, sehingga dapat membuat kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan WKP 
menjadi bergantung pada asumsi bahwa Perseroan gagal dalam memenuhi kewajiban Kontraktor KOB secara penuh. Hal tersebut dapat 
semakin membebani operasi Perseroan, dan tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat berhasil menutupi biaya apa pun yang 
disebabkan oleh Kontraktor KOB sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban Kontraktor KOB kepada Perseroan. Meskipun peristiwa 
tersebut belum pernah terjadi, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi, dan mengingat bahwa 
peristiwa tersebut belum pernah terjadi, Perseroan tidak dapat memprediksi dampak dari peristiwa tersebut, namun, permasalahan apa 
pun yang timbul dari tidak dipenuhinya kewajiban KOB Kontraktor berdasarkan KOB dapat memiliki dampak material yang merugikan pada 
reputasi, bisnis, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Pertanggungan Asuransi Perseroan Mungkin Tidak Cukup untuk Menutupi Seluruh Risiko yang Perseroan Hadapi  

Perseroan secara langsung memegang polis asuransi untuk asuransi semua risiko properti dan asuransi liabilitas umum. Tidak terdapat 
jaminan bahwa hasil klaim asuransi dari polis tersebut akan cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita atau bahwa asuransi 
dari polis terkait akan terus tersedia di masa depan dalam jumlah yang memadai untuk menanggung kerugian operasional atau kerusakan 
properti. Sebagai contoh, gempa bumi di Kamojang telah menyebabkan kerusakan signifikan pada Unit 4 pembangkit listrik Perseroan 
pada tahun 2017. Total kerugian sehubungan dengan gempa bumi tersebut adalah sebesar USD687,8 ribu, sedangkan hasil klaim asuransi 
yang Perseroan terima hanya sebesar USD502,3 ribu. Kerugian yang lebih besar dari hasil klaim asuransi telah didanai dari cadangan kas 
dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa depan tidak akan lagi menderita kerugian yang melebihi pertanggungan asuransi, 
yang pada akhirnya akan mengharuskan Perseroan untuk menggunakan cadangan kas. Apabila hasil klaim asuransi tidak cukup untuk 
menutupi seluruh kerugian yang diderita, hal tersebut dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Polis asuransi Perseroan dapat diperpanjang setiap tahun. Berbagai faktor di luar kendali dapat memengaruhi ketersediaan pertanggungan 
asuransi serta tingkat premi untuk polis Perseroan. Sebagai contoh, akibat dari pandemi, klaim asuransi Perseroan sehubungan dengan 
kerugian yang timbul dari pandemi mengakibatkan terjadinya peningkatan atas premi tahunan untuk asuransi properti sebesar USD145,5 
ribu. Apabila ketersediaan pertanggungan asuransi berkurang secara signifikan, Perseroan mungkin akan terdampak risiko tertentu yang 
tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan oleh Perseroan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pertanggungan asuransi yang 
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komprehensif akan tersedia di masa depan atau dengan tarif yang wajar secara komersial. Apabila tingkat premi untuk pertanggungan 
asuransi yang diperlukan untuk operasi atau fasilitas Perseroan meningkat secara signifikan, Perseroan dapat mengeluarkan biaya yang 
jauh lebih tinggi untuk pertanggungan tersebut, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.  
 
Perseroan tidak sepenuhnya mengasuransikan seluruh bahaya operasi, termasuk risiko menjalankan bisnis di Indonesia, gangguan bisnis, 
risiko renegosiasi atau pembatalan kontrak-kontrak yang ada, perubahan kebijakan perpajakan, pembatasan pertukaran mata uang, 
perubahan kondisi politik atau fluktuasi moneter internasional. Apabila operasi Perseroan mengalami kerugian material yang tidak 
diasuransikan atau apabila terdapat kerugian yang diasuransikan secara signifikan melebihi pertanggungan asuransi yang tersedia, bisnis, 
kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara merugikan. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan kembali 
hasil klaim sesuai dengan polis asuransi mungkin bergantung pada batasan keuangan atas tanggung jawab masing-masing perusahaan 
asuransi Perseroan. Mungkin juga terdapat ambang batas pada jumlah kerugian yang diderita dan durasi kerugian atau gangguan bisnis 
sebelum hasil klaim asuransi dibayarkan kepada Perseroan. Perseroan juga dapat dikenakan pembatasan jumlah yang dapat diperoleh 
kembali untuk jenis kerugian tertentu yang ditimbulkan oleh kerusakan properti. Ketentuan polis asuransi tersebut dapat membatasi 
kemampuan Perseroan untuk mengklaim jumlah penuh dari kerugian yang dialami Perseroan, yang mungkin memiliki dampak material 
yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.  
 
Gangguan atau Peretasan pada Sistem Information Technology atau Sistem Keamanan Informasi Dapat Berdampak Buruk pada 
Operasi Perseroan. 

Aktivitas Perseroan bergantung pada reliabilitas dan keamanan dari sistem IT yang dimiliki Perseroan. Sistem IT Perseroan dapat 
terganggu karena kegagalan teknis, serangan siber seperti virus maupun jenis serangan lainnya, pemadaman listrik atau jaringan, atau 
bencana alam. Ancaman siber saat ini terus berkembang. Serangan menjadi lebih canggih dengan teknik yang diperbarui secara teratur 
sebagai akibat dari transformasi digital yang memperkuat eksposur dari ancaman siber tersebut. Akibatnya, aktivitas dan aset Perseroan 
dapat mengalami kerusakan yang serius, layanan kepada pelanggan dapat terganggu, kekayaan intelektual yang material dapat 
dibocorkan, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan pelanggaran peraturan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada 
bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga diwajibkan untuk mengadopsi dan 
mengimplementasikan sistem IT yang terintegrasi dengan Grup Pertamina. Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada ñFaktor Risiko 
- Perseroan Tunduk Pada Kendali Pemerintah dan/atau Pertamina Secara Tidak Langsungò. 
 
Keberhasilan Perseroan Bergantung pada Kemampuan Perseroan Dalam Menarik dan Mempertahankan Karyawan Utama 

Keberhasilan Perseroan sebagian bergantung pada komitmen berkelanjutan dari personel teknis utama yang memiliki keterampilan dan 
kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dan produksi listrik, dan pada kemampuan Perseroan untuk 
memotivasi dan mempertahankan para pekerja tersebut. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan 
panas bumi lainnya yang juga berupaya mempekerjakan personel yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan memenuhi syarat ketika 
terdapat kelangkaan personel sesuai kriteria tersebut di industri secara global. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan jumlah 
personel yang berpengalaman dan memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup atau tidak dapat menarik karyawan baru dengan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk operasi teknis, operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Kompensasi yang ditawarkan 
oleh perusahaan panas bumi internasional (termasuk untuk proyek-proyek di luar Indonesia) mungkin mengharuskan Perseroan untuk 
meningkatkan gaji dan tunjangan karyawan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat yang memiliki keterampilan yang diperlukan 
untuk operasi panas bumi Perseroan dengan jumlah yang memadai, bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat 
terpengaruh secara negatif dan Perseroan mungkin tidak dapat berhasil menjalankan operasi saat ini atau melaksanakan rencana masa 
depan. 
 
Perseroan Bergantung pada Jasa Personel Manajemen Utama  

Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan dan upaya kolektif dari tim manajemen senior Perseroan dan tim manajemen dari 
masing-masing WKP Perseroan. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan akan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam 
mempertahankan anggota utama dari masing-masing tim manajemen Perseroan dan dalam mempekerjakan karyawan tambahan yang 
memenuhi syarat. Hilangnya salah satu anggota tim manajemen senior Perseroan atau tim manajemen dari setiap WKP Perseroan dapat 
berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Perseroan Mengalihdayakan Sebagian Karyawan dari Pihak Berelasi  

Sesuai dengan perjanjian-perjanjian kerja sama antara Perseroan dan Pertamina, Perseroan mengalihdayakan beberapa staf teknis 
Perseroan dari Pertamina, terutama staf teknis yang berkaitan dengan eksplorasi dan pengembangan serta manajemen dan konstruksi 
proyek. Perseroan berharap bahwa pengaturan ini akan terus membantu Perseroan dalam mencapai penghematan biaya dan efisiensi. 
Namun, apabila Pertamina tidak dapat menempatkan sumber daya manusianya ke Perseroan atau jika sumber daya manusia tersebut 
gagal bekerja secara efektif, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai penghematan biaya yang diharapkan dan mungkin harus 
mengeluarkan biaya tambahan sehubungan dengan kegagalan kinerja tersebut.  
 
Selain itu, apabila Pertamina atau perusahaan afiliasi lainnya tidak dapat memberikan jasa kepada Perseroan karena alasan apa pun, 
Perseroan mungkin akan kesulitan untuk mengganti jasa tersebut dengan cara yang memuaskan. Kegagalan tersebut juga dapat 
menyebabkan gangguan bisnis, penurunan efisiensi operasi, penurunan produksi atau masalah-masalah lain yang berdampak pada 
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operasi panas bumi Perseroan. Setiap kerusakan atau gangguan tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis 
Perseroan, menyebabkan Perseroan menghadapi kerugian yang signifikan terhadap reputasi Perseroan atau memengaruhi operasi dan 
prospek usaha Perseroan secara negatif.  
 
Perseroan Mungkin Menghadapi Persaingan Usaha 

Secara umum, setelah WKP diperoleh dari Pemerintah dan kontrak dengan PLN telah ditandatangani, Perseroan tidak menganggap 
penjualan dari WKP tersebut memiliki risiko material yang terkait dengan persaingan. Namun, Perseroan menghadapi persaingan dari 
operator panas bumi lainnya di Indonesia ketika Perseroan berusaha untuk memperoleh hak atas WKP melalui partisipasi dalam lelang 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Mengingat rencana perluasan di masa depan mungkin mengharuskan Perseroan untuk 
memperoleh hak atas WKP tambahan, Perseroan mungkin menghadapi persaingan dalam proses penawaran dan mungkin gagal dalam 
memperoleh hak atas WKP yang ingin Perseroan dapatkan atau Perseroan mungkin perlu untuk mengeluarkan biaya lebih tinggi dari yang 
diperkirakan untuk memperolehnya. 
 
Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal apabila PLN memerlukan adanya tambahan permintaan listrik yang melebihi nilai offtake 
yang dikontrakkan. Besarnya serapan produksi listrik di atas batas nilai TOP/DOP akan mengikuti mekanisme merit order. Merit order ini 
adalah suatu metode di mana pembangkit dengan biaya yang paling murah akan diprioritaskan untuk beroperasi dibandingkan dengan 
yang lebih mahal, sampai beban tenaga listrik tercukupi. Dalam kasus tersebut, Perseroan bersaing dengan IPP energi primer lainnya 
untuk memberikan tarif terendah, dan tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat memberikan tarif terendah. Selanjutnya, apabila 
Pemerintah di masa depan memilih untuk melakukan liberalisasi sektor ketenagalistrikan dengan mengizinkan pengguna akhir untuk 
melakukan kontrak langsung dengan operator panas bumi seperti Perseroan, Perseroan dapat menghadapi lebih banyak persaingan 
secara langsung dari IPP dan penyedia energi. 
 
Sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga menghadapi persaingan dari operator panas bumi lainnya untuk mendapatkan tenaga 
kerja terampil, suku cadang dan peralatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada ñFaktor Risiko - Keberhasilan Perseroan 
Bergantung pada Kemampuan Perseroan Dalam Menarik dan Mempertahankan Karyawan Utamaò dan ñFaktor Risiko - Perseroan 
Bergantung Pada Peralatan, Suku Cadang serta Jasa Penunjang untuk Operasi Eksplorasi dan Pengeboranò. 
 
Salah satu dari alasan tersebut di atas dapat menyebabkan Perseroan menghadapi persaingan harga atau tekanan kompetitif lainnya, dan 
Perseroan mungkin tidak dapat menanggapi tekanan tersebut secara sukses atau dapat mengalami penurunan pendapatan atau margin 
laba, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. 
 
3. RISIKO UMUM 
 
Perubahan Ekonomi Domestik, Regional atau Global Dapat Memberikan Dampak Material yang Merugikan Terhadap 
Perekonomian Indonesia dan Bisnis Perseroan 

Perekonomian Indonesia terdampak secara signifikan oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Krisis tersebut ditandai di Indonesia oleh, 
antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, pergolakan sosial, dan 
perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi global yang dimulai 
pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan yang merugikan ditandai antara lain oleh keterbatasan ketersediaan kredit, penurunan 
penanaman modal asing langsung, kepailitan lembaga-lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan 
pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan komoditas tertentu. Lebih lanjut, meskipun ekonomi global telah tumbuh dalam 
beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi China, penurunan harga komoditas global, meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-
Pasifik, eskalasi terkait risiko geopolitik dan sanksi ekonomi, dan percepatan inflasi telah menciptakan dan dapat terus menciptakan 
ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Selain itu, ketegangan antara AS dan Rusia meningkat pada akhir tahun 2021 ketika 
Rusia mengumpulkan pasukan militer angkatan darat dalam jumlah besar di sekitar Ukraina dan pada Februari 2022 Rusia menginvasi 
Ukraina. Sebagai tanggapan, NATO telah mengerahkan pasukan militer tambahan ke Eropa Timur, termasuk ke Lituania, dan 
pemerintahan Biden mengumumkan beberapa sanksi tertentu terhadap Rusia. Invasi Ukraina dan tindakan pembalasan yang telah diambil, 
atau dapat diambil di masa depan, oleh AS, NATO dan negara-negara lain telah menciptakan masalah keamanan global yang dapat 
mengakibatkan konflik regional dan memiliki dampak jangka panjang pada ekonomi regional dan global. Perkembangan ekonomi yang 
negatif ini berdampak buruk baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ñASEANò) lainnya. 
 
Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara berkembang secara global, telah terkena dampak negatif 
dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara maju. Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit 
fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing yang relatif sedang, Rupiah yang terus bergejolak 
dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita kerugian dari tingginya tingkat kredit bermasalah. Meskipun Pemerintah 
telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat berdampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek-aspek lain dari perekonomian Indonesia. 
 
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan tetap dipertahankan. Secara khusus, 
setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem 
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keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan 
Indonesia, menghambat atau membalikkan arah pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi 
yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk 
ekonomi Indonesia, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Secara 
khusus, perekonomian Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang 
berubah dengan cepat, sulit untuk menilai secara penuh natur dan tingkat dari dampak yang diberikan wabah tersebut terhadap 
perekonomian Indonesia. 
 
Pemerintah Daerah Dapat Memberlakukan Pembatasan, Pajak, dan Retribusi Daerah Tambahan dan/atau yang Bertentangan 

Indonesia merupakan negara yang besar dan beragam yang mencakup banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Pada masa 
pemerintahan mantan Presiden Suharto, Pemerintah menguasai dan menjalankan kewenangan pengambilan keputusan di hampir seluruh 
aspek pemerintahan nasional dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya nasional di berbagai 
daerah. Hal tersebut menyebabkan tuntutan atas otonomi daerah yang lebih besar, khususnya sehubungan dengan pengelolaan sumber 
daya ekonomi dan keuangan daerah. Menanggapi tuntutan atas otonomi daerah yang lebih besar, DPR RI pada tahun 1999 telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (ñUU No. 22 Tahun 1999ò) dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (ñUU No. 25 Tahun 1999ò). UU No. 22 
Tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan ketentuan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (ñUU No. 23 Tahun 2014ò) yang diubah lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 
23 Tahun 2014. UU No. 25 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah 
diharapkan memberi pemerintah daerah kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan ñaset nasionalò dan 
menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah 
tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, peraturan dan regulasi, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dengan 
pembatasan, peraturan dan regulasi, pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah lain dan/atau sebagai tambahan terhadap 
pembatasan, peraturan dan regulasi, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Benturan dan/atau tambahan pembatasan, 
peraturan dan regulasi, pajak dan retribusi yang mungkin dikenakan oleh otoritas regional yang berlaku dapat memiliki dampak material 
yang merugikan pada bisnis dan operasi Perseroan yang berlokasi di seluruh Indonesia.  
 
Perseroan Mungkin Tidak Berhasil Dalam Mengelola Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing  

Mata uang pelaporan Perseroan adalah dalam USD. Namun, biaya tertentu yang terkait dengan operasi sehari-hari Perseroan 
didenominasi dalam mata uang lain, khususnya Rupiah. Selain itu, beberapa liabilitas moneter Perseroan, dan khususnya aset moneter 
Perseroan, seperti piutang pajak, merujuk pada dan didenominasi dalam mata uang asing, khususnya Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 
2019, 2020 dan 2021 dan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing masing-masing 
sebesar USD48.621 ribu, USD65.690 ribu, USD26.786 ribu dan USD14.356 ribu. Oleh karena itu, hasil usaha Perseroan dapat dipengaruhi 
oleh fluktuasi nilai tukar, khususnya oleh depresiasi atau apresiasi Rupiah dan Yen Jepang terhadap dolar AS. Rupiah telah mengalami 
periode depresiasi yang signifikan terhadap USD. Perseroan memiliki keuntungan selisih kurs sebesar USD1.491 ribu untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kerugian selisih kurs sebesar USD6.504 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020, keuntungan selisih kurs sebesar USD11.861 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, keuntungan 
selisih kurs sebesar USD5.569 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan keuntungan selisih kurs 
sebesar USD12.719 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. 
 
Bisnis, Kondisi Keuangan, dan Hasil Operasi Perseroan dapat Terpengaruh Secara Negatif oleh Peraturan Lingkungan di 
Indonesia yang Ada Saat Ini atau Di Masa Mendatang, yang Dapat Menimbulkan Biaya yang Besar serta Peningkatan Biaya 

Beberapa aspek dari operasi Perseroan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan memerlukan biaya kepatuhan yang signifikan, 
termasuk namun tidak terbatas pada, pembukaan hutan hujan untuk operasi Perseroan, dampak dari kegiatan-kegiatan pengeboran 
Perseroan di atas dan di bawah permukaan, konstruksi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan peralatan terkait di ekosistem yang rapuh 
serta kebisingan dan emisi lainnya sebagai akibat dari operasi Perseroan. Perseroan diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional 
dan regional Indonesia terkait dengan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan, undang-undang kehutanan dan 
persyaratan hukum lainnya. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan 
pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lokasi, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tanaman dan satwa liar, 
reklamasi dan pemulihan properti setelah selesainya pengeboran, serta pembatasan-pembatasan operasi di kawasan hutan lindung. 
Selanjutnya, beberapa WKP Perseroan terletak di dalam hutan yang telah dianggap sebagai kawasan konservasi oleh komunitas 
internasional dan Pemerintah, sehingga untuk memulai operasi panas bumi di dalam kawasan tersebut akan memerlukan serangkaian 
lisensi dan izin tambahan selain izin-izin yang diwajibkan untuk menjalani kegiatan operasional Perseroan, dan tidak terdapat jaminan 
bahwa izin tersebut akan Perseroan peroleh. 
 
Peraturan lingkungan mewajibkan Perseroan untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah 
sebelum Perseroan memulai operasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-
undang ini telah dan akan terus berdampak terhadap biaya operasional dan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan mungkin perlu 
menanggung biaya besar sehubungan dengan pelaksanaan dan penyusunan laporan lingkungan berkala berdasarkan studi dampak 
lingkungan yang harus Perseroan lakukan, serta biaya lain akibat dari pelanggaran atas kewajiban berdasarkan undang-undang 
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lingkungan, kesehatan dan keselamatan baik yang telah berlaku maupun perubahannya. Selain itu, izin-izin Perseroan untuk melakukan 
operasi panas bumi dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan, atau ditarik secara 
permanen apabila terjadi kegagalan secara ekstrem. 
 
Dampak operasi panas bumi Perseroan terhadap lingkungan mungkin secara material lebih besar dari yang diperkirakan. Selain itu, 
persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi lingkungan dapat meningkat secara material akibat undang-undang atau peraturan baru atau 
perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa 
Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan lingkungan baru yang terkait dengan kegiatan operasional 
Perseroan atau bahwa penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan 
lingkungan yang berlaku. Setiap peningkatan yang material pada biaya kepatuhan dan remediasi lingkungan, terjadinya bencana geologis 
yang besar seperti tanah longsor di WKP Hululais pada tahun 2016 yang mengakibatkan kerusakan parah pada fasilitas produksi 
Perseroan serta area sekitarnya, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan, dapat berdampak negatif dan 
material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Pengungkapan Data Panas Bumi Memiliki Risiko Hukum dan Risiko Peraturan  

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, setiap data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi merupakan 
milik negara, dan penyimpanan serta pengelolaan data tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah. Data tersebut mencakup seluruh data 
cadangan sumber daya panas bumi serta lokasi pengeboran mulai dari masa lalu, saat ini dan masa depan. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 
2017, Perseroan dilarang untuk mengirim, menyerahkan dan/atau mentransfer data dan informasi tersebut tanpa persetujuan Pemerintah 
(yaitu Kementerian ESDM). Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (ñPermen ESDM No. 33 Tahun 2018ò), data dan 
informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi, dan informasi yang berkaitan dengan sumber daya panas 
bumi. Selanjutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak 
Langsung dan Permen ESDM No. 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa data dan informasi panas bumi meliputi data geosains, data 
geokimia, data geofisika, data mengenai pengeboran sumur eksplorasi, dan data mengenai cadangan sumber daya panas bumi. PP No. 
7 Tahun 2017 mengatur bahwa data dan informasi panas bumi dapat digunakan untuk (i) penyusunan rencana bisnis penyedia tenaga 
listrik; (ii) pengembangan ilmu dan teknologi panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (iv) pemanfaatan lainnya. 
Pemanfaatan lainnya hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari Kementerian ESDM. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 
dan Permen ESDM No. 33 Tahun 2018, data dan informasi panas bumi wajib disimpan dan diamankan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
Berdasarkan Permen ESDM No. 33 Tahun 2018, data dan informasi panas bumi dibagi menjadi (i) data umum; (ii) data mentah; (iii) data 
yang diolah; dan (iv) data interpretasi. Namun, Permen ESDM No. 33 Tahun 2018 memberikan definisi untuk setiap masing-masing jenis 
data tersebut secara kurang jelas dan tidak spesifik. Tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menganggap informasi yang 
berkaitan dengan data panas bumi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini sebagai data yang harus disimpan dalam wilayah 
Republik Indonesia dan mensyaratkan adanya izin dari Kementerian ESDM agar dapat diungkapkan dalam Prospektus ini. Kegagalan 
dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebelum mengalihkan data panas bumi dapat 
mengakibatkan sanksi penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp25,0 miliar yang akan dikenakan kepada direksi dari perusahaan 
panas bumi. Selain itu, denda dengan nilai sampai dengan Rp33,3 miliar atau sanksi administratif, termasuk pembekuan kegiatan usaha 
panas bumi atau pencabutan izin usaha panas bumi, dapat dikenakan kepada perusahaan panas bumi yang bersangkutan. 
 
Ketidakpastian dalam Penafsiran, Penerapan, dan Amendemen atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan 
Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Panas Bumi 

Untuk kegiatan usaha berdasarkan Kuasa Pengusahaan Panas Bumi di Wilayah Kerja yang telah dimiliki Perseroan saat ini, kewajiban 
pajak penghasilan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 90/PMK.02/2017 (ñPMK No. 90ò). Berdasarkan PMK No. 90, Perseroan wajib untuk menyetorkan 34% dari 
pendapatan operasional bersih (disebut sebagai ñBagian Pemerintahò) yang diperlakukan sebagai penyetoran pajak penghasilan, 
sedangkan pajak-pajak lainnya yaitu PPN (PPN Masukan), Pajak Bumi dan Bangunan dan pungutan-pungutan lainnya yang ditanggung 
Perseroan akan dikembalikan kepada Perseroan oleh Pemerintah. PMK No. 90 yang mengatur Bagian Pemerintah sebagaimana disebut 
di atas dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan peraturan pajak (apabila ada) tidak akan 
memengaruhi perlakuan pajak Perseroan saat ini atau tidak akan menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan. 
 
Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (ñUU 
Harmonisasi Peraturan Perpajakanò) yang mengubah beberapa aspek peraturan perpajakan, termasuk PPN. Ketentuan UU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan di bidang PPN berlaku efektif sejak 1 April 2022. Adapun tarif PPN meningkat dari 10% menjadi 11% per 1 April 
2022 dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, PPN masukan yang telah dibayarkan atas setiap WKP akan diganti oleh Pemerintah sepanjang Perseroan telah membayar Bagian 
Pemerintah sebesar 34% dari pendapatan operasional bersih pada WKP tersebut. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan penggantian PPN 
masukan untuk suatu WKP akan sangat bergantung pada kinerja keuangan WKP itu sendiri. Apabila WKP tersebut belum mencapai posisi 
pendapatan operasional bersih (dan karenanya, tidak ada Bagian Pemerintah yang dibayarkan untuk WKP tersebut), Perseroan tidak akan 
dapat meminta penggantian PPN masukan yang telah dibayarkan untuk WKP tersebut sampai WKP tersebut menghasilkan pendapatan 
operasional bersih dan Bagian Pemerintah terkait WKP tersebut dibayarkan. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian mengenai tingkat 
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keberhasilan penggantian PPN karena peraturan mensyaratkan bahwa pembayaran Bagian Pemerintah harus dilakukan sebelum 
mengupayakan penggantian PPN. Setiap jumlah PPN yang tidak berhasil diganti akan meningkatkan biaya operasional Perseroan.  
 
Dikarenakan kompleksnya peraturan perpajakan dan terdapatnya kemungkinan peraturan yang tidak jelas mengakibatkan timbulnya 
perbedaan penafsiran pada implementasinya. Hal ini dapat menyebabkan potensi koreksi perhitungan Bagian Pemerintah dan/atau 
pemungutan atau pemotongan pajak yang dapat menyebabkan potensi peningkatan biaya operasional, yang dapat berdampak negatif dan 
material terhadap kondisi keuangan Perseroan.  
 
Ketidakpastian Mengenai Penafsiran dan Penerapan Undang-Undang Terkait dengan Pembayaran Bonus Produksi 

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, Perseroan juga diwajibkan untuk membayar bonus produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan 
kotor Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, revisi surat keputusan telah diterbitkan oleh Kementerian ESDM, yang menetapkan 
bahwa bonus produksi harus dibayarkan dalam waktu 14 hari. Sebelumnya, bonus produksi harus dibayar dalam waktu 30 hari. 
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, bonus produksi dapat dikembalikan kepada Perseroan setelah Perseroan memulai pembayaran atas 
Bagian Pemerintah (yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi dan dalam KOB sebagai sebesar 34% dari pendapatan 
operasional bersih). Namun, walaupun mekanisme penggantian telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, adanya kesulitan 
sehubungan dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2017 mungkin 
dapat timbul, yang berarti meskipun Perseroan telah membayar jumlah yang disyaratkan, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh 
kembali seluruh atau sebagian dari bonus produksi yang telah dibayarkan. Kegagalan untuk memperoleh pembayaran kembali atas bonus 
produksi yang harus dibayarkan kepada Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Ketidakpastian Mengenai Penentuan Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan serta Direktorat Jenderal Anggaran, yang Dapat Memengaruhi Arus Kas Perseroan 

Sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku, Perseroan dikenakan tarif pajak sebesar 34% dari pendapatan operasional bersih, 
yang disebut sebagai Bagian Pemerintah. Meskipun Bagian Pemerintah secara teknis berupa pajak penghasilan, dalam praktiknya Bagian 
Pemerintah diperlakukan dan disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (ñPNBPò), yang pada hakikatnya memberikan kewenangan 
kepada Direktorat Jenderal Anggaran (ñDJAò) dari Kementerian Keuangan (ñKemenkeuò) untuk menagih pembayaran Bagian Pemerintah 
dan menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (ñBPKPò) untuk mengaudit Perseroan sehubungan dengan 
pembayaran Bagian Pemerintah. 
 
Sebagai contoh, pada awal tahun 2021, BPKP telah menerbitkan laporan audit tahun 2017 dan 2018 berkaitan dengan perselisihan atas 
jumlah yang terutang kepada Pemerintah oleh Perseroan di mana total temuan audit adalah sebesar USD400.000 dalam bentuk kurang 
bayar atas Bagian Pemerintah. Sedangkan, audit BPKP untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 masih belum dilakukan. Sehingga, 
Perseroan mungkin tidak dapat memastikan apakah perhitungan Bagian Pemerintah yang dilakukan oleh Perseroan telah akurat. 
Ketidakpastian mengenai penentuan biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA dapat berdampak 
negatif pada kondisi keuangan Perseroan. 
 
Operasi Perseroan Mungkin Dapat Terganggu oleh Penolakan dari Masyarakat Setempat 

Perseroan menghadapi risiko bahwa kegiatan operasional Perseroan akan terganggu oleh penolakan atau kerusuhan dari masyarakat 
setempat, dan khususnya sehubungan dengan WKP greenfield Perseroan. Sebagai akibat dari dampak lingkungan yang merugikan terkait 
dengan kegiatan panas bumi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat setempat di sekitar WKP Perseroan akan menentang, yang 
terkadang dilakukan dengan kekerasan, atas pelaksanaan kegiatan panas bumi atau produksi listrik lebih lanjut. Meskipun Perseroan 
meyakini bahwa Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat di sekitar area operasi Perseroan yang ada, di 
masa lalu Perseroan telah menghadapi penolakan dari masyarakat setempat, dan terdapat kemungkinan bahwa akan terus menghadapi 
penolakan di masa depan. Masyarakat setempat juga dapat menyebabkan gangguan yang timbul dari, namun tidak terbatas pada, 
perselisihan yang berkaitan dengan klaim kompensasi untuk pengadaan tanah dan hak atas tanah, isu tenaga kerja dan kontraktor lokal, 
serta kontraktor atau karyawan yang meninggal atau cedera serius. Dalam keadaan tersebut, terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat 
memenuhi target produksi, serta bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. 
 
Perseroan selalu mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat serta berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat 
di mana Perseroan beroperasi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan atau terus 
mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif yang material 
terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.  
 
Peraturan Emisi Gas Rumah Kaca dan Isu Perubahan Iklim Dapat Berdampak Buruk pada Operasi dan Pasar Perseroan 

Banyak pemerintahan negara yang bergerak untuk memberlakukan undang-undang dan perjanjian perubahan iklim baik di tingkat 
internasional maupun nasional. Di negara di mana undang-undang terkait perubahan iklim telah ada, peraturan yang berkaitan dengan 
tingkat emisi dan efisiensi energi umumnya menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan pemenuhan peraturan yang lebih 
ketat dapat diimbangi dengan peningkatan inovasi teknologi untuk efisiensi energi. Namun, apabila tren peraturan saat ini berlanjut, 
pemenuhan peraturan yang lebih ketat diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan biaya, dan hal ini dapat memberikan berdampak 
material yang merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
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Selanjutnya, Indonesia dan beberapa negara lain merupakan partisipan dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait perubahan iklim 
termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB Tahun 1992 tentang Perubahan Iklim yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi 
gas rumah kaca seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto Tahun 1997 yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat 
untuk negara-negara maju, Perjanjian Paris Tahun 2016 yang memperluas serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke seluruh 
negara, serta yang terbaru yaitu Pakta Iklim Glasgow Tahun 2021 yang menetapkan komitmen nasional menuju pencapaian Net Zero 
Emission. Kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan baru terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca, 
mungkin memerlukan jumlah belanja modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan denda lain apabila terjadi 
ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan legislasi, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan, 
atau perkembangan lainnya di masa depan tidak akan berdampak negatif pada operasi panas bumi dan produksi listrik Perseroan. Selain 
itu, Perseroan mungkin menjadi sasaran aktivisme dari kelompok dan organisasi lingkungan yang berkampanye menentang kegiatan 
produksi panas bumi dan listrik yang dilakukan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi dan mengganggu operasi Perseroan. Apabila 
salah satu hal tersebut di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. 
 
Perseroan Memiliki Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Berkelanjutan, yang Biayanya Dapat Menjadi 
Signifikan 

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 22 Tahun 2021 serta PP No. 25 Tahun 2021, Perseroan mempunyai 
kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan (site restoration) pada saat Izin Panas Bumi (IPB) berakhir atau dikembalikan. Selain 
itu, Perseroan diwajibkan untuk mencadangkan dana pemulihan lingkungan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang atau 
peraturan yang mengatur jumlah besaran dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut bagi pemegang IPB, dan sebagai 
akibatnya manajemen meyakini bahwa tidak terdapat provisi yang diperlukan untuk dicadangkan atas kewajiban tersebut, dan oleh karena 
itu, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan pencadangan. 
 
Perseroan diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah reklamasi dan rehabilitasi lahan selama dan pada akhir operasi di seluruh WKP 
tempat Perseroan beroperasi. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang ini telah dan akan terus berdampak terhadap 
biaya operasional dan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan mungkin diminta untuk menanggung biaya yang besar sebagai akibat dari 
pelanggaran atas kewajiban berdasarkan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja baik yang telah berlaku maupun 
perubahannya, dan khususnya pada akhir operasi Perseroan jika ditemukan kerusakan lingkungan yang telah terjadi dengan skala besar.  
 
Pemerintah menetapkan standar rehabilitasi dan reklamasi untuk seluruh aspek operasi panas bumi, dan sebagai tanggapan terhadap 
standar tersebut Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi yang paling sesuai untuk masing-masing WKP 
tempat Perseroan beroperasi. Kegiatan reklamasi lahan yang dilakukan oleh Perseroan melibatkan pemindahan peralatan milik Perseroan 
yang diikuti dengan penyebaran tanah lapisan atas, dan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Perseroan melibatkan penanaman 
tanaman asli untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan. Persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi lingkungan dapat meningkat 
secara material akibat adanya undang-undang atau peraturan baru atau akibat perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan undang-
undang dan peraturan yang ada. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mematuhi 
undang-undang reklamasi dan rehabilitasi baik yang ada saat ini maupun yang baru yang terkait dengan operasi Perseroan. 
 
Kondisi Politik di Indonesia yang Tidak Stabil Dapat Berdampak Negatif pada Perekonomian Indonesia, yang Dapat Memengaruhi 
Bisnis, Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan 

Indonesia terus menghadapi berbagai isu sosial dan politik dan dari waktu ke waktu telah mengalami kondisi ketidakstabilan politik dan 
pergolakan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan sifat tak terduga dari kondisi politik di Indonesia yang terus berubah. Di Indonesia juga 
terdapat banyak partai politik, di mana hingga saat ini tidak terdapat partai politik yang unggul dengan electoral majority yang jelas. Kondisi 
tersebut telah beberapa kali mengakibatkan kondisi politik yang tidak stabil serta pergolakan sosial dalam beberapa tahun terakhir. 
 
Indonesia juga memiliki sejarah terjadinya demonstrasi dan protes mengenai kondisi politik Indonesia serta dalam menanggapi beberapa 
isu tertentu, contohnya terkait pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah anti korupsi, upah 
minimum, desentralisasi dan otonomi daerah, tindakan-tindakan yang telah dilakukan mantan pejabat pemerintahan dan para anggota 
keluarganya, potensi kenaikan tarif listrik, pelanggaran hak asasi manusia dan peristiwa geopolitik internasional seperti kampanye militer 
yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya dilakukan secara damai, namun dalam 
beberapa kesempatan telah terjadi kerusuhan. Tidak terdapat jaminan bahwa demonstrasi atau protes tidak akan terjadi di masa depan 
atau bahwa peristiwa tersebut tidak akan berdampak buruk pada bisnis atau hasil operasi Perseroan. 
 
Gerakan separatis dan perselisihan antar kelompok agama maupun etnis telah mengakibatkan pergolakan sosial di sebagian wilayah 
Indonesia. Bisnis dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif apabila kejadian tersebut terjadi di sekitar fasilitas atau 
rute transportasi Perseroan. Pergolakan sosial juga dapat terjadi apabila terdapat perdebatan atau ketidakpercayaan atas hasil pemilu di 
masa yang akan datang. Perkembangan politik dan sosial di Indonesia di masa lalu tidak dapat diprediksi yang menyebabkan rendahnya 
kepercayaan atas perkembangan perekonomian Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil dapat mengganggu operasi Perseroan dan/atau 
berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan. 
 
Perseroan rentan terhadap risiko dan konsekuensi yang timbul dari kondisi politik dan sosial yang tidak stabil karena Pemerintah 
merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selain itu, kondisi politik dan sosial yang tidak stabil atau terjadinya pergolakan sosial 
dapat menimbulkan perubahan dalam undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif bagi 
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Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa pergolakan sosial tidak akan terjadi di masa depan dan dengan skala yang lebih luas, atau 
bahwa hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material baik secara langsung maupun tidak langsung pada bisnis, kondisi 
keuangan, hasil operasi serta prospek usaha Perseroan. 
 
Demonstrasi Buruh, Pergolakan, Mogok Kerja dan Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Dapat Memberikan 
Dampak Material yang Merugikan Bagi Perseroan 

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja yang dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang 
lemah, telah mengakibatkan dan dapat terus mengakibatkan adanya pergolakan, mogok kerja dan demonstrasi buruh di Indonesia. 
 
Pada tahun 2000, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (ñUU Serikat Pekerjaò). UU 
Serikat Pekerja yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2000, memperbolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur 
tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja (ñUU Ketenagakerjaanò). UU Cipta Kerja antara lain mengubah ketentuan 
mengenai jumlah pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat 
pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan memerlukan tambahan implementasi peraturan, yang secara substantif dapat 
memengaruhi hubungan industrial di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan adanya forum bipartit dengan adanya partisipasi dari 
pemberi kerja dan pekerja yang memerlukan tingkat partisipasi di atas 50% jumlah pekerja dari suatu perusahaan agar kesepakatan kerja 
dapat dirundingkan secara bersama untuk menciptakan prosedur yang lebih permisif terhadap pelaksanaan mogok kerja. Berdasarkan UU 
Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran yang antara lain yaitu cuti tahunan yang 
tidak diambil dan biaya relokasi. 
 
Setelah diberlakukannya UU Ketenagakerjaan, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia agar membuat 
ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan menjadi tidak konstitusional dan meminta Pemerintah agar mencabut ketentuan tersebut. 
Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan tertentu, termasuk 
yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan pekerjanya yang melakukan kesalahan berat dan adanya sanksi pidana 
terhadap pekerja yang menghasut atau ikut serta dalam mogok kerja yang melanggar hukum. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat 
bergantung pada ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan. 
 
Pergolakan, mogok kerja, dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan dapat memberikan 
dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang akhirnya dapat 
memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memiliki dampak material 
yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi secara umum atau 
perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang dapat memberikan dampak negatif 
yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan 
setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan untuk memenuhi standar taraf hidup yang layak 
dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan upah minimum tidak dapat diprediksi 
mengingat tidak adanya ketentuan khusus terkait cara menentukan peningkatannya. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang 
diundangkan di Jakarta yang juga bergantung pada jenis industri, upah minimum meningkat dari Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019, 
menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021. Di WKP Kamojang di mana mayoritas 
kegiatan operasional Perseroan berada, jumlah upah minimum meningkat dari Rp2,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp3,1 juta 
per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2021. Peningkatan upah minimum di Indonesia dapat memberikan 
dampak negatif yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. 
 
Belakangan ini, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan dan/atau keputusan mengenai tingkat upah minimum 
provinsi/daerah pada tahun 2021. Meskipun upah minimum untuk tahun 2021 tetap ditingkatkan, beberapa pemerintah daerah, seperti 
Jakarta dan Sulawesi Utara di mana kantor Perseroan berada, telah memberikan beberapa kelonggaran bagi pemberi kerja sehubungan 
dengan kenaikan gaji karyawan sebagai akibat dari pandemi COVID-19, bergantung pada diterimanya persetujuan dari otoritas tertentu. 
Berdasarkan kebijakan tersebut, pemberi kerja yang secara ekonomi terkena dampak COVID-19 dapat mengajukan permohonan kepada 
otoritas terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawannya dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020. 
 
UU Cipta Kerja sebagaimana selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang baru saja diundangkan, menyatakan 
beberapa amendemen atas UU Ketenagakerjaan yang meliputi ketentuan bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan dengan 
alasan ñefisiensiò akibat adanya kerugian, di mana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja 
dengan alasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat penutupan perusahaan. Perubahan lainnya yaitu, saat ini hanya terdapat 
satu formula perhitungan pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya 
beberapa alasan untuk pemutusan hubungan kerja dapat diberikan pembayaran pesangon ganda. Terdapat juga pengurangan total dalam 
formula pesangon yang harus dibayarkan. Pekerja yang diberhentikan, sekarang hanya dapat menerima jumlah pembayaran maksimum 
senilai 19 kali upah per bulan (sebelumnya 32 kali upah per bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon sebesar 10 kali upah per bulan dan 
(ii) uang penghargaan masa kerja sebesar 9 kali upah per bulan, yang seluruhnya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, pekerja 
tersebut juga akan menerima pembayaran sebesar maksimal 6 kali upah per bulan, yang akan dibayar melalui skema Jaminan Kehilangan 
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Pekerjaan dari Pemerintah. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang akan mengatur antara lain 
terkait alih daya dan pemutusan hubungan kerja oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap UU 
Cipta Kerja di Indonesia, dan pergolakan buruh dapat berlanjut karena peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan. 
 
Pergolakan, mogok kerja dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan secara umum dapat 
memengaruhi kondisi keuangan perusahaan di Indonesia, yang akan memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap 
mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan. 
 
4. RISIKO BAGI INVESTOR 
 
Saham Perseroan Sebelumnya Tidak Pernah Diperdagangkan Secara Publik dan Terdapat Kemungkinan Bahwa Penawaran 
Umum Perdana Saham Tidak Menghasilkan Pasar yang Aktif atau Likuid Untuk Saham Perseroan 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik, dan terdapat kemungkinan 
bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dapat berkembang atau 
dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang 
atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan 
secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga 
perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara 
publik tidak dapat diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga 
perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan memperoleh persetujuan 
pencatatan awal dari BEI agar saham Perseroan dapat tercatat dan ditawarkan di BEI, pencatatan dan penawaran saham Perseroan 
tersebut tidak menjamin bahwa perdagangan saham dapat berlangsung secara aktif dan akan berkembang, atau bahwa jika berkembang 
maka saham Perseroan akan tetap likuid. Walaupun saat ini Perseroan bermaksud agar saham tersebut tetap tercatat di BEI, tidak terdapat 
jaminan atas keberlanjutan pencatatan saham Perseroan di BEI. 
 
Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses penawaran awal (bookbuilding) berdasarkan 
kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan tingkat harga di mana saham akan 
diperdagangkan nantinya setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual 
kembali saham Perseroan dengan harga yang atraktif bagi investor. 
 
Penjualan dan penyelesaian perdagangan di BEI mungkin dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat 
jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham Perseroan pada harga atau pada waktu yang sama dengan 
apabila pemegang tersebut memiliki saham yang lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan 
tidak akan dicatatkan di BEI selambat-lambatnya tiga hari setelah berakhirnya masa penjatahan dalam proses Penawaran Umum Perdana 
Saham. Selama periode tersebut, para pembeli saham akan terekspos pada pergerakan nilai saham Perseroan tanpa dapat melepaskan 
saham yang telah dibeli melalui BEI. 
 
Kondisi Pasar dan Ekonomi Serta Pemberitaan Media Yang Negatif Dapat Memengaruhi Harga Pasar dan Permintaan Atas Saham 
Perseroan, yang Dapat Berfluktuasi Secara Luas 

Pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat 
memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, jika ada, akan ditawarkan dan 
diumumkan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai 
dalam mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan saham Perseroan serta nilai dalam mata uang 
asing dari pembagian dividen. Selain itu, peraturan terkait valuta asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi 
Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pemotongan pajak Indonesia. 
 
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara luas dan cepat, tergantung pada berbagai 
faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, yang termasuk: 
Å penambahan atau pengunduran diri personel utama; 
Å keterlibatan dalam proses pengadilan; 
Å penjualan saham di masa depan oleh pemegang saham pengendali Perseroan; 
Å pengumuman oleh Perseroan mengenai kerja sama strategis atau usaha patungan; 
Å akuisisi oleh Perseroan atau pesaing Perseroan; 
Å pengumuman yang dinyatakan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan; 
Å perubahan pada penetapan harga yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan; 
Å perbedaan antara hasil keuangan dan operasional aktual Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis; 
Å perubahan pada rekomendasi atau persepsi dari investor dan analis mengenai Perseroan dan lingkungan investasi di Asia, 

termasuk Indonesia; 
Å kapitalisasi pasar yang tidak menunjukkan nilai valuasi dari bisnis Perseroan; 
Å peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan larangan perdagangan atas efek-efek tertentu, pembatasan 

pergerakan harga dan persyaratan margin; 
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Å masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau terulang kembali, termasuk antara lain penutupan 
bursa, wanprestasi dan pemogokan oleh pialang, penundaan atas penyelesaian transaksi, dan pengeboman gedung BEI; 

Å kedalaman dan likuiditas dari pasar untuk saham Perseroan termasuk likuiditas saham Perseroan relatif terhadap pasar lainnya 
pada saat Penawaran Umum Perdana Saham; 

Å aktivitas perdagangan ñshort squeezeò yang aktual atau yang dimaksudkan; 
Å perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) dan pasar negara berkembang; 
Å perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum memengaruhi industri 

panas bumi dan tenaga listrik Indonesia; dan 
Å fluktuasi harga pasar saham yang luas. 
 
Peningkatan harga saham baru-baru ini, perbedaan dalam rasio valuasi relatif terhadap yang terlihat di pasar tradisional, short interest 
yang tinggi atau short squeezes, dan minat investor ritel yang kuat dan atipikal di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga 
saham Perseroan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan kinerja operasi Perseroan. Pada beberapa kesempatan, harga saham 
Perseroan mungkin terpengaruh atau mungkin dianggap terpengaruh oleh aktivitas ñshort squeezeò. ñShort squeezeò adalah kondisi pasar 
teknis yang terjadi ketika harga saham meningkat secara substantif, yang memaksa pelaku pasar yang telah mengambil posisi bahwa 
harga saham akan turun (yaitu yang telah menjual saham dengan posisi ñshortò) untuk membelinya, yang pada akhirnya dapat menciptakan 
permintaan saham jangka pendek yang signifikan bukan karena alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan dari pelaku pasar 
tersebut untuk memperoleh saham untuk mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi ñshort squeezeò di pasar untuk suatu saham 
dapat menyebabkan kondisi jangka pendek yang melibatkan volatilitas dan perdagangan yang sangat tinggi yang mungkin, atau mungkin 
tidak sesuai, dengan model penilaian fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga 
jauh di bawah Harga Penawaran.  
 
Selain itu, pemberitaan media yang tidak menguntungkan mengenai Perseroan, Pertamina atau salah satu dari afiliasi lainnya dapat 
berdampak buruk pada Perseroan, walaupun peristiwa tersebut tidak secara langsung melibatkan Perseroan, dan dapat berdampak negatif 
terhadap bisnis Perseroan, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan bisnis baru atau melakukan aksi korporasi, dan dapat berdampak 
negatif pada harga saham Perseroan. 
 
Penerbitan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Berdampak Negatif Pada Harga Pasar Saham Perseroan 

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di pasar publik setelah berakhirnya Penawaran Umum Perdana Saham atau persepsi 
bahwa penjualan tersebut dapat terjadi dapat berdampak buruk pada harga pasar Saham Perseroan. Faktor-faktor tersebut juga dapat 
memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual efek-efek bersifat ekuitas tambahan. Meskipun pemegang saham pengendali 
Perseroan (yang akan memegang 75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pencatatan) diatur oleh masa lock-
up, setiap penerbitan atau penjualan yang substantif atau penerbitan atau penjualan dari saham Perseroan yang dianggap substantif dalam 
jangka waktu pendek setelah berakhirnya jangka waktu moratorium yang berlaku (jika ada) oleh pemegang saham pengendali Perseroan 
dapat menyebabkan jatuhnya harga saham Perseroan. Selain informasi yang dijelaskan dalam Prospektus ini, tidak terdapat larangan atas 
kemampuan pemegang saham pengendali Perseroan untuk menjual sahamnya baik di BEI maupun bursa lainnya. 
 
Pemegang Saham Dapat Mengalami Dilusi Apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya Atau 
Jika Hak Pemegang Saham Untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD Di Masa Mendatang Terbatas 

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka apabila Perseroan menerbitkan saham tambahan atau 
efek bersifat ekuitas lainnya di masa mendatang. Apabila dana dihimpun melalui penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya 
atau efek-efek terkait ekuitas lainnya selain dengan cara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang 
saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak-hak, preferensi, 
atau hak istimewa yang lebih tinggi dibanding saham yang dimiliki pemegang saham yang ada. 
 
Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, 
yang berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal 
pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk 
mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, yang tunduk pada pengecualian-pengecualian yang 
diatur dalam regulasi. Misalnya, dalam hal ñkesulitan keuanganò sesuai dengan arti dalam peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih 
dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan 
hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis yang diterima sebelumnya dari RUPS 
yang harus diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi Perseroan. 
 
Apabila di masa depan Perseroan menawarkan pemegang saham Perseroan hak-hak untuk membeli atau mengambil bagian saham atau 
dengan cara lain mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, para pemegang saham dari Amerika Serikat atau para 
pemegang dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak-hak tersebut untuk membeli saham kecuali apabila pernyataan 
pendaftaran berdasarkan U.S Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru 
Perseroan, atau tersedianya pengecualian dari pendaftaran berdasarkan U.S Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain. 
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Setiap kali Perseroan melakukan pemberian hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi 
kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan Amerika Serikat dan peraturan asing lainnya untuk 
setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mengajukan 
pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Apabila Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan 
tidak terdapat pengecualian dari pendaftaran berdasarkan U.S Securities Act, maka pemegang saham dari Amerika Serikat tidak akan 
dapat berpartisipasi dalam hak-hak atau penawaran-penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham. Konsekuensi 
serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan 
kepemilikan ekuitas mereka secara proporsional. Selain itu, karena hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) di Indonesia pada 
umumnya memungkinkan partisipan untuk membeli saham dengan harga diskon dari harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan 
pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material. 
 
Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Depan Akan Tergantung Pada Pendapatan, Kondisi Keuangan, Arus 
Kas, Kebutuhan Modal Kerja dan Belanja Modal di Masa Depan 

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan tergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan 
modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa depan. Tidak terdapat pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 karena pemegang saham Perseroan memutuskan 
untuk mempertahankan laba. Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebesar USD30.000 ribu kepada pemegang saham untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana pembayaran telah dilakukan seluruhnya pada tanggal 17 Mei 2022. 
Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan 
kebutuhan modal kerja Perseroan di masa mendatang, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan beban yang dikeluarkan 
sehubungan dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak 
merekomendasikan, dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin 
dibatasi oleh syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan kredit yang ada dan yang akan dibuat di masa depan untuk melakukan pembayaran 
dividen hanya setelah jangka waktu tertentu yang akan disepakati oleh para pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat menandatangani 
perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa mendatang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, 
dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau memiliki liabilitas yang dapat mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk 
pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham, investor mungkin dapat tidak menerima pengembalian 
investasi di saham Perseroan kecuali apabila investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian. 
 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM 
TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 
Pada tanggal 30 Desember 2022, berdasarkan Keputusan Direksi No. 053/PGE000/2022-S0 tanggal 30 Desember 2022 yang telah 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris PGE No. 507/DK-PGE/2022-S0 tanggal 30 Desember 2022 
perihal Persetujuan Pembagian Dividen Interim Tahun 2022, Perseroan menetapkan pembagian dividen interim tahun 2022 sebesar 
USD70.000.000 kepada para pemegang saham Perseroan yaitu PPI dan Pedeve. 
 
Selain hal tersebut, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha 
Perseroan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai ñKelompok Usahaò) yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan 
auditor independen tertanggal 4 November 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini 
dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (ñIAPIò) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor 
independen No. 02307/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/XI/2022 dan No. 02306/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 
yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726) dan 02305/2.1032/AU.1/02/0702-6/1/XI/2022 tertanggal  
4 November 2022 yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702), sampai dengan tanggal efektifnya 
Pernyataan Pendaftaran. Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, yang 
menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf ñhal-hal lainò yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor 
independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian 
 
Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan 
POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah 
dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal  
30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang diambil dari laporan 
keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan 
konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan 
Standar Perikatan Reviu 2410 ñReviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitasò, dalam 
laporannya tertanggal 23 Desember 2022, yang dilampirkan dalam Prospektus ini, yang ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi 
Akuntan Publik No. AP.1726). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & 
Surja untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin 
teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit. 
 
Tidak terdapat fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Kelompok Usaha tanggal 30 September 
2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 selain peristiwa setelah tanggal 
pelaporan yang telah diungkapkan pada paragraf diatas untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020, dan 2019. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Persero (ñPP No. 31/2003ò), usaha panas bumi milik PT Pertamina (Persero) (ñPertaminaò) 
dialihkan kepada entitas anak dari Pertamina. 
 
Dalam rangka memenuhi mandat PP No. 31/2003 tersebut, Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2006, 
dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah agenda No. 283/BH.09.05/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 10 April 2007, Tambahan No. 3467 (ñAkta Pendirian Perseroanò). 
 
Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 200.000 200.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1.  Pertamina  45.000 45.000.000.000 90,00 
2. Pedeve  

(d/h PT Pertamina Dana Ventura) 
5.000 5.000.000.000 10,00 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.000 50.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 150.000 150.000.000.000  

 
Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah 
berdasarkan Akta No. 52/2022 (ñAnggaran Dasarò). 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud Perseroan ialah menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu 
dan/atau sisi hilir baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang 
panas bumi tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. 
 
Tujuan Perseroan adalah untuk: 
a. Memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. 
b. Meningkatkan peran panas bumi dalam menunjang kebutuhan energi nasional. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Kegiatan usaha utama, berupa pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung: 

a. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (Kode KBLI 06202) 
Menyelenggarakan usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk lokasi di kawasan hutan. Termasuk 
kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. 

b. Pembangkitan Tenaga Listrik (Kode KBLI 35111) 
Menyelenggarakan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai 
jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi 
terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu 
lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang 
berasal dari teknologi energy storage. 

b. Kegiatan usaha pendukung/penunjang, berupa pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung: 
a. Menyelenggarakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas, yaitu: 

a) Pemandian Alam (Kode KBLI 93221) 
b) Wisata Agro (Kode KBLI 93231) 
c) Taman Rekreasi / Taman Wisata (Kode KBLI 93232) 
d) Hotel Bintang (Kode KBLI 55110) 

b. Menyelenggarakan usaha industri kimia, yaitu: 
a) Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali (Kode KBLI 20111) 
b) Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (Kode KBLI 20112) 
c) Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (Kode KBLI 21011) 
d) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (Kode KBLI 21012) 
e) Industri Pupuk Lainnya (Kode KBLI 20129) 
f) Industri Barang Kimia Lainnya ytdl. (Kode KBLI 20299)  
g) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651) 
h) Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (Kode KBLI 46652) 
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c. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202) 
d. Industri Alat Uji Dalam Proses Industri (Kode KBLI 26514) 
e. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis ybdi. (Kode KBLI 71102) 
f. Agrobisnis, yaitu: 

a) Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung (Kode KBLI 10632) 
b) Industri Kopra (Kode KBLI 10421) 
c) Industri Pengawetan Kayu (Kode KBLI 16102) 
d) Industri Kakao (Kode KBLI 10731) 
e) Perdagangan Besar Padi dan Palawija (Kode KBLI 46201) 
f) Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras (Kode KBLI 10631) 
g) Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya (Kode KBLI 10291) 
h) Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan (Kode KBLI 10211) 
i) Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar (Kode KBLI 03241) 
j) Perdagangan Besar Hasil Perikanan (Kode KBLI 46206) 
k) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319) 
l) Industri Minyak Atsiri (Kode KBLI 20294) 
m) Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah (Kode KBLI 20296) 
n) Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (Kode KBLI 46314) 
o) Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias (Kode KBLI 46203) 
p) Industri Pengawetan Kulit (Kode KBLI 15111) 
q) Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (Kode KBLI 01131) 
r) Pertanian Hortikultura Buah (Kode KBLI 01132) 
s) Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (Kode KBLI 01133) 
t) Pertanian Jamur (Kode KBLI 01136) 
u) Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya (Kode KBLI 01139) 
v) Pertanian Tanaman Bunga (Kode KBLI 01193) 
w) Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar (Kode KBLI 01284) 
x) Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (Kode KBLI 10313) 
y) Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (Kode KBLI 10510) 
z) Industri Gula Merah (Kode KBLI 10722) 
aa) Industri Pengolahan Kopi (Kode KBLI 10761) 
bb) Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750) 
cc) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI 10763) 
dd) Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (Kode KBLI 10772) 

c. Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, Perseroan harus selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan PT Pertamina 
Power Indonesia selama PT Pertamina Power Indonesia masih menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.  

 
Di bawah ini adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak: 
  

Tahun Peristiwa 

1983 - PERTAMINA memasok uap untuk PLTP dengan kapasitas terpasang sebesar 30MW pertama di Indonesia yang berlokasi di Kamojang, 
Jawa Barat. 

1987 - Setelah keberhasilan awal dengan pembangkit Kamojang, PERTAMINA memasok uap untuk dua unit lainnya di lokasi yang sama, masing-
masing dengan tambahan kapasitas terpasang sebesar 55MW. 

1996 - Perseroan resmi mengoperasikan PLTP monoblok sebesar 2MW di Gunung Sibayak - Gunung Sinabung, Sumatera Utara. 

2001 - PERTAMINA memasok uap untuk PLTP Unit 1 di Lahendong, Sulawesi Utara, sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan 
menjadi 162MW. 

2003 - PERTAMINA direorganisasi menjadi PT Pertamina (Persero). 

2006 - Pertamina mendirikan Perseroan sebagai anak usaha, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, dan Pertamina mengalihkan aset panas 
buminya kepada Perseroan. 

2007 - Perseroan memasok uap untuk PLTP Unit 2 di Lahendong, Sulawesi Utara, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
182MW. 

2008 - Perseroan memasok uap untuk PLTP Unit 1 & 2 di Sibayak, Sumatera Utara, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
192MW. 

- Perseroan menyelesaikan konstruksi PLTP Unit 4 di Kamojang, Jawa Barat, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
252MW. 

2009 - Perseroan memasok uap untuk PLTP Unit 3 di Lahendong, Sulawesi Utara, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
272MW. 

2011 - Perseroan memasok uap untuk PLTP Unit 4 di Lahendong, Sulawesi Utara, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
292MW. 
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Tahun Peristiwa 

2012 - Perseroan memasok uap untuk PLTP Unit 1 dan Unit 2 di Ulubelu, Lampung, masing-masing dengan kapasitas terpasang sebesar 55MW, 
sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 402MW. 

- Total kapasitas terpasang keseluruhan yang dioperasikan oleh Kontraktor KOB mencapai 875MW. 
- Berdasarkan Surat Keputusan No. 2067 K/30/MEM/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan tertanggal 18 Juni 2012, 

Kementerian ESDM telah mengesahkan pengalihan 14 kuasa pengusahaan panas bumi dari Pertamina kepada Perseroan. 

2015 - Perseroan mengembalikan dua dari 14 kuasa pengusahaan Perseroan yaitu Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu kepada Pemerintah, 
sehingga mengurangi jumlah total WKP panas bumi Perseroan menjadi 12. 

- Perseroan menyelesaikan konstruksi Unit 5 di PLTP Perseroan di Kamojang, Jawa Barat, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan 
Perseroan menjadi 437MW. 

- Pada tanggal 17 September 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 yang menegaskan keabsahan kuasa 
pengusahaan Perseroan selama 30 tahun sejak 17 September 2014 dan keabsahan masa berlaku KOB sampai dengan tanggal jatuh 
tempo yang ditentukannya. 

2016 - Perseroan menyelesaikan konstruksi PLTP Unit 3 di Ulubelu, Lampung, sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 
492MW. 

- Perseroan menyelesaikan konstruksi PLTP Unit 5 & 6 di Lahendong, Sulawesi Utara, sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan 
Perseroan menjadi 532MW. 

2017 - Perseroan telah mengembangkan dan mengoperasikan PLTP keempat di Ulubelu, Lampung, dengan kapasitas terpasang sebesar 55MW, 
sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 587MW. 

2018 - Perseroan telah mengembangkan dan mengoperasikan PLTP pertama di Karaha, Jawa Barat, dengan kapasitas terpasang sebesar 
30MW, sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan menjadi 617MW. 

2019 - Perseroan telah mengembangkan dan mengoperasikan PLTP pertama di Lumut Balai, Sumatera Selatan, dengan kapasitas terpasang 
sebesar 55MW, sehingga total kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 672MW. 

2022 - Perseroan telah mengembangkan pembangkit listrik biner kecil di Lahendong, Sulawesi Utara dengan kapasitas terpasang sebesar 0,7MW. 
Proyek ini merupakan bagian dari implementasi Program Beyond Energy Perseroan dan telah diselesaikan pada Desember 2022. 

- Perseroan dan PT Ormat Geothermal Indonesia menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait studi 
bersama untuk pengembangan PLTP biner di Indonesia. 

 
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
 
Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan 
sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2022, dengan keputusan antara lain sebagai berikut: 
(i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui 

pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah 
sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari 
dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) (ñSaham Yang Ditawarkanò), 
untuk ditawarkan dalam jumlah saham serta harga penawaran (ñHarga Penawaranò) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada 
masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di Bursa 
Efek Indonesia (ñBEIò); 

(ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka; 
(iii) Para Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan yang 

dikeluarkan tersebut; 
(iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama dari semula ñPT Pertamina 

Geothermal Energyò menjadi ñPT Pertamina Geothermal Energy Tbkò. 
(v) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nilai nominal saham dari semula 

Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp.500 (lima ratus Rupiah) per saham; 
(vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang 

Saham Secara Sirkuler) untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk 
(i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014; dan 

(vii) Menyetujui menerbitkan/mengeluarkan saham baru, dalam rangka program Management and Employees Stock Option Plan yang 
akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum 
Saham Perdana (ñProgram MESOPò) dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program 
MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan tata cara 
pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program MESOP, dan jumlah 
karyawan yang akan menerima saham Program MESOP, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 

 
Pada tanggal 23 Juni 2022, Pemegang Saham Perseroan selanjutnya telah menyetujui melalui Keputusan Pemegang Saham Secara 
Sirkuler tanggal 23 Juni 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 59 tanggal 
28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 59/2022ò) 
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untuk meningkatkan jumlah Saham Yang Ditawarkan dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus 
lima puluh juta) saham biasa atas nama menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 16.720.000.000 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh 
juta) saham biasa atas nama atau 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham untuk ditawarkan dalam jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan 
tertulis Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Kecuali terhadap perubahan jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2022, hal-hal sebagaimana 
diputuskan dalam Akta No. 12/2022 tetap berlaku sepenuhnya, termasuk persetujuan mengenai perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang 
Saham, (ii) menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan modal ditempatkan disetor Perseroan serta (iii) mengajukan pemberitahuan 
kepada Menkumham terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana 
Saham. Oleh karena tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak melakukan pelaporan 
atau permohonan persetujuan kepada Menkumham sehubungan ditandatanganinya Akta No. 12/2022.  
 
Dengan diberikannya persetujuan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2022, dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan dapat melakukan pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.720.000.000 (enam belas miliar 
tujuh ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari dalam portepel dengan nilai nominal masing-masing saham 
sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah). 
 
Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Akta  
No. 12/2022 telah mendapat persetujuan dari Menkumham pada tanggal 11 Februari 2022. Namun demikian, sampai dengan tanggal  
11 Agustus 2022, Pernyataan Pendaftaran Perseroan belum menjadi efektif dan Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum 
Perdana Saham. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran 
Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum 
saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan 
Menkumham. Guna memenuhi ketentuan tersebut: 
(i) pada tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 46 tanggal 24 

Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (ñAkta No. 
46/2022ó), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060354.AH.01.02.Tahun 
2022 tanggal 24 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0166466.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 
2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status 
Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi ñPT Pertamina Geothermal Energyò 
serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan  

(ii) selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 52 
tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan 
(ñAkta No. 52/2022ó), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0060753.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01. 09-0047893 tanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan  
No. AHU-0167663.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah:  
(I) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan perubahan nama 

Perseroan menjadi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk serta perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait 
dengan perubahan tersebut; dan 

(II) menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan 
sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12/2022, yang telah disesuaikan dengan dan memuat ketentuan pokok dari: (i) 
Peraturan No.IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020; (iii) POJK No. 16/2020 dan (iv) POJK No. 33/2014. 

 
Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan-pembatasan 
(negative covenants) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya yang 
dapat merugikan pemegang saham. 
 
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR 
 
Tahun 2007: Pendirian 

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:  
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 200.000 200.000.000.000 - 
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Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1.  Pertamina  45.000 45.000.000.000 90,00 
2. Pedeve 

(d/h PT Pertamina Dana Ventura) 
5.000 5.000.000.000 10,00 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.000 50.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 150.000 150.000.000.000  

 
Tahun 2019 - 2020: Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor 

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020. 
 
Tahun 2021: Peningkatan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor 

Berdasarkan Akta No. 89 tanggal 30 Juni 2021, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang 
telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038083.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 
dan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0417876 tanggal 5 Juli 2021, didaftarkan 
pada Daftar Perseroan No. AHU-0117908.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 (ñAkta No. 89/2021ò), para pemegang saham 
menyetujui untuk meningkatkan: (i) modal dasar Perseroan dari semula Rp780.521.000.000 terbagi atas 780.521 saham, setiap saham 
memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp62.092.284.000.000 terdiri dari 62.092.284 saham, setiap saham memiliki nilai 
nominal sebesar Rp.1.000.000, dan (ii) modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp775.256.000.000 terdiri dari 775.256 
saham menjadi Rp15.523.071.000.000 terdiri dari 15.523.071 saham, dengan cara mengeluarkan saham baru dari dalam portepel senilai 
Rp14.747.815.000.000 yang terdiri dari 14.747.815 saham baru, yang diambilbagian oleh: 
(1) Sebesar Rp13.136.431.000.000 yang terdiri dari 13.136.431 saham merupakan hasil dari kapitalisasi saldo laba ditahan untuk 

periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang diambilbagian oleh masing-masing Pertamina dan 
Pedeve secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan; dan 

(2) Sebesar Rp1.611.384.000.000 yang terdiri dari 1.611.384 saham yang berasal dari konversi sebagian tagihan pokok milik 
Pertamina kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Nomor: 035/H00000/2012-S0 dan Nomor: 
1343/PGE000/2012-S0 tanggal 28 Desember 2012 yang telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 
30 Juni 2015 dan Addendum II Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 31 Desember 2015, yang dibuat oleh dan antara Pertamina 
sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman. Pelaksanaan konversi tagihan ini diatur dalam Perjanjian 
Konversi tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat antara Pertamina dan Perseroan. Konversi tagihan ini telah diumumkan dalam Harian 
Neraca dan Investor Daily keduanya pada tanggal 5 Juli 2021. 

 
Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas, maka struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:  
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 62.092.284 62.092.284.000.000 - 

1.  Pertamina  14.284.230 14.284.230.000.000 92,02 
2. Pedeve 1.238.841 1.238.841.000.000 7,98 

Modal Ditempatkan dan Disetor 15.523.071 15.523.071.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 46.569.213 46.569.213.000.000 - 

 
Tahun 2021: Pengambilalihan Seluruh Saham Pertamina oleh PPI 

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 16 Juli 2021, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang 
telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-
0433741 tanggal 3 Agustus 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132428.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal  
3 Agustus 2021 (ñAkta No. 8/2021ò), para pemegang saham menyetujui untuk pengambilalihan seluruh saham milik Pertamina dalam 
Perseroan yaitu sebanyak 14.284.230 saham oleh PPI. Sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut: 
Å Transaksi pengambilalihan telah diumumkan dalam Surat Kabar Investor Daily terbitan tanggal 27 Mei 2021. Perseroan pada 

tanggal 27 Mei 2021 juga telah mengumumkan kepada karyawannya terkait rencana pengambilalihan tersebut;  
Å Pertamina dan PPI telah menandatangani Perjanjian Pengambilalihan tanggal 1 Agustus 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta 

Penyimpanan Perjanjian Pengambilalihan Saham No. 1 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia 
Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara; 

Å Perseroan telah mengumumkan selesainya pengambilalihan dalam Surat Kabar Investor Daily terbitan tanggal 5 Agustus 2021 
guna pemenuhan ketentuan Pasal 133 ayat (2) UUPT; dan 

Å Pengambilalihan seluruh saham milik Pertamina oleh PPI secara pajak dilakukan dengan menggunakan nilai buku yang mana 
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
56/PMK/010/2021 telah diterima melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-121/WPJ.19/2022 tanggal 24 Februari 2022 
perihal Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha. 
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Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 62.092.284 62.092.284.000.000 - 

1.  PPI 14.284.230 14.284.230.000.000 92,02 
2. Pedeve 1.238.841 1.238.841.000.000 7,98 

Modal Ditempatkan dan Disetor 15.523.071 15.523.071.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 46.569.213 46.569.213.000.000 - 

 
Tahun 2022: Perubahan Nilai Nominal Saham 

Berdasarkan Akta No. 12/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta No. 52/2022, para pemegang saham 
menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. 
 
Dengan adanya perubahan nilai nominal saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 124.184.568.000 62.092.284.000.000 - 

1.  PPI 28.568.460.000 14.284.230.000.000 92,02 
2. Pedeve 2.477.682.000 1.238.841.000.000 7,98 

Modal Ditempatkan dan Disetor 31.046.142.000 15.523.071.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel 93.138.426.000 46.569.213.000.000  

 
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN  
 
Berikut ini adalah skema struktur kepemilikan saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. 

 

 
 

Pengendali akhir Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Perseroan memiliki penyertaan modal minoritas di sejumlah perusahaan afiliasi yang pemegang saham pengendalinya adalah Afiliasi 
Perseroan, yaitu PT Pertamina Hulu Energi. Penyertaan saham ini dilakukan pada saat pendirian dan hanya ditujukan untuk memenuhi 
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ketentuan minimum jumlah pemegang saham berdasarkan UUPT, dan bukan merupakan strategi untuk berinvestasi secara aktif dalam 
bisnis tersebut. Kepemilikan dalam entitas tersebut tidak berkontribusi secara material pada pendapatan konsolidasi maupun laba bersih 
Perseroan di tahun-tahun sebelumnya, adapun kepemilikan dalam entitas tersebut dinilai pada nilai wajarnya dan dibukukan pada 
pendapatan komprehensif lainnya. Perseroan berencana untuk melepaskan seluruh kepemilikan minoritas tersebut secara segera dengan 
tetap mempertimbangkan berbagai hal termasuk dengan tetap bergantung pada diperolehnya persetujuan dari pemegang saham 
pengendali entitas-entitas tersebut. Pelepasan kepemilikan minoritas tersebut diperkirakan tidak memiliki dampak yang material pada 
bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan. 
 
5. PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN  
 
PT Pertamina Power Indonesia (òPPIó) 

PPI merupakan entitas induk berbadan hukum yang merupakan pemegang saham mayoritas langsung di Perseroan. PPI dikendalikan 
secara langsung oleh Pertamina. Sehingga Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perseroan sampai dengan level individu 
adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Akta Pendirian dan Perubahannya 

PPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Oktober 2016, dibuat di hadapan Shahreza Annas, S.H., M.Kn, sebagai 
pengganti dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-0047785.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 (ñAkta Pendirian PPIò). Anggaran dasar PPI yang 
dituangkan dalam Akta Pendirian PPI telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perubahan Anggaran Dasar No. 306 tanggal 30 Desember 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta 
Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0494807 
tanggal 31 Desember 2021 (ñAkta No. 306/2021ò).  
 
Kegiatan Usaha 

Berdasarkan anggaran dasar PPI, maksud dan tujuan PPI adalah menyelenggarakan usaha di bidang ketenagalistrikan dan energi lainnya 
berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas, serta melaksanakan pengelolaan dan 
pengembangan Fasilitas Floating Storage and Regasification Terminal (Fasilitas FSRT), termasuk pembelian Liquified Natural Gas dan 
pemasaran atas hasil pengelolaan Fasilitas FSRT serta kegiatan bisnis terkait lainnya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai 
perusahaan. 
 
Permodalan dan Pemegang Saham  

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPI yang berlaku pada Tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana 
dituangkan dalam Akta No. 306/2021, yaitu sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.1.000.000 per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 113.069.748 113.069.748.000.000 - 

1.  Pertamina  29.333.550 29.333.550.000.000 99,9999 
2.  Pedeve 15 15.000.000 0,0001 

Modal Ditempatkan dan Disetor 29.333.565 29.333.565.000.000 100,0000 

Saham Dalam Portepel 83.736.183 83.736.183.000.000 - 

 
Pengurusan dan Pengawasan  

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPI yang berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0476363 tanggal 23 November 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 19 November 2021, 
yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham 
dan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0476432 tanggal 23 November 2021, yaitu sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : N. Hasto Kristiyono 
Komisaris : Ajar Budi Kuncoro 
Komisaris : David Bingei 
Komisaris : Dwi Agus Setiawan 
Komisaris : Ida Nuryatin 
 
Direksi 

  

Direktur Utama : Dannif Danusaputro 
Direktur Perencanaan & Strategi Pengembangan Bisnis : Fadli Rahman 
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Direktur Proyek & Operasi : Norman Ginting 
Direktur SDM & Penunjang Bisnis : Said Reza Pahlevy 
Direktur Keuangan : Iman Hilmansah 

 
Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan  

 (dalam ribuan USD) 

 30 Juni 2022 

Aset 2.640.029 
Liabilitas 1.156.791 
Ekuitas 1.483.237 
Pendapatan 186.128 
Laba Usaha 91.859 
Laba Periode Berjalan 67.469 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI  
 
Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. 

 

 
 

7. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN  
 
Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Pihak Jabatan Keterangan 

Sarman Simanjorang KU/KI Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Harris K Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Samsul Hidayat  KI Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Ahmad Subarkah Yuniarto DU Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Eko Agung Bramantyo D Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Rachmat Hidayat D Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 

Nelwin Aldriansyah D Bukan merupakan pengurus atau pemegang saham dari Pemegang Saham Perseroan 
 

Catatan: 
KU/KI : Komisaris Utama/Komisaris Independen  DU :  Direktur Utama 
K : Komisaris  D  : Direktur 
KI : Komisaris Independen      

 
Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut: 
 

Pihak Perseroan GES PGEK 

Sarman Simanjorang KU/KI - - 
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Pihak Perseroan GES PGEK 

Harris K - - 

Samsul Hidayat  KI - - 

Ahmad Subarkah Yuniarto DU - - 

Eko Agung Bramantyo D - - 

Rachmat Hidayat D - - 

Nelwin Aldriansyah D - - 
 

Catatan: 
KU/KI : Komisaris Utama/Komisaris Independen  DU :  Direktur Utama 
K : Komisaris  D : Direktur  
KI : Komisaris Independen      

 
8. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN  
 
Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan 
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 
 
Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, 
yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0148794 tanggal 8 Maret 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043471.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Maret 
2021 jis. Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta 
Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. 
AHU-AH.01.03-0134455 tanggal 1 Maret 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-AH.0103-0134455 tanggal 1 Maret 2022 dan 
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0202965 tanggal 25 Maret 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0059557.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 serta Akta No. 9 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Marianne 
Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara (ñAkta No. 9/2023ò), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang 
Komisaris : Harris 
Komisaris Independen : Samsul Hidayat  
 
Direksi 

  

Direktur Utama : Ahmad Subarkah Yuniarto 
Direktur Operasi : Eko Agung Bramantyo 
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan : Rachmat Hidayat 
Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah 

 
Berdasarkan Cover Note dari Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara, Akta No. 9/2023 sedang dalam 
proses pelaporan kepada Menkumham namun demikian proses pada Menkumham tidak memengaruhi berlakunya perubahan susunan 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan 
terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 
 
Dewan Komisaris berhak memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak melihat buku-buku, 
surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa 
kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 

 
Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris bertugas untuk memimpin RUPS. Apabila semua anggota Dewan 
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal 
semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang 
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  
 
Apabila anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan 
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, 
maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. 



  
 

88 

 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib 
membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut 
setiap akhir tahun buku Perseroan. 
 
Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris 
Perseroan, berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual dalam satu tahun terakhir:  
 
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), RKAP, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;  
2. Melakukan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam 

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, serta sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan; 

3. Menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan PT Pertamina Power Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  

4. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan;  
5. Memberikan arahan terkait dengan manajemen risiko Perseroan, sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan, dan 

kebijakan Perseroan dalam hal pengembangan karier, pengadaan barang/jasa, mutu dan pelayanan, akuntansi dan penyusunan 
Laporan Keuangan (sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia/SAK), serta pelaksanaan dari kebijakan-
kebijakan tersebut;  

6. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak signifikan 
pada usaha dan kinerja Perseroan;  

7. Merespons atau menindaklanjuti saran, harapan, permasalahan dan/atau keluhan dari pemangku kepentingan yang disampaikan 
langsung kepada Dewan Komisaris, serta menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan;  

8. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal Perseroan serta 
pelaksanaan dari kebijakan tersebut;  

9. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham;  
10. Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;  
11. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;  
12. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang 

dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;  
13. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;  
14. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani Laporan Tahunan;  
15. Membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  
16. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;  
17. Memantau efektivitas praktik GCG;  
18. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang menjadi organ pendukung Dewan Komisaris;  
19. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;  
20. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS 
merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja 
Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan 
penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.  
 
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
keputusan RUPS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan 
RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seorang anggota Direksi yang ditunjuk 
oleh Direksi bertugas untuk memimpin RUPS, apabila:  
Å semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi 

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh 
peserta RUPS. 
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Å semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan. 
 

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:  
a. Menerima pinjaman jangka pendek, kecuali untuk pembiayaan modal kerja; 
b. Menerbitkan surat-surat hutang, obligasi atau surat aksep atau menerima pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai 

melebihi nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris; 
c. Memberikan pinjaman jangka pendek, menengah/panjang kepada anak perusahaan atau afiliasi Perseroan, termasuk mengubah 

pinjaman anak perusahaan atau afiliasi Perseroan menjadi modal ditempatkan oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang 
ditetapkan Dewan Komisaris;  

d. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek; 
e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya 

sampai dengan 5 (lima) tahun; 
f. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;  
g. Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya 

dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang melebihi nilai tertentu yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

h. Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi dan kerja sama lainnya yang tidak 
dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 
(satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;  

i. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; 
j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 
k. Melakukan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya; 
l. Melepaskan baik sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya; 
m. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 
n. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam UUPT; 

dan 
o. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing dan produk terstruktur finansial 

(financial structured product) lainnya. 
 

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagaimana disebutkan di atas, tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sepanjang 
perbuatan-perbuatan tersebut telah tertuang secara memadai dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berikut 
perubahannya yang telah disetujui Dewan Komisaris dan pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 
 
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:  
 
Dewan Komisaris  

 

Sarman Simanjorang 
Komisaris Utama/Komisaris Independen 

 
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy 
Niaga pada tahun 2007 dan Magister Administrasi Publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) 
pada tahun 2010. Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan pada 25 Februari 2022. 
 
2022 - sekarang : Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2021 - sekarang : Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Kamar Dagang dan lndustri Indonesia 

(KADIN) 
2020 - sekarang : Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 
2019 - sekarang : Komisaris Utama PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk 
2019 - sekarang : Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan lndustri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta 
2019 - sekarang : Dewan Kehormatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 
2018 - sekarang : Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
2016 - sekarang : Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Prov. DKI Jakarta 
2020 - 2022 : Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy 
2020 - 2020 : Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy 
2018 - 2021 : Komisaris Utama PT. Delta Djakarta Tbk 
2018 - 2021 : Wakil Ketua Umum MPI - OPP Komite Nasional Pemuda Indonesia 
2016 - 2021 : Wakil Ketua Umum PB Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) 
2009 - 2011 : Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional 
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Dewan Komisaris  

 

Harris 
Komisaris 

 
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1996 
dan Magister Manajemen Tenaga Listrik dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Beliau diangkat sebagai Komisaris 
Perseroan pada 25 Februari 2022. 
 
2022 - sekarang : Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2021 - sekarang : Direktur Panas Bumi Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan & Konservasi 

Energi  
2017 - 2021 : Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru & Energi Terbarukan, 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi 
2016 - 2017 : Kepala Subdit Pengembangan Usaha Konservasi Energi Direktorat Konservasi Energi, Direktorat 

Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi 
2016 - 2016 : Kepala Subdit Tekno Ekonomi Energi Direktorat Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru, 

Terbarukan dan Konservasi Energi  
2011 - 2016 : Kepala Subdit Penerapan Teknologi Bersih dan Efisien Direktorat Konservasi Energi, Direktorat 

Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi  
2009 - 2011 : Kepala Subdit Pemanfaatan Energi Direktorat Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi, Direktorat 

Jenderal Listrik & Pemanfaatan Energi 
 2006 - 2009 : Kepala Seksi Perogram Pemanfaatan Energi Direktorat Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi, 

Direktorat Jenderal Listrik & Pemanfaatan Energi 
2006 - 2006 : Kepala Seksi Analisis Pemanfaatan Energi Direktorat Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi, 

Direktorat Jenderal Listrik & Pemanfaatan Energi 
 

 

Samsul Hidayat  
Komisaris Independen 

 
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Negeri Jambi pada tahun 1991 
dan Master Business Administration dari Cleveland State University Ohio pada tahun 1999. Beliau diangkat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan pada 25 Februari 2022. 
 
2022 - sekarang : Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2020 - sekarang : Komisaris Independen PT Sunindo Adi Perkasa Tbk 
2018 - sekarang : Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia  
2018 - sekarang : Komisaris PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 
2018 - sekarang : Komisaris Independen PT Dana Brata Luhur Tbk 
2019 - sekarang : Komisaris Independen PT Indonesia Tobacco Tbk 
2015 - 2018 : Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia 
2012 - 2015 : Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, PT Bursa Efek Indonesia  
2006 - 2012 : Kepala Bagian Pengawas Lembaga Efek Biro Transaksi dan Lembaga Efek Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan 
 

 
Direksi  

 

Ahmad Subarkah Yuniarto 
Direktur Utama 

 
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 
1991 dan S2 Post Graduate Diploma ï Organisational Leadership Said Business School dari University of Oxford pada 
tahun 2019. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada 15 Februari 2021. 
 
2021 - sekarang : Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk  
2021 - sekarang : Anggota Majelis Wali Amanat, Universitas Gadjah Mada 
2021 - sekarang : Dewan Pembina Save the Children Indonesia 
2019 - sekarang : Dosen Praktisi Paruh Waktu, School of Business Management Institut Teknologi Bandung 
2018 - sekarang : Anggota, Board of Advisor, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, 

Universitas Gadjah Mada 
2020 - 2021 : Ketua Dewan Pembina Save the Children Indonesia 
2019 - 2021 : Advisor, New Zealand Trade and Enterprise, Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta 
2017 - 2021 : Anggota, Komite Nominasi dan Remunerasi, Tripatra Engineering & Constructors 
2017 - 2018 : Anggota, Komite Investasi dan Manajemen Resiko, Tripatra Engineering & Constructors 
2017 - 2018 : Komisaris Independen, Tripatra Engineering 
2016 - 2018 : Komisaris Independen, East-West Seed Indonesia, Perusahaan Seed Hortikultura dari Belanda 
2015 - 2021 : Senior Advisor, Global Energy Practices, Boston Consulting Group 
2011 - 2014 : Chairman, Schlumberger Group, Indonesia 
2009 - 2011 : President Director, Schlumberger Indonesia 
2008 - 2009 : Marketing Director, Schlumberger, the Middle East and Asia 
2006 - 2008 : General Manager, Schlumberger, North-West Africa 
2003 - 2006 : Operation Director, Schlumberger Geophysics Nusantara, Indonesia 
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Direksi  

 

Eko Agung Bramantyo 
Direktur Operasi 

 
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1990 
dan Geothermal Diploma dari Auckland University pada tahun 2001. Beliau diangkat sebagai Direktur Operasi 
Perseroan pertama kali pada 24 Agustus 2018. 
 
2018 - sekarang : Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2015 - 2018 : Vice President Operation & Engineering PT Pertamina Geothermal Energy 
2013 - 2015 : GM Area Lahendong PT Pertamina Geothermal Energy 
2011 - 2013 : Pimpinan Proyek Ulubelu PT Pertamina Geothermal Energy 
2009 - 2011 : Manager Utilisasi & Power Plant PT Pertamina Geothermal Energy 
2008 - 2009 : Manager Utilisasi PT Pertamina Geothermal Energy 

 

 

Rachmat Hidayat 
Direktur Eksplorasi & Pengembangan 

 
Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung 
pada tahun 1995 dan Magister Bisnis Manajemen dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006. Beliau diangkat 
sebagai Direktur Eksplorasi & Pengembangan Perseroan pada 21 Maret 2022. 
 
2022 - sekarang : Direktur Eksplorasi & Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2020 - 2022 : VP Upstream Business Dev. & Portfolio PT Pertamina (Persero) - Kantor Pusat 
2018 - 2020 : VP Upstream Business Growth PT Pertamina (Persero) - Kantor Pusat 
2016 - 2018 : VP Technical Support PT Pertamina EP - Cepu 
2013 - 2015 : Domestic, SEA & Australia Ventures Manager PT Pertamina (Persero) - Kantor Pusat 
2013 - 2013 : Reservoir Engineering PT Pertamina (Persero) - Kantor Pusat 
2011 - 2013 : Business Analysis Manager PT Pertamina (Persero) Dit. Inv. Plan & RM 
2009 - 2011 : Reservoir Engineering PT Pertamina EP - Cepu 
2008 - 2008 : Staf Perbantuan PT Pertamina (Persero) Dit. Hulu 
2006 - 2008 : Ahli Data Reservoir PT Pertamina EP - Reg Sumatera 
2006 - 2006 : Engineering Reservoir PT Pertamina EP - Reg Sumatera 
2002 - 2002 : Ahli Well Survey & Analis PERTAMINA - Cirebon 
1999 - 2002 : Ahli Analisa Well Survey & Res DBS PERTAMINA - Cirebon 
1999 - 1999 : Ahli Muda Ops Aset II PERTAMINA - Cirebon 
1999 - 1999 : Trainee PERTAMINA - Cirebon 
 

 

Nelwin Aldriansyah 
Direktur Keuangan 

 
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994 
dan Master of Business Administration dari University of Strathclyde, Glasglow pada tahun 1997, serta Certified 
Business Management Program dari Prasetya Mulya Jakarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan 
pada 15 Februari 2021. 
 
2021 - sekarang : Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 
2018 - 2021 : Director Investment Banking PT Bahana Sekuritas 
2016 - 2018 : Director M&A PT CIMB Securities Indonesia 
2010 - 2016 : Director Corporate Finance PT CIMB Securities Indonesia 
2010 - 2010 : Director Debt Capital Market PT ANZ-Panin Bank 
2009 - 2010 : Director Investment Banking PT Woori Korindo Securities 
2001 - 2009 : Vice President Investment Banking PT Bahana Securities 
1999 - 2001 : Assistant VP Investment Banking PT Trimegah Securities 
1997 - 1999 : Research Analyst - PT Arab-Malaysian Capital 
1994 - 1996 : Junior Analyst - PT Inter-Pasific Securities 

 

 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, 
dan para pemegang saham Perseroan, tidak terdapat kepentingan lain Direksi yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota 
Direksi terkait Penawaran Umum saham atau pencatatannya di Bursa Efek, dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan 
anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan 
anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau 
penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota 
Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir. 
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Rapat anggota Direksi dan rapat anggota Dewan Komisaris masing-masing dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. 
Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu 
per dua) jumlah anggota atau wakilnya yang sah. 
 
Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:  
 

Nama 

2022 2021 

Jumlah 
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Jumlah 
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Dewan Komisaris       
Sarman Simanjorang 6 6 100% 15 15 100% 
Harris* 4 4 100% - - - 
Samsul Hidayat* 4 4 100% - - - 
*) Yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan komisaris per 25 Februari 2022 sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, 
S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0134455 tanggal 
1 Maret 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-AH.0103-0134455 tanggal 1 Maret 2022 

 
Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut: 
 

Nama 

2022 2021 

Jumlah 
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Jumlah 
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Direksi       
Ahmad Subarkah Yuniarto* 23 20 87% 38 37 97% 
Eko Agung Bramantyo 23 23 100% 36 36 100% 
Rachmat Hidayat** 13 13 100% - - - 
Nelwin Aldriansyah* 23 21 91% 38 38 100% 
*) Yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi per 15 Februari 2021 sesuai dengan Akta No. 32 tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di 
Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148794 tanggal 8 Maret 2021, 
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043471.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021. 
**) Yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi per 21 Maret 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 24 Maret 2022, dibuat di hadapan Marianne 
Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-
0202965 tanggal 25 Maret 2022, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059557.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022. 

 
Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi ke berbagai 
pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan dan bisnis pembangkit listrik. 
 
Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  

Total kompensasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 serta 30 Juni 2022 yang mengacu pada Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta 
berpedoman pada pedoman pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:  
 

Periode Dewan Komisaris (dalam Rupiah penuh) Direksi (dalam Rupiah penuh) 

30 Juni 2022 1.161.084.000 5.129.944.000 

31 Desember 2021 4.922.684.856 18.232.354.179 

31 Desember 2020 8.052.977.256 12.650.907.854 

31 Desember 2019 8.617.247.769 20.882.610.868 

 
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
Fungsi Nominasi dan Remunerasi 

Berdasarkan POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh 
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022. 
Riwayat hidup Dewan Komisaris dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas. 
 
Perseroan juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Fungsi 
Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Maret 2022 yang telah disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014 dan telah ditetapkan 
oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022.  
 
Tugas dan tanggung jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut: 
a. terkait dengan fungsi nominasi: 

1. memberikan rekomendasi, antara lain, mengenai: 
a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan 
c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 
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d) program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 
2. melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah 

disusun sebagai bahan evaluasi; 
3. memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris; dan 
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada 

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 
b. terkait dengan fungsi remunerasi: 

1. memberikan rekomendasi mengenai: 
a) struktur remunerasi; 
b) kebijakan atas remunerasi; dan 
c) besaran atas remunerasi; 

2. melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau 
anggota Dewan Komisaris. 

 
Melakukan tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari 
waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan 
 
Sekretaris Perusahaan  

Sesuai dengan POJK No. 35/ 2014 Perseroan telah menunjuk Muhammad Baron sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
berdasarkan Keputusan Direksi No. RRD-006/PGE000/2022-S0 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengukuhan Sekretaris Perusahaan 
(Corporate Secretary) dan Kepala Unit Audit Internal (Chief of Internal Audit) serta Penetapan Piagam Unit Audit Internal, untuk memberi 
nasihat kepada Direksi mengenai peraturan pasar modal dan implementasinya, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Perseroan 
dengan OJK, BEI dan lembaga publik lainnya. Keterangan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 
Muhammad Baron, Warga Negara Indonesia, 48 tahun lahir di Prabumulih, pada tanggal 20 September 1973. Memperoleh gelar Sarjana 
Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1998. Saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2021. 
 
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
a. Memastikan ketaatan Perseroan terhadap segala peraturan yang berlaku serta pelaksanaan tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance); 
b. Menjalankan tanggung jawab sosial (ñCSRò) Perseroan; 
c. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 
d. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; 
e. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; 
f. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. 
 
Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh sekretaris perusahaan, Perseroan memberikan pelatihan terkait 
risiko usaha, keuangan dan bisnis pembangkit listrik. 
 
Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke: 
 
Nama : Muhammad Baron 
Jabatan : Corporate Secretary  
Alamat : Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-39833222 
Email : muhammad.baron@pertamina.com 
 
Komite Audit  

Berdasarkan POJK No. 55/2015 Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022, yang beranggotakan sebagai berikut:  
 
Ketua : Samsul Hidayat (Komisaris Independen) 
Anggota : Bintang Sarwo Budhi 
Anggota : Qatro Romandhi  
 
Riwayat hidup Samsul Hidayat yang merupakan Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan di atas. 
 
Bintang Sarwo Budhi, Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Purwokerto, pada tanggal 1 Mei 1966. Memperoleh gelar Diploma IV 
dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Auditor Madya Inspektorat Kementerian 
BUMN sejak tahun 2021. 
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Qatro Romandhi, Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1976 Memperoleh gelar Sarjana Teknik 
Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta, 1999., Magister Manajemen Teknologi, Institut Sains dan Teknologi Nasional 
(ISTN) Jakarta, tahun 2004, Master Environmental and Energy Management, University of Twente Belanda tahun 2008. Saat ini menjabat 
sebagai Koordinator Rencana dan Laporan, Fungsional Perencana Madya Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sejak tahun 2020.  
 
Komite Audit Perseroan telah memiliki piagam Komite Audit yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit tanggal 2 Maret 2022 yang telah 
disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022. 
 
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:  
a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan; 
b. menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 
c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang 

diberikan; 
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, 

ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan Rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah 
kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 
1 (satu) Akuntan Publik; 

e. menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun 
eksternal; 

f. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan 
pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; 

g. apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan menugaskan pihak 
ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya 
laporan; 

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu 
dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota 
Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan; 

i. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan 
Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; 

j. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan; 
k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian serta penilaian kinerja Kepala Unit 

Audit Internal (SKAI);  
l. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan 
m. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. 
 
Komite Audit telah menjalankan tugasnya yang antara lain: 
1. Melakukan reviu dan menyusun usulan rekomendasi terkait usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

tahun 2021;  
2. Mengevaluasi pelaksanaan RKAP tahun 2021 sekaligus mengevaluasi dengan membandingkan pelaksanaan tahun 2020 

khususnya pada rencana kerja terkait eksternal audit, Internal Audit dan Manajemen Risiko;  
3. Melakukan kajian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor 

internal;  
4. Melaksanakan kunjungan lapangan ke area/proyek panas bumi Perseroan. 
 
Tingkat kehadiran Rapat Komite Audit pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut: 
 

Nama 

2022 2021 

Jumlah 
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Jumlah  
Penyelenggaraan Rapat 

Jumlah 
Kehadiran Rapat 

Persentase 
Kehadiran 

Samsul Hidayat* 4 2 50% - - - 
Bintang Sarwo Budhi* 4 4 100% - - - 
Qatro Romandhi* 7 7 100% 1 1 100% 
*) Yang bersangkutan diangkat menjadi anggota komite audit per 2 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022. Qatro 
Romandhi sebelumnya telah menjadi anggota komite audit sejak 1 Januari 2021. 

 
Unit Audit Internal  

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan menunjuk Sdri. Dyna Lusi Susanti sebagai 
Ketua Unit Audit Internal (Chief of Internal Audit) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. Kpts.P-015/PGE000-S8 
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tanggal 2 Maret 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022.  
 
Dyna Lusi Susanti, Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Blitar, pada tanggal 20 Februari 1980. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 
dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 2016. Saat ini menjabat 
sebagai Ketua Unit Audit Internal (Chief of Internal Audit) sejak Oktober 2021. 
 
Ketua : Dyna Lusi Susanti, QIA, CFE, CACP 
Anggota : Affandi Rahman, QIA 
 : Doritza Hernando Adonis, QIA, CPRM 
 : Budi Wahyono, QIA 
 : Yudha Dwi Azhariyadi, CA, QIA, CRP 
 : Arya Trisma Putra, QIA 
 
Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sebagaimana dituangkan dalam Piagam Unit Audit Internal 
tanggal 2 Maret 2022 yang telah disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015 yang telah ditetapkan Direksi Perseroan berdasarkan 
Keputusan Direksi Perseroan No. RRD-006/PGE000/2022-S0 tanggal 17 Februari 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan 
Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kpts/DK-PGE/2022-S0 tanggal 2 Maret 2022. 
 
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan. 
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. 
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya 

manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen. 
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 
g. Bekerja sama dengan Komite Audit. 
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya. 
i. Melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan. 
j. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina Power Indonesia, untuk kegiatan yang bersifat tersentralisasi di Holding 
 
10. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut: 
 
A. PERIZINAN UMUM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki Perizinan Umum berikut ini: 
 

Perusahaan Perizinan Umum 

Perseroan Å Nomor Induk Berusaha 8120007912209 (Perubahan Ke-5) tanggal 23 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya, dan menerangkan bahwa Perseroan beralamat di 
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 - 13 Gambir, Jakarta Pusat 10110.  

Å Nomor Pokok Wajib Pajak 01.061.266.1-081.000, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

Å Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-01048/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
DJP Jakarta Khusus KPP Minyak dan Gas Bumi, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

Å Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-23PKP/WPJ.07/KP.1003/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Minyak dan Gas Bumi, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

GES 
(Belum beroperasi) 

Å Nomor Induk Berusaha 8120015001002 (Perubahan Ke-2) tanggal 24 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia, yang berlaku selama GES menjalankan kegiatan usahanya, dan menerangkan bahwa GES beralamat di Grha 
Pertamina, Power Pertamax Lantai 9, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 - 13 Gambir Jakarta Pusat 10110.  

Å Nomor Pokok Wajib Pajak 83.192.734.8-021.000, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

Å Surat Keterangan Terdaftar No.S-64KT/WPJ.06/KP.0703/2017 tanggal 6 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Menteng Satu, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

PGEK 
(Belum beroperasi) 

Å Nomor Induk Berusaha No. 0703220019179 tanggal 7 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang 
berlaku selama PGEK menjalankan kegiatan usahanya, dan menerangkan bahwa PGEK beralamat di Grha Pertamina ï Tower 
Pertamax Lt. 9, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 - 13, Gambir, Jakarta Pusat ï 10110, Desa / Kelurahan Gambir, Kecamatan 
Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  

Å Nomor Pokok Wajib Pajak 76.182.588.4-081.000, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 

Å Surat Keterangan Terdaftar No.S-115KT/WPJ.07/KP.1003/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP 
Jakarta Khusus KPP Minyak dan Bumi, yang tidak mencantumkan masa berlaku. 
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Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku. 
 
B. PERIZINAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Dalam mengoperasikan kegiatan usahanya yang dioperasikan sendiri (self-operation) Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki perizinan 
yang dibutuhkan dan seluruh perizinan tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Terkait dengan perizinan 
kegiatan usaha di dalam WKP yang dikontrakareakan kepada kontraktor KOB, seluruh perizinan yang dibutuhkan dimiliki oleh kontraktor 
KOB tersebut. 
 
Berikut ini adalah izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha kegiatan usaha panas bumi yang dioperasikan sendiri (self-
operation) oleh Perseroan dan Entitas Anak: 
 
Kuasa Pengusahaan atau Izin Panas Bumi 

No. Perusahaan Kuasa Pengusahaan / Izin Panas Bumi 

1.  Perseroan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 2067 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penegasan Wilayah Kuasa dan 
Perubahan Batas-Batas Koordinat Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy, Menteri ESDM 
menetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2007. Kuasa pengusahaan panas bumi ini memberikan hak bagi Perseroan saat 
ini untuk mengelola 12 WKP yaitu WKP Tabanan/Bedugul, WKP Kamojang-Darajat, WKP Cibeureum-Parabakti/Salak, WKP 
Lahendong, WKP Pangalengan/Wayang Windu, WKP Karaha Cakrabuana, WKP Sibayak, WKP Gunung Sibual-buali/Sarulla, 
WKP Gunung Way Panas/Ulubelu, WKP Sungai Penuh, WKP Lumut Balai dan Margabayur, dan WKP Hululais. Kuasa 
pengusahaan ini berlaku 30 tahun sejak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2014 pada tanggal 17 September 2014 dan dapat 
diperpanjang menjadi Izin Panas Bumi oleh Menteri ESDM. 

2.  GES Keputusan No. 1/1/IPB/PMDN/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Izin Panas Bumi PT Geothermal Energi Seulawah di Wilayah 
Kerja Seulawah Agam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas 
nama Menteri ESDM, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2055. 
 
Sampai dengan Tanggal Prospektus, GES belum beroperasi. 

3.  PGEK Sampai dengan Tanggal Prospektus, PGEK belum memiliki Izin Panas Bumi dan belum beroperasi. 

 
Izin Ketenagalistrikan 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan mengoperasikan sendiri PLTP di dalam WKP sebagai berikut: 
 

No. PLTP Perizinan 

1.  Kamojang 
 

PLTP unit 4 dan 5 yang terletak 
di WKP Kamojang 

Å PLTP Unit 4: Keputusan Menteri ESDM No. 381-12/2-/600.3/2008 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan 
Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT Pertamina Geothermal Energy, tanggal 11 Desember 2008 dan berlaku 
sampai dengan tanggal 10 Desember 2038. 

Å PLTP Unit 5: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tentang 
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT Pertamina Geothermal Energy, tanggal 28 April 2015 dan 
berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2045.  

Å PLTP Unit 4: Sertifikat Laik Operasi No. C7D.2.U.DJ.304.3204.22 tanggal 31 Desember 2022, berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. 

Å PLTP Unit 5: Sertifikat Laik Operasi No. 024.U.03.141.3204.0000.20 tanggal 15 Juli 2020, berlaku sampai 
dengan tanggal 15 Juli 2025. 

2.  Lahendong 
 

PLTP unit 5 dan 6 yang terletak 
di WKP Lahendong. 

Å PLTP Unit 5 dan 6: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 10/1/IUPTL-T/PMDL/2015 
tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT Pertamina Geothermal Energy, tanggal 6 Mei 2015 
dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2045.  

Å PLTP Unit 5: Sertifikat Laik Operasi No. 058.1.U.DJ.304.7102.21 tanggal 19 Oktober 2021, berlaku sampai 
dengan tanggal 19 Oktober 2026. 

Å PLTP Unit 6: Sertifikat Laik Operasi No. 059.1.U.DJ.304.7102.21 tanggal 19 Oktober 2021, berlaku sampai 
dengan tanggal 19 Oktober 2026. 

3.  Karaha Cakrabuana 
 

PLTP unit 1 yang terletak di 
WKP Cakrabuana. 

Å Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 9/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tentang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT Pertamina Geothermal Energy, tanggal 6 Mei 2015 dan berlaku sampai 
dengan tanggal 6 Mei 2045. 

Å Sertifikat Laik Operasi No. 487.U.DJ.141.3206.JQBQ.18 tanggal 5 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 
5 April 2023. 

4.  Gunung Sibayak - Gunung 
Sinabung 

 
PLTP unit 1 monoblok yang 

terletak di WKP Gunung 
Sibayak - Gunung Sinabung. 

Å PLTP unit 1 monoblok sudah tidak beroperasi karenanya tidak memiliki IUPTL. 

Å PLTP unit 1 monoblok sudah tidak beroperasi karenanya tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi. 
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No. PLTP Perizinan 

5.  Gunung Way Panas/Ulubelu 
 

PLTP unit 3 dan 4 yang terletak 
di WKP Gunung Way 

Panas/Ulubelu. 

Å PLTP Unit 3 dan 4: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IUPTL-T/PMDN/2015 
tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT Pertamina Geothermal Energy, tanggal 24 April 2015 
dan berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2045. 

Å PLTP Unit 3: Sertifikat Laik Operasi No. 3LA.1.U.DJ.304.1806.22 tanggal 24 Mei 2022, berlaku sampai 
dengan tanggal 24 Mei 2027. 

Å PLTP Unit 4: Sertifikat Laik Operasi No. 4A7.1.U.DJ.304.1806.22 tanggal 8 Juni 2022, berlaku sampai dengan 
tanggal 8 Juni 2027. 

6.  Lumut Balai dan Margabayur 
 

PLTP unit 1 s/d 4 yang terletak 
di WKP Lumut Balai dan 

Margabayur. 

Å PLTP Unit 1, 2, 3 dan 4: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUPTL-
T/PMDN/2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT Pertamina Geothermal Energy, 
tanggal 28 April 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2045. 

Å PLTP Unit 1: Sertifikat Laik Operasi No. 008.U.03.141.1603.JI31.19 tanggal 31 Agustus 2019, berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Agustus 2024. 

Å PLTP Unit 2 belum dibangun dan PLTP Unit 3-4 belum efektif beroperasi sehingga belum diterbitkan Sertifikat 
Laik Operasi. 

 
Kecuali sebagaimana diungkapkan di atas, seluruh perizinan tersebut masih berlaku. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, GES dan PGEK belum beroperasi secara komersial dan belum melakukan kegiatan 
pembangkitan tenaga listrik. 
 
Izin Kehutanan 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat sebagian kegiatan usaha panas bumi yang dioperasikan sendiri (self-operation) 
Perseroan yang terletak di wilayah hutan konservasi atau hutan lindung, yaitu sebagai berikut: 
 

No. WKP Izin Bidang Kehutanan 

1.  Kamojang 
 

Terletak di wilayah hutan 
lindung, hutan konservasi dan 
area penggunaan lain (APL / 

tanah non kehutanan). 

Å Keputusan Kepala BKPM No. 107/1/IPPKH/PMDN/2017 tentang Perpanjangan Kedua Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan Untuk PLTP Lapangan Kamojang Atas Nama PT Pertamina Geothermal Energy Pada 
Kawasan Hutan Lindung, Kelompok Hutan Rakutakpulus, RPH Mandalawangi, BKPH Ciparay, KPH Bandung 
Selatan, Yang Terletak Di Desa Laksana, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Seluas 
3,85Ha, tanggal 22 September 2017, berlaku sampai dengan 16 September 2044. 

Å Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Kompensasi Antara PT Perhutani (Persero) Unit III Jawa-
Barat dan Banten dengan Pertamina Area Geothermal Kamojang No. 04/O44.3/SJ/Kamas/III/2003 tanggal 
28 Februari 2003, berlaku sampai dengan 27 Februari 2023.  

Å Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.405/Menlhk/Setjen/KSA.3/6/2019 tentang Izin 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi Dan Pemanfaatan Atas Nama PT 
Pertamina Geothermal Energy Seluas 56,85Ha Pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah 
Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Juni 2019, berlaku 
sampai dengan 17 September 2044. 

2.  Karaha Cakrabuana 
 

Terletak di wilayah hutan 
lindung. 

Å Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.436/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk 
Pengembangan Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Pertamina Geothermal Energy 
Seluas 37,98Ha Pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Galunggung Sebagian Petak 12, 13, 14, 15, 16 RPH 
Ciawi, BKPH Tasikmalaya, KPH Tasikmalaya dan Sebagian Petak 30, 31, 33, 34 RPH Wanaraja, BKPH 
Cibatu, KPH Garut Di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Agustus 
2012, berlaku sampai dengan 9 Agustus 2032. 

Å Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 9/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Tapak Tower Dan Jalur Transmisi Karaha Atas Nama PT 
Pertamina Geothermal Energy Pada Kawasan Hutan Lindung (HL), RPH Ciawi, BKPH Tasikmalaya, KPH 
Tasikmalaya dan RPH Wanaraja, BKPH Cibatu, KPH Garut, Di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten 
Garut, Provinsi Jawa Barat Seluas 7,20Ha, tanggal 25 Januari 2016, berlaku dengan jangka waktu selama 
digunakan sesuai dengan kepentingannya. 

3.  Gunung Way Panas/Ulubelu 
 

Terletak di wilayah hutan 
lindung dan area penggunaan 

lain (APL / tanah non 
kehutanan). 

Å Keputusan Kepala BKPM No. 105/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk 
Pengembangan Panas Bumi Atas Nama PT Pertamina Geothermal Energy Seluas 6,6470Ha Pada Kawasan 
Hutan Lindung Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 20 Desember 2016, berlaku sampai 
dengan 16 September 2044. 

















































































































































































































































http://www.e-ipo.co.id/














http://www.e-ipo.co.id/








































YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle





YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle

YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle

YQ188GJ
Rectangle



YQ188GJ
Rectangle










































































































































































































































































































































































































































































































































































